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Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Kata Sambutan
Ketua Komisi Yudisial
Republik Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. \E
Penegakan hukum di Indonesia belu @ tha rei. Suatu
ungkapan oleh Heraclitus, filosofedsal Yunapi Kuno yang artinya
a,
kan

seperti air yang mengalir. Maks m itu harus seperti air yang
mengalir agar mampu yejuk n menghadirkan peradaban dan
ketertiban. Begituj i rus mengalir begitu saja, bebas, tidak
boleh ada ca ngan'ydng membelokkan kemandiriannya.

Ke h iman yang merdeka merupakan salah satu pilar utama
y eherftukan tegaknya negara hukum. Namun, kemerdekaan itu
utuh. Dalam kehidupan bernegara, integritas hakim menjadi benteng

terakhir untuk menghapus kekecewaan publikatas berbagai praktik
penyimpangan dan korupsi di dunia peradilan.

Dalam semangat menjaga integritas itulah, Komisi Yudisial (KY) hadir
sebagai bagian tidak terpisahkan dari reformasi hukum dan konstitusi.
Berdasarkan Pasal 24B Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, KY memegang dua mandat penting yang saling
berkaitan: mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Dengan demikian, KY berperan sebagai mekanisme checks and balances
yang secara konsisten menjaga marwah kekuasaan kehakiman.
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i

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim VoL s

|



|

=

e Lo BUNGA RAMPAI

Kata Sambutan

Perjuangan KY selama dua dekade sesungguhnya berakar pada upaya
membentuk legal culture (budaya hukum) yang substansial di dalam
corpus peradilan. Integritas hakim tidak semata ditentukan oleh
regulasi (substansi hukum) atau struktur kelembagaan (struktur
hukum), melainkan harus dihidupkan oleh nilai-nilai etika dan moral
yang konstan. Tugas KY dalam mengusulkan hakim agung (rekrutmen)
dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (pengawasan)
adalah esensi dari pelembagaan etika yudisial, men]aml ba
kekuasaan kehakiman tidak hanya independen secara fi .%

juga memiliki akuntabilitas moral di hadapan konstj
X‘“ dua dekade

mendalam menjadi
ga ini berkontribusi bagi
arenaitu, saya menyambut baik

Tahun 2025 menjadi momen bersejar.

penting agar dapat dinilai sejauh
tegaknya peradilan yang b ritas
penerbitan buku Bu ua Dekade Menjaga dan Menegakkan
i Mukan hanya dokumentasi pemikiran para

juga cermin dari kedalaman ilmu dan komitmen

pakar hulGmiyt
ter ila1 integritas yang mereka junjung tinggi.

Saya
pihak yang telah berperan dalam penyusunan dan penerbitan buku
ini. Secara pribadi, penerbitan Bunga Rampai ini juga menjadi penutup
masa bakti saya sebagai Anggota sekaligus Ketua Komisi Yudisial pada
Desember 2025. Semoga karya ini menjadi sumbangsih yang dapat
memperkuat harapan publik terhadap tegaknya hukum dan keadilan di

nyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua

negeri ini.
Jakarta, November 2025

Salam takzim,

an Rifai, S.H.,’LL.M., Ph.D.
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Kata Sambutan
Sekretaris Jenderal
Komisi Yudisial
Republik Indonesia

elahiran Komisi Yudisial (KY) % nggak sejarah
penting dalam perub@ peradilan di Indonesia.

h
ebagai amanat refo i tertuang dalam Pasal
24B UUD Negara Republik Indbnesia Tahun 1945, KY hadir
untuk menjalan utigsi checks and balances guna menjaga dan
menegakka , keluhuran martabat, serta perilaku

hakim. Keb embaga ini adalah respons atas harapan publik

p yang bebas dari judicial corruption serta upaya untuk
m okoh pilar negara hukum melalui kekuasaan kehakiman
yang merdeka namun tetap akuntabel.

Pada tanggal 13 Agustus 2025, Komisi Yudisial sudah
genap berusia 20 tahun. Dua dekade perjalanan ini penuh dengan
dinamika, tantangan, dan capaian, termasuk dalam membangun
sinergi kelembagaan dengan Mahkamah Agung (MA). Momentum
ulang tahun ke-20 ini menjadi saat yang tepat untuk melakukan
refleksi dan evaluasi mendalam demi penyempurnaan kinerja
organisasi yang berkelanjutan.

KY menyadari pentingnya mendokumentasikan pemikiran-
pemikiran konstruktif terkait perjalanan lembaga ini. Oleh karena
itu, kami menyambut baik kehadiran buku ini yang menghimpun
perspektif para praktisi dan pakar hukum mengenai peluang serta

|
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Kata Pengantar

tantangan dalam mewujudkan peradilan bersih. Buku ini tidak
hanya berfungsi sebagai referensi akademis, tetapi juga sebagai
bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan informasi kepada
publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga peradilan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang luas
bagi para pemangku kepentingan, mulai dari hakim, aparat pegegak
hukum, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat sipil\Serhog
gagasan-gagasan yang tertuang di dalamnya dapat
berharga bagi penguatan kelembagaan KY d1

Tak lupa kami mengapre31a31 ma kasih yang
setinggi-tingginya kepada par usun serta seluruh

pihak yang telah berkontrl usi erbltan buku ini.

@\,%akarta November 2025

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
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Dari Redaksi

Dari Redaksi

'[ ]’ndang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia
(NRI) Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman
sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menygle ra

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilaf. im, sébagai

pengadil dan pemutus perkara berkewajiban, men an hukum
dan keadilan, serta menjaga Kode Eti Perilaku Hakim

(KEPPH) agar dapat menjaga %s dgai “Wakil Tuhan”. Di

, 1

sinilah peran Komisi Yudistal aga negara yang dibentuk
berdasarkan konstit asal 24B"ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

dengan kewenanganuya mengusulkan calon hakim agung
serta untu e an menegakkan kehormatan, keluhuran
mar ta perilaku hakim.

a 3 Agustus 2025, KY menapaki usia ke -20 tahun.
Selaima dua dekade berkiprah, KY telah melalui berbagai dinamika
dan tantangan, sekaligus menorehkan capaian penting. Kolaborasi
dengan berbagai mitra strategis menjadi kunci penting dalam
mendukung dalam mengedukasi publik, mengawasi proses peradilan,
serta memperkuat transparansi lembaga peradilan.

Momen penting dua dekade ini, kami wujudkan untuk
melahirkan buku Bunga Rampai “Dua Dekade Menjaga dan
Menegakkan Integritas Hakim” berisi pemikirin dari para pakar
hukum dan mitra strategis lainnya yang terdokumentasikan untuk
membahas peluang dan tantangan menjaga integritas hakim untuk
peradilan bersih. Para penulis memberikan perspektifnya terkait
kiprah KY selama dua dekade serta harapan terhadap KY dalam
menjalankan wewenang dan tugasnya dalam mewujudkan peradilan

—
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Dari Redaksi

bersih. Pandangan para pakar ini juga sebagai refleksi, evaluasi dan
masukan kelembagaan mengenai tugas, fungsi dan organisasi KY
sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada: Dr. Busyro
Mugoddas, S.H., M.Hum., Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Prof.
Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., Prof. Susi Dwi Harijanti,
S.H., LL.M,, Ph.D., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Assoc
Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Miko Ginting, S.H., M.AgDr.
Rishan, S.H., LL.M., Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.
M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., Muhammad T z%
Rita Kumalasanti, dan Dr. Imran, S.H., a%é idayak dimiliki
dan dibaca oleh siapa pun: hakim, j a,‘v,d@, ademisi, praktisi

hukum lain, masyarakat sipi léngan mahasiswa yang

r
tertarik dengan isuisu%&n'pﬁperadﬂan, khususnya KY.
@\’ Selamat membaca!

Redaksi Bunga Rampai

rof.
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Dr. Busyro Mugoddas, S.H., M.Hum.

Meletakkan Dasar Komisi Yudisial

Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.*

?;\»

Pendahuluan
yahdan, Pasal 24B ayat (1) Unda asar Negara
Republik Indonesia Tahun 194 1al (KY) memiliki
dua wewenang utama, sulkan pengangkatan
akyat (DPR), dan menjaga

hakim. Pada haki ewenang tersebut untuk mengontrol
mutu profes ra hakim di negeri ini.

@ bahgan terakhir, ketika profesionalisme kian mundur
di ri™ini, kerisauan melanda kehidupan bermasyarakat dan
bermegara. Para ahli yang selama ini menggolongkan diri ke dalam
bilangan kaum profesional telah tidak lagi bekerja berprinsipkan
moral untuk memenuhi panggilan nuraninya untuk bekerja demi
kemaslahatan sesama manusia.

hakim agung kepada Dewaxg Pe
dan menegakkan k& 1%; ke uhuran martabat, serta perilaku
a

Di tengah kehidupan yang telah kian kapitalistik, aktivitas
kerja kaum profesional ditengarai telah kian didominasi oleh
semangat pencarian kekayaan materi, dan tak lagi sebatas pencarian
rezeki (apalagi semangat pengabdian). Deprofesionalisasi suatu
semangat yang terkadang malah cenderung pada ulah laku yang
koruptif dan tidak jujur. Inilah suatu proses yang dikenali sebagai
proses deprofesionalisasi, atau malah bernuansa anti-profesi.

1 Ketua Komisi Yudisial RI 2005-2010

-—
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Prolog
Meletakkan Dasar Komisi Yudisial

Reformasi yang esensinya berupa kesadaran baru untuk
memperoleh kesejatian hidup secara lumrah, sebagai manusia
dan terbebas dari belenggu kezaliman kekuasaan, telah berbuah
positif. Ratusan wakil rakyat di MPR telah melakukan amendemen
terhadap UUD Tahun 1945 dengan maksud dan tujuan amendemen
ini nantinya menjadi patokan moral, yuridis, dan politik bagi upaya
membangun Indonesia yang berdasarkan prinsip the rule of law,
demokrasi, dan keadaban.

Salah satu hasil amendemen terhadap UUD Tah 4@(‘
i knya

Pasal 24B mengenai pembentukan KY. Latar be

lembaga ini karena pada kurun waktu cukuptama peradilan

r
telah tercemar dan mengalami public diStu nyebabnya adalah
demoralitas pada sebagian jajara adilanyyattu berupa praktik jual
beli putusan dan suap yangdgzim &isebut’dengan judicial corruption
atau mafia peradilan. J\

Demoralijtas pang, t melanda secara meluas pada jajaran
peradilan,se bukan saja disebabkan karena pengaruh
siste g korup, melainkan juga karena faktor krisis
keséjatiandiri sementara kalangan hakim. Kesejatian dan otentisitas
hakimyyang memiliki kedudukan dan misi yang luhur sebagai wakil
Tuhan berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai dan spirit keadilan,

demi putusan yang benar dan adil, serta memberi perlindungan
hukum kepada justiciabelen.

Hakim yang konsisten dengan kefitrahan nurani dan nalar
sehatnya, didukung dengan sistem kekuasaan kehakiman dan
peradilan yang transparan, niscaya akan melahirkan sejumlah vonis
yang adil dan indah. Di dalamnya bermuatan nafas dan ruh kebenaran,
keadilan dan kepekaan yang tajam terhadap sense of justice, serta
responsif terhadap derita ketidakadilan rakyat. Hakim seperti inilah,
yang diilustrasikan Nabi, sebagai bagian kecil dari mereka yang berhak
untuk memperoleh tempat hidup yang surgawi kelak.

Betapa kita merindukan suatu tatanan kehidupan individual
dan politik sosial ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan, serta

b Ll 2 BUNGA RAMPAI
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Dr. Busyro Mugoddas, S.H., M.Hum.

pola relasi antar warga, dengan negara yang bersahabat, ramah
dan saling sapa serta melindungi, di mana di dalamnya kefitrahan
manusia memperoleh eksistensi dan aktualisasinya. Tentu kerinduan
ini, selain menjadi kewajiban para pengelola negara, juga dapat
diperankan oleh hakim melalui putusannya.

Putusan yang mampu mendongkrak kepercayaan masyarakat
luas Adalah putusan yang mampu tegak di depan penguasa yang
salah, di atas prinsip kebenaran dan keadilan, dan sejuk secara Krjl

i

hukum di hadapan rakyat yang tertindas oleh sistem yang Yﬂ

Reposisi Peradilan \
Reposisi peradilan dalam kerangka radilan perlu

as dilakukan refleksi

bagaimana praktik peradilan d :
kejayaannya, rezim ini berhasil menyeret lembaga peradilan
sebagai alat pem l%l( t, dan pengawet kekuasaan. Ketika
penguasa megasalferaic epentingannya, peradilan dijadikan alat
untuk j “musuh-musuh politiknya” ke sel-sel tahanan
tanpé da alitas hukum. Di luar itu, sejumlah besar aktivis
dan demokrasi diculik, ditahan tanpa proses hukum,
danddisiksa secara kejam hingga dihilangkan. Situasi demikian

mencerminkan ketika sejumlah hakim mengalami tekanan politik
untuk melayani kegiatan-kegiatan politik rezim Orde Lama.?

Kini, kendatipun telah berganti rezim, peninggalan warisan
budaya Orde Baru masih saja sulit lenyap. Ia acap kali tampak
dalam pandangan dan sikap-sikap anti kritik, ego sektoral,
melanggengkan simbol-simbol Orde Baru. Bahkan, dimitoskan
pandangan tentang pentingnya privilege (hak istimewa) untuk
kalangan pejabat tertentu dengan dalih impunitas, independensi
yang tanpa batas moral dan perlindungan hukum untuk pejabat
publik tertentu. Dewasa ini, hal itu dipupuk kembali. Gejala tidak

2 Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, 2000

-—
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Meletakkan Dasar Komisi Yudisial

sehat ini berpotensi bagi terancamnya kelangsungan *formasi,
termasuk reformasi peradilan.

Praktik mafia peradilan selama ini tidak dapat dilepaskan
dan krisis global yang bersifat kompleks yang melanda aspek
kesehatan, terbatasnya mata pencaharian, relasi sosial, dan sekaligus
bersamaan dengan munculnya krisis intelektual dan spiritual.?
Bersamaan dengan itu, muncul pula krisis moral yang melanda kanm
cendekiawan.? Dalam praktik di dunia peradilan terjadi k&g)
sama, yakni sebagian hakim yang “menyalahgunak e
jabatan publik dan profesinya dengan menjual b nya.

Hakim sebagai produk pergurua t1 galaml proses
pendidikan strata 1 di mana secar: @ memiliki standar
konstruksi filsafat hukum d %ﬂ yang responsif terhadap
praktik dari suatu siste ik yang korup. Terlalu lama
kampus fakultas hyka % kadar memerankan proses transfer
of knowledgeg\ta angi dengan tradisi kritik ideologi.

esar kalangan akademisi fakultas hukum
konstruksilegal positivism. Gilirannya, banyak hakim

positivistik, kecuali yang tidak, ini pun hanya sebagian kecil dan tidak
mampu merekonstruksi wajah peradilan dan penegakan hukum
(keadilan) yang semakin menyimpang dan mengkhianati nilai-nilai
ke-Ilahian sekaligus wujud radikalisme penegakan hukum. Karena
praktik politik kekuasaan negeri ini semakin korup, seperti terlihat
dari hasil pemilu dan pilkada.

Paling tidak sejak Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2024
menggambarkan fakta semakin kumuh, kusut dan tandusnya
perpolitikan di negeri ber-Pancasila ini, sehingga proses penegakan
hukumpun tidak mampu mencegah apalagi menindak praktik

3 Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, Bentang
Pustaka, 2004

4  Daniel Dhakidae mengutip penelitian Wira tentang “pelacuran intelektual”, Cendekiawan dan
Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, Kompas, 2003

-



Dr. Busyro Mugoddas, S.H., M.Hum.

kejahatan kemanusiaan (crime against humanity), yaitu korupsi,
termasuk korupsi moralitas hukum di Mahkamah Konstitusi (MK)
dalam perkara Pemilu lalu.

Bagaimana wajah koruptor yang mewabah secara massif di
negeriini? Kitalihat data dibawah ini sebagai konfigurasi terdapatnya
praktik ‘radikalisme korupsi skala nasional’ sebagai produksi riil dari
realitas ‘radikalisme politik’.

Peta Koruptor Th 20024 S.D 2019: Fakta "Negara Kesat
Koruptor Radikal Indonesia" (NKKRI) <
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Dewasa ini korupsi di negeri yang beragama ini semakin kronis.
Sementara para hakim diidealkan untuk memiliki kemampuan
menegakkan asas-asas keadilan, maka kampus sebagai sumber
daya insani pura hakim rasanya perlu segera melakukan revolusi
berparadigma dalam dunia keilmuan. Bukan saatnya lagi akademisi
hukum mentradisikan cara berpikir yang memisahkan ilmu dari nilai.

Bahkan semakin elitis dan menarik jarak terlalu jauh dari
realitas dan derita kefakir-miskinan sosial, ekonomi, politik, HAM
dan budaya sebagai dampak langsung korupsi politik dan korupsi
kepemimpinan. Rakyat berhak untuk dan atas hak kepemimpinan
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yang jujur, adil, dan transparan. Namun, karena pemilu sengaja
diperankan sebagai etalase dan alat politik untuk menutupi rapat
praktik mafia politik dan mafia hukum, muncullah sejumlah “badut-
badut politik” yang dengan mudah ditampilkan ke posisi panggung
politik skala nasional sampai daerah di negeri ini.

Terkait tradisi berpikir ini, bagi kalangan dekonstruksionis
ilmu pengetahuan yang bermazhab Frankfurt seperti Habermas yang
mengedepankan teori kritis, tentu patut digugat. Teori Kriti

suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan % i

filsafat dan ilmu pengetahuan sosiologi menemuk@n

ildatie iS. Pada taraf
ehgatasi saintisme atau
positivisme.”

Dunia penegakan ‘kk‘\hda keadilan yang berkeadaban,
bukan saja menjadi e% kewajiban serta tanggung jawab
insan penega

mem111k1

yang bersifat transendental yang melamp
teori pengetahuan, Teori Kritis ber

im) saja. Hakim, bukan elit sosial yang
eWang eksklusif dan bebas kontrol. Mengingat ia
pu lik, di mana publik berhak mengawasinya. Ia tidak
hldu beker]a dalam ruang hampa kritik dan sapaan. Penegakan
hukum juga menjadi tanggung jawab akademisi dan praktisi hukum.
Saatnya kini, para “dewa” akademisi hukum, turun dari kayangan
dan mengambil posisi dan sikap kritis melakukan transendensi ilmu.

Negeri ini seharusnya sudah terbebas dari derita kolonisasi
baru, yaitu kala para akademisi berbagai disiplin keilmuan yang
seharusnya sudah mampu dengan kemandirian moral dan etik
akademiknya mencegah menguatnya kolonisasi sosial budaya politik
ekonomi hukum dan HAM. Meminjam Vedi Hadiz, terjadinya
dominasi kelompok predatorik daerah justru telah merebut peran
kontrol desentralisasi dan menyuburkan praktik memperkaya diri.®
Dimana peran kaum akademisi dalam situasi peran predatorik elit

5 Fransisco Budi Hardiman, Kritik Ideologi, Buku Baik, 2003

6 Vedi Hardiz, dalam Jemma Purdeb, Antce Misbah et all , Indonesia Negara dan Masyarakat
Transisi, Marjin Kiri, 2023
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minoritas oligarki politik dan bisnis itu? Sengaja mendiamkan atau
menjadi penikmat di atas derita tangis rakyat tertindas (mustadz’afin
madzlumin)ini? Sampaikapan? Mendiamkankejahatanadalahbagian
dari kejahatan itu sendiri. Apalagi menikmati hasil kejahatannya.
Rasanya kurang enak jika saya katakan, sebagai ‘serigala akademist’,
yang mempraktikkan prostitusi intelektualitasnya, hanya sekadar
menuruti nafsu hewaniyahnya. Inilah yang ditamsilkan sebagai ‘ulaa
ika kal an’aam’ (lebih sesat dari pada binatang).”

Senafas dengan fungsi teori kritis di atas, penegak
hukum dan keadilan memerlukan pendekatan den

baru, yakni dengan pendekatan ilmu sos r f i alam
pengertian ini, ilmu hukum termasuk di d pandangan
Kuntowijoyo, ilmu sosial profetlk me an etlk ilmiahnya
dalam Al Qur’an, Surat Ali Imro 0 “K lah umat terpilih yang
dilahirkan untuk manusia, mgnyurti keptida yang ma’ruf dan mencegah
dan yang munkar, da m’:& ada Allah”

u sosial profetik ialah humanisasi, liberasi
dan tra ‘Palam konteks misi KY untuk agenda reformasi
p il@xa tugasnya mencakup juga bagaimana bersama
k% akim, melakukan gerakan liberasi atas praktik mafia
peradilan itu yang pada hakikatnya merupakan proses humanisasi
dan transendensi.

Dikatakan,

Pengkonstruksian hukum dalam kerangka ilmu sosial profetik,
dalam arti khusus dilakukan oleh hakim dalam memaknai secara
seksama fakta hukum dengan pendekatan filsafat nilai (aksiologi),
kemudian diikuti dengan transendensi, serta diikuti dengan moral
reconstruction pada hakim, keluarga dan sistem organisasinya, bukan
saja akan berpengaruh konstruktif terhadap putusannya, tetapi
juga secara politik akan mampu bersikap tegas terhadap intervensi
kekuasaan eksekutif.

7  Al-Qur’an.Al A’raf:179
8 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Mizan, 2001
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Independensi yang diimbangi dengan transparansi dan
akuntabilitas publik menjadi penting bagi hakim. Berbeda dengan
polisi dan jaksa yang bersifat komando, hakim akan menemukan
makna independensinya jika terbebas dari budaya feodalisme.
Jangan sampai ia seperti sebagian ilmuwan sosial yang masih
mewarisi cara Orde Baru, yakni mencerminkan keterkaitan
antara ilmuwan sosial dan patronase negara.’ Relasi hakim
dengan atasannya adalah suatu kebutuhan, tetapi hendakhya
tidak mensifatkan hubungan patronase tadi. Sebab hafin
berpotensi mendegradasi kehormatan hakim % am
sama dijaga.

a-

Reformasiperadilan sebagai agefida erlukan sejumlah
program.Antaralain, peningkat alftas DM hakim, peningkatan
sarana dan kesejahtera

serta berbagai kesempatan untuk

)

bisa mengakses pa i program peningkatan spektrum
intelektualitasnya. d%‘ iNi penting, mengingat bahwa ia
berkewajipan putusan yang secara sadar dijiwai dengan
title/i "Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha
Esc;@ énuntut kemampuan betanggung jawab kepada Sang
Khalike Secara sosial ia juga harus mempertanggungjawabkan

putusannya kepada publik, karena ia pejabat publik, bukan profesi,
meskipun dituntut harus profesional.

Di sinilah, unsur moral menjadi penting. Bukan saja dalam
kaitan dengan perilaku moral (moral behavior) sehari-hari, tetapi
juga pada kualitas moral putusannya. Mengapa demikian? Karena
di dalam putusan hakim itulah terletak kehormatan dan keluhuran
martabatnya. Kualitas moral (akhlak) dalam bentuk intensitas
(kekhusyu’an) dalam ritual beribadah dan harmonitas hubungan
moralnya secara terpuji dengan keluarganya akan berpengaruh
positif terhadap kualitas putusannya. Hakim pasti mampu bersikap
tegas menolak dan melawan setiap bentuk mafia peradilan, jika ia

9 Vedi R Hadiz dan Daniel Dhakidae: Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia, Equinox
Publishing, 2006
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merasa berada dalam kontrol Tuhannya dan juga kontrol istri dan
anak-anaknya, serta kontrol publik, bukan sebaliknya.

Dalam kaitan putusan hakim, untuk membedakan mana yang
benar dan salah, jelas masuk wilayah moral. Dalam konteks ini,
supremasi moral perlu memperoleh porsi dalam proses penalaran
hukum dan pertimbangan hukum setelah hakim menemukan fakta
hukum. Dalam hubungan moral dengan hukum, dapat dikutip: “The
binding or obligatory character of the law of nature lies essentially in
the moral worthiness of such a source of human regulation tobe Z)%y:é
by men”.*® Dengan demikian putusan hakim sebagai jUidge e
memerlukan sentuhan spirit moral.

Dalam konteks urgensi muata ukum dalam
putusan hakim, maka dlperlukan Iﬁ i berbagal perspektif

secaraluas yang terkait den dan tugas KY. Tinjauan KY

dari aspek moral secara rehe if, baik yang bersifat komparatif
dalam kaitan den an KY di negara lain, maupun yang
spesifik dal ta nya’ dengan pentingnya peran checks and
balances sial, budaya dan politik, serta manajemen.

lsml Menjaga Integritas Hakim

Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan
kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang
memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan menurut Kode
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), integritas bermakna
sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak
tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap
setia dan tangguh berpegang pada nilai atau norma yang berlaku
dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi
yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan
mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran

10 John D. Finch dalam Introduction to Legal Theory

-—
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dan keadilan, serta berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik
untuk mencapai tujuan terbaik. Integritas merupakan gambaran
diri yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Karena hal
itu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang
tercermin dalam perbuatan. Orang yang memiliki integritas biasanya
berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, sehingga perilaku dan
tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Namun dalam
perjalanannya, integritas sering mengalami ujian dan cobaan Haik
berupa uang, barang, jabatan, kesempatan hingga wanit

Berbagai modus penyalahgunaan wewe a ering
terdengar merupakan gambaran begitu bera C il terhadap
integritas. Maka cobaan yang datang tefse menunjukkan
konsistensi yang bersangkutan %t itas. Konsistensi ini
akan berpengaruh positif atan negatif térgantung dari sejauh mana
nilai integritas tersebutfthengendap dalam kognisi, hati nurani,

dan dalam perila g udkan dalam kehidupan keluarga,
masyarakat, ingku kerja.

@ ir Manan ada 10 masalah dalam dunia peradilan,
yaitu I

a)  Lack of proportionalism (kurangnya proporsionalitas),
hal ini menyangkut penguasaan pengetahuan hukum
(dalam arti seluas-luasnya), keterampilan hukum,
integritas, dan etika. Hal ini sangat berpengaruh pada
mutu putusan.

b)  Lack of social responsibility or awareness (kurangnya
tanggung jawab atau kepedulian sosial), misalnya,
kebiasaan bermewah- mewah.

o) Lack of dignity (kurangnya kewibawaan). Hakim harus
menyadari bahwa profesi yang disandangnya adalah
jabatan yang mulia.

11 Hukum Online, 22 Mei 2014
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Lack of carefulness (kurangnya kehati-hatian). Hakim
kadang-kadang tidak hati-hati. Contoh: hakim yang
menghadiri acara diskusi atau debat di televisi yang
berbicara kasus, padahal kasus sedang berproses di
pengadilan atau berpotensi menjadi perkara yang
ditangani hakim.

Lack of future orientation (kurangnya orientasi masa

depan). Seorang hakim yang memutus seharusnya
sudah memaparkan putusannya akan berdam;ﬁ&;

depannya. ‘\z
Lack of political carefulness o nes urangnya

kesadaran politik). Masa ‘ adapi peradilan
adalah kepercayaa dah

Lack of scie ense rangnya kesadaran ilmiah).

Lack Xd ism (kurangnya puritanisme). Setiap

s berpikir bahwa dirinya adalah manusia

egal minded. Setiap pikiran dan badannya harus

erkaltan dengan hukum. Sifat puritanisme harus

disikapi hakim dengan berpikir impersonal. Hakim harus

memiliki jarak dengan objek yang diadilinya, karena itu

di dunia peradilan dikenal doktrin konflik kepentingan.
Puritanisme harus menampakan kesederhanaan.

Lack of sense of justice (kurangnya rasa keadilan). Para
hakim kerap lemah mempertimbangkan rasa keadilan
yang ada dalam dirinya itu.

Lack of facilities (kurangnya fasilitas).

Kesepuluh persoalan di atas yang akhirnya membentuk
anggapan yang negatif dalam masyarakat ketika berurusan dengan
dunia peradilan, yaitu berbelit-belit, birokratis, mismanajemen,
membutuhkan biaya yang banyak, serta mengabaikan keadilan

-—
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bagi masyarakat. Padahal peradilan harusnya menjadi tempat yang
bermartabat, berwibawa, dihargai, dihormati dan dipatuhi semua
pihak. Seperti yang dikatakan Satjipto Rahardjo,"? sesungguhnya
lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang
membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi itu hanya akan efektif apabila pengadilan mem\)

empat prasyarat:
1.  Kepercayaan (masyarakat) bahwa d1 erek
akan memperoleh keadilan se hendak1
2.  Kepercayaan asy wa pengadilan
merupakan lem ga gekspre51kan nilai-nilai
ke]u]uran talitas y g tidak korup dan nilai-nilai
utama ya,

u dan biaya yang mereka keluarkan tidak

3.
_S ;
. ¥ Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk

benar-benar memperoleh perlindungan hukum.™

Menurut Satjipto Rahardjo, kepercayaan masyarakat
dibutuhkan oleh dunia peradilan dalam sistem hukum manapun.
Pengadilan bukan hanya tempat dilangsungkannya penyelesaian
sengketa hukum dalam sistem hukum modern, tetapi juga tempat
lahirnya sumber hukum, tempat yang menentukan apa dan
bagaimana kekuasaan hukum dilaksanakan. Bahkan peradilan dapat
menggambarkan potret peradaban suatu bangsa.'* Kepercayaan
masyarakat kepada hakim dan pengadilan tidak ditentukan oleh
sistem hukum apa yang digunakan, tetapi bagaimana sikap,

12 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal 107

13 Amzulian Rifai dkk, “Wajah Hakim dalam Putusan”, Pusham-UII, NCHR dan Komisi Yudisial,
2007, hlm 31

14 Satjipto Raharjo, opcit
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perilaku dan kualitas putusan hakim itu dikerjakannya sehingga
mencerminkan keadilan yang substansial.

KY hadir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjaga
harkat, martabat dan perilaku hakim karena peran pentingnya hakim
dalam menegakkan hukum dan keadilan yang memiliki wewenang
yang luas dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Membangun Perisai Dasar"

Memahami latar sosial budaya dibentuknya KY.
awal para komisioner (anggota) lembaga ini telah %

awal sebagai pengamalan amanatnya. M

pertemuan, dipahami bersama, bahwa s at pasca Orde
Baru berada dalam masa transisi_p@litik, sistem politik yang
anti demokrasi menuju yang okga an berkeadaban. Oleh

karena itu, KY dipahamai ‘dan dilatakkan dalam kerangka menuju

%a at madani. Konsekuensinya, harus

harkatan terhadap masyarakat untuk

diberi erpartisipasi aktif dan penuh untuk dapat
“{z; C

elum pengucapan sumpah di hadapan Presiden, tujuh
calon anggota terpilih KY mengadakan beberapa pertemuan antara
lain di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
yang merupakan kantor Soekotjo Soeparto dan di rumah Profesor
Chatamarrasjid. Dalam kesempatan tersebut mereka melahirkan
komitmen nilai dan komitmen moral yang menjadi perisai dasar
serta landasan kelembagaan.

Komitmen nilai terdiri dari dua hal pokok, yaitu bertanggung
jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat, dan bekerja dengan
semangat ibadah serta komitmen kolektif dengan mengutamakan
keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional. Sedangkan

15 Elza Faiz dan Nur Agus Sutanto, Busyro Muqoddas Penyuara Nurani Keadilan, Erlangga,
Jakarta, 2011
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komitmen moral terdiri dari tujuh butir, yaitu senantiasa jujur dalam
kata dan perbuatan, terbuka dalam menerima dan menyampaikan
pendapat, menjaga kebersihan hati, pikiran dan sumber rezeki, sabar
dalam melaksanakan segala proses pelaksanaan kewenangan dan
tugas, amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab profesional
dan individu, berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran, dan
menghargai perbedaan pendapat baik di kalangan internal maupun
interaksi dengan pihak luar.

Deklarasi komitmen moral itu didasarkan pad
buat
en1mbulkan

krisis moral yang menerpa kekuasaan kehaklman
tatanan sendi sendi kehidupan bernegar
situasi ketidakadilan masif yang nstltu51 dan rasa
keadilan, penegakan hukum s rburuk citra Indonesia.
Hal ini merupakan wujud 1313 hlak dan code of conduct, serta
kepemimpinan di kal

Komit 1 1tekaduntukmempertanggung]awabkan
pelaksan pada Tuhan dan rakyat, bekerja dengan
b dah dan komitmen kolektif pada pengutamaan

ke]u r akhlak profesional, memiliki akuntabilitas, dan

ketelddanan kepemimpinan. Komisioner juga juga bertekad
menjalankan wewenang secara transparan persuasif, edukatif, tegas,
tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melibatkan kepentingan
keluarga, menolak semua bentuk hadiah, dan membuka akses seluas-
luasnya bagi masyarakat untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman
yang bersih dan berwibawa.

Komitmen moral yang dideklarasikan oleh KY itu merupakan
garansi atas komitmen dan kerja lembaga yang kami pimpin. Selain
itu, sejak awal kami disumpah, kami sudah membuat komitmen
moral dalam bentuk tertulis yang ditandatangani semua komisioner.
Bahkan, kami punya komitmen dalam menjalankan tugas tidak akan
melibatkan keluarga. Kalau ada yang memberikan hadiah akan kami

kembalikan baik-baik.

-
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Pada tanggal 2 Agustus 2005, Anggota KY yang terpilih
mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono selaku Kepala Negara. Mereka adalah M. Busyro
Mugqoddas, Irawady Joenoes, Zainal Arifin, Chatamarrasjid Ais,
Soekotjo Soeparto, M. Thahir Saimima, dan Mustafa Abdullah.
Semenjak itu, kami bertujuh resmi sebagai Anggota KY melalui
Keputusan Presiden Nomor 1/P/2005 tentang Pengangkatan
Anggota KY Periode 2005-2010.

Pada awal berdirinya, KY menempati salah satu ué&?
Depkumham selama kurang lebih dua bulan, sejak 2 ust% a
Oktober 2010. Selanjutnya menempati kanto . 1
Jakarta Pusat, dan akhirnya memperoleh te \
gedung yang baru dibangu di Jl. Kr

Agustus 2009.

uis,
fien di suatu
»57 Jakarta, sejak

Semua program aruslal. dikembangkan dengan dijiwai
gung jawab yang bertitik tolak dari
n di KY benar-benar sudah memiliki

penguatan sehingga lembaga ini punya peran sentral berkaitan

dengan law enforcement.

Komisioner KY sangat menyadari peran fundamental untuk
memberikan landasan kepada lembaga baru itu berupa spirit, konsep,
dan etos kerja ideal yang kelak bisa diteruskan dan dikembangkan
oleh penerusnya. Ia bukan saja menyandarkan diri kepada kesadaran
penegakan hukum yang berhadapan dengan manusia semata, tetapi
juga membangun spirit bahwa penegakan hukum pun terkait faktor
ketuhanan. Keduanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang
lain.

KY harus memiliki andil untuk memperbaiki kondisi dunia
peradilan di negeri ini agar publik percaya kembali terhadap kerja

-—
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lembaga pengadilan yang selama ini dinilai merosot karena mafia
peradilan. Tugas suci KY untuk mengawasi kerja para hakim dan
dunia peradilan negeri ini.

Berbagai Kendala dalam Menjaga Marwah Hakim'®

Di awal berdirinya KY banyak harapan yang diberikan oleh
masyarakat agar lembaga ini tidak menjadi ompong, sepertilem
lembaga lainnya yang hidup segan mati tak mau. Kendala baikysecara
institusional maupun personal juga dialami oleh
awal menjalankan tugasnya. Misal terkait de % suap
m

yang diduga melibatkan Probosutedjo.
Probosutedjo sebagai terdakwa korupsi

enjadikan
a31 hutan tanaman
industri di Kalimantan Selatan it e ggehndmg hingga kasasi
di Mahkamah Agun (MA obosutedjo yang juga Direktu Utama
PT Menara Hutan Bu %n empat tahun penjara di PN Jakarta

Pusat, di tingkat b

penjara, damdi
30/ (@

ara itu mencuat tatkala Harini Wijoso, mantan pengacara
Probdsutedjo, bersama lima karyawan MA ditangkap tangan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harini bermaksud
melakukan penyuapan kepada lima pegawai MA sebesar Rp 1,5
miliar. Penyerahan itu dilakukan setelah Harini menerima berkas
putusan yang isinya membebaskan terdakwa korupsi Probosutedjo.
Berkas putusan tersebut ternyata palsu.

umannya dikurangi menjadi dua tahun

a
i
kat kasasi diputus empat tahun penjara (Rabu,

KYmelihatdalamperkaraituterjadipenyuapansehinggamerasa
perlu memanggil Probosutedjo. Probosutedjo didampingi ekonom
Sri Edi Swasono dan kuasa hukumnya [ Wayan Mardhika, datang ke
KY memenuhi panggilan lembaga itu. KY memeriksa Probosutedjo
terkait dugaan penyuapannya terhadap hakim di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta sebesar Rp 10 miliar.

16 Elza Faiz dan Nur Agus Sutanto, Ibid

Ll 16 BUNGA RAMPAI

-



Dr. Busyro Mugoddas, S.H., M.Hum.

Pemeriksaan itu juga terkait dugaan perdagangan perkara di MA
yang antara lain disebut-sebut melibatkan Ketua Mahkamah Agung
Bagir Manan.

Setelah diperiksa oleh KY, Probosutedjo mengatakan, atas
permintaan pengacaranya, dia menghabiskan uang Rp 16 miliar
dengan harapan dirinya dibebaskan dari kasus penyelewengan dana
reboisasi. Sebagian uang itu ia keluarkan di tingkat pengadilan
negeri untuk jaksa dan sebagian yang lain diserahkan kepada hakim
di tingkat pengadilan tinggi dan MA. Selanjutnya, KY eré&lé
memanggil hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Tinggi Jakarta yang menangani kasus Prob rangan
Probosutedjo penting sebagai bahan me %M -hakim itu.
Selain mereka, KY juga berencanam A Bagir Manan
karenaada dugaanketerlibatan %e arencanapemeriksaan
Hakim Agung Bagir Mana tlaliSebuah peristiwa besar yang
kemudian melahirk antarlembaga peradilan itu dan juga
menggulirkan agéhd 1 ak1m agung.

1 girimkan surat kepada Ketua MA Bagir
M :@k eminta penjelasan secara tertulis dan terinci
ka g
MAMPemeriksaan itu menempatkan Bagir Manan bukan sebagai

Ketua MA, melainkan sebagai hakim agung yang menangani kasus
Probosutedjo. Rupanya, Bagir Manan menyatakan kepada publik

angan perkara di MA yang melibatkan lima pegawai

bahwa dia tak akan memenuhi panggilan KY untuk diperiksa terkait
dugaan perilaku menyimpang para hakim dalam perkara kasasi
Probosutedjo. Ketidakhadiran Bagir Manan dikhawatirkan akar
memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap MA. Kehadiran
Bagir Manan sebenarnya akan menjadi teladan bagi 6 ribu hakim di
seluruh Indonesia terkait prinsip penegakan hukum.

Keteladanan ini penting ketika MA saat ini sedang dalam
keadaan krisis keteladanan. Ketidakhadiran itu membeberkan ke
publik pihak mana yang sebenarnya menghormati hukum atau tidak.
Remuknya tatanan dan prinsip pemerintahan yang jujur disebabkan

-—
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juga oleh keikhlasan yang rapuh. Hanya dengan jiwa ikhlas saja
lembaga-lembaga bisa menghormati konstitusi. Kami memanggil
Bagir Manan berdasarkan undang-undang soal wewenang KY.
Pemanggilan itu wujud penegakan hukum formal. Jangan sampai ada
demoralisasi lembaga dengan mengabaikan surat pemanggilan yang
sah itu. Undangan kami mestinya direspons secara proporsional.
Kalau datang, artinya menghormati UUD 1945 dan Undang-Undang
KY.

Dalam pemberitaan, Bagir Manan menan k i
yang menyebut namanya dalam kasus suap di g%r it"kasus
Probosutedjo dengan mengakui itemWi’ pengacara

Probosutedjo, yaitu mantan hakingf tipg ogyakarta Harini
Wijoso di ruang kerjanya. Harini a pegawai MA yang diduga

terlibat suap demi kepe an pégkara Probosutedjo ditangkap
KPK. Menurut pen atini dan dua dari 5 pegawai MA, ada
u
r

rencana penyerah 0 ribu dollar AS untuk Bagir Manan.
Transaksi arini atas prakarsa Pono, pegawai bagian
kendafa . Bagir Manan membantah terlibat dalam kasus itu.
Ke ian"KY meminta MA segera mengganti majelis hakim kasasi
kasusykorupsi Probosutedjo senilai Rp 100.931 miliar sebelum ada
putusan atas perkara. Penggantian itu dilakukan agar proses hukum
terhadap kasus tersebut bisa berjalan baik dan penggantiannya perlu
dinyatakan kepada publik.

Karena putusan harus bersih, tanpa kontaminasi. Putusan
perkaranya terbuka agar ada pertanggungjawaban kepada
masyarakat. Ketika itu, apabila Bagir Manan bersedia mengganti
dengan majelis hakim yang lain, maka langkah itu sangat terpuji.
Bukan karena curiga, tetapi justru agar kedudukannya sebagai ketua
hakim agung dan institusi MA tidak tercemar.

Langkah berikut yang akan dilakukan KY, yaitu segera
memanggil seluruh hakim tinggi mulai dari tingkat Pengadilan Negeri
sampai MA yang terlibat kasus suap MA. Pemanggilan itu dilakukan
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secepatnya setelah mendapat data-data yang cukup dari KPK. Kasus
suap di MA merupakan representasilemahnya manajemen peradilan.
Padahal MA adalah puncak dari peradilan di tanah air. Seleksi ulang
hakim agung merupakan upaya untuk menata manajemen peradilan
dan meningkatkan kinerja hakim agar menjadi lebih profesional dan
bersih. Intinya, seleksi ulang itu agar hakim dan lembaga peradilan
punya integritas dan dipercaya publik. Kasus suap tersebut harus
dibongkar sampai ke akarnya, jangan sampai terhenti pada orang
tertentu. Jika tak tuntas, peradilan tak dipercaya masyarakat

bisa muncul street of justice karena orang tak perca

peradilan.

Selain kasus suap seperti yang ka i atas ada
juga kasus laporan tindak pidana ya eh Hakim Agung
Artidjo Alkostar melaporkan %g nggota KY ke Sentra
Pelayanan Kepolisian (SP jaya Selasa 7 Februari 2006
karena dituduh tela rka nama baik. Laporan hakim agung
ini tercatat deng /K/11/2006/SPK Unit III tertangga'”
Februarl e ran nama baik terkait dengan pemberitaan
dib : massa bertanggal 24 Januari 2006 yang isinya
bahwa KY tengah menangani 13 hakim agung
ber ah antara lain: Mariana Sutadi, Paulus Effendi Lotulung,
Artidjo Alkostar, dan Arbijoto. Laporan ini akhirnya selesai di tingkat
mediasi tanpa melalui proses hukum.

Puncak Resistensi dan Amputasi Kewenangan'’

Puncak resistensi kepada KY terjadi pada tahun 2006 dengan
adanya pertemuan Sunter dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah hakim agung dan beberapa pengacara yang berhasrat
“meniadakan” KY mengadakan pertemuan di Hotel Danau Sunter,
Jakarta Utara, pada tanggal 2 Februari 2006. Tujuan pertemuan
adalah untuk menggugat keberadaan KY.

17 Elza Faiz dan Nur Agus Sutanto, Ibid
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Berawal dari media massa yang memuat tulisan mengenai
13 hakim agung yang diduga bermasalah. Media massa pula
yang menginformasikan adanya pertemuan di Sunter untuk
“menghukum” KY. Kebanyakan hakim agung yang hadir dalam
pertemuan itu mengeluarkan kata-kata pedas, misalnya menyebut
KY hanya mencari popularitas, melakukan pembohongan publik, dan
sebaiknya Ketua KY diganti orang yang profesional.

Upaya hakim agung untuk terus mempertanyakan ke

KY terus berjalan. Dengan mengajukan proses huku u jci

di MK pada 10 Maret 2006 yang diajukan oleh 3 g dan
dikuasakan kepada lima pengacara ya1tu X ianto Seno
Adji, S.H., Wimboyono Senoadji, S. y ailimang, S.H.,

J n JFelix Tampubolon, S.H.,
iew Undang-Undang No. 22

Y MK dengan registrasi Nomor 005/
%(3 melalui kuasa hukum meminta telah
ifusionalitas beberapa pasal UU KY dan Pasal 34
k memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

M.H., O.C. Kaligis, S.H., M.HL,
M.H., untuk mengajuka icial
Tahun 2004 tentan
PUU-IV/2006.
mendalil

ayat(

—+

un pihak pemohon judicial review tersebut ialah 31 (tiga
pululsatu) Hakim Agung yaitu, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung,
S.H.,Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Drs. H. Ahmad Kamil, S.H.,
M.Hum., H. Abdul Kadi Mappong, S.H., Iskandar Kamil, S.H., Harifin
A. Tumpa, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Prof. Dr. Valerine
JLK,, S.H., M.A, H. Dirwoto, S.H., Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H., Mansyur Kartayasa, S.H., M.
Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak S.H.,
DEA, Drs. H. Hamdan, S.H., M.H., H. M. Imron Anwari, S.H, S.Pn.,
M.H.,, Titi Nurmala Siahaan Siagian, S.H., M.H., Widayatno Sastro
Hardjong S.H., M.Sc., Moegihardjo, S.H., H. Muhammad Taufiq, S.H.,
H. R, Iman Harjadi, S.H., Abbas Said, S.H., Andar Purba, S.H., Djoko
Sarwoko, S.H., M.H., I Made Tara, S.H., Atja Sondjaja, S.H., H. Imam
Soebecy, S.H, M.H., Marina Sidabutar, S.H., H. Usman Karim, S.H.,
Drs. H Habiburrahman, M.Hum, dan M. Bahaudin Ouadry, S.H.
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Inti permohonan judicial review adalah, agar hakim agung
dan hakim konstitusi tidak bisa diawasi oleh KY. Dalam petitum
juga disebutkan permohonan yang sama atas hakim konstitusi.
Atas permohonan itu, MK memutuskan tiga hal Pertama, tidak
mengabulkan permohonan pemohon. Artinya, KY tetap berwenang
mengawasi hakim agung dan hakim lain di lingkungan MA. Kedua,
KY tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi. Ketiga, pasal-
pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY sepanjang mengenai
pelaksanaan fungsi pengawasan hakim dinyatakan berten

dengan UUD Tahun 1945 dan karenanya tidak mempugyai
hukum mengikat. ‘\‘

MK mengabulkan sebagian pe a pemohon
yang justru memangkas kewenan emerlksa hakim
termasuk hakim konstitusi. atds disampaikan dalam
Rapat Permusyawaratan kim ad1r1 oleh sembilan hakim
konstitusi, Prof. Dr idd q1e S.H., selaku ketua merangkap
anggota, H. Ach a es andi, S.H., Prof. H. A Mukthie Fadjar,
SH MS I Palguna, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Laica

f. H A. S. Natabaya, S.H., LL M, Dr. Harjono, S.H.,
rar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., pada Rabu, 16
Ag 006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno MK yang terbuka
untuk umum pada Selasa 23 Agustus 2006.

Tak pelak putusan MK tersebut memberikan pukulan berat
bagi perjalanan KY dalam mengawal reformasi peradilan. Menyikapi
hal itu, secara kelembagaan KY resmi mengumumkan pada 25
Agustus 2006 untuk sementara tidak menerima laporan Masyarakat.
Namun yang terjadi malah kebanjiran laporan masyarakat.

Peran Jejaring KY

Secara kelembagaan KY berkedudukan di Jakarta sebagai
ibukota negara, dengan wewenang dan tugasnya menjangkau seluruh
Indonesia. Untuk mewujudkan salah satu alasan utama terbentuknya

-—
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KY, yaitu agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap
kekuasaan kehakiman adalah dengan cara melibatkan unsur-unsur
masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya
monitoring secara internal.

Pelibatan unsur masyarakat ini merupakan bentuk partisipasi
strategis. Hal ini perlu karena saat ini semakin banyak keluhan
masyarakat pencari keadilan tentang kinerja penegak hukum
tidak tersalurkan. Bahkan media massa seolah-olah tidak d

menjadi media kontrol bagi lembaga peradilan ur%

perbaikan. Timbul kesan bahwa pengadilan yang

akadila yata tidak
uh dari tujuannya yaitu
untuk memberikan keadilan.
Pada masa itu KYj :%nhba n jejaring ke beberapa daerah
baik itu bersifat k e&i a aupun personal. Jejaring tersebut

rakat sipil (civil society), LSM, organisasi
kemasyayékata rguruan tinggi, dan pers. Peran Jejaring KY se-

i ﬁ; 1 kekuatan demokratis yang proaktif melaporkan
prak langgaran etik dan moral hakim dan aparat peradilan di

daerah merupakan bagian yang melekat dalam prinsip kedaulatan
rakyat.

benteng terakhir untuk melawan keti

Prinsip kedaulatan rakyat ini merupakan jantung dalam hukum
modern. Hukum tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai produk
kekuasaan, melainkan sebagai kontrak sosial antara masyarakat dan
pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan jejaring KY bukan semata
simbolik, melainkan berdampak nyata dalam mengontrol kekuasaan
dalam masyarakat.

Pembentukan jejaring KY dilandasi semangat altruisme atau
mengedepankan kepentingan orang lain. Oleh karenanya, dengan
prinsip dan semangat itu, KY dan jejaringnya akan berada dalam
suatu kesepakatan bersama. Dengan prinsip dan semangat altruisme
tersebut diharapkan ada satu kesepakatan Bersama, yaitu problem
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penguatan demokratisasi dalam domain law enforcement dengan
landasan prinsip kesukarelaan, kesetaraan, kebebasan, peradaban,
transformasi, reformasi peradilan dan kepercayaan.'®

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh jejaring ini meliputi
bidang *°.

a.  Penelitian sesuai dengan tema/ topik yang telah
disepakati oleh kedua pihak.

b.  Penelitian putusan hakim di masing-masing daer

c.  Investigasi perilaku hakim di masing-masi d%l‘.

d.  Pembangunan jaringan advokasi m y%fg’

e.  Pertukaran informasi yan ki atas dasar

kesepakatan kedua pihak.
f. Bidang-bidanglai ngoap penting dan disepakati
k.

oleh masin &ig pl
Sedangkanghasil yahg”diharapkan dengan adanya jejaring

program-pr a adalah:

a epsusun dan tersedianya database hakim (baik dalam
% al kualitas maupun integritas) yang selanjutnya
dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi KY pada
melaksanakan: seleksi calon hakim agung, pengawasan

perilaku hakim , dan pemberian penghargaan bagi hakim
yg berprestasi.

b.  Terintegrasinya gerakan antara negara dan kalangan
masyarakat sipil yang mempunyai tujuan untuk
melakukan reformasi peradilan dan pemberantasan
mafia peradilan.

18 Nunuk Nuswardana, Erma Rusdiana, Deni Setya Bagus Yuherwan, “Desain Aksi Jejaring
Komisi Yudisial Dalam Monitoring Putusan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur, Jurnal
Yustitia, Vol 2 No 1 Januari-April 2013

19 Asep Rahmat Fajar, Urgensi Dan Fungsi Pembentukan Jejaring Di Daerah Oleh KY, Dalam
Bunga Rampai Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial, 2007
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C. Teradvokasinya masyarakat pencari keadilan (terutama
masyarakat korban) untuk dapat memperjuangkan
haknya .

Daftar Jejaring/MOU Komisi Yudisial RI Tahun 2005-2010 *°

No. Nama Jejering Tahun Jumlah
2006 2007 2008 2009 2010
1  Universitas 31 15 0 5 6
2 LSM/NGO 57 20 2
3  Lembaga Negara/ 0 0 0
Komisi Negara
Jumlah 88 35 2 A 7142
Salah satu bentuk jejari trategls yang dilakukan oleh
KY adalah pembentukan ko sat Koordinasi) Pemantauan
Pengadilan yang ters erapa daerah, terdiri dari:
1. Pos engadﬂan Aceh di LBH Aceh
2. mantauan pengadilan Medan di LBH Medan

3. osko pemantauan pengadilan Padang di LBH Padang

4.  Posko pemantauan pengadilan Palembang di LBH Palembag
5. Posko pemantauan pengadilan Lampung di LBH Lampung
6.  Posko pemantauan pengadilan Jakarta di MaPPI FHUI

7. Posko pemantauan pengadilan Bandung di LBH Bandung

8.  Posko pemantauan pengadilan Semarang di LBH Semarang

9.  Posko pemantauan pengadilan Yogyakarta di ICM Yogyakarta

20 Noor M Aziz, Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka
Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim, Badan Pembinaan Hukun Nasional, 2011
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10. Posko pemantauan pengadilan Surabaya di LBH Surabaya

11. Posko pemantauan pengadilan Samarinda di Pokja 30
Samarinda

12. Posko pemantauan pengadilan Banjarmasin di Sanksi Borneo
Banjarmasin

13. Posko pemantauan pengadilan Manado di LBH Manado
14. Posko pemantauan pengadilan Palu di LPSHAN@'\)
n

15. Posko pemantauan pengadilan Kendagi %
16. Posko pemantauan pengadi @di LBH Makassar
17. Posko pemantaua gadilan Bali di LBH Bali
18. Posko pem % ngadilan Mataram di Somasi Mataram
Progra egiatan yang dilakukan oleh jejaring tersebut
‘ % ngat membantu KY untuk menjaga harkat, martabat
eluNtiran hakim. Terlebih lagi pada saat sekarang ini tampaknya

semakin marak penangkapan para hakim karena menerima suap atau
lebih dikenal dengan judicial corruption. Praktik judicial corruption

dari

sudah lama dengar. Bahkan, ada sebagian dari kita yang mengalami,
tetapi sulit dalam membuktikannya karena keterbatasan alat bukti
yang dimiliki. Praktik judicial corruption mungkin hanya muara dari
sejumlah permasalahan lain yang lebih besar yang ada di negeri ini.

Dalam perkembangannya jejaring KY yang tersebar di seluruh
negeri secara perlahan tidak diaktifkan pada saat era komisioner KY
2015 dan seterusnya. Akibat tidak lagi terkonsolidasikan tersebut,
jejaring KY akhirnya bubar secara perlahan dan monitoring terhadap
pengadilan tidak lagi dilakukan oleh jejaring, tetapi dilakukan
langsung oleh KY Jakarta.

I
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Penutup

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga kami di periode
pertama KY 2005-2010 berbagai kendala, tantangan dan harapan
selalu silih berganti hadir dalam tugas dan tanggung jawab kami
dalam menjalankan amanat reformasi peradilan guna menjaga
marwah hakim.

Dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan selama
p51

dalam mengemban amanah wajah peradilan belum
dan perlu terus menerus untuk membenahi diri g
yudisial yang begitu tinggi. Oleh karena itu mas ng akan

datang harus terus berupaya untuk m a agar menjadi

lembaga yang tangguh, transpa a dan menghormati

HAM dalam seleksi haklm gawasan hakim karena
an

rasa frustasi warga masy ga warga negara, yang merasa

selalu dipecundangt o h u orps birokrasi (yang sipil maupun
militer). Sem i pohtlsl tak juga kunjung berempati pada
nasib wafga $a na31b rawan, malah alih-alih kian berkawan
de a 'yang mapan, dapatlah diduga bahwa yang akan

terjadi ddalah ekspresi-ekspresi dalam bentuk kekerasan.

Pengawasan eksternal perlu ditingkatkan agar peran serta
masyarakat sebagai kontrol sosial bagi semua pelaksanaan kebijakan-
kebijakan publik oleh publik, baik yang mengorganisasi diri ke dalam
LSM-LSM ataupun tidak/belum yang karena sifatnya informal dan tak
prosedural. Acapkali halitu tak hanya dikualifikasi sebagai pengawasan
berdasarkan hak asasi warga yang ekstralegal malahan dianggap ilegal
manakala tak ditanggapi sebagai masukan oleh para birokrat akan
menambah-nambah saja rasa frustrasi dan sikap-sikap oposisional
yang mengarah ke gerakan civil disobedience khalayak ramai.

Oleh karena itu, di masa krisis multidimensi ini, masyarakat
berharap agar KY memberikan titik terang dalam upaya penegakan
hukum dan penegakan etika dan tidak membiarkan pengabaian

terhadap hak asasi manusia. ***
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Kilas Balik Sejarah Pembentukan
Komisi Yudisial

Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

5\?&

ndang-Undang Dasar (U Repubhk Indonesia
(NRI) Tahun 1945 tkan” kekuasaan kehakiman

sebagai kekuas deka untuk menyelenggarakan
peradilan guna hukum dan keadilan.! Kekuasaan
merdeka ya a kekuasaan kehakiman atau dikenal
denga radllan yaitu kekuasaan hakim ataulembaga

11 \ a men]alankan fungsi dan wewenangnya bebas dari
gan pihak manapun. Independensi peradilan menjadi
rat utama bagi tegaknya negara hukum.

Independensi peradilan dapat dimaknai dalam dua aspek,
yaitu independensi hakim sebagai pengadil dan pemutus perkara
dan independensi kelembagaan atau badan peradilan dari campur
tangan lembaga atau kekuasaan negara yang lainnya. Independensi
menjadi perisai bagi hakim dan badan peradilan untuk mengadili dan
memutus perkara secara imparsial, tidak memihak dan tanpa rasa
khawatir atau takut pada dampak putusan terhadap dirinya atau
lembaganya. Independensi hakim dan lembaga peradilan mutlak
diperlukan untuk menjamin kekuasaan kehakiman, sehingga dapat
menjalankan fungsinya untuk menjaga tercemarnya norma hukum

1 Pasal 24 UUD 1945
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dan keadilan dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum,
menjaga dan menjamin posisi lembaga peradilan dalam menjalankan
fungsinya sebagai pengawal dan pelindung hak-hak konstitusional
warga dan hak-hak asasi manusia, serta sebagai pemutus terakhir
(ultimum remidium) atas setiap sengketa dalam masyarakat serta
sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pengadilan adalah harapan terakhir dan tempat bersandgrnya
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dan melanggag huku
dari pihak lain. Independensi peradilan merupakan pringip sal
sebagai benteng negara hukum (safeguard of (&%o ), yang

disahkan menjadi resolusi PBB No. 4 9 November

1985 dan No. 40/146 tanggal 13 embe 5, yang mewajibkan

setiap negara untuk menghor emperhatikan (to respect
dila

and observe) independensi Pera
Namun degai r% ndensi peradilan bisa menjadi pisau

bermata duag\Pada\satu Sisi dapat menjadi perisai bagi hakim atau
pengadi negakkan hukum dan keadilan dengan jujur dan
Nay pada sisilain dapat pula menjadi alasan bagi hakim atau
peradilan untuk membela diri terhadap kritik atas kesalahan
elalaian hakim atau badan peradilan dalam melaksanakan

le
dan
wewenangnya. Hal demikian justru dapat menjadi ancaman untuk
tegaknya negara hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri.

Hakim dan lembaga peradilan dapat menjadi malaikat
pembawa kebenaran dan keadilan dan dapat pula menjadi monster
yang merusak keadilan dan kebenaran. Begitu rawannya posisi hakim,
dalam ajaran Islam, telah diingatkan bahwa ada tiga kelompok hakim,
yaitu dua kelompok masuk neraka dan satu kelompok masuk surga.
Dua kelompok hakim yang masuk neraka itu adalah hakim yang
memutus perkara dan mengetahui kebenaran, tetapi tidak memutus
dengan kebenaran itu serta hakim yang tidak tahu kebenaran tapi
memutus perkara dengan kebodohan sehingga menghilangkan
hak orang lain. Satu hakim yang masuk surga, yaitu hakim yang
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mengetahui kebenaran dan memutus perkara dengan berdasarkan
kebenaran itu.”

Pada posisi yang demikianlah hakim dan lembaga peradilan,
harus secara objektif dapat dijaga dan diawasi agar tidak salah
memanfaatkan independensi. Independensi harus dibarengi
objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Agar hakim dalam
menjalankan fungsinya sebagai pengadil dan pemutus perkara tetap
dalam koridor untuk menegakkan hukum dan keadilan serta rule

of law, maka harus ada mekanisme untuk menjaga dan mengawasi
hakim. Namun pengawasan hakim tidak boleh mggr:%c
dén, jsehi

hakim atau lembaga peradilan menjadi tidak i

e ingga

takut memutus perkara atau memutus p i hawah pengaruh

dan tekanan. Pengawasan hakim har @ eri ruang kepada

hakim untuk tetap bebas da%%d am memutus perkara
s

r
tanpa ketakutan atau ancangan. Péggawdsan atas hakim dan lembaga
peradilan harus tetap dalamV\ruang lingkup yang tidak boleh masuk

dalam wilayah keliebaga m dalam memutus perkara.

ng menjadi latar belakang sekaligus tujuan
misi Yudisial (KY), yaitu kebutuhan adanya suatu
gara yang independen dan profesional untuk mengawasi

pempe
le
hakitn dalam aspek yang tidak mengganggu kemerdekaan dan
imparsialitas hakim, yaitu pada aspek etika dan perilaku hakim untuk
menjaga keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY juga menjadi
lembaga independen yang mencatat rekam jejak hakim sehingga dapat
mengajukan calon hakim agung yang dipercaya dan berintegritas.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KY menempati
kedudukan konstitusional yang sangat kuat karena dijamin oleh

2 Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At Timidzi : 130l EUIES: Bluaclo i 10 x sGloa
i Wz 50 Blas <G \J‘Cé’(_&éd; I el s 100 3lom U1 Gsg Up SO #3553 10lus 5
i 1) e 530 Gims wIdzG G cis 10z 5
Artinya: “Hakim itu ada tiga. Dua di neraka, dan satu di surga. Hakim yang memutuskan hukum
dengan tidak benar, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui
kebenaran (jahil), sehingga ia menghilangkan hak orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang
memutuskan hukum dengan kebenaran, maka ia di surga” (HR at-Tirmidzi).
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konstitusi dengan kewenangannya untuk mengusulkan calon hakim
agung serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Pengaturan KY dalam UUD NRI
Tahun 1945 berada dalam lingkup pengaturan mengenai kekuasaan
kehakiman, berada tepat setelah pengaturan mengenai Mahkamah
Agung (MA) sebelum Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga lingkup
tugas dan wewenang KY berkaitan dengan MA dan kekuasaan
peradilan yang berada di bawahnya.?

Dengan pendekatan sejarah dan riset normafif t ini
hendak melakukan kilas balik atas pembentuka \% rjalanan
menegakkan

pelaksanaan fungsi dan wewenangnya
kehormatan, keluhuran martabat _dégn
ketatanegaraan KY dan dinamika per b an dalam pelaksanaan.

Sejarah Pembentuka xsl Yudisial

nesia yang dimulai sejak tahun 1998,

haklm serta posisi

an tatanan pemerintahan yang sangat penting
epuluh tahun masa akhir pemerintahan Soeharto

sepanjang sejarah Indonesia, yaitu hanya 40% hakim yang dianggap
independen dan berintegritas. Seperti disampaikan Harifin A Tumpa
menunjukkan bahwa data mengenai kemerosotan independensi
peradilan yaitu masa paling baik kualitas hakim terjadi antara 1945
sampai 1960 dengan persentase 80%. Penurunan terjadi pada era
1960 hingga 1970 tinggal 60%. Independensi dan kualitas hakim naik
kembali pada era 1970 sampai 1980 menjadi 70%, dan kemerosotan
independensi dan kualitas hakim paling parah pada era 1980-1990-
an hanya 40%.*

3 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Edisi Revisi, 2010, hal. Putusan M716. ...

4 Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Agung RI 2009-2012, disampaikan pada Pembukaan
Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 7 Oktober 2009 di Palembang
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Pada era Presiden Soekarno, dalam rangka pelaksanaan
demokrasi terpimpin secara ketatanegaraan, MA berada di bawah
pemerintahan demokrasi terpimpin, Ketua MA yang ketika itu
dijabat oleh Prof. Wirjono Prodjodikuro menjadi anggota Kabinet
Ampera I di bawah Presiden Soekarno sebagai Ketua Kompartemen
Kehakiman. Keadaan tersebut dimungkinkan berdasarkan UU No.
19 tahun 1964 seorang Presiden dengan alasan atas kepentingan
nasional dan revolusi yang terancam, diperbolehkan turut atau
campur tangan dalam soal-soal pengadilan untuk kepentingan

revolusi, kehormatan negara dan bangsa serta e;ﬁ

masyarakat yang mendesak.”

Masa pemerintahan Presiden Soeha efga ekuasaan
Kehakiman No. 14 tahun 1970 men ts; §k asaan kehakiman
pada dua atap, yaitu organisators;ladininistrasi dan finansial berada
di bawah kendali kekuas Présiden;”sedangkan teknis yudusial
yaitu pengawasan tegtifiggi agas perbuatan pengadilan di bawah MA
berada di bawah ‘1& ada kondisi yang demikian, para hakim di
tingkat pe i erdda di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif

% proses pengangkatan hakim agung dan ketua MA, maka
perant Presiden sangat menentukan, yaitu DPR menyerahkan dua
nama calon hakim agung kepada Presiden untuk dipilih salah satu
oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi hakim agung. Tidak ada
pengaturan mekanisme pengusulan hakim agung ke DPR, sehingga
dalam praktik pengusulan diajukan oleh pemerintah dan/atau oleh
DPR dan MA. Demikian halnya dalam pengangkatan Ketua dan
Wakil Ketua MA, maka peran presiden sangat menentukan dalam
proses penetapan hakim agung dan peran menteri kehakiman sangat
menentukan dalam menentukan jenjang karier dan jabatan hakim di
bawah MA. 7 Kondisi demikian sangat memengaruhi independensi

yan

5 Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964
6  Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 14 tahun 1970
7  Pasal 8 UU 14 Tahun 1985
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hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan berakibat
independensi hakim menjadi persoalan.

Pada sisi lain, pembinaan teknis yudisial hakim dan peradilan,
sangat tergantung pada penegakan etika dan perilaku hakim secara
internal melalui Dewan Kehormatan Hakim. Oleh karena posisi
hakim yang secara administrasi keuangan dan organisasi di bawah
kekuasaan pemerintah, terjadi ketidakpercayaan atas apa pu
diputuskan oleh Dewan Kehormatan Hakim dalam
pelanggaran etika dan perilaku hakim. Tidak 1ndep

peradilan berdampak pada turunnya kepercaya% embaga

Apalagi jika ada perkara yang terkait de , masyarakat
kehilangan kepercayaan kepada adilan. Para hakim
dianggap tidak independen daf t a miliki kemampuan untuk
memutuskan yang berl ata idak sesuai dengan kepentingan
pemerintah.

Berba ang meresahkan dan merugikan tegaknya
hukum a tldak mendapatkan penyelesaian yang terbuka
ra anl. Banyak kasus dalam dunia peradilan yang menguap
terselesalkan atau terselesaikan akan tetapi jauh dari rasa
kea ilan masyarakat dan tidak transparan. Penyelesaian internal
oleh hakim melalui Dewan Kehormatan tidak memberikan kepuasan
kepada masyarakat dan tidak transparan. Masyarakat menganggap
bahwa tidak ada penyelesaian independen yang mampu memberikan
sanksi atau koreksi terhadap hakim yang melanggar etik atau
menyalahgunakan kekuasaan.

Pada masa Reformasi sebelum perubahan UUD 1945,
rekrutmen hakim agung berdasarkan UU No. 14 Tahun 1945
dilakukan melalui proses rekrutmen calon yang dilakukan oleh DPR
dari calon-calon yang diusulkan oleh DPR, yaitu dari fraksi-fraksi DPR
maupun MA serta usulan dari pemerintah. Seleksi calon dilakukan
oleh DPR dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari
MA dan Pemerintah, kemudian DPR menyerahkan nama-nama calon
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hakim agung yang ditetapkan oleh pemerintah selaku kepala negara.
Proses tersebut dianggap tidak cukup memberikan jaminan untuk
mendapatkan hakim agung yang ideal.

Reformasi 1998 dan Awal Pembentukan Komisi Yudisial

Pada 1998 dan setelahnya, yang dianggap sebagai masa
reformasi dalam pemerintahan Indonesia, terdapat dorongan
yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lembaga peradilan
yang independen, transparan, akuntabel, bersih dan berwibaw.

Keresahan atas dunia peradilan Indonesia, dirasakasf oléhdserpea
kalangan masyarakat terutama para akademisi. rti dikepaukakan
oleh Prof. Dr. Sri Sumantri yang menyate a ita semua

mengetahui betapa terpuruknya kek n ikihan di Indonesia.
Kalau semuanya, semula itu han elandaypengadilan tingkat pertama
da

dan tingkat tinggi, sekarw%im u merembet pada kekuasaan

kehakiman yang palin t%’.
Terkait, is '&g dua hal yang menjadi topik utama

pembic pembahasan perubahan UUD 1945 adalah
merge kvdtmen hakim dan pengawasan terhadap hakim.
Pe ekrutmen yang dilakukan secara independen dan

aran serta pengawasan terhadap hakim dan lembaga peradilan
yang efektif tanpa mengganggu independensi menjadi bahan
perdebatan serius ketika masa reformasi. Termasuk menghapus
dominasi eksekutif atas kekuasaan kehakiman, meningkatkan
kualitas dan integritas hakim dan lembaga peradilan. Tuntutan
tersebut terkait pula dengan tuntutan penguatan negara hukum
(rule of law), kekuasaan peradilan harus menjadi panglima dalam
penegakkan hukum dan keadilan.

Atas kondisi tersebut lahir KY dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia dengan fungsi pokok untuk melakukan proses rekrutmen

8  Disampaikan oleh Prof. Dr. Sri Sumantri dalam Rapat ke-7 PAH III BP MPR tanggal 13 Oktober
1999. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Op. Cit., hal. 602
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calon hakim agung agar diperoleh hakim agung yang profesional dan
berintegritas serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat dan perilaku hakim. Pembentukan KY tidak
terlepas dari tujuan untuk memperkuat negara hukum dan penguatan
wibawa lembaga peradilan.

Pada Sidang Umum MPR RI tahun 1999, ketika dilakukan
pembahasan Perubahan Pertama UUD 1945, dua isu yang.gelalu
menjadi sorotan anggota PAH III BP MPR (Panitia ad hoc u‘}%a)
UUD)? adalah masalah mekanisme pengangkatan hakim a an
pengawasan terhadap hakim. Seperti disampai n Kamil
(Wakil Ketua PAH III BP MPR) pada X IIT BP MPR
tanggal 7 Oktober 1999 menyampaik an agar mekanisme
pengangkatan hakim agun semu
DPR diubah agar dia ole PR, mengingat kewenangan

Presiden yang memgntukan\atau dominan dalam pengangkatan
mudi
m

hakim agung ' pada rapat PAH III tanggal 9 Oktober
1999, Ha i bali menegaskan pentingnya memperbaiki
prosgs @ toven hakim agung agar memperoleh hakim agung
y iki integritas tinggi baik dari kalangan hakim karier
maupun dari kalangan nonkarier, misalnya dari advokat yang sangat
senior qualified dan memiliki jam terbang tinggi.'’ Demikian juga
disampaikan oleh Gregorius Seto Haryanto (Anggota PAHIIIBP MPR)
yang mengusulkan untuk diatur tata cara dan prosedur persyaratan
mengangkat hakim agung, diperberat agar supaya orang-orang yang

duduk di MA betul-betul terjamin dalam hal etika dan moral, betul-
betul mampu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa."

Oleh Presiden atas usul

9 PAH III BP MPR adalah Panitia Ad Hoc yang dibentuk khusus dalam Sidang Umum MPR
1999 oleh Badan Pekerja MPR untuk melakukan kajian dan pembahasan mengenai usul-
usul perubahan UUD 1945 yang anggotanya berasal dari berbagai fraksi MPR. Pada saat itu
ada 25 anggota PAH III. Pada setelah dilakukan Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999,
dilanjutkan pembahasan pada tahun 2000, dan PAH III diubah Namanya menjadi PAH I BP
MPR yang anggota 47-50 orang perwakilan dari fraksi-fraksi MPR.

10 Ibid.,hal. 598

11 Ibid., hal. 600

12 Ibid., hal. 599
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Adapun mengenai pengawasan hakim sejak awal pembahasan
perubahan UUD 1945 telah menjadi perhatian anggota PAH III BP
MPR. Seperti disampaikan oleh Hamdan Zoelva (anggota Panitia ad
hoc Perubahan UUD) pada rapat pertama PAH III BP MPR tanggal
7 Oktober 1999 mengemukakan pentingnya pengawasan atas
kinerja MA, khususnya kepada hakim agung, dengan mengusulkan
pembentukan dewan kehormatan hakim yang anggotanya berasal
dari kalangan hakim, kalangan ahli hukum maupun di kalangan
orang-orang yang memiliki integritas tinggi, yang diatur dalam
undang-undang dasar ini. Dewan kehormatan inilah yang\menil
kinerja hakim serta merekomendasikan apakah h%&lv
i

rmtasuk
hakim agung yang diberhentikan atau tidak,'*Le
nilai kinerja hakim ini tidak berasal
DPR, tetapi harus lembaga yang i en,Pada Rapat ke-6 PAH
I1I, Hamdan Zoelva kembalj, m erlunya pengawasan atas
hakim agung oleh le independen yang bukan merupakan
lembaga politik r@ elaksanaan yudisial badan peradilan

baik terhadapha maupun hakim di bawahnya.™
e

ang akan
tik misalnya

P hasan perubahan UUD 1945 tahun 2000, dalam

t PAH/ BP MPR ke-3 tanggal 6 Desember 1999, Pengantar
Mu arah Fraksi Partai Bulan Bintang menyampaikan secara
khusus pembentukan lembaga independen untuk melakukan
pengawasan terhadap hakim khusus terkait urusan yudisial, yang
untuk pertama kalinya mengusulkan pembentukan sebuah komisi
independen, yang tidak lembaga tinggi atau lembaga tertinggi negara
(MPR atau DPR) karena lembaga-lembaga tersebut sarat dengan
muatan politis. Hamdan Zoelva menyampaikan :

“Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan atau
kontrol terhadap Mahkamah Agung termasuk terhadap para
hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas
yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya

13 Ibid., hal. 598
14 Tbid., hal. 601
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dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden sebagai kepala negara
dari para mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara
senior maupun profesor hukum dari perguruan tinggi ditambah
tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki
integritas yang sangat tinggi."®

Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan

penyimpangan termasuk keanehan dam produk putu%i n
r

dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisi ini_hatus adi
pertimbangan dalam penentuan karier seor i masuk

dalam penurunan pangkat atau hukumﬁ;@( efefan jika komisi
n

merekomendasikannya. Hal-hal yang m ut komisi ini perlu
diatur dalam UUD ini.*

iRan Prof” Dahlan Ranuwihardjo yaitu ahli
a ang diundang oleh PAH I memberikan

embahasan intensif mengenai KY dalam perubahan UUD
1945 oleh MPR berlangsung selama dua tahun dalam dua kali masa
sidang, yaitu masa sidang tahun 1999-2000 dan tahun 2000-2001
dan disahkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 bulan November
tahun 2021. Masa sidang MPR tahun 2000 dimanfaatkan oleh PAH I
BP MPR untuk mendengarkan pandangan dari para ahli dan lembaga
negara termasuk dari MA. Para ahli menyampaikan pandangan
terkait dengan kontrol atau pengawasan serta proses rekrutmen
hakim. Prof. Dr. I dewa Gde Atmadja selaku ahli yang diundang oleh
PAH I BP MPR menyampaikan pandangannya tidak setuju dengan
pengawasan atau kontrol terhadap hakim. Hal terpenting adalah

15 Ibid., hal. 604
16 Ibid.
17 Ibid.
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proses rekrutmennya yang harus dilakukan dengan transparan dan
terbuka dengan kriteria-kriteria yang betul-betul cermat di mana kita
akan mendapatkan hakim-hakim agung yang integritasnya tinggi.'®

Usulan konkret mengenai pengawasan hakim ini datang dari

MA yang menyampaikan pandangannya dalam Rapat PAH I tanggal
17 Februari 2000, yang menyampaikan rumusan ayat 4 pada pasal
24 mengenai MA vyaitu “Pada Mahkamah Agung dibentuk dewan
kehormatan yang mandiri dan bertugas melaksanakan pengawasan
eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan pera 'an%
itirari

menyadari bahwa terdapat anggapan dalam masyarak te

judicial di dunia peradilan sehingga mengang%h enting- adanya
la

pengaturan dewan kehormatan ini atau yaitu judicial

committee yang melakukan pengaw hakim sehingga
tidak semau-maunya. MA ]u us agar anggota dewan
kehormatan tidak berasal riin na akim tetapi dari eksternal.®®

Selama per. H I masa sidang tahun 2000, PAH I

masih berkutat p h kewenangan dalam pengawasan hakim
yangdil a wan kehormatan atau komisiindependen serta
s a‘ dukankomisiindependenitudalamketatanegaraan
Ir%@;. Apakah komisi itu berada dalam lingkungan MA ataukah
lembaga tersendiri, dan bagaimana syarat dan proses rekrutmen
anggotanya. Sampai pada akhir masa sidang PAH I pada bulan Juli
tahun 2000, pengaturan mengenai KY tidak dalam bab tersendiri,
tetapi dalam satu pasal pada bab mengenai kekuasaan kehakiman
yang kewenangannya mengusulkan calon hakim agung. Sementara
susunan dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang.

Pengaturan mengenai KY gagal diputuskan pada Perubahan Kedua
UUD 1945, karena belum mendapatkan rumusan yang memuaskan.

PadamasasidangMPR tahun 2001, PAHIBP MPR secarakhusus
mengangkat Tim Ahli untuk membantu mengkaji dan merumuskan

18 Ibid., hal. 605
19 Ibid., 606.
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berbagai pasal perubahan UUD 1945 termasuk mengenai kekuasaan
kehakiman dan KY di dalamnya. Jimly Asshiddigie yang mewakili
Tim Ahli Bidang Hukum menyampaikan usulan dalam Rapat PAH
I BP MPR tanggal 10 Mei 2001. Ia mengusulkan agar KY diberi
wewenang untuk mengusulkan hakim agung. Jimly menyampaikan
bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
sebagai kepala negara dengan persetujuan DPR atas usul KY. Tim
Ahli Bidang Hukum setuju KY bersifat independen yang diatur dalam

pasal tersendiri dalam UUD. Dalam menjalankan kewfen niy4,
KY menampung dan memberi masukan yang secaral.séngaja
diajukan oleh masyarakat, yang menjadi iKY dalam
melaksanakan wewenangnya untuk engangkat atau
memberhentikan hakim agung.’ lanyJimly yang mewakili Tim
Ahli Bidang Hukum terse tﬂ'fne usulkan pengaturan secara
tegas mengenai pengawasan\terhadap hakim.

anggal 15 Mei 2001, Tim Ahli kembali

2001, belum ada kesepakatan mengenai KY, khususnya susunan
keanggotaan dan wewenangnya apakah hanya melakukan rekrutmen
atas hakim agung atau termasuk juga pengawasan atas perilaku
hakim. Setelah melalui berbagai simulasi dan perdebatan yang cukup
panjang disepakatilah KY diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang
pada pokoknya memiliki dua kewenangan, yaitu wewenang untuk
melakukan rekrutmen atas hakim agung dan wewenang untuk
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta
perilaku hakim, yang susunan dan kedudukannya diatur UU.

Dengan masuknya KY dalam UUD, posisi konstitusional
sangat kuat dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh

20 Ibid., hal. 629
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konstitusi. Rumusan akhir tersebut menempatkan wewenang pokok
KY sebagai lembaga yang melakukan rekrutmen atas hakim agung
dan wewenang di bidang pengawasan hakim sebagai wewenang
komplementer dengan istilah “wewenang lain”, yang kemudian
setelah pembentukan KY wewenang inilah yang menjadi sumber
perdebatan dan bersitegangnya antara lembaga kekuasaan negara
dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu MA, KY, dan Mahkamah
Konstitusi (MK)

Penempatan KY pada Pasal 24B di antara pengaturan
MA dan MK (Pasal 24C) adalah semata-mata 31fatnya X

wewenang KY terkait dengan MA, khususny; alonan

hakim agung. Penempatannya dala ekuasaan

kehakiman, tidak berarti bahwa K ")ﬁel sana kekuasaan

kehakiman, karena menurut P % ekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan

peradilan guna men kan uku dan keadilan. Kemudian pelaku

kekuasaan kehak i alam Pasal 24 ayat (2), sedangkan KY
i @ peradilan dimaksud.?

ngka menjalankan ketentuan UUD tersebut

- UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY yang disahkan pada
13 Agustus tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU 18 Tahun
2011. UU No. 22 Tahun 2004 menegaskan dua kewenangan KY,
yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan
menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga
perilaku hakim. Dalam menjalankan wewenang rekrutmen calon
hakim agung, KY mempunyai tugas a) melakukan pendaftaran calon
hakim agung, b) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, c)
menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung
ke DPR.* KY mengajukan 3 calon hakim agung untuk satu lowongan
hakim agung kepada DPR.*® Dengan kewajiban KY mengajukan 3

21 Ibid., hal. 714.
22 Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004
23 Pasal Pasal 18 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2004
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kandidat calon untuk satu posisi, menjadikan wewenang DPR sangat
dominan dalam penentuan calon hakim agung.

Dalam rangka menjalankan wewenang melakukan pengawasan
terhadap hakim, UU No. 22 Tahun 2004 tersebut pada satu sisi
memperluas objek kewenangan pengawasan hakim, hakim agung
seluruh hakim yang berada di bawah MA dan Hakim Konstitusi.*
Tidak pernah ada pembahasan dalam perubahan UUD 1945 selama
tahun 2000-2001 untuk memasukkan hakim konstitudisebagai
objek yang diawasi oleh KY, sehingga pengaturan KX send a
tepat di bawah MA dan berkaitan dengan MA.

Pada sisi lain undang-undang te @e atasi wewenang
KY hanya mengajukan usul penja @n terhadap hakim, dan
tidak memiliki wewenang menj kahesanksi. Selama pembahasan
perubahan UUD 1945, %ﬁl& an memiliki peran menentukan
dalam memberi nKks ada hakim yang terbukti melakukan
pedoman perilaku hakim, walaupun

pelanggara
pengawé p perilaku hakim hanya sebagai kewenangan
lad @ Tidak ada maksud dari para perumus perubahan UUD
19 mbatasi kewenangan KY hanya untuk mengajukan usul
penjatuhan sanksi terhadap hakim. Dengan pembatasan tersebut KY
pada prinsipnya tidak memiliki wewenang memberikan sanksikepada
hakim, karena kewenangan itu pada hakikatnya hanya ada pada MA,
yang dengan UU No. 18 Tahun 2011 kewenangan penetapan sanksi
tersebut khususnya pelanggaran berat dialihkan kepada Majelis

Kehormatan Hakim, walaupun dalam Majelis Kehormatan Hakim
terdapat unsur keanggotaan dari KY lebih banyak dan para hakim.

UU No. 18 Tahun 2011 dengan maksud memperkuat KY,
memperluas dan memperkuat kewenangan KY sehingga mencakup
pula pengusulan hakim ad hoc pada MA,serta mempertegas
kewenangan KY dalam hubungan dengan MA. KY diberi kewenangan

menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

24 Pasal 21 danPenjelsan Pasal 21 UU No. 22 Tahun 2004.
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bersama-sama dengan MA, serta mengatur mekanisme pengawasan
etik dan perilaku hakim yang memberi kewenangan lebih kuat kepada
KY, antara lain pada komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan
Hakim mayoritas dari berasal KY yaitu 4 orang dan 2 orang dari
hakim agung. Majelis Kehormatan adalah lembaga pengawas etik
dan perilaku hakim untuk memeriksa pelanggaran berat hakim
dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH hakim yang dapat
menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada hakim.?

Walaupun putusan penjatuhan sanksi atas haki olw
hanya berupa rekomendasi kepada MA, tetapi re “\%

tersebut wajib dijalankan oleh MA. Dem1k1an] d la terjadi
perbedaan pandanganantaraKY dan MA ‘;% tuhan sanksi
terhadap hakim, yang tidak dapat s ara musyawarah

maka putusan KY yang harus %
Dinamika Perjala si Yddisial

X ga negara baru hasil reformasi, kelahiran
oleh masyarakat. Ada harapan besar menjaga
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku

dan3berintegritas tinggi. Namun, keberadaan KY yang progresif,
mengkritisi hakim agung dan hakim di bawahnya membuat gerah
para hakim termasuk hakim agung. Terjadi ketegangan antara
MA mempersoalkan wewenang KY yang dianggap mengganggu
independensi hakim. MA membawa masalah tersebut ke MK.

Keresahan di kalangan hakim dan hakim agung, diakibatkan
oleh pengawasan yang dilakukan oleh KY yang dianggap sudah
masuk pada ranah teknis yudisial kebebasan dan independensi
hakim dalam memutus perkara. Sebaliknya dari sisi KY, pintu masuk
untuk mengetahui pelanggaran etik dan perilaku hakim adalah
dengan meneliti putusan hakim. Paling tidak terdapat tiga isu pokok

25 Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011
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dinamika KY dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang berakhir
di MK, yaitu : 1) objek pengawasan KY, apakah termasuk hakim
agung dan hakim konstitusi, 2) kewenangan KY dalam melakukan
rekrutmen hakim apakah termasuk hakim tingkat pertama dan
hakim agung ad hoc, serta 3) serta hubungan KY dengan DPR dalam
rekrutmen hakim.

UUD 1945 hanya secara singkat menentukan dua kewenangan
KY, yaitu a) kewenangan mengajukan calon hakim agu “c%/bi
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan e'}% n,
keluhuran martabat dan perilaku hakim. P S%n .~ apakah
wewenang rekrutmen hakim dari KY te Xg terlibat dan
rekrutmen hakim pengadilan pe -ﬁ akim agung ad hoc

pada Mahkamah Agung, dan g“menjadi ruang lingkup

wewenang lain dar K m raggka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuga rtgbat serta perilaku hakim. UUD tidak

memberikan penegas ng lingkup dua kewenangan tersebut.

emperluas kewenangan lain dari KY yang mencakup
se akim yaitu hakim di lingkungan MA, termasuk hakim
agungswhakim ad hoc dan hakim di MK. Demikian juga, undang-
undang memperluas kewenangan rekrutmen hakim, yaitu pelibatan

KY pada rekrutmen hakim pada pengadilan tingkat pertama dan
pengusulan hakim agung ad hoc pada MA.

Dinamika pertama pelaksanaan kewenangan KY, terjadi pada
tahun 2006 ketika 31 orang hakim agung, yaitu Paulustersebundi
Lotulung dan Andi Syamsu Alam dkk, mengajukan permohonan
pengujian atas UU KY kepada MK yang mempersoalkan wewenang KY
mengawasi hakim agung, hakim konstitusi.”® Persoalan diawali oleh
gerahnya para hakim termasuk hakim agung di MA atas pemanggilan
oleh KY, terkait putusan hakim yang dilaporkan oleh masyarakat
kepada KY. Para Hakim Agung tersebut berdalih bahwa pengawasan
KY telah mengganggu independensi hakim dalam memutus

26 Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006.
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perkara, sedangkan menurut para hakim agung tersebut KY tidak
berwenang mengawasi hakim agung, termasuk tidak berwenang
mengawasi hakim konstitusi dan hakim ad hoc. Menurut para hakim
agung tersebut, Pasal 24B UUD 1945 yang memberikan wewenang
pengawasan kepada KY hanya untuk hakim, tidak termasuk hakim
agung maupun hakim konstitusi.

MK dalam putusannya atas perkara tersebut tanggal 23

Agustus 2006 memutus menolak permohonan para Pemohon
terkait kewenangan KY mengawasi hakim agung dan ha@ls@
efigawasi

dan mengabulkan permohonan terkait kewenangan

hakim konstitusi. Putusan tersebut menimbu ro aa Kontra
dalam masyarakat terkait penolakan gawa51 para
hakim oleh KY, dan telah men]a m

ik di berbagai
kampus di Indonesia.
Terdapat dua pe%ﬁanga ukum penting dalam putusan

tersebut, yaitu rtian hakim yang menjadi objek
pengawasan KY dan struktur ketatanegaraan KY dalam
hubungarr . Menurut MK, hakim yang dimaksud dalam

hakitm Mahkamah Konstitusi tidak termasuk hakim yang menjadi
objek pengawasan KY, karena menurut para perumus UUD 1945
hakim konstitusi tidak menjadi bagian dari hakim yang menjadi
objek pengawasan KY. Oleh karena itu, di dalam sistematika
penyusunan norma UUD 1945, KY ditempatkan pada pasal 24B
setelah pengaturan mengenai MA pada Pasal 24A.%"

Demikian juga, terdapat kekhawatiran MK, jika hakim MK
termasuk objek kewenangan KY dapat terganggu independensi
hakim MK dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, karena
terdapat potensi dalam sengketa kewenangan antara KY dengan
lembaga lain berperkara di MK. Sedangkan hakim agung menurut

27 Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. hlm. 174
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MK adalah wilayah kebebasan pembentuk UU untuk mengaturnya.
Artinya jika UU menentukan bahwa hakim agung merupakan objek
yang diawasi oleh KY dalam pelaksanaan KEPPH, hal demikian tidak
bertentangan UUD 1945. Hakim agung sangat terkait ketentuan
mengenai pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh KY pada
norma sebelumnya.

Posisi KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bukgnlah

sebagai lembaga negara dalam pengertian yang memiliki chec

and balances dengan MA, karena KY adalah suppogtin el% ari
kekuasaan kehakiman atau termasuk state auxi r;%g upakan
organ negara tambahan untuk memperk ayang pokok
(main organ), dalam hal ini MA seb rgan dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia. Ol a jtu; hubungan MA dengan
KY, menurut MK 1eb1h a1 h ungan kemitraan di mana MA

sebagai main organ agal supportzng organ dari MA dalam
bldang peng perllaku hakim.?®

Indone31a yang diwakili oleh Imam Subechi

k kembah menggugat kewenangan KY terkait proses

ak1m tlngkat pertama, baik hakim pengadilan negeri,
pengadilan agama, dan pengadilan Tata Usaha Negara yang harus
dilakukan secara bersama-sama oleh MA dan KY, sebagaimana
diatur dalam UU 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No.
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.” Akibat adanya ketentuan
UU yang mengharuskan proses seleksi secara bersama antara KY
dan MA mengakibatkan terhambatnya proses seleksi hakim di tiga
lingkungan peradilan karena sulit dicapai kesepakatan antara MA
dan KY. Menurut IKAHI dalam kaitan dengan rekrutmen hakim,
kewenangan KY ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945 hanya
untuk rekrutmen hakim agung dan tidak termasuk para hakim di
bawahnya. Menurut keterangan pemerintah selaku pembentuk

28 Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. hlm. 182
29 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015.
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UU, pelibatan KY dalam proses seleksi hakim adalah open legal
policy karena dalam UUD tidak mengatur bahwa MA atau KY yang
melakukan proses seleksi terhadap hakim.

Putusan MK dalam perkara tersebut yang diputus pada tanggal
7 Oktober 2015 mengabulkan permohonan IKAHI dan memutuskan
bahwa pelibatan KY dalam rekrutmen hakim adalah bertentangan
dengan UUD 1945. Menurut MK, kewenangan KY telah ditentukan
secara limitatif hanya mengajukan calon hakim agung. Sedangkan

kewenangan lain, hanya terkait dengan kewenangan dal gk
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

perilaku hakim. Lagi pula KY bukanlah p 1\{( uasaan
kehakiman, tetapi hanya sebagai support' ‘% ekuasaan

kekuasaan kehakiman, dalam hal i 1n1

Burhanuddin seoran ara kembali menggugat
kewenangan KY terk es s ks1 hakim ad hoc pada MA!

Menurut Pemoh anya mengatur kewenangan KY
melakukan rekru aklm agung. Tidak mengatur rekrutmen
haklm sehlngga ketentuan Pasal 13 UU KY yang
wehangan KY mengusulkan pengangkatan hakim ad
A%; ahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945. MK
dalam putusannya tanggal 24 November 2021 menyatakan bahwa

kewenangan KY mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc pada MA,
tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak ada bedanya
tugas, fungsi dan tanggung jawab antara hakim agung ad hoc dengan
hakim agung di MA. Menurut MK, terdapat arah politik hukum
dari pembentuk UU yang memperluas pengertian hakim yang tidak
bertentangan dengan UUD, yaitu tidak membedakan antara hakim
dan hakim ad hoc. Karena itu, proses seleksi untuk hakim ad hoc di
MA harus juga sama dengan proses seleksi hakim agung.®

30 Pertimbangan Hukum Perkara Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015.
31 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XVIII/2020
32 Pertimbangan Hukum Perkara Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XVIII/2020
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Sebagai sebuah lembaga negara yang baru dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan UUD 1945 adalah
wajar KY mendapat tantangan dalam menjalankan fungsi dan
wewenangnya menurut UUD 1945. Perbedaan penafsiran dalam
pelaksanaan kewenangan dan pengujian di MK menunjukkan
pentingnya posisi KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.
Dari berbagai dinamika tersebut posisi KY dalam pelaksanaan
kewenangan semakin jelas dan kuat sebagai satu lemba pe tin
dalam mendukung kekuasaan kehakiman yang

rd
independensi kekuasaan kehakiman itu tidak dis a n oleh
lembaga pelaksana kekuasaan kehakim

penguatan wewenang KY terus me d a a

dari MA. i
Tantangan dan Evaldasi ngan KY
Secara_ide % keberadaan KY seharusnya lembaga

peradl h menjadi lembaga peradilan yang sangat

latr dihormati karena terdapat pengawasan secara
% ang dilakukan oleh KY dan hakim agung yang diangkat
ad hakim agung benar-benar profesional dan berintegritas.
Namun kenyataannya, wibawa lembaga peradilan masih tidak
membanggakan bahkan banyak terjadi dark justice dan permainan
di lembaga peradilan, bahkan di MA yang sangat merusak tegaknya

negara hukum. Banyak hakim termasuk hakim agung yang terjerat
dalam kasus suap menyuap dan korupsi setelah KY hadir dan

a sisi lain
angan terutama

menjalankan wewenangnya. Lalu, menjadi pertanyaan bagaimana
sebenarnya keberadaan KY, dan apa perannya dalam menegakkan
kehormatan dan wibawa lembaga peradilan?

Menurut Tanthowi, tiga faktor yang menyebabkan KY
gagal menciptakan kontrol secara efektif. Pertama; berkurangnya
integritas dari KY, berdasarkan fakta bahwa salah satu Anggota KY
terlibat dalam praktik penyuapan. Kedua, kelemahan kepemimpinan
yang diterapkan di samping kepentingan inti KY sebagai kontrol
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internal. Ketiga, pengadilan konstitusi yang memimpin KY untuk
mengacaukan otoritasnya.*

Kewenangan terbatas dari KY hanya memberikan rekomendasi
penjatuhan sanksi atas hakim yang terbukti melakukan pelanggaran
kepada MA, tanpa kewenangan menjatuhkan sanksi tampaknya
menimbulkan problem dalam praktik. Walaupun terdapat ketentuan
dalam UU yang mewajibkan MA menjalankan rekomendasi KY untuk
menjatuhkan sanksi terhadap hakim dari hasil pemeriksaan oleh KY,
tetapi rekomendasi KY tidak dapat dijalankan seluruhnya. i?s%?
pada tahun 2020 dari 52 rekomendasi yang disampad an& )
39 di antaranya ditolak oleh MA karena al E& i
hanya 11 rekomendasi yang ditindaklanjuti 4
2021 KY merekomendasikan penja

udisial,
e ada akhir
i afas 85 hakim, 38
udisial, sampai akhir

rekomendasi ditolak dengan n\tekhi
2021 MA hanya menindald%j;tl rek8Tendasi.*® Pada tahun 2022
njatu

har’sanksi terhadap 19 hakim kepada

KY merekomendasi e
MA, tetapi MA k erikan sanksi atas 6 rekomendasi KY
karena dia aleh teknis yudisial.®

i

@ idak ada dua hambatan dalam pelaksanaan wewenang
pe hakim oleh KY, yaitu hambatan struktural keterbatasan
kewehangan KY dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang
terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. KY hanya berwenang
merekomendasikan penjatuhan sanksi terhadap hakim, karena
kewenangan penjatuhan sanksi itu ada pada MA. Walaupun Pasal
22E ayat (3) UU 18/2011 telah mengatur secara jelas bahwa jika
terjadi perbedaan pandangan antara KY dan MA mengenai sanksi
terhadap hakim, maka putusan KY otomatis berlaku dan wajib

33 Jawahir Tanthowi, Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jurnal Hukum
UII, No.2 Vol. 18 April 2021

34 Kompas.com, 30 Desember 2020.

35 Ratu Tasya Salsabila, Dkk, Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial
Dalam Pengawasan Hakim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Online-Journal.unja.
ac.id., Vol.4 No. 1 (2024) hlm. 78

36 Siaran Pers Komisi Yudisial tanggal 29 Dedember 2022.
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dilaksanakan oleh MA sepanjang memenuhi syarat bahwa hakim
yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.

Persoalannya, antara KY dan MA masih terjadi perbedaan
pandangan mengenai pelanggaran KEPPH dengan masalah teknis
yudisial. Banyak rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim
oleh KY yang ditolak untuk dilaksanakan oleh MA dengan alasan
bahwa pelanggaran yang diputuskan oleh KY bukan KEPPH, tetapi

terkait aspek teknis yudisial.

Walaupun telah ada Surat Keputusan Be a&b KY
dan MA mengenai mekanisme pemeriksaa e;%%l an sanksi
terhadap hakim, tetapi hal itu tidak @p ntuk efektifnya
in\ ith” terdapat hambatan
institusional yang dialami gle terbatasnya infrastruktur
dan jumlah pengawasgfang, dimiliki KY dibanding jumlah hakim

mla serta masalah anggaran yang tidak
u ekerja lebih maksimal.

<@= an tersebut diakui oleh Amzulian Rifai yang
bexpandangan bahwa keterbatasan dalam kewenangan KY yang
sec angsung tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap hakim.
Antara KY dan MA sering terjadi perbedaan pandangan apakah
termasuk pelanggaran KEPPH dengan masalah teknis yudisial dan

keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan KY dalam melakukan
pengawasan, baik pada aspek personil, organisasi dan anggaran.®’

Dalam bidang rekrutmen calon hakim agung, KY pun masih
memiliki keterbatasan dalam melakukan investigasi atas rekam jejak
(track record) calon hakim agung, data base dan pemantauan hakim
oleh KY yang masih terbatas. Dua aspek yang harus dimiliki oleh
seorang calon hakim agung adalah memiliki rekam jejak integritas
yang terjamin dan memiliki kemampuan profesional yang mumpuni.
Tantangan bagi KY adalah melakukan investigasi mendalam

37 Disampaikan oleh Amzulian Rifai (Ketua Komisi Yuidisial) pada Orasi Ilmiah, dalam rangka
Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke-71 tanggal 29 November 2024 di Medan.
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atas rekam jejak seorang calon hakim agung. Proaktif KY dalam
menjaring calon-calon hakim karier yang terbaik secara integritas
dan kapasitas dari rekam jejaknya sebagai hakim dari kalangan
hakim karier. Demikian juga, proaktif dalam mencari calon hakim
yang memiliki integritas dan kemampuan hukum yang baik dari
kalangan akademisi (nonkarier) menjadi tantangan bagi KY dalam
menjalankan wewenangnya menjaring calon hakim agung yang
terbaik.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PU —Xm
telah memperkuat kewenangan KY dalam melakuk r%
hakim, yaitu KY hanya mengusulkan satu calo i upg untuk
satu posisi, sehingga DPR hanya memberi 9&;{)
menolak calon yang diajukan oleh KY? S@d

untuk memilih calon.
Sementara, ber'%'&r:nP 1 18 ayat (5) UU 22/2004
a

rgetujuan atau
memiliki ruang

KY harus mengaj hakim satu posisi hakim agung.
Ketentuan tegse ri wewenang besar kepada DPR memilih

dan mep on hakim agung. MK beralasan berdasarkan
p sr atika Pasal 24A ayat (3) menegaskan bahwa
ke gah KY adalah mengusulkan calon agung kepada DPR,
sedangkan kewenangan DPR hanya memberi persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan atas calon diajukan oleh KY, sedangkan
Presiden hanya melakukan pengesahan secara administratif sebagai
kepala negara.

Dengan putusan MK tersebut, kewenangan KY sangat
menentukan dalam pengangkatan hakim agung. Dalam rangka
KY mendukung terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang
berwibawa, KY harus diberi wewenang lebih kuat, selain pada
kewenangan rekrutmen dan pengawasan, KY perlu diberi lebih
luas mencakup wewenang mewakili lembaga peradilan (Mahkamah
Agung dan peradilan di bawahnya) memperjuangkan anggaran dan
perbaikan remunerasi hakim dalam hubungan dengan pemerintah
dan DPR.
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KY harus menjadi penghubung antara lembaga peradilan
dengan pemerintah dan DPR dalam kaitan dengan anggaran dan
perbaikan infrastruktur lembaga peradilan. Hal seperti itu tidak bisa
diserahkan kepada Sekretaris Jenderal MA yang mewakili MA ke DPR
dan Pemerintah karena sangat rawan mengganggu independensi
lembaga peradilan. Perjuangan badan peradilan penguatan dan
perluasan kewenangan KY harus terus dilakukan untuk menjalankan
amanat konstitusi.

Penutup

Keberadaan KY yang dibentuk b
1945 sangat menentukan dal
kehakiman yang merdeka unt kan hukum dan keadilan,
yaitu dalam menentu aki gung yang berkualitas dan
menjaga serta me a% ormatan, keluhuran martabat serta

perilaku haki lalui préses seleksi yang dilakukan oleh KY secara

indepe gurangi preferensi politik Presiden dan DPR
dt

ubahan UuD
ggaraan kekuasaan

[

an hakim agung.

| yang sangat berbeda ketika pada pemerintahan Soeharto,
dan” sebelum perubahan UUD 1945. Peran presiden dan DPR
dengan preferensi politik yang dimilikinya sangat menentukan
dalam pengangkatan hakim agung, yang sangat mempengaruhi
independensi peradilan. Demikian juga posisi KY dalam melakukan
pengawasan eksternal secara independen terhadap hakim, menjadi
penyeimbang atas pengawasan internal yang dilakukan MA. Dengan
keterlibatan KY dalam mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap
hakim dengan dasar kewenangan yang kuat berdasarkan UUD dan
ketentuan undang-undang, telah memperkuat kepercayaan publik
atas penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran.

Tantangannya adalah masih ada perbedaan pandangan antara
KY dan MA dalam menilai pelanggaran yang dilakukan hakim,
terutama terkait masalah teknis yudisial yaitu pelanggaran terkait
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dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Perlu ada pengertian
yang jelas dan sama antara MA dan KY dalam memaknai masalah
teknis yudisial, yang perlu diatur dalam UU. Hal itu disebabkan
oleh satu masalah pokok, yaitu terbatasnya kewenangan KY dalam
menjatuhkansanksiataspelanggaran etikdan perilakuyangdilakukan
oleh hakim, serta menentukan promosi dan demosi hakim. KY
hanya berwenang mengusulkan penjatuhan sanksi tersebut kepada
MA. Hubungan kedua lembaga ini belum sepenuhnya mendukung
tegaknya kehormatan, keluhuran martabat serta perllaku

demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang berwibawa. h
lam

Amanat konstitusi melalui perubaha

membentuk KY untuk menjadi lembaga a inde enden dalam
mendukung tegaknya negara hukumy atkan kekuasaan
kehakiman sebagai kekuasaa 'ﬁv dan dipercaya harus
menjadi motivasi untuk dalam ketatanegaraan
Indonesia khususn u ank uasaan kehakiman. Oleh karena
itu, perlu memp tas kelembagaan KY, agar lebih efektif
dalam g31 kewenangannya yang diberikan oleh
919) ukung tegaknya negara hukum dan pelaksanaan

g independen dan dipercaya. Kewenangan KY perlu
t dan diperluas dalam menjaga dan menegakkan etik dan
perilaku seluruh institusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

k%%
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Penguatan Kelembagaan
Komisi Yudisial:
Dinamika Tafsir Konstitusi dan
Implikasinya

Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SPl\f%\XiE

is1 epublik Indonesia (KY) adalah lembaga
ibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-

sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

I/Ta 945). Secara historis, KY lahir dari semangat reformasi
un enjaga independensi dan marwah peradilan Indonesia
yang dipandang merosot selama masa Orde Baru. Kehadiran KY
menandai perubahan kelembagaan yang sangat signifikan dalam
dunia peradilan, selain Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(MK) yang sama-sama dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga UUD
NRI Tahun 1945.

A. Pengantar

omisi Yu

Namun demikian, dalam perkembangannya terjadi dinamika
ketatanegaraan yang memengaruhi kedudukan dan wewenang KY
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI
Tahun 1945. Dinamika tersebut bahkan terjadi tidak lama setelah
pembentukan KY melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

1 Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ketua Komisi Yudisial
RI 2015-2018 dan Anggota Komisi Yudisial RI 2018-2020
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tentang pengujian UU Nomor 22/2004 tentang KY terhadap UUD NRI
Tahun 1945. Setelah putusan tersebut, kedudukan dan kewenangan
KY praktis mengalami penurunan drastis yang menyebabkan KY
kehilangan perannya secara signifikan dalam pengawasan hakim.

Tulisan ini membahas tentang dinamika kelembagaan KY
yang terjadi akibat putusan MK. Secara substansial putusan MK

mengandung aspek penafsiran konstitusi, sehingga pembalyasan
akan memfokuskan pada aspek penafsiran yang terkaiiy denga
KY. Dari aspek penafsiran itu diproyeksikan k p an
kelembagaan KY ke depan. '\;%
B. Dasar Konseptual 9
1. Badan Regulato andivi dan Lembaga Negara
Pendukun

Secarakon al, asuksalah satulembaganegaradalam

45yyang dikategorikan sebagai Badan Regulatori
ependent Regulatory Agency/IRA) atau sering disebut
jang (supporting organ) atau Lembaga Negara Pembantu
(th iliary State Organ). Sebagai Badan Regulatori Mandiri,
lembaga KY memiliki kewenangan untuk mengatur, melaksanakan,
dan mengendalikan tugas dan fungsinya secara mandiri. Dalam kaitan
tersebut, KY memperoleh kewenangannya dari hubungan prinsipal-
agen antara lembaga peradilan sebagai prinsipal dan KY sebagai agen
yang memiliki kemandirian dalam menjalankan wewenangnya. Relasi
prinsipal-agen ini terkait dengan konsep self-judicial governance atau
tata kelola peradilan secara mandiri.?

Sebagai Lembaga Negara Penunjang, kedudukan KY sering
dikaitkan dengan Lembaga Negara Utama (the Main State Organ) yang
memegang kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (MA) dan
MK. Kedudukan KY dikategorikan sebagai Badan Pelengkap karena

2 Aidul Fitriciada Azhari, Antara Komisi Yudisial Dan Dewan Yudisial, 1st ed. (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2021).
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hanya melaksanakan sebagian kewenangan dalam lingkup kekuasaan
kehakiman.® Kategorisasi sebagai Lembaga Negara Penunjang
menyebabkan KY diposisikan sebagai lembaga negara yang berada
pada lapis kedua yang sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).*

2. Pemisahan Kekuasaan Eksternal dan Internal

Dalam hubungan antarlembaga, KY termasuk lembaga
negara yang berada dalam ranah kekuasaan yudisial. Sebagai
bagian dari lembaga yudisial, kedudukan KY berada da m%
pemisahan kekuasaan (separation of power) yang bersifat e
dan internal.” Pemisahan kekuasaan yang bersifa Ss&' terjadi
dalam kedudukan KY sebagai bagian dari badag isidl yang fungsi
dan kelembagaannya terpisah dari batlan asdan legislatif dan
ang bersifat internal

eksekutif. Sementara pemisah ekuasaan
terjadi dalam kedudukan Kga’ba i bagian dari kekuasaan yudikatif
a
i

yang fungsi dan kel annya terpisah dari MA dan MK.
Kedudukan KY tilak\bera bawah MA maupun MK, melainkan
sejajar den efangan yang mandiri. Bentuk pemisahan
@ tégnal lain terdapat dalam ranah kekuasaan legislatif,

dmisahan antara MPR, DPR, dan DPD.

3. Pengujian Konstitusi

Konstitusi adalah teks hukum yang harus diterapkan sesuai
dalam kehidupan suatu negara. Penerapan tersebut tidak selamanya
sesuai dengan bunyi teks konstitusi secara harfiah, tetapi tidak
jarang membutuhkan penafsiran konstitusi agar sesuai dengan

3 Ahmad Basarah, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesia,” Masalah-Masalah Hukum 43, no. 1 (2014): 1-8-8; Kelik Iswandi and Nanik
Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia,”
Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 138-65, https://doi.org/10.18196/jphk.1208.

4  Basarah, “Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State’s Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesia.”

5 Alexandra Natapoff, “Misdemeanor Declination: A Theory of Internal Separation of Powers,”
Texas Law Review 102, no. 5 (2024): 937-1009; Neal K Katyal, “Internal Separation of Powers :
Checking Today’ s Most Dangerous Branch from Within,” Yale Law Journal 115 (2006): 2314.
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dinamika dan tuntutan perkembangan masyarakat. Secara prosedur,
kelembagaan penafsiran konstitusi tersebut dapat dilakukan melalui
upaya pengujian konstitusi (constitutional review) melalui badan
legislatif atau badan peradilan.

Pengujian konstitusi melalui badan legislatif atau parlemen
(parliamentary constitutional review) merupakan bentuk pengujian
konstitusi yang dilakukan di negara Belanda® dan sebagian
Nordik — sehingga sering disebut model pengujian konsti
Nordic, terutama Finlandia.” Model pengujia s

legislatif ini dilakukan secara ex-ante atau px sahan (prae-
|
p

UD Belanda
U atau perjanjian

internasional terhadap UUD.
harus melalui pengujia itusional oleh Kamar Pertimbangan
Dewan Negara (Afdetin iSering van de Raad van State).® Lembaga

ini sama dengan Dewan Pertimbangan
esia yang justru direduksi kekuasaanya hanya

ia, memberlakukan pengujian oleh Parlemen yang bersifat
ex-ante (Parliamentary Ex-Ante Review) dan secara terbatas pengujian
yudisial yang bersifat ex-post (Judicial Ex-Post Review).?

6 Jurgen C.A. de Poorter, “Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibility,”
Utrecht Law Review 9, no. 2 (2013): 89-105, https://doi.org/10.18352/ulr.229.

7  Serkan Yolcu, “East Nordic Model of Pre-Enactment Constitutional Review: Comparative
Evidence from Finland and Sweden,” European Public Law 26, no. 2 (2020): 505-36;
Mirostaw Granat, Constitutionality of Law without a Constitutional Court: A View from Europe,
Constitutionality of Law without a Constitutional Court: A View from Europe, 2023, https://doi.
0rg/10.4324/9781003355793; Kaarlo Tuori, “Constitutional Review in Finland,” ed. Armin von
Bogdandy, Peter Huber, and Christoph Grabenwarter, The Max Planck Handbooks in European
Public Law: Volume III: Constitutional Adjudication: Institutions (Oxford University Press, March
12, 2020), https://doi.org/10.1093/0s0/9780198726418.003.0005; Jaakko Husa, “Locking in
Constitutionality Control in Finland,” European Constitutional Law Review 16, no. 2 (2020):
249-74, https://doi.org/10.1017/51574019620000139.

8  Granat, Constitutionality of Law without a Constitutional Court: A View from Europe; de Poorter,
“Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibility.”

9 Milka Sormunen, “Politicizing Constitutional Review: The Case of the Finnish Pushback Law,”
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Sementara itu pengujian konstitusional oleh lembaga peradilan
(judicial constitutional review) secara umum mengacu pada dua
model, yakni model Amerika Serikat yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung dan model Jerman yang dilakukan oleh badan peradilan
tersendiri, yakni Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusi oleh
badan peradilan dilakukan secara ex-post review setelah suatu UU

disahkan.'®

Pengujian konstitusional di Indonesia menggunakan model
Jerman dengan dibentuknya MK sebagai salah satu dari pelak
kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 494
demikian, sebelum terbentuk MK sudah terdapa ji nstitusi
secara ex-ante oleh MPR melalui Ketetapa I& sgcara normatif
masih merupakan salah satu jenis u ertindang-undangan
yang secara hierarki berada di % UD) darf UU. Kewenangan MK

i

hanya dapat menguji konstigusionalitas U terhadap UUD NRI Tahun
1945 dan tidak dapa

etetapan MPR yang berada di atas UU.

Hingga saat ini m@si beberapa Ketetapan MPR yang masih
berlaku y. ar bagi pembentukan UU, seperti Ketetapan
MP R/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka

okre konomi dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001

ten embaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang
menjadi dasar hukum pembentukan UU Cipta Kerja.

Dengan demikian, secara teoretis negara Indonesia pada
dasarnya menganut dua macam pengujian konstitusi, yakni
pengujian konstitusi oleh MPR yang bersifat ex-ante (parliamentary
ex-ante review) dan pengujian oleh MK yang bersifat post-ante (judicial
post-ante review).

Verfassungsblog, 2024, https://doi.org/DOIL: 10.59704/9088afe685d52f8d.; Yolcu, “East
Nordic Model of Pre-Enactment Constitutional Review: Comparative Evidence from Finland
and Sweden.”

10 Lothar Determann and Markus Heintzen, “Constitutional Review of Statutes in Germany and
the United States Compared,” Florida State University Journal of Transnational Law & Policy 28,
no. 1 (2018): 95-118, https://doi.org/10.2139/ssrn.3228016.
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4. Penafsiran Konstitusi

Dalam pengujian konstitusional baik oleh parlemen maupun
peradilan, di antaranya digunakan metode penafsiran konstitusi
untuk menemukan makna konstitusi secara kontekstual terhadap
suatu norma yang menjadi objek pengujian. Setidaknya ada
empat metode penafsiran konstitusi, yakni berdasarkan bunyi
teks konstitusi (textualism), berdasarkan makna asli pe uat
konstitusi (originalism), menekankan pada proses pemben

pelaksanaannya (proceduralism), dan konteks per %
a

(contextualism).'*

Penafsiran konstitusi X itan dengan
pembentukan peraturan perund % (wetgeving) yang di
Indonesia dapat berupa Ke tap UU. Beberapa Ketetapan
MPRmerupakan hasil afsirati terhadap UUD NRITahun 1945,
sebaga1mana ter p pa etapan MPR Nomor XVI/MPR/1998
dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan

or IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria

Sementara itu penafsiran konstitusi di peradilan dilakukan
dalam pengujian suatu UU melalui proses ajudikasi terhadap suatu
kasus dengan hasil akhir berupa putusan yang bersifat mengikat.
Putusan tersebut dapat berupa penemuan makna baru suatu norma
(rechtsvinding) atau membentuk suatu norma baru (rechtsvorming)
sebagaimana dilakukan oleh Parlemen.”” Pembentukan hukum
pengujian yudisial ini sering disebut juga sebagai bentuk legislatif-
positif untuk menunjukkan keaktifan yudisial (judicial activism) oleh
hakim yang tidak hanya membatalkan suatu norma atau legislatif-

11 Aidul Fitriciada Azhari, Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia, 2nd
ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017).

12 J.C.A. de Poorter, Motivering Bij Rechtsvorming. Over de Motivering van Uitspraken Met Een
Rechtsvormend Element Door de Afdeling Bestuursrecht Spraak van de Raad van State (Den Haag:
Raad van State, 2009).
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negatif, melainkan juga membentuk hukum sebagaimana lembaga
legislatif.”® Sikap keaktifan yudisial tersebut dibedakan secara
dimateral dengan sikap pengekangan yudisial (judicial restraint) yang
berupa sikap hakim yang membatasi pada putusan membatalkan
suatu norma saja.

C. Dinamika Penafsiran terhadap Komisi Yudisial

do

terhadap peran KY dalam sistem ketatanegaraan

Putusan MK tentang KY menunjukkan dinamika penafsiran
%;‘
tawia

khususnya dalam sistem peradilan Indonesia. Putusa
adalah Putusan Nomor: 005/PUU-IV/2006 te jian UU
Nomor 22/2004 tentang Komisi Yudisial d Xﬁj 04 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pada pokok uo menyatakan:
(1) Pengawasan pelaksanaan e et1 1m Konstitusi oleh
KY dinyatakan bertentangan UUD NRI Tahun 1945.

Konsekuensinya, 1ny aka t1dak berwenang mengawasi

pelaksanaan ko Konstitusi. Pengawasan kode etik
Hakim Kon anya dapat dilaksanakan secara internal oleh
Maj 1sr an MK. (2) Pengawasan KY ditafsirkan sebagai

eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang
n oleh MA. Pengawasan oleh KY tersebut terbatas pada
kode etik dan perilaku hakim dengan tujuan dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim. Oleh karenanya, KY tidak dapat melakukan pengawasan di
luar wilayah etik dan perilaku karena akan menimbulkan tumpang
tindih dengan pengawasan wilayah lain yang menjadi wewenang MA

Putusan MK tersebut berimplikasi pada perubahan UU KY
yang tidak lagi mengatur pengawasan terhadap Hakim Konstitusi
(vide UU Nomor 18/2011) dan Perubahan UU MA yang mengatur
secara tegas perbedaan antara pengawasan internal oleh MA dan
pengawasan eksternal oleh KY. Pengawasan internal oleh MA meliputi

13 Peter Techet, “The Role of the Judiciary : Interpreting vs Creating Law — or How Hans Kelsen
Justified  Judicial Activism ,” Oriati Socio-Legal 15, no. 2 (2025): 580-601.
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pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan
pengawasan yang menjadi kewenangan KY adalah pengawasan atas
perilaku hakim, termasuk hakim agung. Kemudian disebutkan pula
jika dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja sama yang
harmonis antara MA dan KY (Vide UU Nomor 3/2009).

Putusan MK lain yang berkenaan dengan KY adalah putusan
Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Nomor 4
tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50/2009 tentang

Agama, dan UU Nomor 5/1986 tentang PTUN. D%

quo, MK menegaskan kedudukan KY bukan mier

Agals orting organ
atau state auxiliary organ yang mengili
komplementer untuk memban%
8.2).

enangan yang bersifat
mendukung pelaku kekuasaan

kehakiman, yakni MA ( Xb
Atas dasar jtu, 1 erwenang untuk turut serta bersama
1

MA dalam eq Sel akim pada lingkungan Peradilan Umum,
Peradil an Peradilan TUN. Kewenangan KY dalam

el@aklm agung tidak dapat diperluas menjadi kewenangan
da roses seleksi dan pengangkatan hakim pada lingkungan
Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN. Dengan
demikian, seluruh proses seleksi dan pengangkatan hakim di
lingkungan peradilan dilakukan oleh MA, sementara KY hanya
memiliki kewenangan terbatas dalam proses seleksi hakim agung saja.

Selain 2 putusan MK tersebut, masih terdapat 3 putusan MK
yang berkenaan dengan KY, tetapi lebih banyak dalam relasi dengan
DPR dalam proses seleksi Anggota KY dan hakim agung, serta
persyaratan calon hakim agung. Dalam proses seleksi Anggota KY,
Putusan MK Nomor 16/PUU-XII/2014 menetapkan bahwa DPR hanya
berwenang menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) calon Anggota KY
yang diusulkan oleh Presiden. Kewenangan DPR ini sejalan dengan
Putusan MK Nomor: 27/PUU-XI/2013 yang menetapkan kewenangan
DPR hanya memberikan persetujuan, bukan memilih, calon hakim
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agung yang diusulkan KY. Sementara dalam Putusan Nomor: 53/PUU-
XIV/2016 ditetapkan jika persyaratan calon hakim agung bagi hakim
karier cukup “pernah menjadi hakim tinggi” dengan pengalaman
paling sedikit 20 (tahun) menjadi hakim. Sementara untuk calon
hakim agung dari jalur nonkarier hanya dibatasi jika bergelar doktor
dan magister di bidang hukum tertentu apabila dibutuhkan oleh MA.

Dengan demikian, dari 5 putusan MK tersebut yang terkait

langsung dengan kedudukan dan kewenangan KY adalah Putusan
Nomor: 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor: 43&%
%ﬁ

XIII/2015. Dalam kedua putusan tersebut, MK&i

penafsiran tentang kedudukan KY sebagai organ kung yang
bersifat komplementer terhadap kewenangayg sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman. Atas dasar, it pendfsttkan kewenangan

yang membatasi kewenan anyd pada pengawasan eksternal
pada wilayah etik dan.péri g&l saja. Begitu pula MK membatasi
kewenangan KY dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim
agung seba ara tekstual disebutkan dalam ketentuan

UUD,N 45, sehingga tidak memiliki kewenangan dalam
s i dan pengangkatan hakim di lingkungan Peradilan
Umum,

KY berdasarkan makna asli dari entul’UUD NRI Tahun 1945
K
aki

eradilan Agama, dan Peradilan TUN.

Putusan-putusan MK tersebut pada dasarnya berimplikasi
secara kelembagaan pada pelemahan KY sebagailembaga negara yang
awalnya diniatkan untuk memperkuat independensi dan marwah
peradilan di Indonesia. Pertama, MK menafsirkan KY sebagai organ
pelengkap (supporting organ/auxiliary state organ) yang bersifat
komplementer terhadap pelaku kekuasaan kehakiman, yakni MA.
Secara konstitusional kewenangan KY diperoleh langsung sebagai
atribusi dari Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, bukan pendelegasian
dari MA. Karenanya, kewenangan KY pada dasarnya sama dan
sederajat dengan MA dan MK yang memperoleh atribusi dari UUD
NRI Tahun 1945 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Secara
esensial, baik KY maupun MA dan MK, adalah lembaga ajudikasi
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yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perbedaannya
terletak pada norma yang dijadikan dasar ajudikasi. MA dan MK
menyelesaikan sengketa berdasarkan norma hukum yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan dengan cara menerapkan
dan menafsirkannya dalam suatu kasus. Sementara KY melakukan
ajudikasi dengan berdasar pada norma etik yang ditetapkan dalam
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang didelegasikan
pembentukannya oleh UU kepada KY dan MA.

Selain itu, KY diberi kewenangan oleh UUD a 5
yang bersifat non-ajudikasi berupa kewenang seleksi
dan mengusulkan pengangkatan calon hak rbeda dengan
ajudikasi, kewenangan seleksi dan pefiga % hakim agung bukan
merupakan kewenangan yangﬁl;i sikan kepada MA, sehingga

anga

dalam kaitan dengan ini menjadi tidak sepenuhnya
tepat jika dipandagg agai komplementer bagi MA sebagai

pelaku kekuasaam\ kéhakiman. Kewenangan pengangkatan hakim
agung sH u ilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara

berdés: usulan dari DPR (vide UU No. 14/1985). Karena itu,
k%e afi KY dalam seleksi calon hakim agung bukan merupakan
kewenangan komplementer dari MA sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman.

Kewenangan melakukan seleksi hakim juga dimiliki oleh MA,
yaknihakim dilingkungan peradilan umum, agama, dan TUN. Tetapi,
kewenangan MA tersebut tidak berasal dari konstitusi melainkan dari
UU. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur
dengan jelas tentang “mempunyai wewenang lainnya yang diberikan
oleh undang-undang”. Karena pengaturannya didelegasikan
kepada pembentuk UU, secara yuridis kewenangan dalam seleksi
hakim oleh MA pada dasarnya merupakan kewenangan DPR untuk
menentukannya. Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945,
kewenangan mengangkat dan memberhentikan hakim dilakukan
oleh Menteri Kehakiman untuk hakim Pengadilan Negeri dan
Pengadilan TUN dan oleh Menteri Agama untuk hakim Pengadilan
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Agama berdasarkan persetujuan Ketua MA (vide UU No. 2/1986, UU
No. 5/1986, UU No. 7/1989).

Hakim Konstitusi sendiri mengakui dalam Putusan MK Nomor
43/PUU-XIII/2015:

Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat
mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi
dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan
umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha, akan’ tapi
dalam ayat (2) dan Pasal 24 telah secara tega m

ketiga Undang-Undang [peradilan tersAei X

alam

ahkamah

lingkungan kekuasaan kehakiman_.d

Agung. Lagipula apabila dihubungka?¥ gaprsistem peradilan

“satu atap”, menurut Mahkamah,\sele 1 dan pengangkatan

calon hakim pengadilan at ama menjadi kewenangan
31

Mahkamah Agu ('%f .
Dengan detnikian, kewenangan MA dalam seleksi hakim

pengadilan t\perktama pada dasarnya bukan kewenangan yang
diatri % el UUD NRI Tahun 1945, melainkan kewenangan

se nya dimiliki oleh eksekutif yang ditafsirkan oleh MK
seb ewenangan MA. Dalam pengertian lain kewenangan seleksi
dan”pengangkatan hakim tingkat pertama itu pun pada dasarnya
dapat diberikan kepada KY, karena secara konstitusional KY telah
memiliki kewenangan dalam seleksi calon hakim agung.

Atas dasar itu, kedudukan KY tidak sepenuhnya tepat
diposisikan sebagai badan pendukung yang bersifat komplementer
terhadap pelaku kekuasaan kehakiman karena kewenangannya
berasal dari UUD NRI Tahun 1945, serta tidak seluruhnya merupakan
kewenangan ajudikasi yang dimiliki oleh MA dan MK. Kedudukan KY
adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang sama dan sederajat
dengan MA dan MK dengan kewenangan yang berbeda.

Kedua, pembatasan kewenangan KY hanya pada pengawasan
etika dan perilaku hakim yang bersifat eksternal dan tidak mencakup
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pengawasan terhadap MK. Selain itu, terdapat pembatasan
kewenangan hanya pada seleksi calon hakim agung saja dan tidak
mencakup hakim pengadilan pertama. Dalam kaitan itu, sikap MK
cenderung menunjukkan pengekangan yudisial dengan membatasi
penafsirannya sesuai dengan teks atau makna asli dibandingkan
dengan mengembangkan sikap keaktifan yudisial untuk membentuk
norma baru bagi penguatan kewenangan KY.

Berkenaan dengan pengawasan KY, sikap pengekang isi
tersebut ditunjukkan oleh dasar pertimbangan MKy, er a
makna original dari para perumus norma Pasal Tahun

1945. Namun, sebaliknya MK menunju
dengan membentuk norma beru

keaktifan yudisial

hakim MK secara mand1r1 me
hal ini, alih-alih mengg ifan yudisial untuk memperluas
kewenangan KY da a31 etika hakim secara keseluruhan,
MK ]ustru memp u nangan dirinya dalam pengawasan etika.

, berkenaan dengan seleksi dan pengangkatan
t pertama sikap pengekangan yudisial ditunjukkan MK
erpegang pada rumusan teks Pasal 24B ayat (1) UUD NRI
Tah n 1945 yang menentukan kewenangan KY dalam mengusulkan
pengangkatan hakim agung, serta sistematikanya dalam urutan
pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945,
yakni MA diatur pada Pasal 24A, KY diatur pada Pasal 24A ayat (3) dan
Pasal 24B, serta MK diatur pada Pasal 24C. Namun, pada saat yang
sama MK menunjukkan sikap keaktifan yudisial dengan menafsirkan
kewenangan MA dalam melakukan seleksi dan pengangkatan hakim
tingkat pertama, sementara tidak ada rumusan teks yang jelas serta
perkembangan “sistem satu atap” dalam pengelolaan organisasi,
administrasi, dan keuangan yang secara esensial pada dasarnya
merupakan kewenangan eksekutif.

Ketiga, MK memandang konsepsi pengawasan KY sebagai
bagian dari mekanisme checks and balances sebagai paradigma yang
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tidak tepat karena seolah-olah hubungan antara KY dan MA berada
dalam konteks pemisahan antarcabang kekuasaan (separation of
power). Akibatnya, terjadi kekisruhan dan ketegangan antara KY dan
MA terus menerus yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat
terhadap peradilan. Pandangan MK tersebut hanya beranjak dari
konsep pemisahan kekuasaan yang bersifat eksternal antarcabang
kekuasaan, tetapi tidak menggunakan konsep tentang pemisahan
kekuasaan secara internal di dalam satu cabang kekuasaan.'*

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat
kekuasaan secara internal dalam cabang kekuasaan 1
MPR, DPR, dan DPD yang di dalamnya berla QX d ecks

K hakiman
terdapat pemisahan kekuasaan seca ra MA, MK, dan
KY yang berlaku di dalamnya m s and balances. Dalam
konteks ini, fungsi KY adal bagi ekamsme penyeimbangan
dan pemerlksaan kua aan MA, sehingga tidak terjadi
akumulasi kekua a pat melemahkan akuntabilitas kepada

publik.

D@ atan Kelembagaan
Pelemahan KY tersebut tentu saja membuat daya gerak dan

peran KY semakin terbatas dalam mempertahankan kemandirian
peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat dan perilaku hakim. Untuk itu penguatan kelembagaan
diperlukan agar KY tidak mengalami disfungsi dan kehilangan
kepercayaan publik. Pertama, karena pelemahan KY disebabkan
oleh penafsiran konstitusi oleh MK, maka penguatan kelembagaan
KY dimungkinkan jika terdapat perubahan dalam penafsiran MK.
Apalagi melihat bahwa penafsiran MK tersebut dilakukan terhadap
norma yang pengaturannya didelegasikan kepada pembentuk UU.
Dalam kaitan ini yang diperlukan adalah perubahan sikap MK yang

and balances. Begitu pula dalam cab

14 Katyal, “Internal Separation of Powers: Checking Today * s Most Dangerous Branch from
Within”; Natapoff, “Misdemeanor Declination: A Theory of Internal Separation of Powers.”
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sebelumnya cenderung berorientasi pada pengekangan yudisial
(judicial restraint) menjadi lebih progresif yang berorientasi pada
keaktifan-yudisial (judicial activism) dengan tafsir teleologis yang
lebih mengutamakan tujuan pembentukan KY untuk menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Kedua, penguatan KY dapat dilakukan secara prosedural
melalui proses amandemen oleh MPR. Dalam hal ini, dMPR
melakukan perubahan ketentuan Pasal 24B UUD NRI Ta n‘%?
dengan menetapkan kewenangan yang yang lebi Y
dengan tujuan untuk memperkuat kewenanga > a model
dapat ditransplantasi oleh MPR untuk-§ KY dengan
mempertimbangkan tradisi huk aku di Indonesia.”®
Namun, amandemen konstitu§i érsoalan mudah karena
secara prosedural me an pégsyaratan tertentu sebagaimana
diatur dalam ketenﬁ%ﬂ al37 UUD NRI Tahun 1945.

a

tegas

elembagaan KY dapat dilakukan melalui

pembentuk UU sebagaimana yang tengah
dalam pembentukan UU Jabatan Hakim. DPR dan
Pempetimtah sebagai pembentuk UU dapat mempertimbangkan
konSep self-judicial governance atau tata kelola peradilan mandiri
oleh lembaga non-ajudikasi hukum seperti KY dengan memperkuat
kewenangan pada aspek-aspek organisasi peradilan sejak dari seleksi,
pendidikan, pelatihan, asesmen jabatan hakim, promosi jabatan,
penegakan KEEPH, hingga pemberhentian hakim.

Keempat, KY secara internal dapat memperkuat kewenangan
yang telah dimilikinya dengan memperkuat instrumen dan
jaringan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam bidang
pengawasan, misalnya, KY dapat mengembangkan instrumen
pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi. Dalam bidang
seleksi dan pengangkatan Hakim Agung dapat mengembangkan
instrumen berupa assessment centre khusus untuk seleksi hakim

15 Aidul Fitriciada Azhari, Antara Komisi Yudisial Dan Dewan Yudisial.
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dan Hakim Agung. Sementara itu penguatan jaringan dan kerjasama
juga dilakukan baik kepada masyarakat sipil maupun lembaga negara
lainnya untuk memperoleh dukungan bagi penguatan kelembagaan
bagi KY.

E. Penutup

Berdasarkan seluruh wuraian di atas dapat disimpulkan
bahwa penafsiran konstitusi tentang KY yang dilakukan MK telah
mengakibatkan pelemahan kedudukan dan fungsi KY. 1b%§3
peran KY cenderung melemah yang dapat mengarah péda
kelembagaan yang tidak sesuai dengan maks %’ an KY.
Sikap Hakim MK dalam perkara pengujia r ait dengan
KY cenderung berorientasi pada pen e

JUntuk menghadapi tersebut diperlukan
penguatan kelembaga at d11akukan melalui proses
pengujian yudisia KY dengan mendorong Hakim MK
ieptasi a keaktifan yudisial yang memperkuat
demen UUD NRI Tahun 1945 yang memperkuat

& secara konstitusional, proses legislasi dengan
p self-judicial governance, dan penguatan instrumen
kewenhangan KY, termasuk memanfaatkan teknologi informasi.
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Sebuah Catatan Kritis: Dua
Dekade Menjaga dan Menegakkan
Integritas Hakim

Prof. Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M., PI\D.‘%"\)
Pendahuluan ;

ari sejarah ke egar Indonesia, Komisi Yudisial
(KY) meru k%k reformasi di mana kehadirannya

tak dap Xﬁ an dari fenomena ketidakpercayaan
masyar. t ap-Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan
di ibat terjadinya praktik-praktik tidak baik, yang
te ih=dari ungkapan ‘mafia peradilan’.’ Oleh karena itu, ketika

tunfutan melakukan reformasi peradilan menjadi suatu keniscayaan,
yang terlaksana melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945),
pembentukan KY diformalkan dalam Pasal 24B UUD 1945.

Wewenang-wewenang yang dimandatkan oleh UUD NRI
Tahun 1945 pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas
pengisian jabatan hakim agung serta menegakkan etika hakim. Dua
wewenang utama ini merupakan jawaban terhadap dua persoalan
mendasar berkenaan dengan kekuasaan kehakiman saat itu, yakni
“buruknya perekrutan hakim agung dan kurang atau tidak efektifnya

1 Lihat, misalnya, Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan
dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta: PT RajaGrafindo
Perkasa, 2016, hlm 106, 107.
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lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.? Kedua
persoalan mendasar tersebut berakibat pada pelemahan terhadap
independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Di dalam negeri, sesungguhnya, ide untuk melakukan
pengawasan terhadap para hakim bukanlah ide baru karena pada
tahun 1968 muncul gagasan pendirian Majelis Pertimbangag dan
Penelitian Hakim (MPPH). Majelis tersebut berfungsi mepgbe

saran berkenaan dengan pengangkatan, prom%

pemberhentian, dan tindakan atau hukuman 4§
Memasuki masa Reformasi melalui Ba X r&f” ¢ Ketetapan
MPR RI Nomor X/MPR/1998 k—pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rang atan dan Normalisasi
Kehidupan Nasional se Haluan Negara, pemisahan tegas antara
ikatif harus dilakukan, yang dilanjutkan

dang-Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang ~Rgo bangunan Nasional (PROPENAS) Tahun
20 —2 na istilah KY disebut secara eksplisit.* Tahun 1999,
B #h menyampaikan gagasan perlunya mendirikan lembaga
eksternal untuk mengawasi hakim. Gagasan ini diakomodasi oleh
sebuah tim yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie dengan tugas
utama melakukan kajian pembaharuan UUD 1945 yang diketuai oleh
Jimly Asshiddiqgie, sedangkan Bagir Manan menjadi koordinator
bidang pembaharuan UUD 1945. Tim ini mengusulkan pembentukan
sebuah komisi yang diberi nama “Judicial Commission”.

fungsi eksekutif d
dengan pe

Gagasan membentuk “Judicial Commission” berlanjut saat Bagir
Manan menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) dengan membentuk
sebuah tim yang diketuai oleh Hakim Agung Abdul Rahman Saleh

A.Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta: ELSAM, 2004, hlm 7.
Zainal Arifin Mochtar, op., cit, hlm 105.
A .Ahsin Thohari, op., cit, hlm 11.

Bagir Manan, “Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung (dan Mahkamah Konstitusi)
dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan)”, Makalah, 2006, hlm 7.
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dengan tugas melakukan studi dan kajian, serta menyusunan
rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian diberi
nama KY, dengan menggunakan pendekatan perbandingan beberapa
negara, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Australia. Hasil tim
tersebut diserahkan kepada Badan Legislatif Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sebagai sumbangan pemikiran mengenai KY.°

Di luar Indonesia, pendirian lembaga semacam ini merupakan

fenomena global dengan mengambil nama yang beragam, antara

lain judicial council, Council for the Judiciary, atau Coungil fok th

Magistrature. Di tahun 2008, Tom Ginsburg dan Nﬁo‘b a
3

mempublikasikan tulisannya dan menyatakan

persen
negara di dunia memiliki lembaga judiein i

council) naik secara
kigar pada angka 10

signifikan dibandingkan 30 tahun lalu*jiang
persen.” Bahkan, Alexander Magt %ﬂ atakan bahwa judicial
council merupakan salah sgtu inbentiof dalam sistem hukum civil
%a contoh, misalnya pada tahun 1946,
rta

e
egar. ma yang memiliki lembaga semacam
akukan seleksi hakim dan magistrat, yang

law .2 Saba memberi
Perancis menjadi

Italia mendirikan lembaga semacam ini yang diberi
na nsiglio Superiore della Magistrature.’

Kembali pada KY Indonesia. Melihat kembali pada sejarah
pembentukannya, terlihat dengan nyata keterlibatan berbagai
lembaga, baik lembaga politik maupun lembaga peradilan. Namun,
dalam praktik, terutama di masa-masa awal pendirian, ketegangan
justru terjadi antara KY dan MA karena adanya perbedaan tafsir

6 Ibid, him 7-8.

7 Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial
Independence”, (John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 444, 2008),
https://chicagounbound.uchicago.edu/law_and economics, hlm 3, diakses 2 Agustus 2025

8  Alexander Martin Saba, “The Constitutional Role of Judicial Service Commission in Protecting
Independence of the Judiciary”, KAS African Law Study Library — Librairie Africaine d’Etudes
Juridiques 6 (2019), hlm 105, Open Access - [F=Ik=zmmm- http://www.nomos-elibrary.de/agb,
diakses 6 Agustus 2025.

9 Ibid.
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mengenai ruang lingkup wewenang KY, terutama berkenaan dengan
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana diatur dalam
Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang selanjutnya dielaborasi oleh UU
No. 22/2004 tentang KY di mana Pasal 20 mengatur bahwa KY
melakukan pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan
dan keluhuran serta menjaga perilaku hakim. Hal ini sejalan dengan
pendapat Rifqi S. Assegaf yang menyatakan:

“Awal dan pokok persoalan yang memicu 1 e'%\ﬂ edua
lembaga tersebut adalah perbedaan penatsiyan yurisdiksi tugas
pengawasan perilaku hakim. enganggap bahwa yang

OO

dimaksud pengawasan peri tidak rmasuk pengawasan
atas putusan haki si putusan). Pengawasan
terhadap putus t nis dlslal) adalah wewenang MA.
Sebab, jika 3% ilakukan oleh KY dapat mengancam
indep Y memandang bahwa sudah selayaknya

rhadap putusan masuk dalam wilayah kerja

ereka. Pertimbangannya analog dengan apa yang selama ini

ing diungkapkan hakim: hanya dengan memegang berkas

putusan seorang hakim senior dapat mengetahui apakah
hakim ‘main’ dalam memutus perkara”.*

Selain perbedaan tafsir wewenang pengawasan, menurut
Dian Rositawati persoalan MA dan KY berkaitan dengan seleksi
hakim tingkat pertama karena ketiadaan aturan pelaksanaan serta
seleksi hakim agung berkenaan dengan pencalonan hakim karier dan
nonkarier."

Tak kalah mengejutkan manakala beberapa hakim agung
mengajukan permohonan uji material terhadap UU No. 22/2004
tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

10 RifqiS. Assegaf, “Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial”, Opini, 2 Januari 2006, hukumonline.
com, diakses 6 Agutus 2025.

11 Ady Thea DA, “4 Rekomendasi Mengatasi Persoalan Relasi KY-MA”, Berita, 13 Oktober 2021,
hukumonline.com, diakses 6 Agustus 2025
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disebut MK) yang menghasilkan Putusan No. 005/PUU-IV/2006.
Dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa Hakim MK tidak dapat
diawasi oleh KY. Namun, KY kembali diberi wewenang kembali
melakukan pengawasan Hakim MK melalui Perppu No. 1/2013
tentang Perubahan Kedua UU No. 24/2003 yang kemudian disahkan
menjadi UU No. 4/2014 tentang Penetapan Perppu MK. KY
memiliki wewenang terlibat dalam pembentukan panel ahli dalam
rekrutmen Hakim Konstitusi, menyusun dan menetapkan Kode Etik
dan Pedoman Perilaku Hakim, serta terlibat bersama memb&ntu
Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang memiliki b%é
mengawasi Hakim Konstitusi. Sayangnya, UU Pen %@

ini kembali dibatalkan oleh MK melalui P us
PUU-XI/2014.72 'Q

Dalam perjalanan, meski_te @o tetapi terdapat hal
lain yang menggembirakaneRelas MA mampu menghasilkan

beberapa kolaborasi y n kup ‘penting. Misalnya, tahun 2011,

mor 1-2/

2016, dan 2021 d a a membentuk Tim Penghubung untuk
men]emb a asi dan menyusun berbagai peraturan
bers mengenai Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH),

EPPH seleksi hakim, Majelis Kehormatan Hakim, dan
san Bersama, sebagaimana dijelaskan oleh Dian Rositawati."

Persoalan tidak sajamuncul dari eksternal. KY pernah mengalami
guncangan serius manakala salah satu komisionernya, yakni Irawady
Joenoes menerima suap dalam kasus pembelian tanah untuk Gedung
KY di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, yang saat ini menjadi kantor
KY. Irawady Joenoes yang saat itu menjadi Koordinator Bidang
Pengawasan dan Kehormatan Keluhuran Martabat dan Perilaku
Hakim, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).**

12 Reskiah Dwi dan Agus Riwanto, “Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam
Pengawasan hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Corruption”, Res Publica Vol. 3 No. 2,
2019, hlm 152.

13 Ady Thea DA, op,, cit.

14 “Anggota Komisi Yudisial Terjerat Suap”, 27 September 2007, antikorupsi.id, diakses 15
Agustus 2025.
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Perjalanan dua dekade KY melaksanakan mandat konstitusi
memperlihatkan dinamika yang menarik. Ada persoalan dengan
relasi eksternal, ada pula persoalan internal. Ada satu masa di
mana ketegangan relasi muncul, tetapi di masa yang lain kerja
sama menghasilkan kerja nyata yang menjadi landasan yang cukup
kuat dalam rangka menguatkan relasi KY dan MA. Secara internal,
penguatan-penguatan terus dilakukan untuk memastikan, KY
melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan asas, prinsi
dan kaidah UUD 1945.

Tujuan utama di balik penerbitan b u&b it untuk
melakukan evaluasi dan refleksi kritis te agai jabatan
kenegaraan yang memiliki kaitan e uasaan kehakiman.
Dalam konteks Hukum Tata<{egara, evaluasi dan refleksi kritis
tersebut mengenai hal- ndameptal mengenai jabatan, meliputi:

a jabatan; bagaimana cara melengkapi
jabatanapa yang menjadi tugasnya (lingkungan
pekerjaammya g menjadi wewenangnya; hubungan kekuasaan
sa an' an di dalam batas-batas apa organisasi negara (dan
bagiap-bagtannya) menjalankan tugasnya, sebagaimana dikenal
seb3dgai ruang lingkup Hukum Tata Negara menurut Logemann. Ahli
Hukum Tata Negara lain yang menjelaskan ruang lingkup Hukum
Tata Negara adalah Usep Ranawijaya, yang menyatakan bahwa hal-

siapa yang men
dengan pejabat-

hal yang diselidiki mengenai badan-badan ketatanegaraan adalah
cara pembentukannya; susunan badan (jumlah anggota, jenis
anggota, perimbangan kekuatan di dalamnya); tugas dan wewenang;
cara bekerja; hubungan antara satu badan dengan badan-badan
lainnya; serta masa jabatan.'

Selain dari aspek Hukum Tata Negara, evaluasi dan refleksi
kritis tersebut dapat pula dilakukan dari aspek nonhukum, misalnya
dari aspek institusionalisme yang menekankan peran lembaga dalam
membentuk interaksi para aktor. Dalam konteks ini, institusi yang

15 Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya, Jakarta: Ghalia Indonesia,
1983, hlm 30-31.
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mengambil beragam bentuk, misalnya aturan ataupun praktik-
praktik yang terorganisasi, dapat memengaruhi perilaku para aktor,
termasuk masyarakat. Dalam salah satu tulisan yang berjudul
“Historical Institutionalism and the Study of Law”, Rogers M. Smith
mengutip pendapat James March dan John Olsen yang menjelaskan
relevansi pendekatan “new institutionalist” terhadap legal scholarship
dengan mengatakan “Constitutions, laws, contracts, and customary
rules of politics...develop within the context of political institutions”.*®
Artinya, konstitusi, hukum atau peraturan perundang-undafigan,
kontrak, dan aturan kebiasaan dalam politik berkembaiig, d
konteks institusi politik. Jika dikaitkan dengan ev. %; refleksi
kritis KY, terdapat banyak isu di dalamnya 1

intervensi politik, korupsi, etika, relasiE @

Menjaga Negara Huku saan Kehakiman? KY
dalam Perdebatan P an UUD 1945

nan atau

¥dan lain-lain.

David Kos tariga“Sipulova, Ondtej Kadlec menyatakan
i

latar belaka embaga semacam KY yang dituangkan dalam

kongti % ya dilandasi oleh keinginan melakukan depolitisasi
s Seleksi hakim dan memajukan profesionalitas manajemen
peradildh.'” Mengapa seleksi hakim menjadi penting? Tom Ginsburg

dan Nuno Garoupa berpendapat bahwa seleksi hakim merupakan
faktor sentral dalam banyak teori mengenai independensi peradilan.
Hakim yang bergantung pada mereka yang mengangkatnya tidak

dapat dipercaya melaksanakan tugasnya secara netral, legitimate dan
menghasilkan putusan yang berkualitas tinggi.”® Meskipun secara
teori disepakati pentingnya seleksi hakim dalam kaitan dengan

16 Rogers M. Smith, “Historical Institutionalism and the Study of Law” dalam Keith E.
Whittington, et., al, The Oxford Handbook of Law and Politics, Oxford: Oxford University Press,
2008, hlm 47.

17 David Kosat, Katarina Sipulova, Ondtej Kadlec , “The Case for Judicial Councils as Fourth-
Branch Institutions”, JUSTIN Working Paper Series, No. 6/2023. Available at: https://justin.
law.muni.cz/en/publications/justinworking-papers-series, hlm 4, diakses 25 Juli 2025

18 Nuno Garoupa & Tom Ginsburg, “Guarding the Guardians...., op., cit, hlm 2, diakses 2 Agustus
2025
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independensi peradilan, tetapi praktik mekanisme seleksi yang
dijumpai dalam berbagai sistem hukum menunjukkan usaha-usaha
untuk menyeimbangkan antara independensi dan akuntabilitas
melalui desain kelembagaan. Dari praktik yang beragam tersebut
menunjukkan tidak ada satupun konsensus yang bersepakat untuk
menentukan mekanisme terbaik untuk menjamin independensi.'®
Dengan kata lain, mekanisme seleksi akan sangat ditentukan oleh

konteks yang melatarbelakangi pembentukan, misal, pe erf%:;g
di negara yang mengalami transisi demokrasi di magfia

independensi peradilan akan berbeda denga k;r%' seleksi
di negara yang relatif demokratis di m g%i ndependensi

peradilan dilaksanakan secara konsis
Bagaimana dengan pe ukan KY? Jika membaca ulang

perdebatan perubahan 19 terdapat tiga aspek penting
diskusi, meliputi s m struktur ketatanegaraan Republik
Indonesia, ot termasuk orang-orang yang dianggap
kredibelmg i ota komisi tersebut), serta status KY dalam
ra kehakiman.? Pandangan fraksi-fraksi di Majelis
p ratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) menekankan

perlimya pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman
dalam rangka menjaga keluhuran, martabat, dan perilaku hakim.*

Salah satu pendapat yang menarik berkenaan dengan kehadiran
KY dalam konteks kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri
disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna dari F-PDI Perjuangan
sebagai berikut:

“Kekuasaan peradilan dan penegakan hukum yang bebas
dan mandiri serta terlepas dari pengaruh eksekutif,

19 Ibid.

20 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahmakah Konstitusi, Naskah Komprehensif
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang,
Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 413.

21 Ibid.
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sudah lama dicita-citakan. Walaupun di dalam Undang-
Undang Dasar khususnya dalam penjelasan UUD 1945,
begitu juga dalam undang-undang sudah dinyatakan
bahwa kekuasaan Kehakiman itu bebas dan merdeka
dari pengaruh kekuasaan lain, di dalam praktik
sehari-hari pihak eksekutif sering mengintervensi
badan-badan peradilan, tidak hanya pada hal-hal yang
bersifat administratif tetapi juga pada hal-hal yang

bersifat yudisial yang menyangkut kewenangan+para
hakim, akibatnya putusan para hakim seri T&%&’
tidak adil oleh masyarakat...untuk %{%‘ an
intervensi kekuasaan eksekutif terhad m, kami
mengusulkan pembentukan sua % mandiri yang
kami sebut Komisi Yudisialfada\tihgkat nasional maupun
daerah, sehingga kala u Hakim Agung diangkat oleh
Presiden dan hakjm-hakim gkat oleh Menteri Kehakiman,
sekarang k '%u lkan untuk Hakim Agung diangkat
e

oleh Presi sarkan usul Komisi Yudisial Nasional

dar i biasa...diangkat oleh Presiden berdasarkan
isial Daerah”.?? (cetak tebal, Pen)

%’ka raksi PDI-P mengusulkan KY bersifat mandiri, Fraksi
Partdi Golkar melalui Agun Gunanjar Sudarsa mengusulkan
pembentukan KY pada MA, tetapi usulan ini dipertanyakan oleh
Abdul Kholiq dari Fraksi PKB.?® Pendapat menarik justru disampaikan
oleh Soetjipto dari Fraksi Utusan Golongan yang berpendapat bahwa
pembentukan KY adalah untuk menghindari kekuatan para politisi
dalam penentuan hakim agung.? Suatu pendapat yang senada
dengan David Kosat, Katarina Sipulov4, Ondtej Kadlec di atas yang
menekankan pentingnya depolitisasi pengangkatan hakim. Dengan

kata lain, menghindarkan terjadinya politisasi peradilan melalui
proses seleksi hakim oleh lembaga politik.

22 Ibid, hlm 415-416.
23 Ibid, hlm 417-418.
24 Tbid, hlm 419.
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Jika pendapat-pendapat di atas memperlihatkan respon positif
terhadap pembentukan KY, sebaliknya pendapat Ali Hardi Kiaidemak
dari Fraksi PPP memperlihatkan ketidaksepakatan dengan alasan
sudah “terlalu banyak” komisi dan “semua tokoh-tokoh yang vokal-
vokal sudah tergabung di dalamnya”.?® Suatu pendapat yang lebih
bersifat pragmatis dan tidak konseptual karena tidak mengaitkan
keberadaan KY dengan prinsip-prinsip fundamental bernegara,
seperti prinsip-prinsip negara hukum serta kekuasaan kehakiman

yang independen dan akuntabel.

Berkenaan dengan fungsi KY, umumn v%} an pada
keterlibatan KY dalam proses seleksi calon hg % /Terdapat pula
usulan yang menyatakan KY melakukgn nngawasan meskipun
bukan berkenaan dengan tinda ialymelainkan dalam kerangka
memelihara kehormata tabat'para hakim agung.”

Tim Ahli

15&?1 yAsshiddigie, dalam masa sidang PAH I
a

ikan usulan bahwa KY bersifat independen

masyarakat mengenai hakim, calon hakim serta mengusulkan
pengangkatan dan pemberhentian MA kepada Presiden.?’

Perdebatan dan pembahasan mengenai pembentukan KY lebih
mengerucut dalamrapat-rapat PAHIBP MPR 2001, yang berfokus pada
4 hal, meliputi: a). sifat dan wewenang; b). syarat-syarat keanggotaan;
c) pengangkatan dan pemberhentian anggota; d). susunan, kedudukan
serta keanggotaan.?® Selain itu, perdebatan juga berkenaan dengan
letak pengaturan KY, apakah dimasukkan dalam Bab Kekuasaan
Kehakiman, atau menjadi bagian dari ketentuan-ketentuan MA.*

25 Ibid, hlm 421.
26 Ibid, hlm 424.
27 Ibid, hlm 436.
28 Ibid, hlm 438.
29 Ibid, him 438-439.
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Pembahasan pembentukan KY umumnya menyepakati bahwa
KYbersifat mandiri dengan tugas melakukan seleksidan mencalonkan
hakim agung. Harjono dari Fraksi PDI-P mengusulkan bahwa KY
tidak hanya melakukan seleksi calon hakim agung, melainkan
termasuk pula hakim karena menurutnya hakim di tingkat I dan II
memiliki peran sangat penting. Jika keadilan dapat diberikan pada
kedua tingkat ini, maka kasasi dapat berkurang jumlahnya.*

Berkenaan dengan dasar pengaturan, Agun Gunanjar Sudarsa
menyatakan bahwa KY semestinya diatur dalam UndanS—U an

Dasar mengingat peran penting KY dalam proses 4fen

dan pemberhentian hakim agung.** Sedangka i usunan
keanggotaan, umumnya mengusulkan - nsur-unsur,
misalkan mantan penegak huku , serta kalangan
perguruan tinggi. Pataniari Siahadn ‘dari si PDI P memberikan
usul agar anggota KY ber] lah g yang berasal dari usulan
Presiden sebanyak %} engacara aktif; 2 orang jaksa aktif;

m; 3 orang anggota yang dipilih dan
PR sendiri; serta 2 orang wakil dari daerah.

ﬁ unsur-unsurnya meliputi keilmuan, profesi,
dan/unsur daerah.’” Gagasan ini tampaknya kurang sejalan

einginan untuk membentuk KY yang bersifat mandiri
atau independen. Artinya, terhadap KY tidak boleh terbuka adanya
potensi intervensi-intervensi atau pengaruh-pengaruh tertentu yang
akan membahayakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban oleh
KY. Intervensi tersebut berpotensi dilakukan, terutama, oleh badan
politik, seperti DPR.

Jakob Tobing dari Fraksi PDI-P juga mengajukan usul agar
keanggotaan KY berdasarkan unsur-unsur yang mewakili praktisi
ataupun pensiunan hakim atau pengacara, akademisi, serta tokoh
masyarakat yang terkemuka. KY mempunyai wewenang melakukan

30 Ibid, hlm 443.
31 Ibid, hlm 446.
32 Ibid, hlm 455.
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fit and proper test kepada para calon hakim supaya menghindarkan
terjadinya nuansa politik ataupun proses politik dalam pengisian
jabatan hakim.*?

Berkenaan dengan susunan, kedudukan, keanggotaan, dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan KY diusulkan diatur lebih rinci
dengan undang-undang, sebagaimana disampaikan, antara lain,
oleh I Dewa Gede Palguna,® Zain Badjeber,* serta Agun Gumanjar
Sudarsa.®*® Dengan demikian dapat dipahami jika
ketentuan mengenai KY sebagaimana terdapat dala
1945 bersifat umum dan memerintahkan pe
dengan undang-undang.

Dari perdebatan- perdebata @ an oleh Anggota PAH

I tersebut di atas, tampa pembentukan KY kurang
dikaitkan dengan pri 1n51p egara hukum dan kekuasaan

kehakimanyangi e nde apun menggunakan prinsip kekuasaan
kehakiman en, namun penjelasannya kurang bersifat
upuhs

elabora stan31al Bahkan perdebatan kurang menyentuh

bagaan KY yang sesuai dengan dengan kebutuhan
i peradilan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan yang
dlsa paikan oleh Rifqi S. Assegaf yang menyatakan “...sebenarnya
pembahasan yang mendalam dan tuntas mengenai Komisi Yudisial
ini belum pernah dilakukan oleh seluruh stakeholder di bidang hukum.
Tanpa diskusi yang serius, Majelis Permusyawaratan Rakyat ‘memveto’
konsep yang ideal mengenai Komisi Yudisial di Indonesia”.>” Akibatnya,
kesan “terburu-buru” dan menghasilkan konsep atau model yang
kurang matang menjadi salah satu penyebab terjadinya penafsiran
beragam atas mandat yang diberikan oleh UUD 1945 kepada KY, yang

dalam beberapa hal mengganggu pelaksanaan fungsi KY.

33 Ibid, hlm 454-455.
34 Ibid, hlm 458.
35 Ibid, hlm 459.
36 Ibid, hlm 461.

37 Wiem Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa, Jakarta: Lembaga Kajian dan
Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2002, hlm ix.
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Salah satu pertanyaan yang tidak dijawab secara komprehensif
dalam perdebatan pembentukan KY adalah bagaimana kedudukan
KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, atau lebih tepatnya
bagaimana kedudukan KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Penulis menggunakan istilah sistem ketatanegaraan karena istilah
ini menunjuk pada sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara
yang terdapat dalam suatu negara, bahkan sistem pemerintahan
merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan suatu negara.®®
Perdebatan-perdebatan memang menyebutkan hubungarf{ KY
dengan beberapalembaga negara yang ada, yakni MA, 12(%1 %y\

i an

Presiden. Sayangnya, hubungan-hubungan terseb je

secara rinci, terutama penekanan pada prinsip-prin ing guna

memastikan KY dapat menjalankan ﬂ@ an wewenang
isal

sesuai dengan pembentukanny, dalam perdebatan

muncul usulan bahwa KY '& n fit and proper test dalam
uk

mekanisme seleksi hakj t ghindarkan terjadinya nuansa
politik. Namun, prifisi
rumusan Pa U 45.

g ini nyatanya tidak terdapat dalam

b itan dengan hubungan kelembagaan, meletakkan

IC% Bab Kekuasaan Kehakiman juga menunjukkan kurangnya
perhi

gan terhadap penafsiran akibat pengaturan ini. Masyarakat

awam yang tidak paham hukum, dapat saja beranggapan bahwa
KY merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman karena
pengaturannyamenjadibagian dari Bab Kekuasaan Kehakiman. Padahal
membaca wewenang-wewenang KY sama sekali tidak memperlihatkan
fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu wewenang mengadili yang meliputi
wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yustisial
dan untuk perkara perdata termasuk melaksanakan putusan. Oleh
karenanya, meletakkan ketentuan-ketentuan KY dalam Bab Kekuasaan
Kehakiman bukan saja tidak tepat, bahkan “misleading”.®

38 Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014, hlm 302.

39 Bagir Manan, “Hubungan..., op., cit hlm 9.
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Hal penting lain berkenaan dengan sistem ketatanegaraan,
perdebatan intensif kurang muncul saat membahas hubungan KY
dengan MA. Jika berangkat dari fungsi-fungsi lembaga negara yang
terefleksi dari wewenang-wewenang, dapat dipastikan bahwa KY
bukanlah lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan, yaitu suatu
lembaga negara yang dapat bertindak untuk dan atas nama negara
atas dasar wewenang-wewenang yang dimilikinya.*® Oleh karena itu,
hubungan KY dan MA “bukanlah hubungan ketatanegaraan se gga
tidak bersifat staatsrechtelijke melainkan sebagai hub
yang bersifat menunjang dan bersifat administ ue% eski
demikian, hubungan-hubungan penunja 1 istratif sama
sekali tidak menunjukkan bahwa KY @ g penting karena
tugas-tugas menegakkan disiplin danetik yarig men]adl ruang ling-
kup mandat KY, bukanlah soa sepele.*?

Berkenaan d ng komprehensifnya desain kelem-
bagaan tidak dap d an dengan perubahan yang bersifat par-
sial ya an lemahnya desain konstitusi yang tercermin

u sistematika dan materi muatan. Jika berangkat

% ahwa perubahan UUD 1945 adalah wujud nyata dari re-
si konstitusi, semestinya tujuan perubahan diarahkan pada
penguatan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan konstitu-

sionalisme. Dengan demikian, materi muatan, termasuk pendirian
lembaga negara baru, diarahkan pada tujuan tersebut.

Konstitusi Afrika Selatan 1996 adalah salah satu contoh kon-
stitusi terbaik karena sistematika dan materi muatan menunjukkan
secara jelas bagaimana fungsi konstitusi menjamin prinsip-prinsip
utama penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Bab 9 Konstitusi
yang berjudul “State Institutions Supporting Constitutional Democracy”
mengatur lembaga-lembaga negara pendukung demokrasi konsti-

40 Bagir Manan, “Hubungan..., op., cit, hlm 10.
41 TIbid.
42 Tbid, hlm 11.
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tusional. Meski tidak memasukkan Judicial Service Commission® se-
bagai lembaga negara pendukung demokrasi konstitusional, tetapi
sistematika dan penormaan konstitusi terhadap lembaga-lembaga
tersebut memberikan pelajaran penting. Sebelum mengatur tugas
dan wewenang masing-masing lembaga dengan cukup rinci, prinsip-
prinsip pengaturan dijumpai dalam Pasal 181 yang berbunyi:

“181 Establishment and governing principles
(1)  The following state institutions strengthen constitutional @

racy in the Republic:

(a)  The Public Protector. \B
(b)  The South African Human Ri X'%

[Para. (b) amended by s. 4 of

ti n Second Amendment

Act 0of 1998.]

(c) The Co i%;&kr theé Promotion and Protection of the
Righ ultural’Religious and Linguistic Communities.

( ission for Gender Equality.

( e Auditor-General.

@ The Electoral Commission.

(2)  These institutions are independent, and subject only to the Consti-
tution and the law, and they must be impartial and must exercise
their powers and perform their functions without fear, favour or
prejudice.

(3)  Other organs of state, through legislative and other measures, must
assist and protect these institutions to ensure the independence,
impartiality, dignity and effectiveness of these institutions.

(4)  No person or organ of state may interfere with the functioning of
these institutions.

43 Judicial Service Commission diatur dalam Bab 8 mengenai Courts and Administration of Justice,
Pasal 178 Konstitusi Afrika Selatan.
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(5) These institutions are accountable to the National Assembly,
and must report on their activities and the performance of their
functions to the Assembly at least once a year”.

Konteks di balik pendirian lembaga negara baru juga patut
diperhatikan, di mana saat itu terjadi ketidakpercayaan masyara-
kat terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Hal ini terlihat dari
munculnya berbagai komisi. Namun yang memprihatinkan
culan ini ditanggapi oleh Ali Hardi Kiaidemak dari Fraksi P
“terlalu banyak” dan tidak mengaitkan dengan ke

sebagai “the fourth-branch institution”, sebagaim% ij
I

agai negara, terutama di negara-negara i transisi dari
rezim yang otoriter bergerak men '!6 demokratis.
ndefinis
ic bod

International IDEA me the fourth-branch institu-
tions sebagai: “These ar, L‘l&v , politically neutral and indepen-
dent from the thr, in es of government, whose purpose is to

ensure the i i mprove the quality and resilience—of demo-

g alah satu contohnya adalah “Judicial service com-
cia appointments commissions or supreme councils of the
; responsible for nominating judges and sometimes for supervis-
ing Judicial ethics and conduct”.** Ketika memutuskan lembaga baru
yang dikategorikan sebagai the fourth-branch diatur dalam konstitusi,
beberapa prinsip perlu diperhatikan, meliputi:*®

. Independence and inclusion: Members of independent institutions
should be chosen in a way that emphasizes their political neutrality
and independence—{from partisan politics, from other institutions
of government and from any special interest—while also being
broadly representative of the society’s diversity, either in gen-
eral terms or with reference to specific minority populations.

44 Elliot Bulmer, “Independent Regulatory and Oversight (Fourth-Branch) Institutions”,
International IDEA Constitution-Building Primer 19, 2019, hlm 6.

45 Ibid.
46 Ibid, hlm 21-22.
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. Professionalism and integrity: Members of independent
institutions must be professionally competent and must have the
skills, qualifications and experience needed to perform their duties
effectively. They must also demonstrate personal integrity, moral
courage and a strong sense of public duty.

. Security of tenure: Members of independent institutions must
have sufficient security of tenure and other guarantees (such as

protection against arbitrary variation of their salaries) to ‘eilj
nd

their independence.

. Mandate: Independent institutions must have a glea a%
sufficient powers to perform their intended fXW i

. Resources: Independent instituti e the necessary
resources (in terms of staff, fiiafces,Yadiities, etc.) and sufficient

)
to ese resources.

autonomy over the mauage
. 7 '&%X compromising their neutrality or

ndent institutions must be publicly
provision for public reporting and scrutiny of

debatan dan pembahasan pembentukan KY dalam
perdbahan UUD 1945 memberikan beberapa pelajaran penting.
Pertama; proses perubahan yang seakan-akan memperlihatkan
"patch-work” menghasilkan ketiadaan desain konstitusi yang
komprehensif yang berakibat pada lemahnya desain KY sebagai
sebuah lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
bahkan untuk desain dasar kelembagaan. Kedua; meski para
perubah UUD 1945 telah mengaitkan pentingnya pembentukan KY
untuk memperkuat kekuasaan kehakiman yang independen, tetapi
pembahasan masih bersifat umum dan kurang mengaitkannya
dengan prinsip negara hukum. Padahal prinsip negara hukum telah
diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menjadikannya sebagai salah
satu prinsip utama penyelenggaraan negara, di samping prinsip-
prinsip lain, yaitu prinsip demokrasi dan republik. Ketiga; terdapat

-—
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pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kontekstual, yang sangat
erat berkaitan dengan situasi dan kondisi saat pembentukan KY
dibahas. Hal ini terlihat saat para anggota menyetujui KY diatur lebih
lanjut dengan undang-undang. Terdapat beberapa kemungkinan
pengaturan tidak rinci, misalnya keterbatasan waktu pembahasan;
pertimbangan-pertimbangan politik tertentu, dan lain-lain.

Berbagai kekurangan tersebut di atas, dalam beberapa hal
berakibat pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewen@n)

terlihat dalam 20 tahun perjalanan KY. %'\'

20 Tahun Perjalanan KY

Elliot Bulmer dalam tulisa %ul dependent Regulatory
and Oversight (Fourth-Branch) 7%%1:: yang dipublikasikan oleh
International IDEA menjélaskan jika&’badan independen dibentuk dan
diberdayakan secara tepat, ber daya disediakan secara memadai,
dandiperca p erbaikikualitas pemerintahan, memperkuat
negara 4 orong transparansi dan akuntabilitas, mencegah

s %; pada gilirannya akan memperkuat kualitas dan
ke n demokrasi.’’ Lembaga-lembaga tersebut melakukannya
melalui mandat-mandat yang diberikan, baik melalui konstitusi
ataupun undang-undang. Misalnya, ada lembaga yang melakukan
‘isolasi’ kegiatan negara yang bersifat partisan politik, seperti komisi
pemilihan umum, atau lembaga yang menyediakan mekanisme
pengawasan, seperti ombudsman, komisi hak asasi manusia, KY,
dan lain-lain. Namun patut dipahami, lembaga-lembaga semacam ini
bukanlah obat yang memberi solusi atas persoalan-persoalan yang ada.

Beberapa pertanyaan serius kerap muncul dalam praktik,
terutama pada negara-negara demokrasi baru. Lembaga-lembaga
tersebut mengalami kekurangan anggaran, minimnya sumber
daya, staf dan keahlian, untuk melakukan tugas mereka dengan
baik. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut menghadapi persoalan

47 Elliot Bulmer, op., cit, hlm 7-8.
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kepemimpinan dan integritas, gagal melaksanakan tugasnya dengan
serius (lebih memilih bersifat pasif dan melakukan interpretasi
minimal terhadap perannya), persoalan penyuapan, bertindak atau
bertingkah laku partisan, ataupun merendahkan kedudukan dan
legitimasi lembaga.*® Selain memberi interpretasi minimal terhadap
mandatnya, persoalan juga dapat berakibat serius pada hubungan
antar lembaga jika lembaga tersebut memberi interpretasi luas
terhadap fungsi, tugas dan wewenangnya.

Persoalan-persoalan di atas dialami pula oleh K T'%a;s
h

ini tidak akan membahas seluruh persoalan yang dihada
mengingat keterbatasan-keterbatasan, baik darigegi jumlahfhalaman
maupun waktu penulisan. Hanya bebera 1 éndasar dan
menarik perhatian yang akan dijela amilisis, yaitu tafsir
terhadap wewenang, serta pelaksanaan si calon hakim agung,
terutama saat DPR menolakselursth caléh yang diajukan pada tahun
2024.

Berkenaan 'r%gasir terhadap mandat KY, Aidul Fitriciada
Azhari menje ua wewenang tersebut mengalami “dinamika
sosidfy @ dengan spektrum yang cukup lebar, baik pada tingkat
le i 8”"DPR, ajudikasi melalui judicial review oleh Mahkamah
Konstitusi (MK) dan MA maupun tingkat regulasi pada peraturan-
peraturan yang dikeluarkan oleh KY dan MA”.*® Selanjutnya
dijelaskan oleh Aidul, penafsiran ekstensif terjadi di tingkat legislasi
yang kemudian dibatalkan oleh MK melalui mekanisme pengujian
material UU KY. Situasi yang tidak jauh berbeda terjadi pula di
tingkat regulasi oleh KY dan MA, yang kemudian dibatalkan melalui
pengujian oleh MA. Pasang surut tafsir terutama dipengaruhi pula

oleh pasang surut hubungan kelembagaan antara KY dan MA.*°

48 Ibid.

49 Aidul Fitriciada Azhari, “Harmonisasi Kewenangan Komisi Yudisial:Dinamika Tafsir
dan Perubahan Aturan” dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,
Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, Jakarta:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016, hlm 1-2.

50 Ibid, hlm 2.

-—

i

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 95 [ .=

|



|

[

. LH 96 BUNGA RAMPAI

BAB I
Sebuah Catatan Kritis: Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim

Wewenang KY mengusulkan pengangkatan calon hakim
mengalami perluasan makna, termasuk pula hakim ad hoc di MA serta
penguatan dengan dihapuskannya wewenang DPR untuk memilih
calon hakim agung dan hanya menyetujui atau tidak menyetujui
calon hakim agung yang diusulkan KY.*! Namun, wewenang KY
untuk terlibat dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim pada
pengadilan tingkat pertama dibatalkan oleh MK.”?> Berkenaan
dengan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan

s a

keluhuran martabat dan perilaku hakim mengalami perltia

sekaligus pembatasan yurisdiksi.”> Melalui Putysan rmakna
pengawasan diperluas, tidak terbatas pada=pengawa eksternal,
melainkan juga dalam pembinaan etj @; . Pembentuk UU

mengatur KY berwenang menegi n memteriksa laporan dugaan
pelanggaran Kode Etik danPedorhan aku Hakim (KEPPH), serta
mengupayakan peningkatan, kapasitas dan kesejahteraan hakim,

serta wewenang ufit elgkakan evaluasi profesional dalam bentuk
analisis put idryang sudah memiliki kekuatan tetap.** Bila
j i n KEPPH KY dan MA melakukan pemeriksaan
ma, berkenaan dengan prinsip disiplin tinggi dan bersikap
al, sedangkan untuk dugaan pelanggaran hukum acara KY
hanya dapat mengusulkan kepada MA. Selain itu, terdapat larangan
bagi KY melakukan pengawasan teknis yustisial berdasarkan
Putusan MK. Berdasarkan regulasi pada level KY dan MA, penilaian
terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan juga tidak
diperbolehkan.*®

Khusus mengenai seleksi calon hakim agung pada tahun
2024, sangat disayangkan DPR menolak seluruh calon, baik calon
hakim agung maupun calon hakim ad hoc sebanyak 12 orang.>®

51 1Ibid, hlm 24.

52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid.

56 Tria Sutrisna, Fitria Chusna Farisa, “DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung, KY
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Alasan yang disampaikan karena terdapat dua calon yang ternyata
tidak memenuhi syarat administrasi dalam Undang-Undang (UU)
MA. Bahkan, Muhammad Nasir Djamil menyatakan bahwa KY
perlu diberi teguran keras. KY menyampaikan surat klarifikasi
yang menjelaskan alasan dan pertimbangan KY meloloskan 12
calon tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah Putusan MK
Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang mengubah ketentuan calon hakim
agung minimal berpengalaman tiga tahun sebagai hakim tinggi,
menjadi pernah diangkat sebagai hakim tinggi. Khusus untu alon
hakim agung TUN kamar pajak, KY sebagalman

oleh salah satu komisionernya yakni Binziad Kh e ]e
adanya pertimbangan situasi empiris ket1k dlskre51
Selengkapnya Binziad menjelaskan © dak ada satu
pun hakim pajak yang telah ber la a S ama 20 tahun. Bisa
dikatakan, hingga tujuh tah n tidak akan ada hakim
Pengadilan Pajak yang %:hi

syaratan menjadi hakim selama
20 tahun. Hal ini

pengadilan pajak adalah pengadilan

yang baru dibentuk pada April 2002”.°" Selain itu,
KY mem an Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang

negas bahwa status hakim pajak setara atau sejajar dengan
ha ngadilan tinggi. Binziad menambahkan “Intinya kurang

lebili"adalah memperjelas status hakim pengadilan pajak itu sejajar
dengan hakim di pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan
tinggi pada lingkungan peradilan umum, dan pengadilan tinggi
agama”.>®

Bagaimana seyogianya DPR menyikapi klarifikasi KY tersebut?
Apakah karena dijumpai calon hakim agung kamar pajak yang dinilai
tidak memenuhi syarat, DPR kemudian harus menolak calonlain yang
memenuhi syarat? Bahkan, ketika KY telah menjelaskan argumentasi

Minta Pertimbangkan hingga Singgung Putusan MK”, https://nasional.kompas.
com/read/2024/09/08/10410081/dpr-tolak-seluruh-calon-hakim-agung-ky-minta-

pertimbangkan-hingga-singgung?page=all, diakses 18 Agustus 2025.
57 1Ibid.

58 Ibid.
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mengapa meloloskan calon hakim agung pajak yang didasarkan pada
pertimbangan yang reasonable dan berdasarkan Putusan MK, apakah
DPR masih patut bersikukuh menolak calon tersebut?

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, diskresi
tetap mungkin dilakukan sepanjang tujuannya dapat dibenarkan. Jika
terdapat pertanyaan apakah diskresi yang dibuat oleh KY memenubhi
reasonableness, maka seyogianya para anggota DPR melaku
proporsionalitas antara pertimbangan melakukan perset k%}
dikaitkan dengan kebutuhan hakim dan dampak
berakibat pada berkurangnya jumlah hakim. ataupun
penolakan yang dilakukan oleh DPR h % ngan alasan-
iteri an bukan semata-
isampaikan oleh DPR

tersebut sejatinya mer n satu bentuk akuntabilitas DPR
dalam melaksanakX%a onstitusi berkenaan dengan seleksi
. Bagi

calon hakim_ag Manan menyatakan memang terdapat
kebebas atau menolak calon yang diajukan oleh KY,
“n ui n sangat diharapkan dapat timbul konvensi untuk
su -Serfgguh memperhatikan dan menghormati calon-calon
yangdiusulkan KY”.>

Bagaimana KY harus menentukan status dan kedudukannya
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Bagian di bawah ini akan
mencoba membahas beberapa usulan.

Harapan Perbaikan

Perbaikan terhadap KY dapat dilakukan melalui beberapa cara,
baik hukum maupun non-hukum. Perubahan atau penggantian UUKY
merupakan salah satu cara perbaikan, terlebih lagi RUU Perubahan KY
telah masuk Prolegnas 2023. Namun sebelum dilakukan perubahan
atau penggantian, idealnya terlebih dahulu dilakukan evaluasi
terhadap UU KY yang saat ini berlaku serta peraturan perundang-

59 Bagir Manan, “Hubungan..., op., cit, hlm 10.
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undangan lain yang relevan, misal UU Kekuasaan Kehakiman, UU
Mahkamah Agung, termasuk di dalamnya RUU di bidang kekuasaan
kehakiman (misalnya RUU Jabatan Hakim). Dengan demikian
pembaharuan dilakukan dalam sebuah sistem besar, yaitu bagaimana
memperkuat sistem peradilan di Indonesia.

Pentingnya melakukan evaluasi tersebut di atas sejalan
dengan apa yang disebut sebagai legislative cycle atau siklus legislasi
sebagaimana dipublikasikan oleh OSCE Office for Democratic

Institutions and Human Rights.®°
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60 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, ODIHR Brief: Guiding Principles of
Democratic Lawmaking and Better Laws, Warsaw: OSCE/ODIHR, 2023, hlm 4.
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Dari siklus di atas, dapat terlihat pentingnya melakukan
monitoring dan evaluasi sebelum menetapkan tujuan kebijakan, serta
memilih pilihan-pilihan kebijakan (termasuk menjawab pertanyaan
mengenai perlu atau tidaknya membuat sebuat undang-undang baru
atau melakukan perubahan). Terdapat beberapa alasan mengenai
pentingnya melakukan evaluasi:®*

Pertama; efektivitas undang-undang
Suatu undang-undang tidak efektif kare %\p&

kemungkinan

(1) Ketidaktepatan asumsi yang mend kan undang-
undang.

(2) Undang-undang tldak enurut tatanan normatif
yang tepat dan er ampur aduk antara rumusan-

rumusan n rnyataan pernyataan non-normatif.

(3) nisasi antara suatu undang-undang dengan
ang lain
(4 1dapati kesenjangan antara ketentuan undang-undang

dengan berbagai kenyataan seperti kenyataan politik ekonomi
dan lain-lain. Kenyataan ini dapat terjadi —antara lain- karena
undang-undang mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak
dibutuhkan (masyarakat telah berubah) atau undang-undang
berorientasi terlalu jauh ke depan jauh dari realitas yang ada.

(5) Tidaktersedia dayadukungyang memadaiuntuk melaksanakan
undang-undang seperti sumber daya manusia, sumber daya
keuangan, termasuk ketersediaan sistem pengelolaan yang
menjamin undang-undang terlaksana secara efektif dan
efisien.

Kedua; untuk mengetahui berbagai aktualisasi suatu UU
melalui berbagai bentuk penerapan hukum oleh administrasi negara

61 Bagir Manan, “Evaluasi dan Analisis Undang-Undang Peradilan”, Makalah, 2017, hlm 7-8.
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dalam bentuk seperti penggunaan diskresi, atau aktualisasi melalui
penegakan hukum (pengadilan), atau praktik masyarakat, misalnya
di lingkungan komunitas pedagang.

Ketiga; untuk mengetahui pendapat para ahli atau pengamat
terhadap suatu UU.

Keempat; untuk mengetahui kemungkinan telah berkembang
berbagai hukum baru, baik domestik atau internasional yang akan

memengaruhi efektivitas suatu UU.

Kelima; untuk mengetahui daya dukung '\aé
kebijakan negara membangun dan mengelola kto s 1t1k
ekonomi dan lain-lain.

Selain perubahan meng ekatan hukum

KY secara internal dapa kuka enggunakan pendekatan non-
hukum. The Internati ndation for Electoral Systems (IFES)
telah mengiden "% rekomendasi untuk meningkatkan

independegsi abilitas lembaga semacam KY, yang meliputi:
pen itas kelembagaan; menciptakan sebuah kerangka
k@l’ wk’menjamin akuntabilitas anggota; melakukan pelatihan
untlk para anggota; menjamin transparansi prosedur serta aktivitas-
aktivitas lembaga; meningkatkan kerja sama dengan lembaga

peradilan; melindungi dari pengaruh politik; serta melakukan kerja
sama dengan masyarakat sipil.®

Namun, perubahan internal oleh KY tak akan berarti secara
fundamental apabila tidak diiringi dengan perubahan perilaku oleh
lembaga-lembaga lain, terutama DPR dan MA karena kedua lembaga
ini merupakan "partner” utama KY. Dalam hal seleksi calon hakim
agung, misalnya, DPR lebih ingin memperlihatkan "dominasinya”
sebagai penentu dibandingkan dengan semangat menghasilkan

62 Judiciaries Worldwide, “Judicial Council”, judiciariesworldwide.fjc.gov, diakses 5 Agustus
2025.
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hakim agung yang berkualitas. Berdasarkan Putusan MK No. 27/
PUU-X1/2013, KY hanya mengusulkan satu calon hakim agung untuk
satu posisi ke DPR.

Dalam praktiknya, proses seleksi masih membuka ruang bagi
DPR untuk melakukan fit and proper test yang seharusnya hanya
bersifat administratif dan persetujuan politik. Artinya, DPR
sebaiknya tidak lagi melakukan uji kelayakan terhadap calon hakim
agung secara langsung, tetapi hanya menggelar rapat
KY untuk menerima penjelasan terkait usulan calo
hanya boleh menolak jika ada informasi krédi
diverifikasi oleh KY terkait dengan -G sudah lulus
dari KY, bukan sekadar alasan pglifis. % ini didasarkan pada
praktik empiris di mana DPRetidak iliki tool yang ajeg yang
digunakan dalam pros’% elayakan calon hakim agung dan calon

hakim ad hoc. Akib ebih menonjol adalah tindakan DPR
melalui anggota- )%tv yang memperlihatkan fenomena “ingin
menunjukdka arakat bahwa DPR memiliki wewenang” (for
th ao r and exposure)’, dibandingkan dengan tindakan
u% perkuat sistem peradilan. Dengan model ini, KY akan
lebih independen dalam proses seleksi hakim agung yang terpilih
betul-betul didasarkan pada meritokrasi dan mendorong kredibilitas
MA, dan DPR tetap memiliki kewenangan pengawasan.

Dalam kaitan dengan MA, berkenaan dengan rekrutmen hakim
agung, KY disarankan memiliki wewenang untuk ikut serta di dalam
promosi dan mutasi, dalam konteks untuk mengembangkan talent
pool bagi pemilihan hakim agung nantinya dari sumber-sumber
hakim karier. Selain itu, meski penerimaan hakim sepenuhnya
menjadi wewenang MA, dapat dipertimbangkan keterlibatan KY
dalam hal penyusunan sistem penerimaan dan pengembangkan pola
karier.
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Penutup

Dalam peringatan 10 tahun Judicial Council, Presiden Latvia
Egils Levits menyatakan:

“The Judicial Council should play a greater role in focusing on
problems that no one can solve other than the judiciary itself. It
thus also becomes a trust instrument, a forum of trust for the public
in relation to the judiciary, for the administration of justice, and as
an intermediary body between the public and the judiciary™

Poin menarik daripidato diatasadalah pentingnyaKY béxfu

sebagai nstrument kepercayaan, forum kepegeca a;’r%;j i publik
dalam kaitannya dengan lembaga peradi enyélenggaraan
peradilan guna mencapai keadilan, a $ebagaibadan perantara

antara publik dan lembaga peradilan!
Perjalanan selam tahuny sudah saatnya digunakan oleh

KY untuk melakuka%E aluation dan self-reflection untuk menilai
1

sampai sejauh m emainkan peran penting sebagai badan
dan lembaga peradilan guna mewujudkan

aitu terpenuhinya keadilan melalui independensi
abilitas pengadilan.

*%Kk

63 “Onaten-yearanniversary of the Judicial Council its role in strengthening the independence and
quality of the judiciary is emphasized” Published: 12.08.2024. https://www.tieslietupadome.
lv/en/article/ten-year-anniversary-judicial-council-its-role-strengthening-independence-and-
quality-judiciary-emphasized, diakses 4 Agustus 2025
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20 Tahun Komisi Yudisial:
Bergulat dengan Rintangan
dan Harapan

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. \B‘\)
ua puluh tahun sudah K @u;eﬂ (KY) berdiri. Usia
yang belum panja ntuk sebwah lembaga negara, tetapi

impan

u

cukup untuk p& nyak cerita tentang pergulatan,

tentang harapan a'xine a, dan tentang rintangan yang terus
%& a

datang silih m perjalanan itu, KY senantiasa berusaha

men @ ifinya sebagai penopang negara hukum, dengan
' p'yang diberikan kepadanya.

arapan yang disematkan begitu besar: KY diminta menjadi
penyaring yang kuat, yang mampu menjaga agar hanya mereka
yang berintegritas dan berkompetensi yang bisa menduduki kursi
hakim agung. Namun, realitas kerap tidak seindah harapan. Sulit
sekali menemukan calon hakim agung karier yang memiliki modal
intelektual dan integritas yang kuat. Para hakim dari jalur karier
sudah terlalu lama hidup dalam lingkaran yang keruh, di mana
kebersihan lingkungan sulit dijaga, dan budaya untuk memperkuat
kompetensi nyaris tidak tumbuh.

Pasal 24 Bayat (1) UUD 1945 yang menjadidasar konstitusional
eksistensi dan wewenang KY, hanya berwenang mengusulkan calon
hakim agung ke DPR. Hanya itu: mengusulkan, bukan menentukan.
KY hanyalah satu tahap, sekadar pintu seleksi. Penentuan terakhir
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tetap berada di tangan DPR, dan kita semua tahu bagaimana ruang
politik di sana sering kali menjadi panggung drama yang penuh
intrik.

Selama dua dekade perjalanan, KY berkali-kali menghadapi
kenyataan getir: calon yang diusulkan dikembalikan, ditolak, atau
hanya diloloskan sebagian. Selebihnya kandas tanpa alasan yang

sepenuhnyajernih. Disisilain, KYjuga diberi amanah untuk jadi
pengawas, untuk menjaga etika para hakim. Namun, lagi- %
itu bukanlah jalan yang lurus tanpa hambatan. i%
Gelombang perlawanan datang dari aral). Mahkamah
Konstitusi (MK) pernah mencabut kege . baik melalui
pembatalan UU No. 22 Tahun 20 aupunpbagian dari UU No. 18
Tahun 2011. Dengan putusan-p hilanglah kewenangan KY

dalam mengawasi Haki . Putuganyanglainjuga menyingkirkan
pasal-pasal pentigg yang s a menopang kewenangan KY.

Ma g (MA) pun mengambil sikap serupa. Melalui

uji ma A, membatalkan penjabaran dua poin dalam SKB
dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

(K , yaitu poin tentang disiplin tinggi dan profesionalisme.

Meski kaidah induknya masih berlaku, keputusan itu tidak bisa
menutupi sikap dasar MA yang tidak berkehendak diawasi. Belum
lagi proses uji materi terhadap kesepakatan bersama KY-MA
dilakukan tanpa melibatkan KY atau minimal memberitahukan
terlebih dahulu.

Tahun 2015, MK kembali memangkas kewenangan KY.
Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa seleksi
hakim di pengadilan tingkat pertama bukan lagi ranah KY,
melainkan sepenuhnya menjadi wewenang MA. Putusan MK ini
selain mempersempit kewenangan KY, juga menandakan kacaunya
paradigma berpikir hakim-hakim, termasuk tentu saja para pengacu
uji materi (para hakim MA) yang menyelinap di balik badan para
pengaju, yaitu mantan-mantan hakim.
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Pada bagian lain, dalam urusan menjaga keluhuran martabat
dan perilaku hakim, KY dipersepsi dan diinginkan oleh para hakim
mengurusi pelanggaran perilaku nyata, antara lain suap, bertemu
salah satu pihak, menerima sesuatu, melakukan pelanggaran
hukum dan atau moral. Sementara penyimpangan perilaku
nyata di balik pertimbangan putusan yang janggal tidak pernah
diterima, sehingga langkah KY memeriksa putusan hakim dianggap
melanggar independensi hakim. Mereka menyebut putusan hakim
itu mahkotanya hakim yang tidak bisa disentuh, kecuali alui

upaya hukum. Padahal kita tahu, dalam sejumlah p usw

suap itu nyata ada.

Penolakan hakim terhadap pe tusan tidak
sepenuhnya diikuti oleh KY. Lemba uk reformasi itu
tetap saja melakukan pemerik A@a dan memanggil semua
pihak yang terlibat dala enahganall perkara (hakim, panitera,

pelapor) untuk d1pe k a gufa mefelisik dugaan suap atau perilaku
tidak profesionalffai a 1k putusan janggal dimaksud.

Cer ngsa

ng hadir dengan tugas mulia: menyaring calon hakim

dengan ketat, memastikan hanya mereka yang benar-

benar berintegritas dan kompeten yang layak duduk di kursi yang

“suci” itu. KY ibarat penyaring yang memisahkan gandum dari

sekam, menahan agar elemen yang kotor dan tidak layak tidak

menyusup ke MA. Proses ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai

kerja administratif; ia adalah ikhtiar panjang untuk menegakkan

keadilan. Integritas menjadifondasiyang tak tergantikan, sementara

kompetensi menjadi tiang penyangga yang menjaga bangunan
keadilan tetap kokoh.

Di tengah pusaran politik dan sosial negeri ini, KY terus
bergulat dengan mandat konstitusionalnya. Tugasnya bukan
hanya mengusulkan nama-nama ke DPR, tetapi juga menjaga
agar setiap langkah terbebas dari intervensi yang bisa mencederai
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independensi. Dalam cermin peran ini, sesungguhnya terlihat wajah
bangsa: sejauh mana kita benar-benar serius menjaga marwah
negara hukum yang adil dan berwibawa.

Seleksi hakim agung di KY mengalir melalui tahapan yang
penuh kehati-hatian: verifikasi administrasi, uji kualitas, dan
wawancara mendalam. Di sana, KY membuka ruang publik melalui
wawancara terbuka, menghadirkan transparansi sebagai
untuk melawan nepotisme dan intervensi. Integritas c

melalui rekam jejak etika, sementara kompet i
pengalaman hukum, pengetahuan konstltus alaman
analisis. Pada akhirnya, nama-nama ' yakan ke DPR,

menandai puncak dari ikhtiar
jalan ini tidak selalu mulus.

Peran KY men k pada gagasan Plato dalam The
Republic. Sang ﬁl gkan penjaga negara sebagaiindividu
yang bijak d melalul seleksi ketat, menjaga harmoni
masyar r a caman tirani. Plato menyebut mereka harus

111 émas, bebas dari godaan kekuasaan—seperti hakim
ag ng d1sar1ng KY agar hukum tidak menjadi alat penindasan.
Socfates, menyebut empat kualitas hakim yang sederhana tetapi
mendalam: mendengar dengan sopan, menjawab dengan bijak,
mempertimbangkan dengan tenang, dan memutuskan tanpa pilih
kasih. Mandat KY sesungguhnya sejalan dengan kualitas batin itu,
menegaskan bahwa integritas bukanlah sekadar sertifikat formal,
melainkan jati diri yang hidup.

g terbalk Namun,

Dalam pandangan etika Aristoteles disebutkan kompetensi
tidak lahir dari teori semata, melainkan dari pengalaman yang
dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Hakim sejati, menurutnya,
adalah mereka yang mampu mewujudkan keadilan dalam tindakan
sehari-hari. Pemikiran tersebut menjadi cermin bagi KY: satu
kegagalan menyaring hakim bisa mengguncang seluruh sistem.
Betapa benarnya peringatan Martin Luther King Jr.: ketidakadilan
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di satu tempat akan selalu menjadi ancaman bagi keadilan di mana-
mana.

Ruth Bader Ginsburg menegaskan bahwa kekuatan peradilan
bertumpu pada kepercayaan publik—dan kepercayaan itu hanya
tumbuh lewat seleksi yang ketat dan transparan. Di Indonesia,
Mahfud MD, mantan Ketua MK, berulang kali mengatakan bahwa
KY harus berdiri sebagai benteng melawan korupsi yudisial,
memperkuat meritokrasi di atas segala afiliasi politik. Studi,dari
Universitas Indonesia bahkan menunjukkan bahwa di a@
regulasi sering melemahkan efektivitas KY, sehin
pengawasan internal dan eksternal perlu terus

Jika ditarik ke horizon spiritual i im se;atmya
adalah perjalanan batin menuju azali dalam Thya
Ulum al-Din menekankan bah

memiliki akhlak muli% grita§,.lahir dan pengendahan nafsu
1

ilahi. Hakim sejati adalah cermin
kebenaran tanpa noda ego. Menurut
gunung yang kokoh, tak tergoyahkan oleh

eguh. Dalam kacamata inilah, penyaringan calon hakim agung
bukan sekadar teknis, melainkan juga spiritual: memilih jiwa-jiwa
yang mampu menjaga keadilan di tengah badai.

Namun, tantangan KY tak pernah berhenti. Politik di DPR
sering kali membayangi persetujuan akhir, membuka celah bagi
intervensi. Peraturan baru, seperti Peraturan KY Nomor 1 Tahun
2025, memang mencobamemperbaikiproses, tapijugamemunculkan
kritik soal transparansi. Kode etik hakim yang pernah disepakati
bersama MA sering kali terbentur inefisiensi dalam penegakannya.
Tantangan inilah yang menuntut KY terus berinovasi: memperketat
tes objektif, memperkuat makalah seleksi, bahkan menegakkan
integritas di tubuhnya sendiri. Sebab, lembaga ini bukan mesin

I
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mati, melainkan organisme yang tumbuh dari kritik, menempuh
jalan panjang menuju peradilan yang lebih kokoh.

Dua dekade perjalanan menunjukkan capaian berarti. Ribuan
pengaduan diproses, ratusan nama hakim agung berkualitas
diajukan. Dari sana lahir kepercayaan publik, bahwa gelar hakim
agung bukan hanya soal nama besar, melainkan dedikasi pada
keadilan. John Rawls dalam A Theory of Justice pernah meng kan
keadilan yang sejati adalah yang melindungi mereka ya

lemah. Dalam analogi itu, hakim agung adalah pe
tidak menjadi milik segelintir, melainkan pay

Memandang ke depan, tugas erat Integritas
dan kompetensi bukanlah tujua @ nkan sarana untuk
mewujudkan keadilan yan E% calon hakim agung yang
disaring adalah cermi arapdn kolektif kita sebagai bangsa:

e
a

harapan akan h u enar-benar menjadi wajah keadilan.

nya KY yang dipanggil untuk berjuang,
i kita g ab menjaga integritas hukum adalah menjaga
ngsajtu sendiri—agar api keadilan tetap menyala, memberi

tengah gelap zaman.

Realitas Tak Seindah Aturan

KY seakan berdiri di hadapan tembok yang kokoh, mencari
celah untuk menemukan hakim agung yang benar-benar jernih
integritasnya dan tajam kompetensinya. Namun, tembok itu bukan
hanyabatu, melainkan kumpulan realitas yang mengeras: sumber daya
hakim darijalur karier yang terjebak dalam ekosistem lama, sarat noda
korupsi sistemik, dan budaya peradilan yang lemah dalam mengasah
diri. Di tengah kondisi itu, upaya menyaring calon yang murni ibarat
mencari air jernih dalam wadah yang keruh. Hambatan ini tidak
sekadar soal teknis, melainkan cermin retak dari wajah peradilan kita
yang masih mewarisi godaan masa lalu—suap, intervensi politik, dan
jaringan kepentingan yang mengakar hingga ke pori-pori institusi.
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Korupsi di peradilan seperti sungai bawah tanah. Tidak selalu
terlihat di permukaan, tetapi alirannya merusak fondasi. Hakim
karier yang tumbuh dalam lingkungan ini sering kali terbiasa dengan
norma tak tertulis: kompromi etik yang dianggap wajar. Operasi
tangkap tangan yang menyeret puluhan hakim, dari pengadilan
negerihingga tingkat banding, memperlihatkan betapa dalam sungai
itu mengalir. Sistem mutasi pun tak jarang berfungsi bukan untuk
menyingkirkan penyakit, melainkan sekadar memindahkan luka

agar tak terlihat. Akibatnya, calon hakim agung membawa #eban
masa lalu, bayang-bayang hubungan kuasa, dan cata ‘%BA
abu-abu. Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa %

semata kelemahan individu, tetap1]ar1ngan tr membuat

hakim lebih setia pada sistem dar1pad

itu sendiri.

Lebih dari itu, absen nguatan kompetensi
membuat kondisi semakgra B yak hakim bekerja dalam

rutinitas padat, te am Yibuan perkara yang menumpuk,

hingga kehllang k tumbuh. Pelatihan yang ada hanya
sporad k ar formahtas tidak menjawab tuntutan
odal birokrasi peradilan lebih mengutamakan

iori rlpada prestasi, sehingga kreativitas dan keberanian
hu erhenti sebelum mekar. Maka ketika KY mencari calon

hakim agung, yang terlihat adalah sosok dengan pengalaman
panjang tetapi sering dangkal dalam menghadapi persoalan hukum
baru: digitalisasi, hak lingkungan, atau keadilan restoratif. Di sini,
kesenjangan antara tuntutan publik dan kapasitas hakim terbuka

lebar.

Kita perlu menengok ke luar negeri, misalnya Amerika Serikat,
di mana sistem seleksi hakim federal melibatkan presiden dan Senat
dalam proses nominasi yang ketat, meski tak luput dari politisasi.
Di AS, calon hakim tertinggi melewati penelusuran latar belakang
oleh FBI dan komite yudisial Senat, memastikan integritas melalui
pemeriksaan publik yang mendalam. Tantangan korupsi ada, tetapi
kultur penguatan kompetensi kuat melalui asosiasi hakim dan
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program pendidikan berkelanjutan, seperti yang diselenggarakan
oleh Federal Judicial Center. Berbeda dengan Indonesia, di mana
lingkungan karir hakim sering tercemar suap, AS menekankan
meritokrasi, dengan hakim federal diangkat seumur hidup untuk
melindungi independensi, meski kritikus menyoroti pengaruh
politik dalam nominasi. Namun, realitas AS menunjukkan bahwa
bahkan dalam sistem yang sudah matang pun masih bergulat
dengan isu kompetensi, seperti dalam kasus nominasi ko rov%sm
yang mempertanyakan netralitas, tapi pengawasa

membantu menyaring elemen tidak bersih lebi t1 akipa
Indonesia.

da di

Di Jerman, sistem peradil eha an model lain yang
lebih stabil, dengan seleksi hak itisimelalui Bundestag dan
Bundesrat, menuntut ensus intas partai untuk memastikan
integritas. Hakim mbuh dalam kultur profesionalisme
tinggi, didukun 1nten51f di akademi yudisial negara
bagla an etika dan kompetensi sejak awal karir.
Kor enyentuh peradilan Jerman, berkat independensi

an pengawasan ketat oleh dewan yudisial, kontras

n Indone31a di mana hakim karir sering terkurung dalam
blrokra31 korup. Di sana, budaya penguatan kemampuan mengalir
melalui program rotasi dan evaluasi rutin, mencegah stagnasi yang
lazim di Indonesia. Perbandingan ini menyiratkan bahwa Jerman
berhasil membangun ekosistem bersih melalui reformasi pasca-
perang, sementara Indonesia masih bergulat dengan warisan
otoriter, di mana absennya pelatihan berkelanjutan memperlemah
kompetensi hakim.

Bahkan di Singapura, dengan indeks persepsi korupsi tinggi
yang mencerminkan peradilan bebas noda, didukung seleksi hakim
ketat oleh presiden atas rekomendasi perdana menteri dan dewan
yudisial. Kultur kompetensi di sana kuat, dengan hakim menjalani
pelatihan global dan evaluasi performa tahunan, kontras dengan
kekurangan sumber daya di Indonesia. Realitas ini menekankan
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bahwa negara dengan komitmen anti-korupsi kuat, seperti
Singapura, berhasil membersihkan lingkungan peradilan melalui
transparansi dan investasi pendidikan, sementara Indonesia
menghadapi tantangan lebih besar karena skala dan sejarah.

Di negara-negara itu integritas dan kompetensi bukanlah
anugerah yang jatuh dari langit. Keduanya tumbuh dari tanah yang
subur. Jika tanah itu keruh, pohon yang tumbuh pun bengkok sejak
dini. Hakim karier kita sering seperti bibit yang terhimpit
kencang korupsi, sulit kembali lurus ketika dewasa. Be u'%
tanpa tanah yang kaya nutrisi berupa budaya bela] k
layu sebelum berkembang. Maka reformasi b tambal
sulam, melainkan keberanian mengg membangun
ekosistem yang baru.

Di era digital 2025, ta a in kompleks. Perkara
siber, hak digital, dan keja atan tas negara memerlukan hakim
a n ng undang, tetapi juga peka pada
Xl} ahuan mampu secara cerdas memahami

s (UU) dengan konteks (perkara). Namun,

cepa¥ menjawab kebutuhan zaman. Mutasi besar-besaran memang
dilakukan MA, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan.

Di titik ini, KY dituntut bukan sekadar menjadi penyaring,
melainkan juga pelopor perubahan. [a bisa belajar dari praktik negara
lain, mengadopsi panel independen untuk memperkuat seleksi, atau
membangun sertifikasi kompetensi berkelanjutan. Ini bukan perkara
kecil, sebab menyentuh anggaran, komitmen politik, dan budaya
yang mengakar. Namun, di situlah letak peluang transformasi.

Kesulitan menemukan hakim agung ideal sebenarnya adalah
potret perjuangan bangsa: kita sedang berjuang melepaskan diri dari
bayang-bayang lama. Jalan ini panjang, penuh duri, tetapi setiap
langkah reformasi membuka celah cahaya. Harapan itu tetap ada,
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meski samar, bahwa suatu hari integritas dan kompetensi tidak lagi
menjadi pengecualian, melainkan kebiasaan. KY tidak bisa berjalan
sendiri; bangsa ini pun harus ikut serta. Karena menjaga kebersihan
peradilan bukan semata tugas lembaga, melainkan amanah kolektif,
agar hukum kembali menjadi wajah terang keadilan, bukan cermin
retak yang memantulkan kegelapan.

Problem Laten

KY sebagaimana diamanatkan Pasal 24B ay, U 5,
lahir sebagai penjaga pintu awal bagi proses e%‘a im agung.
Namun, peran yang tampak krusial itu ya terbatas.
Menempatkan KY pada posisi di % uang keras menguji
kualitas calon, namun tetap ikdn“hasil akhir ditentukan

h prinsip meritokrasi.

oleh logika politik, buk a
k'da

Realitas injgti ilepaskan dari problem laten dalam
dlan

tubuh pera

ya bawa beban masa lalu. Ketika KY bersusah payah memilih
darf sumber daya yang tercemar, harapan itu semakin terkikis oleh

sia. Lingkungan peradilan yang masih

sarat, d si sistemik dan absennya tradisi penguatan

embuat jalur karir hakim kerap melahirkan calon

dinamika DPR, yang sering kali mengorbankan substansi demi
agenda politik. Celah ini menjadikan cita-cita negara hukum yang
adil seperti bayangan jauh di ujung jalan.

Pada Agustus 2025, misalnya, 42 calon hakim agung
dan hakim ad hoc HAM diuji secara terbuka. Publik dilibatkan,
transparansi dijadikan perisai untuk menangkal intervensi. Namun,
setelah semua tahapan itu selesai, nasib para calon berpindah ke
meja DPR. Dan di situlah persoalan kerap bermula. Penelitian dari
Universitas Indonesia menyingkap pola berulang: DPR lebih sering
mempertimbangkan afiliasi politik, jaringan, atau lobi dibanding
kualitas objektif. Tidak jarang, kandidat dengan rekam jejak
bermasalah justru lolos, sementara yang berintegritas tertahan.
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Dilema ini seakan menghidupkan kembali peringatan
Plato dalam The Republic. Ia membayangkan para penjaga negara
harus dipilih dari jiwa-jiwa yang bebas dari ambisi pribadi, hanya
mengabdi pada kebaikan bersama. Namun, realitas kita berbeda:
DPR sebagai pemutus akhir sering kali terjebak dalam drama
kepentingan, jauh dari kebijaksanaan yang diimpikan Plato.
“Kekuasaan tanpa kebijaksanaan melahirkan tirani,” tulisnya.
Peringatan itu relevan ketika persetujuan hakim agung berubah
menjadi arena tawar-menawar politik, bukan ruang m cari
kebenaran. Penolakan calon KY pada 2024 karena alasa
bukan karena kekurangan kompetensi, hanyala &) e ec1l
dari drama panjang ini.

Di Inggris, Judicial Appomtm JAC) beroperasi
secara independen. Rekome iya ng dltolak menteri
kehakiman, kecuali ada.g@lasafy ya sangat kuat. Proses ini
menutup p1ntu bag tl%yan erlebihan. Kanada mengadopsi
mekanisme 1 1 Advisory Committee for Judicial
Appozn nel independen menjadi filter utama. Kedua

skan satu pesan: seleksi yang bebas dari tarik-

tlk memperkuat legitimasi hakim dan meningkatkan

aan publik. Indonesia, sebaliknya, masih meletakkan kuasa

terakhlr di tangan DPR yang terdiri dari ratusan anggota, masing-
masing dengan agenda fraksinya sendiri.

Seperti yang dikatakan Mahfud MD, masalah mendasar kita:
desain konstitusi kita memang sejak awal tidak memberikan KY
gigi yang cukup tajam. Kewenangannya terbatas pada pintu masuk,
sementara ruang akhir dibukalebar bagi DPR. Dalam situasi di mana
hakim karir sudah terperangkap dalam lingkungan tidak bersih,
DPR justru menjadi pintu belakang yang bisa dimanfaatkan untuk
meloloskan kandidat bermasalah. Akibatnya, prinsip meritokrasi—
yang seharusnya menjadi jantung dari negara hukum—berulang
kali terpinggirkan oleh drama politik.
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Sistem kita membutuhkan reformasi struktural, bukan
sekadar perbaikan teknis. KY harus berani mendorong perubahan
mendasar, entah melalui amandemen konstitusi untuk memperluas
kewenangannya, atau dengan menuntut transparansi yang lebih
ketat di DPR. Model Inggris dan Kanada menunjukkan bahwa
peradilan yang bersih tidak lahir dari niat baik semata, tetapi dari
desain institusi yang menjaga jarak dari politik. Tanpa perubahan
itu, KY akan terus menjadi penyaring yang baik, namu ha nya
tetap bisa diabaikan oleh tangan politik.

Masa depan menuntut ekosistem baru. S imana
hakim agung benar-benar dipilih karena i X kompetensi,

i mana KY bukan
hanya penjaga pintu awal enentu yang berwibawa.
Sebuah peradilan yan i menjadi cermin retak, melainkan
wajah jernih bangs —benar menegakkan keadilan. Untuk
itu, keberanian harus menjadi obor, membakar jalan

menuju Q yang lebih kokoh.
% e Menjaga Etika di Tengah Rintangan

KY berdiri dengan satu harapan besar: menjadi benteng
integritas peradilan. Sejak lahir dari semangat reformasi pasca-1998,
lembaga ini dipandang sebagai penopang kepercayaan publik yang
sempat runtuh akibat praktik korupsi di tubuh yudikatif. KY diberi
mandat untuk mengawasi perilaku hakim, menegakkan etika,
dan memastikan martabat profesi dijunjung tinggi. Harapannya
sederhana tetapi agung: ketika rakyat mencari keadilan di

pengadilan, mereka menemukan hakim yang bersih, berwibawa,

dan adil.

Setiap tahun, ribuanpengaduanmasukkeKY.Isinyaberagam—
dugaan suap dalam persidangan, nepotisme dalam putusan, hingga
perilaku hakim yang tidak netral. KY memprosesnya dengan
tahapan yang berlapis: verifikasi awal, klarifikasi, investigasi, hingga
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rekomendasi sanksi; dari teguran ringan sampai pemberhentian
tetap. Fakta ini menunjukkan komitmen KY menjaga agar ruang
sidang tidak ternodai. Namun, di balik capaian itu, jalan yang
ditempuh penuh batu terjal.

Sejak awal, KY memikul warisan masa lalu yang rumit.
Korupsi telah lama mengakar di peradilan. Banyak hakim karier
tumbuh dalam kultur birokrasi yang tidak sehat, sehingga ketika
mereka naik ke posisi strategis, integritas sering kali sudah tergerus.
KY hadir untuk memperbaiki, tetapi kewenangannya justru berkali-

kali dipangkas. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)«dan ' tems1
Mahkamah Agung (MA) menciptakan li ran'\ hembatan
struktural yang membatasi daya jelajah K@i
KY di Persimpangan 0
Pemangkasan ke ﬁ%gén g dilakukan oleh MK dan MA
%l

membentuk pola:, seti Y berusaha memperluas kiprahnya,
muncul putysan|ata stensi yang memangkas. Hasilnya, KY
sering dipag s@pérti macan tanpa taring. Namun, di balik itu,
j @ berlangsung meskipun proses penanganan laporan
tidekeabisa”berjalan cepat. Banyak rekomendasi sanksi tertunda
erta menunggu persetujuan MA. Publik yang menanti kepastian
sering kecewa. Kepercayaan pun naik-turun, seiring dengan
munculnya kasus-kasus besar korupsi hakim. Di sinilah letak
dilema: KY menjadi simbol harapan, tetapi sistem tidak sepenuhnya
mendukung perannya.

o+

Jika dibandingkan dengan negara lain, kontrasnya jelas.
Di Inggris, Judicial Appointments Commission bekerja independen.
Rekomendasinya hampir selalu diterima, minim intervensi
politik. Di Kanada, Advisory Committee for Judicial Appointments
memastikan proses seleksi lebih objektif melalui panel independen.
Jerman memiliki dewan yudisial yang mengawasi etika sekaligus
mendukung pendidikan berkelanjutan. Singapura bahkan lebih
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ekstrem, dengan pengawasan ketat dan pelatihan global yang
menjadikan hakimnya simbol profesionalisme. Indonesia masih
jauh dari kondisi itu. KY masih harus berbagi kewenangan dengan
MA dan DPR, sehingga ruang politik terus memengaruhi proses.
Akibatnya, integritas dan kompetensi sering kali dikalahkan oleh
lobi dan kompromi.

Harapan dan Jalan ke Depan

Meski penuh rintangan, harapan terhadap
padam. Masyarakat masih percaya bahwa lem
benteng peradilan. Setiap pengaduan

bahwa rakyat masih menltlpkan ap Setlap teguran
atau pemberhentian hakim n jadi penglngat bahwa sistem
masih bisa d1ber31h mun untuk melangkah lebih jauh,
reformasi struktur. 1per1ukan Ada beberapa jalan yang
bisa ditempuh. Pegta endorong amandemen konstitusi untuk
mempe an KY, terutama dalam seleksi hakim tingkat

; memperkuat transparansi proses DPR agar seleksi

g tidak lagi menjadi arena politik semata. Ketiga,

askan kewenangan sanksi diluar pemecatan sepenuhnya

menjadl kewenangan KY. Keempat, memberikan kewenangan penuh

pada KY melakukan mutasi dan promosi hakim. Selain itu, KY perlu

bertransformasi. Tidak cukup hanya menjadi pengawas, KY juga

harus menjadi pusat pendidikan etika hakim. Program penguatan

kompetensi, audit etik rutin, dan kerja sama internasional bisa

memperkayakapasitas. Dengan begitu, KY bukan sekadar menindak,
tetapi juga membangun ekosistem yang sehat sejak awal.

Refleksi Akhir

Perjalanan KY selama dua dekade ibarat menempuh jalan
panjang di tengah badai. Setiap langkah maju diiringi hembusan
angin yang berusaha mendorong mundur. Namun, keberadaan
KY sendiri sudah menjadi capaian: rakyat kini punya ruang untuk
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bersuara ketika hakim menyimpang. Itu adalah kemewahan
demokrasi yang tidak dimiliki banyak negara di masa lalu.

Kita bisa merenungkan kembali makna keadilan. Bukan hanya
tentang putusan di pengadilan, tetapi juga keberanian menjaga
proses tetap bersih. KY ada untuk mengingatkan bahwa hukum
bukan sekadar teks, melainkan wajah bangsa. Ketika hakim jatuh
dalam korupsi, wajah bangsa ikut ternoda. Tetapi ketika hakim
berdiri tegak, bangsa pun ikut terangkat.

KY dengan segala keterbatasannya, masih menyi

kecil yang menjaga bara keadilan tetap menyala. TES it

adalah meniup api itu, bukan memadamkann

masyarakat, reformasi politik, dan kebe n\ifdstitusional, KY
bisa menjadi lebih dari sekadar pe sa menjadi penuntun
jalan menuju peradilan yang & ih) , dan berwibawa. Dan
mungkin, suatu harin 1ta tidak lagi berbicara tentang KY yang

terbatas, melain men]adl pilar sejati negara hukum
Indone51a S
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Memotret Organisasi Komisi
Yudisial dalam Melaksanakan

Tugas dan Fungsi
Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hun‘l\’b"\)
A. Latar Historis dan Konstitusio 9
omisi Yudisial (KY) ir *dari semangat reformasi
konstitusional pasca¥1998, ketika bangsa Indonesia tengah
b
r

erupaya foe
demokratis 1 tuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru.
Krisj publik terhadap lembaga peradilan pada masa itu
apaititik nadir berupa korupsi yudisial, praktik peradilan yang
diskgimiinatif, dan kooptasi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga
kehakiman menjadi bukti rapuhnya prinsip rule of law di Indonesia.
Dalam konteks tersebut, pembentukan KY melalui amandemen
ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada tahun 2001 merupakan langkah
paradigmatik untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas
kekuasaan kehakiman. Pasal 24B UUD 1945 secara eksplisit
menegaskan: “KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan

embali tatanan negara hukum yang

pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim”.?

1  Daniel S. Lev, Peradilan dan Kekuasaan di Indonesia:... Op. Cit., hlm. 212.
2 Sekretariat Jenderal MPR RI, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang,
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RumusankonstitusionalinimenunjukkanKYbukanlahlembaga
administratif biasa, melainkan organ konstitusional (constitutional
body) yang dibentuk untuk menjaga moralitas institusional peradilan.
Ia berfungsi sebagai ethical guardian dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, yang memastikan agar kekuasaan kehakiman tidak hanya
bebas dari intervensi, tetapi juga bertanggung jawab secara etik
kepada publik.? Kehadiran KY menandai pergeseran mendasar dari

paradigma judicial supremacy menuju judicial accountability. &'ﬁrjﬁ
era pra-reformasi, kekuasaan kehakiman di baw a
Agung (MA) cenderung tertutup, hierarkis, dan tii&a jahgkau
oleh mekanisme pengawasan eksternal. m ulkan apa
% ‘kétnandirian tanpa

yang disebut oleh Satjipto Rahardj o
kontrol”, karena independens rbah menjadi bentuk

b
i ial
kekuasaan tanpa akuntabilitas.\Pe

C

ntukan KY dimaksudkan
untuk memulihkan kegeimbangan-tersebut melalui mekanisme etik
yang menegakkagf kéhormatan hakim tanpa mengganggu otonomi

profesional

javh, KY merupakan refleksi dari prinsip checks and
b dalam sistem kekuasaan kehakiman. Dengan adanya KY,
struktur peradilan Indonesia tidak lagi hanya menekankan pada
kemandirian institusional MA, tetapi juga pada kebutuhan untuk
menegakkan ethical transparency dan moral responsibility. Dalam
kerangka ini, KY berperan sebagai lembaga co-guardian of justice,
bekerja sejajar dengan MA untuk menjaga legitimasi moral peradilan
di mata masyarakat.® Pembentukan KY juga mencerminkan
penerapan nilai-nilai keadilan substantif dalam konstitusi. UUD
1945 pasca-amandemen menempatkan hukum tidak hanya sebagai

S

Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2010),
hlm. 356.

3 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020),
hlm. 198.

4  Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, (Yogyakarta: Genta Publishing,
2009), hlm. 55.

5 Maruarar Siahaan, Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Op. Cit., hlm. 143.
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instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana moral untuk
mencapai keadilan sosial. Karena itu, keberadaan KY tidak hanya
bertujuan mengawasi perilaku hakim secara formal, tetapi juga
untuk menanamkan kesadaran etik yang berakar pada nilai-nilai
konstitusional seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab
publik.® Lahirnya KY merupakan respons moral konstitusional
terhadap krisis legitimasi peradilan, bukan sekadar hasil reformasi
politik, melainkan simbol rekonstruksi etika kenegaraan di bidang
hukum untuk mewujudkan peradilan yang bersih, transparar§ dan

berkeadilan. b
a%&

B. Rasionalisasi Filosofis dan Problema ural

Secara filosofis, keberadaan _K pakan refleksi dari

kesadaran konstitusional asgany) Rehakiman, meskipun
independen, tidak boleh legas datymekanisme akuntabilitas publik.
Mandat yang diberi asalfg4B UUD NRI Tahun 1945 menegaskan
KY dibentuk unt rl(r%Jr nmenegakkankehormatan, keluhuran

hakim. Mandat ini bukanlah hasil kompromi

ekspresi nilai dasar rule of law yang menuntut
gdn antara independensi dan akuntabilitas kekuasaan

Prinsip tersebut berakar pada teori klasik tentang checks and
balances yang dikemukakan oleh Montesquieu, kekuasaan harus
dibatasi oleh kekuasaan lain agar tidak terjerumus ke dalam tirani.?
Dalam konteks peradilan, kontrol memiliki dimensi moral yang lebih
mendalam: menjaga agar kekuasaan kehakiman tidak kehilangan
orientasi etiknya. Di sinilah hakikat filosofis kelahiran KY, bukan
sekadar lembaga pengawas administratif, melainkan penjaga
moralitas konstitusional (constitutional morality) dalam ranah
peradilan.

6  Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 122.
7  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op. Cit., hlm. 202.
8  Montesquieu, The Spirit of Laws, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 156.
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Sebagaimana ditegaskan oleh Joseph Raz, konsep rule of law
bukan hanya menuntut kepatuhan pada hukum formal, tetapi juga
mengandaikan para penegak hukum bertindak secara rasional,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.® Jika hukum
dipahamihanya sebagai aturan tanpa dimensi etika, ia kehilangan jiwa
normatifnya dan menjadi empty legality, yaitu sah secara prosedural

tetapi hampa moral. Karena itu, KY berfungsi sebagai mekanisme
%an

moral institusional yang menjaga agar kekuasaan kgha
berakar pada keadilan substantif, bukan sekadx%

formal. Namun, idealisme ini terhambat ole alitas, struktural
dan politik hukum yang kompleks. Selaprasd e
‘% igd problem utama:

tafsi?¥yudisial, fragmentasi

e terakhir,

posisi KY mengalami reduksi signifikafi\a
pembatasan konstitusional u
sistem pengawasan, dan kelemalhap kapdsitas kelembagaan.

1. Pem:t‘%ri éb titusional Melalui Tafsir Mahkamah
stitus

a pertama muncul akibat serangkaian putusan

amab”/ Konstitusi (MK) yang menafsirkan secara restriktif
kewenangan KY. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan
Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 menegaskan kewenangan
KY tidak mencakup pengawasan terhadap hakim konstitusi dan
pengawasan perilaku hakim harus dikoordinasikan dengan MA.™
Putusan ini secara substansial mengikis sifat independent oversight
(pengawasan independen) yang sebelumnya menjadi ciri utama
KY, dan menjadikannya lembaga yang fungsinya terbatas pada
rekomendasi etik tanpa daya eksekusi yang kuat.

Secara konstitusional, kondisi ini menciptakan asimetri
kekuasaan yudisial: MA memiliki otoritas penuh terhadap hakim

9 Joseph Raz, The Authority of Law: Essays on Law and Morality, (Oxford: Clarendon Press, 1979),
hlm. 214-218.

10 Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 43/PUU-
XIII/2015.
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di bawahnya, sementara KY kehilangan otonomi dalam melakukan
pengawasan. Padahal, dalam teori accountable judiciary, lembaga
pengawas eksternal dibutuhkan untuk mencegah konflik kepentingan
dan corporate bias di kalangan hakim." Karena itu, tafsir restriktif MK
tidak hanya membatasi KY secara normatif, tetapi juga mengganggu
keseimbangan prinsip checks and balances dalam ranah kekuasaan
kehakiman.

2.  Fragmentasi Struktural dalam Sistem Pengawasa

Masalah kedua ialah fragmentasi struktural antaga K g
Sistem pengawasan etik di Indonesia saat ini beysjfat dwalistik: MA
melalui Badan Pengawasan (Bawas MA) me %‘a ngawasan
internal, sedangkan KY menjalan %; san eksternal.
Namun, tanpa koordinasi berbasi§ data danprotokol etik terpadu,
mekanisme ini cenderun t% dih dan tidak efisien.
Lebih jauh, hubungan/kelembagadn antara KY dan MA sering
pis , sebab MA menekankan supremasi

e
usienal, sementara KY menekankan dimensi

antara “benar” dan “salah.” Secara konseptual, hal ini menunjukkan
lemahnya desain kelembagaan yang seharusnya bersifat collaborative
accountability, yaitu sistem pengawasan yang berbasis kolaborasi dan
pembelajaran bersama, bukan persaingan antar-embaga.®®

3.  Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan

Masalah ketiga adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan
KY. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah analis etik dan peneliti

11 Stephen B. Burbank & Barry Friedman, Judicial Independence at the Crossroads: An
Interdisciplinary Approach, (Thousand Oaks: Sage Publications, 2002), hlm. 33-37.

12 Maruarar Siahaan, Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Op. Cit., hlm. 182.

13 Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, (Oxford: Clarendon Press,
1989), hlm. 277.
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perilaku hakim masih jauh dari memadai. Berdasarkan Laporan
Tahunan Komisi Yudisial 2024, rasio pengawas terhadap hakim
di Indonesia belum mencapai 1:200, padahal idealnya minimal
1:50 untuk efektivitas pemantauan.'* Selain itu, kurangnya
infrastruktur riset dan data etik yang komprehensif menyebabkan
KY masih mengandalkan laporan masyarakat sebagai sumber utama
pengawasan. Kondisi ini membuat pengawasan KY bersifat reaktif,
bukan prediktif; menindak pelanggaran setelah terjadi, bukan
mencegahnya melalui analisis perilaku dan sistem pefin i
(early warning system). Padahal, dalam paradi mzc%}' j
ethics governance (tata kelola etika kehakipne ekti
pengawas justru terletak pada kemamp n e
preventif berbasis data dan riset périlaku}”

Kombinasi pro tergebut menciptakan paradoks
kelembagaan: secarx' KY diakui sebagai penjaga integritas
e

n
peradilan, tetap rapraktis kehilangan otoritas moral dan
g

dicial

tivitas lembaga

ukan intervensi

efektivi t an antara legalitas dan moralitas membuat
K p@di konstruksi secara normatif, konseptual, dan
in s1 agar mampu menjembatani hukum dan etik dalam
menegakkan integritas peradilan.'® Transformasi ini menuntut

perubahan paradigma: dari lembaga pengawas menjadi arsitek moral
peradilan (architect of judicial morality).

KY bukan sekadar “penjaga gawang etik”, tetapi “pendidik etik”
yang menanamkan nilai integritas sebagai budaya kelembagaan.
Dengan membangun sistem pembelajaran etik berkelanjutan, riset
perilakuyudisial, sertabasisdataintegritas, KY dapatbergerak menuju
model pengawasan berbasis bukti yang menekankan pencegahan

14 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2024 (Jakarta: KY RI, 2024), hlm. 45—
46.

15 David Pimentel, “The Rule of Law, Judicial Accountability and the Separation of Powers:
Strengthening the Judiciary in the 21st Century,” Hastings International and Comparative Law
Review, Vol. 36, No. 2 (2013), hlm. 222-225.

16 Jeremy Waldron, The Rule of Law and the Measure of Property, (Cambridge: Cambridge University
Press, 2012), hlm. 98-101.
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dan pembinaan, bukan hanya penghukuman.'” Rasionalisasi dan
perbaikan KY bukan sekadar memperkuat kewenangan formal,
tetapi membangun ekosistem etika kehakiman yang berkelanjutan
agar hakim bertindak sesuai hati nurani konstitusional. KY harus
kembali pada jati dirinya sebagai lembaga moral konstitusional yang
menyeimbangkan kekuasaan, kebajikan, hukum, dan keadilan.

C. Landasan Filosofis dan Normatif: Dari Rule of Law
Menuju Rule of Integrity

Secara filosofis, kehadiran KY merupakan ja an
dari prinsip negara hukum (rule of law) yang m€n hukum
sebagai instrumen pengendali kekuasaa
Raz, rule of law menuntut agar huy
kekuasaan negara, bukan se
sendiri.®® Hukum, dala rang
pada tingkat pro
harus menjadi i

ahdangan Joseph
si"sebagai pembatas
at Jlegitimasi kekuasaan itu
tersebut, tidak boleh berhenti
atau formalitas legalistik, melainkan
rasional untuk menjamin keadilan dan
anusia.

melind

dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pasca-
re i, prinsip rule of lawberkembangke arah yanglebih substantif,
yaittt rule of integrity sebagai suatu paradigma hukum yang tidak
hanya menuntut kepatuhan terhadap norma hukum positif, tetapi
juga integritas moral dari para pelaksana hukum. Dengan kata lain,
rule of integrity adalah dimensi etik dari rule of law, yang memastikan
kekuasaan kehakiman dijalankan tidak hanya secara sah (legally right),
tetapi juga secara benar (morally right). Paradigma ini menempatkan
integritas bukan sekadar atribut individu hakim, melainkan nilai
kelembagaan yang menjadi fondasi legitimasi kekuasaan yudisial."
Dalam konteks ini, keberadaan KY menjadi simbol institusionalisasi

17 OECD, Judicial Integrity Network: Building Evidence-Based Judicial Oversight Systems, (Paris:
OECD Publishing, 2022), hlm. 14-17.

18 Joseph Raz, The Authority of Law: Essays on ..., Op. Cit., hlm. 210-214.
19 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op. Cit., hlm. 196.
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nilai integritas dalam sistem hukum nasional. KY hadir untuk
memastikan prinsip-prinsip etik tidak berhenti pada tataran ideal
moral, melainkan terinternalisasi dalam mekanisme kelembagaan
peradilan. Integritas di sini bukan sekadar kejujuran personal, tetapi
keselarasan antara nilai, norma, dan tindakan yang membentuk
moral coherence dalam praktik kehakiman.?

1.  Dari Rule of Law ke Rule of Integrity: Dimensi Fj Osm
Peralihan konseptual dari rule of law (su asi
menuju rule of integrity (supremasi integri )%a tpahami

sebagai respon terhadap kelemahan para % rmalist yang

reformasi. Dalam

mendominasi sistem hukum Indonesia\s
paradigma legalistik, huku 1anggap) s€lesai ketika prosedur
dipenuhi; keadilan diukur melalui Repatuhan formal terhadap aturan.
Padahal, sebagaima; n%:akan oleh Lon L. Fuller, hukum tanpa
moralitas interndlakan kehilangan daya normatifnya, sebab esensi
hukum te

eraturan yang bermakna secara etis.”*

fintégrity mengoreksi pandangan sempit tersebut dengan
an legitimasi hukum ditentukan bukan hanya oleh validitas
normatif, tetapi juga oleh integritas moral dari penegaknya. Seorang
hakim yang memutus perkara dengan benar secara hukum, tetapi
cacat secara moral, sesungguhnya telah melanggar rule of integrity.
Oleh karena itu, KY menjadi penjaga dimensi moral dalam hukum,
yaitu memastikan proses keadilan dijalankan oleh pribadi-pribadi
yang tidak hanya memahami norma, tetapi juga menghayati nilai.
Dalam kerangka filsafat hukum modern, gagasan ini sejalan dengan
pemikiran Ronald Dworkin, yang menegaskan integritas merupakan
prinsip fundamental dalam menafsirkan hukum. Bagi Dworkin,
sistem hukum yang berintegritas adalah sistem yang koheren secara
moral, karena setiap keputusan hukum mencerminkan konsistensi

20 Jeremy Waldron, Integrity and the Rule of Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018),
hlm. 54-56.

21 Lon L. Fuller, The Morality of Law, (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 42-46.
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antaranilai, norma, dan tindakan negara.” Karena itu, rule of integrity
tidak hanya melengkapi rule of law, tetapi juga menjadikannya hidup
dan bermakna dalam praksis peradilan.

2. Prinsip Integritas dalam Standar Etik Internasional

Dimensi normatif dari rule of integrity tercermin dalam The
Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), yang menetapkan enam
nilai universal bagi profesi kehakiman: independensi, zmparszalztas
integritas, kepantasan, kesetaraan, dan kompetensi.? Keenam i

ini bukan sekadar pedoman etik, melainkan fond

legitimasi peradilan di seluruh dunia. Integritas X ngka

Bangalore Principles, menempati posisi '%a menjadi
@ y independensi

prasyarat bagi nilai-nilai lainnya: ta
akan kehilangan arah, imparsialifas) kehilawgan kepercayaan, dan
kepantasan kehilangan makna.

Dalam konte

telah d1adops1 k

I ia, prinsip-prinsip Bangalore tersebut
e Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

(KEPPH oleh MA dan KY pada tahun 2009. Namun,
penera ingip-prinsip ini belum sepenuhnya efektif karena masih
b t aratif dan belum terintegrasi ke dalam sistem tata kelola

kelembagaan. Oleh karena itu, KY memiliki tanggung jawab strategis
untuk mentransformasikan prinsip etik tersebut menjadi mekanisme
institusional, bukan sekadar pedoman moral, tetapi sistem nilai yang
mengatur perilaku peradilan secara sistematis dan terukur.

3. Pembelajaran dari Sistem Hukum Perbandingan

Dalam perbandingan hukum, lembaga pengawas peradilan
serupa KY telah berkembang di banyak negara dengan beragam
nomenklaturdanstruktur. Judicial Service CommissiondiAfrikaSelatan,
Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) di Prancis, dan Judicial

22 Ronald Dworkin, Law’s Empire, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 176-179.

23 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), The Bangalore Principles of Judicial
Conduct, (Vienna: UNODC, 2002).
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and Bar Council (JBC) di Filipina merupakan contoh lembaga yang
menjalankan fungsi serupa: menjaga integritas dan profesionalisme
hakim.** Masing-masing model menampilkan pendekatan yang
berbeda. Di Prancis, Conseil Supérieur de la Magistrature memiliki
otoritas kuat dalam promosi dan disiplin hakim, menempatkannya
sebagai penjaga independensi sekaligus akuntabilitas.

Di Afrika Selatan, Judicial Service Commission mengedepankan
transparansi melalui proses seleksi terbuka dan pelibat
Adapun di Filipina, Judicial and Bar Council berfupgsi
meritokrasi dalam rekrutmen hakim.? Dari p i ersebut
dapat ditarik pelajaran penting: kebe
yudisial tidak semata bergantun ada, lnasnya kewenangan
formal, melainkan pada kredijli
dan efektivitas tata k kelembagaannya. Lembaga seperti KY
hanya dapat berfungsi bila memiliki legitimasi ganda, yaitu
legitimasi hukum ya in oleh konstitusi, dan legitimasi moral

yang tu@/’ rcayaan publik.?®
. enuju Konseptualisasi Rule of Integrity dalam Konteks

Indonesia

Rule of integrity dalam konteks Indonesia harus dipahami
sebagai proyek moral dan institusional yang berjalan beriringan.
KY berperan sebagai ethical guardian dalam sistem hukum nasional,
dengan fungsi utama menjaga keseimbangan antara kemandirian
peradilan dan akuntabilitas publik. Reformasi kelembagaan KY,
karenanya, tidak dapat berhenti pada perluasan kewenangan atau
revisi peraturan, tetapi harus menyentuh aspek paradigmatik:
membangun budaya etik yang menjiwai setiap proses peradilan.

24 Brian Opeskin, “The Judicial Service Commission and the Appointment of Judges in South
Africa,” Commonwealth & Comparative Politics, Vol. 50, No. 1 (2012), hlm. 45-66.

25 Antoine Garapon, La Justice et le Gouvernement des Juges, (Paris: Odile Jacob, 2010), hlm. 132-
137.

26 Mauro Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, (Oxford: Clarendon Press,
1989), hlm. 278-281.
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Sebagai lembaga konstitusional, KY memiliki tanggung jawab
historis untuk memastikan rule of law tidak berhenti pada hukum
tertulis, tetapi bertransformasi menjadi rule of integrity yang
hidup dalam kesadaran moral para hakim. Dalam kerangka inilah,
penguatan KY harus dipandang bukan sekadar reformasi hukum,
tetapi sebagai bagian dari pembangunan peradaban hukum bangsa,
suatu ikhtiar untuk menjadikan keadilan bukan hanya hasil dari
hukum yang sah, tetapi juga dari hati nurani yang jujur.?’

D. Dilema Kelembagaan: Antara Indepe
Akuntabilitas

Salah satu tantangan terbesar da r an 51stem

R

fundamental, tetapi serlngkah siler

peradilan Indonesia adalah menye1m

iyang sama-sama

tangan: independensi

yudisial dan akuntablhtas merupakan dua sisi dari

satu mata uang ya rena dependen31 tanpa akuntabilitas

dapat melahirka ] icia mty, sementara akuntabilitas tanpa

batas dapat onomi peradilan. KY, sebagai lembaga yang

dite p posisi “penjaga moral” kekuasaan kehakiman,
utama dalam mengelola dilema tersebut.

alam konteks ketatanegaraan Indonesia, dilema ini semakin
kompleks karena bersumber bukan hanya dari problem konseptual,
tetapijuga dariketidakselarasan desain kelembagaan dan interpretasi
hukum konstitusional yang terus berkembang. Dua dimensi utama
yang memperlihatkan ketegangan ini adalah (1) batas kewenangan
KY dalam tafsir konstitusional, dan (2) tumpang tindih fungsi
pengawasan dengan MA.

1.  Batas Kewenangan dan Tafsir Konstitusional
Secara normatif, Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memberikan

mandat yang jelas KY berwenang menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun,

27 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Op. Cit., hlm. 88-92.
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dalam praktiknya, makna kewenangan tersebut mengalami
penyempitan signifikan akibat serangkaian putusan MK yang
menafsirkan ruanglingkup pengawasan KY secara ketat. Putusan MK
No. 005/PUU-IV/2006 menegaskan KY tidak memiliki kewenangan
untuk mengawasi hakim konstitusi, dengan argumentasi menjaga
independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga guardian of the
constitution.”®

Tidak berhenti di situ, putusan-putusan berikutn
Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 dan Putusan
XI1/2014, semakin mempersempit peran K akukan
fungsi pengawasan terhadap hakim di baw

pelaksanaan sanksi etik tetap #erada\di tangan MA melalui Majelis
Kehormatan Hakim ( 2 Implikasi dari serangkaian putusan
ini adalah terjadinga uRsi kewenangan konstitusional, yang
menjadikan KY lebi yerupai watchdog tanpa taring, karena
lembaga emantau tetapi tidak dapat menegakkan.

fru

Vail)

& ela ini menimbulkan apa yang disebut institutional
ion, yakni kondisi ketika lembaga memiliki mandat moral
yang besar, tetapi dibatasi secara normatif oleh desain hukum yang
kaku.® KY secara ideologis diposisikan sebagai pelindung integritas
kehakiman, tetapi secara yuridis tidak memiliki alat yang memadai
untuk menjalankan mandat itu secara efektif. Akibatnya, banyak
laporan pelanggaran etik hakim yang berhenti di tingkat rekomendasi
tanpa tindak lanjut yang jelas, menciptakan persepsi publik sistem
pengawasan etik tidak memiliki kekuatan korektif yang nyata.*

Dalam perspektif teori checks and balances, kondisi ini
mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem yudisial Indonesia.
Di satu sisi, MA memegang kekuasaan penuh dalam hal pembinaan,

28 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian
UU KY terhadap UUD 1945, (Jakarta: Sekretariat MK, 2006).

29 Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 43/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 28/PUU-XII/2014.
30 Daniel S. Lev, Judicial Authority and the Politics...Op. Cit., hlm. 145-147.
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pengawasan, dan penegakan disiplin hakim, sementara di sisi lain,
KY tidak diberi peran substantif dalam proses yang menentukan
integritas lembaga tersebut. Padahal, idealnya, lembaga pengawas
eksternal seperti KY harus memiliki otoritas korelatif agar mekanisme
pengawasan tidak bersifat formalitas administratif.*

2. Tumpang Tindih Fungsi dengan Mahkamah Agung

Selain pembatasan kewenangan, problem kedua yang
menghambat efektivitas KY adalah tumpang tindih Tungsi
pengawasan dengan MA. MA memiliki Badan Pengawasan Ba
sebagai organ internal yang berwenang memeriks rilakd™ dan
kinerja hakim. Selain itu, KY menjala ‘%‘ s ngawasan
eksternal dengan fokus pada aspek eti Aa@g itas moral. Secara
teoretis, pembagian ini dimak Qnt menciptakan sistem
pengawasan berlapis (dual VQQM'S m), yang menggabungkan
mekanisme internal dagf éksternal:

Namun, d 'r%: iknya, sistem ini justru menimbulkan
overlappingga itpdan ketegangan fungsional antara dua lembaga.
Banyak @ nunjukkan MA dan KY sering mengeluarkan temuan
ya efbeda terhadap satu perkara etik yang sama, menimbulkan
keblagungan publik tentang siapa yang memiliki otoritas final.*
Dalam beberapa kasus, MA bahkan menolak menindaklanjuti
rekomendasi KY dengan alasan perbedaan persepsi mengenai

substansi pelanggaran etik. Situasi ini memperlihatkan absennya
mekanisme koordinatif dan komunikasi kelembagaan yang efektif.
KY dan MA sering bekerja secara paralel tanpa sinergi substantif,
padahal idealnya kedua lembaga tersebut membentuk ethical co-
governance mechanism, yakni sistem pengawasan yang berbasis
kolaborasi, bukan kompetisi kelembagaan.®

31 Komisi Yudisial RI, Laporan Tahunan 2023, (Jakarta: KY, 2024), hlm. 78-80.

32 Mauro Cappelletti, Judicial Review in the Contemporary World, (Indianapolis: Bobbs-Merrill,
1971), hlm. 199.

33 Hukumonline, “Konflik Kewenangan antara KY dan MA dalam Pengawasan Hakim”,
Hukumonline.com, 12 Mei 2022.
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Akibatnya, muncul persepsi publik hubungan antara KY
dan MA bukan kolaborasi etik, melainkan rivalitas institusional.
Rivalitas ini berakar pada perbedaan cara pandang: MA cenderung
memandang pengawasan etik sebagai domain internal untuk
melindungi independensi hakim, sedangkan KY memandangnya
sebagai domain publik untuk menjaga akuntabilitas moral peradilan.
Ketegangan epistemik ini memperlemah efektivitas kedua lembaga

dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kanisme
penegakan etik yudisial.®
Dalam konteks tata kelola modern @ rnance),
m

tumpang tindih semacam ini seharys iSelésdikan melalui
mekanisme koordinatif permanepns¢se r entukan Judicial
Coordination Council (JCC) ya f menyelaraskan kebijakan
pengawasan dan pembi % JCC dapat menjadi forum etik

iap rekomendasi KY memiliki tindak

jelas di MA, serta menjamin pengawasan
koheren, transparan, dan akuntabel tanpa

n.

ika ditelusuri lebih dalam, dilema antara KY dan MA tidak
serfata bersifat kelembagaan, tetapi juga epistemologis. Dalam
tradisi hukum kontinental (civil law) yang menjadi dasar sistem
hukum Indonesia, independensi hakim sering dimaknai secara
struktural, karena bebas dari campur tangan lembaga lain. Namun,
dalam paradigma hukum modern, independensi harus disertai
responsible autonomy, yaitu kebebasan yang dijalankan dalam
koridor akuntabilitas etik. Pengawasan etik oleh KY tidak boleh
dipandang sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan
sebagai instrumen untuk memastikan independensi itu dijalankan
secara bermoral dan bertanggung jawab. Di sinilah letak pentingnya
shared responsibility model antara KY dan MA: keduanya bukan dua

34 Brian Opeskin, “Judicial Councils and the Regulation of Judges: Op. Cit., hlm. 671-694.

35 Jimly Asshiddiqie, Etika Konstitusi: Moralitas, Etika, dan Integritas Penyelenggara Negara,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 158-161.
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entitas yang saling menegasikan, tetapi mitra sejajar yang saling
menguatkan dalam menjaga kemuliaan profesi kehakiman.*

Selain problema kewenangan dan koordinasi, kelemahan
mendasar KY juga terletak pada aspek kapasitas organisasi dan
legitimasi publik. Dalam dua dekade terakhir, KY beroperasi dalam
ruang tugas yang luas tetapi dengan sumber daya yang terbatas.
Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2024, lembaga ini
menerima lebih dari 1.500 laporan dugaan pelanggaran etik hakim,
namun hanya sekitar 10-15% yang dapat ditindaklanj ti secar
substansial, terutama karena keterbatasan person
investigasi, dan validitas bukti.*” Fenomena te%u nunjukkan

adanya ketidakseimbangan struktural tugas dan
kapasitas kelembagaan. Dalam kont @n KY menghadapi
apa yang disebut capacity defici @d ketika suatu lembaga
memiliki mandat norma ‘%’ tetapi tidak diiringi oleh
kemampuan opera ‘%' mefnadai untuk melaksanakannya.®®

Akibatnya, pela & si pengawasan etik sering bersifat
reaktif, da laporan masyarakat (complaint-based

mec @ erbasis pada riset, analisis perilaku, atau audit
ang

Keterbatasan kapasitas ini berimplikasi langsung terhadap
tingkat kepercayaan publik (public legitimacy). Dalam teori legitimasi
institusional yang dikemukakan oleh David Beetham, legitimasi
tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum (legal validity), tetapi
juga oleh efektivitas dan moral justification dari tindakan lembaga.®
KY mungkin sah secara konstitusional, tetapi efektivitasnya dalam

ematis.

36 Shimon Shetreet, Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary
Challenges, (Leiden: Brill, 2010), hlm. 22-25.

37 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Laporan Tahunan 2024 (Jakarta: KY RI, 2024), hlm. 73—
75.

38 Merilee S. Grindle, Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing
Countries, (Governance Journal, Vol. 17, No. 4, 2004), hlm. 526-527.

39 David Beetham, The Legitimation of Power, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), hlm. 16—
18.
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menjaga integritas hakim menjadi faktor utama bagi keberlanjutan
legitimasi publik. Ketika masyarakat melihat rekomendasi KY sering
tidak berdampak konkret terhadap perilaku peradilan, kepercayaan
publik terhadap mekanisme pengawasan pun menurun.*

Untuk mengatasi hal tersebut, KY perlu melakukan
rekonstruksi kapasitas kelembagaan melalui tiga strategi utama:

1.  Penguatan Fungsi Investigasi dan Analisis Etik. X)
%:\%gan

KY perlu membangun unit investigasi r%
S

dukungan analis hukum, psikolog fo auditor

1™penting agar
pelanggaran formal,
i pola perilaku dan risiko

etik sistemik dalasm lihgkungan peradilan.*
2. Peningkatan K %\nsi dan Profesionalisme SDM.
0 dilatih secara berkelanjutan dalam bidang
jid ethics, forensic audit, dan behavioral governance.

sertifikasi etik bersama lembaga pendidikan peradilan seperti
Pusdiklat MA atau universitas hukum nasional. Langkah ini
tidak hanya meningkatkan kualitas pemeriksaan etik, tetapi
juga membangun kredibilitas epistemik KY di mata hakim dan

publik.

3. Riset dan Tata Kelola Berbasis Data (Evidence-Based
Ethics Governance).

Salah satu kelemahan historis KY adalah minimnya
pemanfaatan data empiris untuk merumuskan kebijakan

40 Transparency International Indonesia, Survey Persepsi Integritas Sektor Peradilan 2023,
(Jakarta: TI Indonesia, 2024), hlm. 29-30.

41 OECD, Strengthening Judicial Integrity through Multidisciplinary Oversight, (Paris: OECD, 2022),
hlm. 41-43.
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pengawasan. Padahal, penggunaan big data dan judicial
analytics dapat membantu mendeteksi tren pelanggaran etik,
mengidentifikasi pengadilan rawan risiko, serta memetakan
hubungan antara beban kerja, integritas, dan produktivitas
hakim.*” Dengan pendekatan ini, KY dapat bertransformasi
dari lembaga reaktif menjadi lembaga prediktif dan preventif.

Transformasi berbasis data dan profesionalisme akan
memperkuat legitimasi publik. Secara sosiologis, legitimasi tidak
hanya ditentukan oleh hasil (output legitimacy), tetapijuga oleh oses

(throughput legitimacy), yakni bagaimana lembaga
% ahap

transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas
pengawasan.*® i

Jika KY mampu menerapkan ta e pla terbuka, partisipatif,
dan berbasis bukti, maka kep, akan tumbuh secara
alami tanpa perlu kam sim 1k apa51tas kelembagaan dan
legitimasi publik % ua pilar yang saling menguatkan, KY

mx{ apasitas operasional yang kuat, dan
berkembang tanpa legitimasi sosial sebagai

penguatan struktur internal, profesionalisme, dan adaptabilitas
terhadap dinamika etik peradilan modern.**

E. Membangun Model Organisasi KY Ideal

Gagasan mengenai model organisasi KY yang ideal tidak dapat
hanya diukur dari luasnya kewenangan formal yang dimiliki, tetapi
dari kemampuan lembaga tersebut untuk menanamkan nilai etik
dan membangun tata kelola moral yang berkelanjutan dalam sistem

42 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Judicial Data Analytics and Ethics
Supervision, (Brussels: ENCJ, 2023), hlm. 10-12.

43 Vivien Schmidt, “Democracy and Legitimacy in the EU Revisited: Input, Output and
Throughput,” Political Studies, Vol. 61, No. 1 (2013), hlm. 2-4.

44 Jimly Asshiddiqie, Etika Konstitusi dan Reformasi...Op. Cit., hlm. 174-176.
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peradilan. Dalam konteks ini, pendekatan yang diperlukan bukan
sekadar power expansion, melainkan role redefinition, yaitu redefinisi
fungsi KY dari lembaga pengawas etik menjadi lembaga pembentuk
ekosistem integritas.* Model konseptual ini dapat dianalisis melalui
empat dimensi utama yang saling terkait: kelembagaan, fungsional,
epistemik, dan normatif. Keempatnya membentuk fondasi bagi

KY sebagai center of gravity dalam sistem tata kelola etik pew@

Indonesia.

1. Dimensi Kelembagaan: KY sebagai P%'%&UIMI

Etik.

Dalam dimensi kelembagaa nya berevolusi dari
lembaga pengawas pasif mehja sat keunggulan etik

peradilan (Center %a’a ntegrity Excellence). Artinya, KY

tidak hanya bgrp emeriksa atau memberikan sanksi atas
pelanggarafy, tatapijuga menjadi institusi yang membangun
bud lalui riset, pendidikan, dan advokasi nilai-nilai

@ udisial. Konsep ini dapat dibandingkan dengan Judicial
College di Inggris, yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga
pelatihan teknis, tetapi juga sebagai ethical learning hub bagi
seluruh aparat peradilan.*® Judicial College mengintegrasikan
pelatihan hukum dengan refleksi etik dan studi kasus putusan,
sehingga setiap hakim tidak hanya menguasai hukum
positif, tetapi juga memahami dimensi moral dan sosial dari
keputusannya. Pendekatan serupa juga diterapkan di Kanada
melalui National Judicial Institute (NJI), yang menempatkan
ethical reasoning sebagai elemen wajib dalam pengembangan
kapasitas hakim.*

45 Komisi Yudisial Republik Indonesia, Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial,
(Jakarta: KY RI, 2024), hlm. 45-46.

46 Judicial College UK, Annual Report and Accounts 2023-2024, (London: Ministry of Justice,
2024), hlm. 8-10.

47 National Judicial Institute (Canada), Ethics and Professionalism in the Judiciary Program,
(Ottawa: NJI, 2023), hlm. 5-7.
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Jika ditransformasikan ke dalam konteks Indonesia, KY dapat
menjadi pusat riset etik yudisial yang menjalankan tiga fungsi utama:

1)  Fungsiriset etik (ethical research): mengembangkan basis data
empiris mengenai pelanggaran etik, pola perilaku hakim, serta
dinamika moral dalam praktik peradilan. Data ini menjadi
fondasi untuk kebijakan pembinaan etik berbasis bukti.

2)  Fungsipelatihan etik (ethical training): bekerja sama dengan MA
dan lembaga pendidikan hukum untuk menyusun kur@
mulasi

integritas yang memadukan teori, refleksi moral, da%

kasus etik.
3)  Fungsi advokasi etik (ethical advoca@:ro’l partisipasi
k

publik dan komunitas hukum dala ngun kesadaran

etik kolektif, melalui publiasi publik, dan laporan
tahunan mengenai JydiciaMNategriey Outlook.

Dengan trans r\%l KY tidak lagi hanya menjadi lembaga
“hakim atas hakim’ rorientasi pada penegakan sanksi, tetapi
menjadi ik”’sistemik yang berperan menginternalisasi
nilaishi e dalam struktur dan kultur peradilan. Dalam
p ktif—~Anstitutional ethics theory, perubahan peran ini akan
menggeser logika pengawasan dari punitive ethics menuju cultivated
ethics, yaitu etika yang tumbuh melalui pendidikan, keteladanan,
dan pembiasaan moral, bukan semata ancaman sanksi.*® Selain itu,
model ini juga akan memperkuat posisi KY sebagai aktor epistemik
dalam governance peradilan, yang berkontribusi dalam pembentukan
standar etik baru berdasarkan kajian empiris dan perbandingan
internasional.*® KY bukan lagi pelengkap konstitusional, melainkan
katalis moral kelembagaan, yang berfungsi mengharmonikan antara
hukum dan keadilan, antara norma dan nilai.

48 Robert Audi, Moral Perception and the Ethics of Institution, (Oxford: Oxford University Press,
2013), hlm. 142-144.

49 Anne-Marie Slaughter, A New World Order, (Princeton: Princeton University Press, 2004), hlm.
191-193.
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2. Dimensi Struktural: Desain Organisasi yang Modular
dan Adaptif

Dalam membangun model kelembagaan KY yang ideal, salah
satu aspek paling krusial adalah desain struktur organisasinya.
Selama dua dekade sejak berdirinya, KY cenderung memiliki
struktur yang birokratis dan linier, sehingga tidak mampu
merespons kompleksitas persoalan etik yang berkembang
dinamis di dunia peradilan modern. Oleh karena itu, dj

desain kelembagaan yang modular dan adaptif, yaitu
organisasi yang mampu menyesuaikan diri r%
lingkungan hukum, sosial, dan teknologi % ilangan kohesi
fungsi utamanya.* \ﬁ@

Desain organisasi KY m ar memungkinkan setiap
unit bekerja secara mandirigalam lingkup keahlian tertentu, namun

a‘ws tata kelola etik terpadu. Model ini

ilar utama:

1. l@' vestigasiEtik, beranggotakan penyelidik profesional
deggan latar belakang multidisipliner, hukum, psikologi
ensik, dan teknologi informasi, untuk menelusuri dugaan
pelanggaran etik hakim secara komprehensif. Pendekatan
forensic legal investigation memungkinkan proses pemeriksaan
etik didasarkan pada bukti empiris dan pola perilaku yang
terukur, bukan sekadar laporan subjektif masyarakat.”

2. Direktorat Pengembangan Etika dan Pendidikan Yudisial,
bertugas menyelenggarakan program pelatihan etik
berkelanjutan. Fungsi ini menegaskan peran KY sebagai
lembaga pembina integritas, bukan semata penegak sanksi.
Pendidikan etik harus dirancang secara reflektif, partisipatif,
dan berbasis kasus nyata agar nilai moral tidak berhenti sebagai

50 Komisi Yudisial RI, Rencana Strategis Penguatan Kapasitas Kelembagaan 2020-2024, (Jakarta:
KY RI, 2020), hlm. 28-31.

51 International Bar Association (IBA), Ethical Oversight in Judicial Institutions: Comparative Study,
(London: IBA, 2023), hlm. 55-56

|

4 &
“. "l 142 BUNGA RAMPAI

D




Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

doktrin normatif, melainkan menjadi kebiasaan profesional
(ethical habitus).>?

3. Direktorat Kebijakan dan Riset Etik, emiliki fungsi strategis
dalam menyusun indikator integritas peradilan, seperti Judicial
Integrity Index (JII). Direktorat ini juga melakukan evaluasi
periodik terhadap perilaku yudisial, baik secara kuantitatif
(berdasarkan data pelanggaran etik) maupun kualitatif (melalui
survei persepsi publik dan analisis tren perilaku hakim).*®
Hasil riset ini dapat menjadi dasar pengambllan keb1 kanjeti
nasional dan memberikan umpan balik langsun a

mengelola Judicial Ethics stem (JEIS), suatu
platform digital termt mencatat laporan etik,
menelusuri stat nnya, dan menganalisis tren
perilaku haki zg data Dengan sistem ini, KY tidak
hanya _ber da t1f terhadap aduan publik, tetapi juga
kan analisis prediktif (predictive ethics analysis)
deteksi potensi pelanggaran etik sebelum terjadi.

lembaga pendidikan yudisial. ((
4.  Direktorat Teknologi dan Dat?'® al, berfungsi

sain modular seperti ini menandai pergeseran paradigma
KY dari lembaga administratif ke organisasi berbasis pengetahuan,
yang menempatkan data, riset, dan profesionalisme sebagai fondasi
utama.”® Pendekatan ini juga sejalan dengan teori institutional
adaptability yang dikemukakan Elinor Ostrom, efektivitas lembaga
publik tidak ditentukan oleh besarnya kekuasaan, melainkan oleh
kemampuannya beradaptasi dengan kompleksitas sosial melalui
desain kelembagaan yang fleksibel dan responsif.>®

52 Lawrence J. Fox, Judicial Ethics Education: From Rules to Reflection, (New York: Routledge,
2021), hlm. 112-114.

53 Transparency International, Judicial Integrity Index 2023: Measuring Ethics and Accountability in
Justice Systems, (Berlin: T1, 2023), hlm. 44-46.

54 HerbertA. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative
Organization, (New York: Free Press, 1997), hlm. 45-47.

55 Elinor Ostrom, Understanding Institutional Diversity, (Princeton: Princeton University Press,
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3. Dimensi Fungsional: Sinergi dan Kolaborasi
AntarLembaga

Selain desain internal yang kuat, efektivitas KY juga sangat
bergantung pada kemampuannya membangun sinergi kelembagaan
dengan MA, MK, dan lembaga lain dalam ekosistem peradilan.
Sinergiini bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi merupakan

upaya membangun ethical governance ecosystem, yakni suatu sistem
tata kelola etik yang terintegrasi antar-lembaga yudisial.*® 1a‘}%1?
n

inovasi kelembagaan yang dapat diterapkan adal

Joint Ethical Council (JEC), yaitu forum etik bex t

dan MK.
JEC berfungsi sebagai wad %la ntuk: (1) Membahas
(

Y, MA,

pelanggaran etik lintas le enyepakati standar etik

nasional dan pedoman pesilakuha (3) Mengelola Judicial Integrity

Database bersama; ’% nyusun rekomendasi kebijakan etika

publik peradidan.

i Sekaligus menjadi mekanisme resolusi atas potensi
g tipdih yurisdiksi antara MA dan KY, yang selama ini sering

memic gesekan kelembagaan. Dalam kerangka konstitusional,

JEC akan memperkuat prinsip shared responsibility dalam menjaga
kehormatan peradilan, sehingga pengawasan etik tidak dipandang
sebagai bentuk intervensi terhadap independensi yudisial,
melainkan ekspresi tanggung jawab kolektif terhadap kepercayaan

publik.

Pola ini meniru praktik Conseil Supérieur de la Magistrature
(CSM) di Prancis dan Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
di Italia, yang melibatkan perwakilan hakim, akademisi, dan
masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan etik.”” Prinsip

2005), hlm. 23-26.

56 World Bank, Enhancing Judicial Integrity through Institutional Collaboration, (Washington DC:
World Bank Governance Report, 2022), hlm. 39-41.

57 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Standards on Councils for the Judiciary:
Independence and Accountability, (Brussels: ENCJ, 2021), hlm. 11-13.
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utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara independensi
yudisial dan akuntabilitas publik melalui kolaborasi institusional.
Melalui kolaborasi semacam ini, KY akan berperan bukan sebagai
kompetitor MA, tetapi sebagai partner in integrity, yakni mitra sejajar
yang bersama-sama menjaga marwah peradilan.®® Sinergi ini juga
akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dan
meneguhkan posisi KY sebagai moral compass dalam sistem hukum
nasional.

4.  Dimensi Kultural: Etika sebagai Kultur Institu X)

Perubahan paling mendasar dalam memlfanig Y“yang
kuat tidak terletak pada struktur organisa in ada kultur

aan. Reformasi

etik yang melekat dalam setiap ele

kelembagaan tanpa transformasi -r fa akan menghasilkan
perubahan kosmetik, -me ng%};a odern secara administratif,
namun rapuh secar ‘9%1;. lam konteks ini, KY perlu
i isasg %ep ical leadership, yaitu kepemimpinan
a1

yang mena

integritas bukan sebagai kewajiban

ini $ejalan dengan gagasan transformational ethics, karena nilai-nilai
integritas dan tanggung jawab publik ditransformasikan menjadi
budaya kerja sehari-hari melalui keteladanan, komunikasi moral,
dan konsistensi kebijakan.®

Menurut Mahfud MD, kekuasaan kehakiman tidak hanya
soal wewenang, melainkan juga kepribadian moral.®* Pandangan ini

58 Bruce Ackerman, The New Separation of Powers, (Harvard Law Review, Vol. 113, No. 3, 2000),
hlm. 637-639.

59 Linda K. Trevifio & Michael E. Brown, Managing to Be Ethical: Debunking Five Business Ethics
Myths, (Academy of Management Executive, Vol. 18, No. 2, 2004), hlm. 70-72.

60 James Rest & Darcia Narvaez, Moral Development in the Professions: Psychology and Applied
Ethics, (New York: Psychology Press, 2020), hlm. 135-137.

61 Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: Rajawali Press,
2010), hlm. 216.
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menggambarkan inti dari independensi peradilan adalah keutuhan
karakter hakim, bukan sekadar kemandirian struktural dari
kekuasaan lain. Tanpa fondasi moral tersebut, setiap mekanisme
hukum akan tereduksi menjadi sekadar ritual administratif tanpa
makna substantif, karena kepatuhan etik hanya bersifat formalitas,
bukan keyakinan etis.

Untuk itu, KY harus menumbuhkan kultur etik b
learning organization, yaitu lembaga yang terus belajar daii

pengawasan, hasil evaluasi etik, dan interaksi den as .

Melalui pendekatan ini, KY tidak hanya menja@i egak disiplin
etik,” tetapi juga produsen nilai-nilai j menular ke
seluruh sistem peradilan. Sebagai an oleh pengalaman

Judicial Council Kanada dan C 2 keberhasilan reformasi etik
g pada besarnya kewenangan

di lembaga yudisial ti ergant
hukum, melainkan& jabh mana nilai-nilai etik terinternalisasi

menjadi DNA kelemb .5 Dimensi kultural menjadi fondasi dari
paya agaan, sebab tanpa integritas sebagai budaya,
% struktural dan mekanisme hukum hanya akan menjadi

Kosong .

E.  Perspektif Global dan Relevansi untuk Indonesia

Dalam konteks global, perdebatan mengenai desain lembaga
pengawas peradilan selalu berporos pada dua kutub konseptual: (1)
Judicial self-governance, yaitu pengawasan internal oleh komunitas
hakim sendiri; dan (2) External oversight, yakni pengawasan etik oleh
lembaga independen di luar struktur peradilan.®® Model pertama
banyak dianut di negara-negara dengan tradisi yudisial kuat seperti
Inggris dan Jerman, sebab integritas hakim dijaga melalui sistem

62 Peter Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, (New York:
Doubleday, 2006), hlm. 18-21.

63 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), Judicial Councils: Independence and
Accountability Reports 2022, (Brussels: ENCJ, 2022), hlm. 13-15.

64 M. Bobek & D. Kosat, Global Judicial Councils: The Rise of the Fourth Branch of Government,
(Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 37, No. 2, 2017), hlm. 385-387.

|

4 &
“. "l 146 BUNGA RAMPAI

D




Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

sosial dan profesional internal. Sebaliknya, model kedua diterapkan
di banyak negara pasca-transisi demokrasi, termasuk Indonesia,
karena faktor krisis kepercayaan publik terhadap peradilan.®
Indonesia mengadopsi model hibrid, sebab KY berperan sebagai
lembaga eksternal dengan mandat etik, tetapi tetap menghormati
independensi yudisial.

Keberhasilan model ini bergantung pada tiga prasyarat
institusional utama:

1) Independensi prosedural, yakni jaminan KY b
intervensi politik, baik dari eksekutif

Tanpa jaminan ini, KY akan kehllangan k sebagai
penjaga etik dan terjebak dala kepentingan
politik.®

2)  Akuntabilitas profesi na% astikan setiap keputusan
dan tindakan asarkdn pada standar etik objektif,
transparan § bukti. Pendekatan ini memperkuat

mata publik maupun lembaga peradilan.

si publik, yakni publikasi hasil pengawasan dan
etik secara bertanggung jawab untuk memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Transparansi
bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen

akuntabilitas moral.®”

Laporan OECD (2018) menegaskan efektivitas lembaga
pengawas etik tidak semata ditentukan oleh regulasi formal, tetapi
oleh kekuatan integrity systems, yaitu jejaring nilai, proses, dan
mekanisme yang menegakkan integritas secara sistemik.® Reformasi

65 R. Garcia & C. Pérez, Judicial Oversight in Emerging Democracies, (Cambridge: Cambridge
University Press, 2021), hlm. 59-61.

66 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Guidelines on Strengthening Judicial
Integrity and Capacity, (Vienna: UNODC, 2020), hlm. 22-24.

67 Transparency International, Open Justice and Judicial Accountability Report 2024, (Berlin: TI,
2024), hlm. 28-30.

68 OECD, Integrity for Good Governance: Public Sector Ethics Review 2018, (Paris: OECD Publishing,

I

P
Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 147 [ &

-—




BAB II
Memotret Organisasi Komisi Yudisial dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

KY seharusnya berorientasi pada pembangunan sistem integritas,
bukan hanya restrukturisasi organisasi. Orientasi sistemik ini
mencakup pembenahan proses rekrutmen hakim berbasis etik,
penguatan mekanisme pendidikan moral yudisial, serta digitalisasi
sistem pengawasan etik untuk meningkatkan transparansi dan
efisiensi.®® Jika prinsip ini dijalankan, maka KY tidak hanya menjadi
lembaga pengawas, tetapi juga penjaga moral konstitusional yang
memastikan kekuasaan kehakiman beroperasi sesuai pr' s rule
of integrity, yakni hukum yang bukan hanya sah sec ,
tetapi juga bermartabat secara moral.

Adapun strategi implementa51 p reforma51
kelembagaan KY menuju lembaga ibawa memerlukan
langkah bertahap dalam tiga he&jizon Wakitu:

1) Jangka Pendek ( u onsolidasi Fondasi Etik. Fokus
pada aud1t e 1ndependen pembangunan Judicial
JID) dan peningkatan kapasitas SDM

an etik dan profesionalisme berbasis model

2) angka Menengah (3-5 tahun): Sinergi dan Standardisasi Etik.
Pembentukan Joint Ethical Council (JEC) antara KY-MA untuk
menyatukan kebijakan etik, penerapan Ethical Performance
Indicators (EPI), dan penguatan partisipasi publik melalui
Public Integrity Partnership serta penerbitan Judicial Integrity
Report tahunan.

3) Jangka Panjang (5-10 tahun): Institusionalisasi dan
Konstitusionalisasi Integritas. Revisi UU No. 18 Tahun 2011
untuk memperjelas mandat etik berkelanjutan KY, serta
pembentukan Center of Judicial Integrity Excellence sebagai
pusat riset, pelatihan, dan inovasi etik nasional.

2018), hlm. 41-43.

69 World Bank, Judicial Reform and Integrity in Southeast Asia: Policy Frameworks and Digital
Oversight Systems, (Washington DC: World Bank, 2023), hlm. 55-58.
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Reformasi ini menegaskan etika harus menjadi roh sistem
peradilan, bukan sekadar pelengkap hukum. KY ideal bukan lembaga
koersif, melainkan berlandaskan otoritas moral. Setelah dua dekade,
perannya dalam menumbuhkan kesadaran etik sudah nyata, namun
tantangan ke depan menuntut pergeseran dari lembaga pengawas
menjadi arsitek integritas yudisial. Pergeseran ini adalah evolusi
moral kelembagaan, sejalan dengan gagasan Lon L. Fuller hukum
yang baik tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga moralitas yang
menjiwai proses hukum.” Tanpa dimensi moral, penegakan hkum

terjebak dalam legal formalism yang hampa keadilan.
yaitu

KY ideal harus menegakkan ethica vern
mengawasi dengan nurani, membina deng ada ormasi etik

bukan proyek administratif, melainka % oral kenegaraan
yang menjembatani hukum ahustdan. Masa depan KY
ditentukan oleh kema n njddi penjaga nurani peradilan,

m ya'‘me
yang memadukan m, etika, “dan keadilan dalam satu napas

konstitusion% in .
O Xkk

~

70 Lon L. Fuller, The Morality of Law, Op. Cit., hlm. 33-35.
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Reposisi Peran Komisi Yudisial:

Sebuah Tantangan terkait
Relevansi Kelembagaan

Miko Ginting! \b"\)
I. Pendahuluan 0 ;

ejak pendirianny alui andemen Ketiga UUD 1945,
Komisi Yudj X an tidak pernah berhenti berpendar
u

ritik dan harapan. Kritik muncul karena
antara harapan yang diekspektasikan dengan
ng-diterima oleh pemangku kepentingan.

ah satu pangkalnya adalah aspirasi terhadap posisi strategis
KY sebagailembaga yang diatur dalam Konstitusi. Hanya KY, lembaga
yang menggunakan istilah komisi diatur dalam Konstitusi.? Selain
KY, komisi lainnya memiliki dasar pijakan pada level undang-undang
dan bahkan ada yang di bawah undang-undang. Oleh karena posisi
pengaturan yang strategis ini, maka muncul pula aspirasi bahwa KY
memiliki kewenangan yang strategis.

Dalam banyak kajian, titik tekan yang umumnya muncul
adalah analisis terhadap kewenangan KY. Secara kelembagaan,

1 Advokat, Pegiat dan Praktisi Pembaruan Peradilan, Juru Bicara Komisi Yudisial RI (2021-
2023)

2 Lihat Pasal 24A dan Pasal 24B UUD 1945. Pengecualian terdapat “komisi pemilihan umum”
yang menggunakan huruf kecil sebagaimana termuat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.
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memang KY bersifat mandiri ® atau tidak bergantung kepada/tidak
di bawah pihak lain. Meski demikian, jika diperhatikan lebih dalam,
dari sisi tugas dan kewenangan, KY sebenarnya bersifat dependen
atau pelaksanaannya memiliki ketergantungan kepada pihak lain.
Tugas dan kewenangan KY yang bersifat dependen itu dapat dilihat

sebagai berikut:

Tugas & Kewenangan

Dependen kepada

Mengusulkan pengangkatan

hakim agung dan hakim ad hoc di
Mahkamah Agung kepada DPR untuk
mendapatkan persetujuan.

Menetapkan Kode Etik dan/
Pedoman Perilaku Hakirf (
bersama-sama dengarMa

u
ERPH)

Mahkamah Agung dgla

pengajuan pernfintaat seleksi.

DPR dal3 i}; tujuan calon
a -%l oleh Komisi
udiSia

Mahkamah Agung.

O

antauan dan
erhadap perilaku

Mahkamah Agung dalam hal
tindak lanjut rekomendasi
putusan KY.

Ketua Pengadilan atau Ketua
Majelis Hakim dalam hal
pemantauan perilaku hakim di
persidangan.

Mengambil langkah hukum dan/
atau langkah lain terhadap orang
perseorangan, kelompok orang, atau
badan hukum yang merendahkan
kehormatan dan keluhuran martabat
hakim.

Penegak hukum dan Mahkamah
Agung.

Mahkamah Agung, Pemerintah,
dan DPR dalam hal perumusan
kebijakan keamanan hakim dan
persidangan.

3 Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.
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Mengupayakan peningkatan Mahkamah Agung dalam hal
kapasitas dan kesejahteraan hakim.  penentuan hakim yang mengikuti
peningkatan kapasitas oleh
Komisi Yudisial.
Mahkamah Agung, Pemerintah,

dan DPR dalam hal perumusan
kebijakan kesejahteraan hakim.

Meminta bantuan kepada aparat Penegak hukum.

penegak hukum untuk melakukan

penyadapan dan merekam '\)

pembicaraan dalam hal adanya B

dugaan pelanggaran Kode Etik dan/

atau Pedoman Perilaku Hakim oleh \
A ( )

Hakim.

Menganalisis putusan yang ah rM Agung.
berkekuatan hukum tetap se

dasar rekomendasi unt kan

mutasi hakim.

Hanya gas dan kewenangan KY yang bersifat
ind ed m arti tidak bergantung pelaksanaannya kepada
pi latms?yaitu dalam hal Majelis Kehormatan Hakim. Forum
Majglis Kehormatan Hakim diadakan baik atas usulan KY maupun
Mahkamah Agung (MA) dalam hal rekomendasi sanksi yang
diberikan kepada hakim berupa sanksi pemberhentian. Dalam
Majelis Kehormatan Hakim ini, komposisi KY berjumlah 4 (empat)
orang dan MA berjumlah 3 (tiga) orang. Oleh karena itu, dengan
asumsi KY bersuara bulat, maka putusan akan mengikuti keputusan
KY yang memegang suara mayoritas.

Lebih lanjut, benar bahwa analisis tugas dan kewenangan
cukup penting sebagai sebuah pisau analisis. Namun, analisis
demikian, selain sudah cukup umum, akan berujung pada simpulan
rekomendasi perubahan peraturan perundang-undangan semata.
Simpulan demikian tidak dapat dijalankan oleh KY, melainkan oleh
pihak lain, seperti Pemerintah dan DPR.
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Benar bahwa KY dapat menerbitkan Peraturan KY dan
diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.’
Namun, Peraturan KY hanya diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.’

Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis

beberapa aspek selain tugas dan kewenangan yang diharapkan dapa
memberikan perspektif yang lebih utuh terkait K ki ak
secara langsung dalam analisis tugas dan kewerfan i aspek-

‘x uhan aspirasi

aspek ini sangat penting dan berkontribuysi
terhadap KY. 46

II. Kerangka analisi '\ﬂ

ulis coba menggunakan pendekatan Max

iasi” tidak memberikan pembedaan antara “chief (pimpinan)”
dengan “ordinary members (anggota biasa)”.® Oleh karena itu, dalam
pandangan Weber, terdapat 3 (tiga) kategori dalam suatu corporate
group, yaitu chief/head, members, dan administrative staff.” Dalam
analisis Weber, terdapat perbedaan antara yang dinamakan chief
atau head (leiter) dengan administrative staff.

Selanjutnya, Weber juga mengajukan konsep representative
atau governing authority (regierungsgewalt), yang berarti adalah
mereka yang memegang posisi untuk memberikan arah atau fungsi

4  Pasal 8ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

w

Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6  Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, diterjemahkan oleh A.M Henderson
dan Talcott Parsons, New York: Oxford University Press, 1947, hlm. 145-146.

7 Ibid.
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dari suatu corporate group. Dalam pengertian ini, Weber kemudian
menyatakan bahwa corporate action (verbandshandeln) adalah
tindakan dari administrative staff yang diarahkan oleh reprensentative
atau governing authority atau, sebaliknya, tindakan dari members yang
diarahkan oleh administrative staff.?

Oleh karena itu, kita dapat mengambil beberapa kata kunci
dari pendekatan Weber dalam menganalisis kelembagaan pada
tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kepemimpinan (person in authority). f\enuru
pandangan Weber, eksistensi dari sebuah corporate ti uli
tipe organisasinya apakah tradisional, komurl, erusnya,
hal yang menjadi penentu adalah tind i in authority.
Suatu organisasi modern ditentuk@n
yang memiliki otoritas bertiadak. enarnya, jika bersandar
pada pengertian Webe ini l8bih dari kepemimpinan, karena
ukurannya adalah ti aktif dari mereka yang memiliki otoritas.

KeduasSsist Xt ority of order). Hal ini berkaitan dengan
karakt corporate group. Dalam pandangan Weber, terdapat
cotpgra p yang berkarakter autocephalous yang berarti otonom,
di mafterorder diatur sendiri oleh members dalam otoritasnya. Selain
itu, terdapat pula corporate group yang berkarakter heterocephalous, di
mana order ditentukan dan diterapkan oleh agency dari luar corporate
group tersebut. Namun, perlu dipahami, bahwa menurut Weber,
terdapat corporate group yang memenuhi karakter tersebut secara
sekaligus.” Dalam organisasi modern, authority of order ini dapat
terefleksikan dari Standard Operating Procedures (SOP), proses bisnis,
dan seterusnya. Singkatnya, authority of order bermakna aturan main
dalam suatu corporate group.

le gaimana seseorang

8  Ibid. Pandangan lebih lanjut pendekatan Weber mengenai hal ini dapat dikaji dari Max Weber,
Max Weber on Capitalism, Bureaucracy, and Religion: A Selection of Texts, ed. Andreski Stanislav,
London: Allen and Uwin, 1983. Lihat juga George Ritzer dan Jeffrey Stepnisky, Sociological
Theory, SAGE Publications, 2018.

9 Lihat Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, diterjemahkan oleh A.M
Henderson dan Talcott Parsons, New York: Oxford University Press, 1947.
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Ketiga, selanjutnya, dalam konteks birokrasi, terdapat aspek
penting dalam pandangan Weber, yaitu kompetisi (competitiveness).
Weber memberikan pandangan bahwa dalam birokrasi unsur
kompetisi sangat penting. Untuk itu, Weber misalnya menyatakan
promosi berbasis merit dan diatur dalam aturan tertulis sangat
penting karena birokrasi adalah organisasi yang paling rasional.
Kompetisi ini bermakna sesuatu yang bertendensi personal tidak
relevan dalam suatu birokrasi (impersonal). Namun, Weber\juga
memberikan pembatasan, yaitu kompetisi dalam birekra r
eksis, tetapi bukanlah bersifat bebas karena dip a&
aturan yang baku.'’

aturan-

Keempat, komunikasi (com eber memandang
birokrasi sebagai sebuah or ¢ rasional dan efisien.
Untuk itu, ia mengait pek unikasi dalam birokrasi pada
struktur dan orgamiSasishir@krasi. Dengan demikian, komunikasi
atyformal, top-down, tidak bersifat personal

umentasi. Benar, tentu ada kritik terhadap
rasidalam pandangan Weber ini, sepertiberjaraknya
bi »klrangnya sentuhan manusia dalam komunikasi, hingga
potémsi minimnya partisipasi publik dalam birokrasi. Namun, aspek
komunikasi ini tetap penting dan relevan dalam menganalisis suatu
corporate group.

dalam birokrasi

III. Pembahasan

Pada aspek yang pertama dalam analisis kelembagaan KY, yaitu
kepemimpinan (person in authority), pembahasan tidak diarahkan
pada titik tekan individu demi individu. Apabila hanya bertitik tekan
pada individu per individu, maka kamacata analisis kelembagaan
dalam hal ini menjadi sempit (micro). Namun, sebaliknya, menjadi
penting untuk melihat bagaimana individu per individu person in
authority dalam konteks kolektif kelembagaan.

10 Lihat Max Weber, Economy and Society: A New Translation, ed. Keith Tribe, Harvard University
Press, 2019.
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Supaya lebih jelas, tulisan ini tidak bermaksud menyatakan
analisis terhadap individu person in authority adalah hal yang tidak
penting dan perlu dikesampingkan. Benar bahwa individu adalah
aspek penting, tetapi poinnya adalah bangun rancang suatu organisasi
terkait bagaimana individu berkonfigurasi secara kolektif dapat
membuka peluang analisis yang lebih kaya. Misalnya, dalam konteks
ini terkait dengan KY. Apabila dilihat dalam UUD 1945, sebenarnya
titik tekannya masih pada tataran individu di mana dinyatakan:

“Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai penget a'&a)
pengalaman di bidang hukum serta memzl
kepribadian yang tidak tercela.”

Hal yang menarik adalah ke ndang undang
mengintrodusir konsep konfigura S0 1 orzty di KY. Disadari
ﬁ%«

atau tidak, hal ini membawa si, d1 mana salah satunya
adalah saling cek dan s checks and balances) antar person
in authority. Dal ang Undang Nomor 18 Tahun 2011
tentang Per. dang Undang Nomor 22 Tahun 2004

tentan’m
Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.

(2) ¥ Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.

(3)  Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. 2 (dua) orang mantan hakim;
b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
C. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.”

Konsep konfigurasi person in authority ini turut diperkuat
dengan konsensus di internal KY dengan mengusung kepemimpinan
yangbersifat kolektif kolegial dan forum tertinggi dalam pengambilan

11 Pasal 24 B ayat (2) UUD 1945.
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keputusan adalah Rapat Pleno.”” Memang muncul pula kritik
terhadap konsep kolektif kolegial ini, terutama dari sisi kecepatan
dan kesederhanaan pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain,
konsep ini memunculkan prinsip collective person in authorities di
mana bukan berarti satu orang tidak signifikan, melainkan fokusnya
pada kapasitas kepemimpinan yang didistribusikan melalui jaringan
orang. Sukses atau tidaknya person in authorities pada akhirnya
bergantung pada kolaborasi dan usaha bersama secara kolektif. Di
mana kemudian, pada akhirnya, tidak lagi bergantunﬁ

kapasitas tunggal individu.

Premis dari collective personin authgr
aspek individu dari chief dari suatuegrpoga
ketat untuk memperoleh

proses seleksi (vetting mecha
individu pimpinan KY 1;:@ penting untuk didorong agar

menegasikan
pup. Untuk itu, suatu

berjalan secara tra p akuntabel sehingga diperoleh pula
individu yan be

ang selama ini mungkin luput dari perhatian

mana titik tekan pada individu ini turut dipadukan

agalmana konfigurasinya pada aspek kolektivitas person

'n uthorities. Undang-undang hanya mengamanatkan terkait

dengan unsur calon pimpinan KY, yaitu mantan hakim, praktisi

hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Di sinilah titik

singgungnya, yaitu bagaimana memadukan individu calon yang
berkualitas dengan kemampuan kolektifnya sebagai pimpinan.

Konfigurasi collective person in authorities juga berkaitan erat
dengan penegasan kemandirian, dan, pada akhirnya efektivitas,
KY. Untuk itulah, dalam konteks KY, setiap unsur pimpinan harus
diterapkan secara konsisten. Misalnya, salah satu unsur yang
cukup longgar adalah unsur anggota masyarakat. Unsur anggota
masyarakat yang dipersyaratkan dalam undang-undang haruslah

12 Lihat Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan
Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial.
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berasal dari masyarakat dan bukan berlatarbelakang MA (baik hakim
atau aparatur), praktisi hukum, maupun akademisi hukum. Secara
tegas, undang-undang sudah mengakomodir representasi mantan
hakim, praktisi hukum, dan akademisi hukum (masing-masing 2
(dua) orang) sebagai pimpinan KY. Apabila unsur tokoh masyarakat
ini tetap diisi dari unsur berlatarbelakang tersebut, maka hanya
dibutuhkan satu orang yang lain saja agar keputusan bisa menjadi
mayoritas (4 berbanding 3 orang).

Dari perspektif ini, salah satu yang menjadi keharu 5%3

soliditas di tingkat pimpinan (chief). Dalam pendeka

ini dibingkai dalam pengertian zmpersonal orporate
1

group haruslah berbasis pada aturan dan kebij sandarkan
pada standar objektif dan berbasi ori s yang rasional-
personal yang bersifat

legal. Semua dimensi person i
personal mesti dlmlnahSll’ﬁl’ rangi. Untuk itu, soliditas dalam
i selidi

pendekatan Weber, itas dalam pengertian yang objektif
dan rasional.

pabila bisa mencapai soliditas yang objektif

Lebth, | ,

d ra , konfigurasi collective person in authorities ini
penting Urituk menghadirkan kejernihan (clarity) dari chief kepada
administrative staff, yang dalam konteks KY dipimpin oleh Sekretaris
Jenderal beserta jajarannya. Dengan demikian, direction dalam
sebuah organisasi birokrasi menjadi lebih jelas dan potensi konflik
dan stagnansi menjadi terhindar.

Pada tataran administrative staff, aspek kepemimpinan ini
sangat penting. Sebagai organisasi yang terdiri dari 2 (dua) unsur,
yaitu Anggota dan Kesekjenan, maka aspek kepemimpinan KY
pada tataran Kesekjenan diemban secara bertingkat menurut
tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing lini, mulai dari
Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Kepala Bidang, dan staf.

Ditambah lagi, terjadi pula pergerseran birokrasi KY, dari
pendekatan struktural menjadi fungsional, dengan dibentuknya
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Jabatan Fungsional Penata Kehakiman melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84
Tahun 2020. Dengan demikian, konsekuensinya adalah kewajiban
penguatan kepemimpinan pada setiap lini dan lapis birokrasi, mulai
dari Ahli Pertama, Muda, Madya, hingga Utama.

Hal kedua adalah sistem (authority of order). Dalam konteks KY
yang adalah corporate group dengan karakter perpaduan autocephulous
dan heterocephalous, maka hal ini dapat terlihat dar1 0
disusun oleh members dalam otoritasnya serta order,
dan diterapkan oleh agency di luar KY. Dala er yang
an 31stem KY

Namun, men]a ng, thtuk juga melihat order yang
diciptakan diint i secara otonom, mulai dari Peraturan
KY hlngga Keputusan Sekretaris Jenderal. Secara
hukum ncul pertanyaan, terkait siapa organ yang bisa

suatu order berupa peraturan di internal KY, apakah
pada pimpinan (chief) atau dapat pula oleh administrative

Salah satu upaya KY dalam menerapkan sistem internal
atau authority of order adalah dengan menyusun kembali proses
bisnis internal (enterprise architecture). Penyusunan proses bisnis
ini mendekati pendekatan Weber bahwa suatu organisasi birokrasi
seharusnya objektif dan legal rasional. Suatu proses bisnis adalah
alur kerja yang mengkoneksikan satu bagian dengan bagian lain
dalam suatu organisasi, secara terpadu dan terintegrasi.

Dengan demikian, suatu proses bisnis juga menghasilkan
kejelasan (clarity) dan menghindarkan potensi hambatan silo
(kendala komunikasi dan kolaborasi) dalam suatu corporate group
yang pada akhirnya dapat berujung pada situasi personal yang
dihindari dalam organisasi birokrasi modern dan rasional. Dengan
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adanya proses bisnis yang jelas, maka setiap members dalam suatu
organisasi birokrasi modern dapat diasumsikan mengerti apa yang
menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta ia terhubung
dengan siapa dan unit mana saja dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya suatu proses bisnis yang solid, maka
pengelolaan organisasi akan menjadi lebih terorganisir, konsisten,
dan terstandard. Untuk itu, dalam organisasi akan terhindar saling

silang tanggung jawab (duplikasi) atau absennya tanggung R}b
ualita

serta hambatan komunikasi dan kolaborasi. Singkatny.

layanan publik akan terjaga sehingga ekspektasi publi ak
pula, sekurang-kurangnya dalam aspek proses gx e ia

Dengan demikian, proses bisnis
adanya peningkatan kualitas lay

mendorong
p publik. Penerima
apfaat secara langsung dari

manfaat dari KY akan mera

sebuah proses bisnis y ektlf, jektif, rasional, dan responsif.
Hal ini akan men 31 positif bagi KY.

Di int e group, proses bisnis yang solid ini akan
men u a bllan keputusan (authority in order) juga.

yang solid akan memudahkan chief, members, maupun
ad nistrative staff untuk mengidentifikasi isu secara lebih tepat dan
cepat. Dengan demikian, semua pihak dalam corporate group, dalam
konteks ini KY, akan lebih tepat dan cepat untuk memetakan isu,
merumuskan solusinya dan indikator keberhasilannya, melibatkan
seluruh pihakyangbertanggungjawab sesuaidengan perannya, hingga
melakukan evaluasi secara berkala. Dukungan teknologi informasi
juga menambah daya dukung terkait tujuan di atas, terutama untuk
kemudahan dalam identifikasi dan monitoring dalam proses.

Meskipun terlihat sangat ideal, tetapi membangun proses
bisnis di internal birokrasi tidak selalu mudah. Beberapa tantangan
bisa saja muncul, misalnya, tantangan terbatasnya sumber daya,
mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga minimnya
dukungan terhadap sistem informasi dan teknologi. Belum lagi,
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misalnya, terbatasnya dukungan sumber daya manusia, bukan
sekadar dari sisi kuantitas, tetapi dari sisi dukungan atau bahkan
resistensi karenanya adanya penolakan terhadap perubahan zona
nyaman (comfort zone).

Dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan berat dalam
penyusunan proses bisnis yang solid adalah banyak (inflasi) dan
tumpang tindihnya regulasi, atau dengan istilah lain: kompl
regulasi. Dalam konteks KY, hal ini juga kemungkinan téyj
penyelesaiannya sangat bergantung pada insti
luar organisasinya, mengingat ciri organisasin
(otonom) sekaligus heterocephalous
menghambat bersifat internal da alesa
maka tidak selalu mudah tet udah untuk dlselesalkan
Hal ini berbanding terb 11a mbatan regulasi muncul dalam
tataran eksternal 1 dibutuhkan effort yang lebih dan
berkonsekuensi

dan sumber daya yang lebih pula.

angan terberat dalam penyusunan proses bisnis
kapasitas kepimpinan corporate group yang lemah.

baiK' chief, members, hingga administrative staff, untuk melakukan
perubahan. Sebenarnya yang dibutuhkan dalam hal ini tidak
hanya kepemimpinan yang responsif, tetapi juga kepemimpinan
yang konsisten untuk konsisten. Dalam penguatan proses bisnis,
konsistensi menjadi kata kunci.

Kapasitas kepemimpinan yang kuat muncul dari visi yang jelas
pula. Visi tersebut diturunkan menjadi nilai (values) organisasi, dan
kemudian diturunkan sampai tingkat setiap interaksi dan standard
operating procedures. Tanpa adanya visi dan nilai dari kepemimpinan
yang kemudian diejawantahkan menjadi visi dan nilai organisasi, bisa
jadi proses bisnis hanya sekadar membakukan suatu proses internal
yang sudah ada, tanpa adanya daya respons terhadap perubahan dan
aspirasi pemangku kepentingan.
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Aspek ketiga dalam pembahasan di sini adalah terkait dengan
kompetisi (competitiveness) dalam sebuah corporate group seperti KY.
Dalam pandangan Weber, kompetisi dalam suatu organisasi penting,
sepanjang dilakukan dengan impersonal dan berbasis merit. Untuk
itu, pandangan ini menempatkan kompetisi sebagai sarana untuk
mendorong rasionalitas suatu organisasi birokrasi, hal mana juga
seharusnya berlaku pada KY.

Kompetisi yang impersonal dan berbasis merit idealnya akan
mendorong kinerja yang mengutamakan hasil (result—basea'%’%:{)?
ahgbagus,

Oleh karena dituntut untuk menghasilkan suatu outpuf y
maka members dari suatu organisasi akan meru %i i, yaitu

cara bekerja baru yang lebih efektif dan e

Untuk itu, dengan hadirny. t aka setiap members
diharapkan dapat bekerja s al” untuk mencapai hasil
tertentu yang sudah di ati dalam bentuk key perfomance
indicator). Oleh k i iasanya kompetisi ini berkaitan erat
dengan sist argd, Wisalnya promosi jabatan atau insentif.
Dengan @; , Jmémbers dari suatu organisasi birokrasi akan
m oF

imulus untuk bekerja lebih produktif dan efisien
eSponsif terhadap aspirasi penerima manfaat dari suatu

Oleh karena dituntut untuk berbasis pada keluaran hasil (result-
based oriented), maka kompetisi juga akan mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Di sini, akan muncul aspirasi dari
internal members untuk peningkatan kualitas, seperti pelatihan
maupun pendidikan lanjutan. Tantangan berikutnya dari organisasi
adalah untuk menyelaraskan kapasitas sumber daya internal dengan
jalannya organisasi.

Apabila ada kesenjangan (gap), terutama apabila sumber
daya manusianya merasa bahwa kapasitasnya terlalu besar pada
organisasi yang terlalu kecil, maka kecenderungan yang terjadi
adalah personil tersebut akan berhenti dari organisasi tersebut
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atau pindah ke organisasi lain. Hal ini tidak boleh dipandang secara
personal dan berhenti pada sinisme. Namun, terlebih penting untuk
mengidentifikasi persoalan di internal organisasi terkait faktor
mengapa hal itu terjadi dan bagaimana meresponsnya.

Kompetisi yang impersonal dan berbasis merit pada akhirnya
juga mendorong munculnya regenerasi kepemimpinan. Kompetisi
ini akan menjadi tools untuk menemukan talenta baru yang apat
menjadi chief dari suatu corporate group. Dengan adan a
yang sehat, maka setiap members memiliki kese
untuk menonjolkan kemampuannya dan mend

keterhindaran dari stagnansi karena se dapat ruang
dan kesempatan untuk itu. Q

Dengan adanya ko 1, potensi members akan
dapat dipetakan dan secara optimal. Members yang
memiliki potensi % atkan kesempatan kenaikan jenjang
karir, pelati mbangan, hingga penugasan pada posisi
strateg ini akan memunculkan motivasi bagi members

u menunjukkan potensinya. Dengan demikian, terjadi
isi internal yang sehat.

Dari sisi penerima manfaat, kompetisi internal ini akan
mendorong profesionalisme dan akuntabilitas suatu organisasi
birokrasi, seperti KY. Kompetisi yang impersonal dan berbasis merit
akan mendorong setiap members untuk bekerja secara profesional
dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas layanan pun akan semakin
optimal diterima oleh penerima manfaat.

Namun, sama dengan idealitasnya, kompetisi ini juga memiliki
tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya
kompetisi yang tidak sehat yang kemudian membawa intrik dan
konflik antar members (office politics). Hal ini biasanya muncul karena
adanya persepsi nir-objektivitas dan nir-transparansi, sehingga
muncul persepsi kecemburuan dan persepsi ketidakadilan. Untuk
itu, tidak sekadar mengelola kompetisi secara impersonal dan berbasis
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merit, tetapi juga penting untuk mengelola persepsi dalam kompetisi
ini, terutama bagi chief.

Dalam pengamatan penulis, salah satu tantangan kompetisi
yang impersonal dan berbasis merit dalam organisasi birokrasi
ini adalah kecenderungan organisasi yang berbasis hirarkis,
senioritas, dan suka-tidak suka (like or dislike). Padahal, kompetisi
yang impersonal dan berbasis merit atau objektif tidak mengenal
tantangan tersebut. Bahkan dalam pandangan Weber, organisasi
birokrasi adalah organisasi yang paling rasional.

organisasi birokrasi seperti KY, maka perlu kan” terlebih
dahulu suatu indikator kinerja yang j t¥#;7 dan terukur.
Kemudian diikuti dengan tran m penilaian serta
evaluasinya. Dengan demikia ernal harus menyediakan
faktor pemungkin (enablifig\factors)bagi munculnya kompetisi yang
impersonal dan berbagi i

Untuk mendorong konsistensi terhadap r% lit am
J

i itini.

b&k terakhir dalam pembahasan ini adalah
terkaijt ga omunikasi (communication). Komunikasi dalam

is rokrasi ini memiliki dua dimensi yang saling terkait,
yai unikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi
internal memiliki pengertian berupa pertukaran aspirasi secara
timbal balik di antara members organisasi. Dalam konteks birokrasi,
dapat derajat tertentu, komunikasi internal ini bersifat satu arah
(top-down) dan formal. Sementara itu, komunikasi eksternal adalah
komunikasi dengan penerima manfaat dari layanan suatu organisasi
berupa penciptaan narasi terkait kinerja dan respons.

Selanj

Dalam komunikasi internal, aspek yang paling penting
adalah penerjemahan visi dan nilai organisasi menjadi satu bahasa
setiap members. Keselarasan ini menjadi aspek penting karena akan
memunculkan kejelasan dan soliditas pada internal organisasi.
Sekalipun bersifat top-down dan formal, tetapi komunikasi dalam
internal birokrasi harus dipastikan berjalan lancar. Apabila terjadi
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miskomunikasi dan diskomunikasi, dan hal tersebut tidak dikelola
secara baik, maka yang muncul adalah konflik.

Untuk itu, dalam komunikasi internal birokrasi juga
diperlukan adanya sarana pengelolaan aspirasi yang bersifat dua
arah, misalnya dengan model townhall, yang dilakukan secara
berkala. Hal ini dapat mengurangi adanya friksi maupun potensi
konflik internal yang pada akhirnya menimbulkan disinsenti‘(@

penerima layanan.

Komunikasi eksternal bagi organlsa31 ngat
penting karena menjadi sarana akuntabili penerlma
layanan. Dengan demikian, komunik %n men]adl sarana
untuk mendulang kepercayaan du penerima layanan.
Hal ini sangat bergantun pa ana organisasi birokrasi
dapat menarasikan p capdian, dan responsnya. Apabila
berhasil dan selagas eng p1ra51 penerima layanan, maka yang
muncul ada dan dukungan. Sebaliknya, apabila tidak
berhas ul adalah kritik atau bahkan pandangan bahwa

rsebut tidak relevan (irelevansi). Ditambah pula,
enjadi tanda tanya terdapat skeptisisme publik terhadap

organisasi birokrasi. Oleh karena itu, KY juga berpendar dalam
pusaran arus skeptisisme tersebut, bukan pada ruang yang netral.

Salah satu titik yang paling penting dalam komunikasi
eksternal adalah komunikasi krisis. Hal ini bukan berarti bahwa
komunikasireguler adalah tidak penting. Namun, dalam komunikasi
krisis, terdapat dimensi momentum dan aspirasi yang mendesak.
Apabila suatu organisasi birokrasi tidak berhasil atau terlambat
dalam memunculkan gestur responsif terhadap suatu momentum
atau aspirasi, maka kritik dan persepsi irelevansi akan semakin
besar dibandingkan pada saat komunikasi non-krisis. Banyak kasus
di mana suatu organisasi birokrasi sangat baik dan kreatif ketika
mengelola komunikasi reguler, tetapi menjadi terbalik seketika
ketika dihadapkan pada situasi komunikasi krisis.
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Salah satu tantangan bagi KY dalam pengelolaan komunikasi
krisis ini adalah hirarki komunikasi. Di mana karakter komunikasi
internal yang bersifat top-down dan formal juga diberlakukan
terhadap komunikasi eksternal. Dengan demikian, komunikasi yang
muncul bersifat normatif, tidak responsif, dan bertele-tele. Dalam
derajat tertentu, hasil dari komunikasi ini bisa menjadi kritik dan
persepsi irelevansi.

Untuk itu, dalam konteks komunikasi eksternal, diperlukan
adanya responsi internal birokrasi yang keluar dari cici kaku, #igi
dan sangat hirarkis. Selain itu, diperlukan pula duk ga Y
daya yang memadai, karena komunikasi ekst i dengan
kepercayaan, legitimasi, dan relevansi s 51 birokrasi.
Untuk itu, terkait komunikasi eks rlukan kapasitas

respons birokrasi yang kuat p % an yang tersampaikan

kepada penerima layanan ap rélevan:
Tantangan %\X’t ini menjadi sangat relevan adalah

hoaks dan sebagainya. Namun, terkait

ma31(ﬁoodmgofmformatzon) Kondisiiniterjadi
-ruahnya informasi yang mana tidak lagi mampu
penerimanya sehingga yang terjadi adalah kejenuhan
terh&dap informasi (exhausted). Kondisi ini terjadi karena alamiah
dengan proses pemberian dan penerimaan informasi di masyarakat.
Namun, dalam beberapa studi kasus, banjir informasi terjadi secara
kesengajaan. Dengan arti lain, untuk membuat kekaburan terhadap
suatu fenomena, maka ciptakanlah informasi sebanyak-banyaknya
melebihi kapasitas publik dalam menerima informasi.

Dari situasi itu, maka tantangan komunikasi eksternal suatu
organisasi birokrasi juga meliputi relevansi dan sigfinikansi produk
komunikasinya. Komunikasi yang bersifat konvensional menjadi
tidak cukup. Untuk itu, pemetaan terhadap kebutuhan komunikasi
dari penerima layanan menjadi sebuah keharusan, salah satunya
adalah terkait dengan digitalisasi komunikasi.
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Dengan digitalisasi komunikasi, idealnya muncul kolaborasi
komunikasi dengan representasi penerima layanan. Apabila situasi
ini muncul, maka komunikasi eksternal akan mencapai satu bahasa
dengan aspirasi penerima layanan. Apabila didukung oleh kinerja
yang juga optimal dari suatu organisasi birokrasi, maka komunikasi
eksternal ini sudah mencapai sebagian besar keberhasilannya.

IV. Penutup

Dalam tulisan ini, dengan menggunakan p at er
dalam memandang organisasi birokrasi, terdaat ) aspek

pembahasan yang dikemukakan, yait ippiran (person in
pefisi (competitiveness),

bérgerak secara tersendiri

dan komunikasi (coomunicatio
dan terpisah, keempat di at
dukung-mendukunggsa n yang lain.

Karak:

e 1 organisasi birokrasi memang membawa
tantangan da erespons aspirasi penerima manfaat. Namun,
a %: situ pulalah kekuatannya, karena fondasi KY berada
pa inistrative staff dan bukan pada chief. Untuk itu, semua daya
upaya menjadikan KY sebagai organisasi birorasi agar tetap relevan
perlu diperkuat. Perlu dipahami, chief akan silih berganti, tetapi
administrative staff akan tetap menjadi tulang punggung organisasi.

XKk
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Politisasi Judicial Council dan
Pengangkatan Hakim Agung:
Sebuah Perspektif Perbandingan

Dr. Idul Rishan, S.H., LL. M.} \B‘\)

A. Pendahuluan

alam artik i'i,&)en is akan menguraikan tren
perkembahg olitisasi pengangkatan hakim agung di
e -Pesan yang ingin disampaikan penulis melalui

arti l' intuk menebalkan responsivitas Komisi Yudisial (KY)
teghadap,isu-isu pelemahan independensi peradilan yang terjadi di
ber negara. Penyajian data dan analisis akan dibangun penulis

secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan

perbandingan. Eropa Tengah menjadi fokus utama penulis di mana
Polandia dan Hungaria merupakan negara yang dijadikan sampel
perbandingan dalam artikel ini. Teknik perbandingan dilakukan
dengan pendekatan fungsionalis.?

Secara metodologis, Indonesia pascareformasi politik
memiliki kesamaan tren perkembangan demokrasi dengan Eropa
Tengah. Perbedaannya, Eropa Tengah seperti Polandia dan Hungaria

1 Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (idul.rishan@uii.
ac.id)

2 Mark Tushnet, “The Possibilities of Comparative Constitutional Law,” The Yale Law Journal 108,
no. 6 (1999): 1225-309, https://doi.org/10.2307/797327.
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transformasi politiknya dilakukan pasca komunisme, sementara
Indonesia di fase 1998 dilakukan pascaotoritarianisme Orde Baru.
Ada tiga titik persamaan antara Indonesia pascaotoritarianisme
dan Eropa Tengah pascakomunisme. Pertama, masing-masing
negara telah melakukan re-institusionalisasi lembaga peradilan
dalam perubahan konstitusinya. Kedua, jaminan kemerdekaan
kekuasaan kehakiman dan pelibatan komisi negara independen

(national judicial council) dalam mendorong percepatan ef(;%:::‘i
peradilan. Ketiga, 20 tahun pasca demokratisasi politik, I ia,
Polandia dan Hungaria menghadapi isu re e si dan
politisasi peradilan yang dilakukan secar g%me gilaman dan
kasus-kasus politisasi KY dan peng a agung menjadi
data sekunder yang dianalisis %o aupun mayor. Upaya
perbandingan dilakukan %t emberikan wawasan yang
a

ar
bermanfaat serta Oz%it &p 20 tahun praktik di Indonesia.
. oli

fan mutakhir yang dilakukan dan terus
&

f

dan isu democratic regression (regresi demokrasi). Aziz
ug@y Tom Ginsbur®, Rosalind Dixon, dan David Landau* ialah di
antara ilmuwan prominen yang merilis risetnya terhadap dekadensi

ara ilmuwan hukum dan politik saat ini
te nomena pelemahan rule of law (pelemahan negara
h

H

supremasi hukum dan demokrasi yang terjadi secara global.
Bahkan, di awal tahun 2025 Gregory Shaffer & Wayne Sandholtz
mengolah hasil-hasil studi dengan topik Rule of Law under Pressure:
A Transitional Challenge”. Kajian ini hendak memberikan pesan
bahwa negara-negara demokrasi berdasar hukum, mengalami

tekanan dan pelemahan yang justru dilakukan atas nama hukum
itu sendiri.’> Seolah-olah rezim pemerintahan demokratis, tetapi

3 Aziz Z. Huq and Tom Ginsburg, “How to Lose a Constitutional Democracy,” SSRN Electronic
Journal 65, no. 1 (2017): 79-169, https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776.

4 Rosalind Dixond and David Landau, Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and
the Subversion of Liberal Democracy (Oxford University Press, 2021), 11.

5 Gregory Shaffer and Wayne Sandholtz, eds., The Rule of Law under Pressure: A
Transnational Challenge, 1st ed. (Cambridge University Press, 2025), 3, https://doi.
0rg/10.1017/9781009460286.
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faktanya hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi
otoritarianisme. Fenomena ini yang disebut Levitzky dan Way
sebagai rezim competitive authoritarianism.® Mulai dari eliminasi
oposisi, kriminalisasi lawan politik, pembungkaman pers, pemilu
yang tidak fair, sampai dengan kebijakan-kebijakan yang dilegalisasi
secara otokratik.’

Dari isu-isu yang disebutkan di atas, ada satu benang merah
yang mengarah pada satu prakondisi. Untuk memuluskan kebij
kebijakan otokratik atau anti demokrasi, kemerdekaan keku
kehakiman dirusak, dipolitisasi, atau sekurang-kuragign i
tunduk pada rezim. Upaya ini dilakukan unt ematikan fungsi
kontrol terhadap rezim.®? Tren yang palipg=masif dilaKukan ialah
dengan melakukan tekanan atau int adap Supreme Court
(Mahkamah Agung) dengan olitisi#” pengangkatan calon

hakim agung. Eropa ten%ﬁﬂ a PBlandia dan Hungaria ialah

sampel konkret politis{si peRgangkatan hakim agung. Setelah rezim
komunisme ber }:\%e tersebut bertransformasi menjadi
tis\difase akhir tahun ‘80 dan awal 90’an. 20-25

hhyd, tepatnya pasca kepemimpinan Andrzej Duda

% demikian halnya Viktor Orban di Hungaria, masing-

masing” negara demokrasinya mengalami kerusakan atau erosi

(democratic eroding).® Perkembangan di dua negara tersebut cukup
relevan untuk diulas lebih lanjut melalui artikel ini. Mengingat,
masing-masing negara menunjukkan tren politisasi pengangkatan
hakim agung dan pelemahan National Judicial Council.

6 Steven Levitsky and Lucan A. Way, “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive
Authoritarianism,” Journal of Democracy 13, no. 2 (2002): 51-65, https://doi.org/10.1353/
j0d.2002.0026.

7  Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, How Democracies Die, First edition (Crown, 2018).

8 Tom Ginsburg and Tamir Moustafa, Rule By Law, The Politics of Courts in Authoritarian Regimes
(Cambridge University Press, 2008), 21.

9 Wojciech Sadurski, “How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional
Populist Backsliding,” SSRN Electronic Journal, ahead of print, Elsevier BV, 2018, 3-5, https://
doi.org/10.2139/ssrn.3103491.
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B. Pembahasan

Pada bagian ini, ada tiga kerangka pemikiran yang akan
diuraikan oleh penulis untuk mengolah dan menganalisis data.
Pertama, kaitannya dengan tren politisasi peradilan yang berkembang
di berbagai negara. Kedua, kasus-kasus kontroversi yang terjadi di
Eropa Tengah, khususnya Polandia dan Hungaria. Ketiga, ialah lesson
learned atau refleksi yang perlu direspons KY, khususnya an

politisasi elit baik terhadap KY sendiri maupun peran%

pengangkatan calon hakim agung (CHA).
1. Kemerdekaan Kekuasaan '\’% dan Tren

Politisasinya
Dalam negara-negara de ast st1tu51ona1, kemerdekaan
kekuasaan kehakiman 1 akan prasyarat tegaknya prinsip negara

hukum. Padaum
menjamin k

logis daTiNg
perdadilan Vang fair dan independen. Sebagai contoh, Eropa Tengah
pasedkomunisme dan kebangkitan demokrasi di Asia.

a ang menggunakan konstitusi tertulis
uasaan kehakiman sebagai konsekuensi
pemisahan kekuasaan. Terpaan gelombang

ada tahun 90’an, turut mendorong lahirnya lembaga

Tak heran, jika studi Fohr menegaskan bahwa transisi politik
kerap menjadi momentum dalam menjamin tegaknya kemerdekaan
kekuasaan kehakiman. Perubahan suprastruktur politik otoritarian
ke arah yang lebih demokratis digunakan sebagai peletak dasar
reformasi peradilan. Salah satu upaya konkretnya ialah menjamin
adanya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam
konstitusinya.'® Secara umum, prinsip kemerdekaan kekuasaan
kehakiman ditujukan agar hakim bebas dari segala macam bentuk
intervensi dari cabang kekuasaan lain."!

10 Anja Seibert Fohr, Judicial Independence in Transition Judicial Independence in Transition
(Springer Heidelberg, 2012), 7.

11 John Farejhon, “Independent Judges, Dependent Judiciary, Explaining Judicial Independence,”
Southern California Law Review 72, no. 353 (1999): 962-1039.

|

4 &
“. Tl 178 BUNGA RAMPAI

D




Dr.IdulRishan, S.H., LL.M

Feld dan Voight membagi implikasi prinsip kemerdekaan
kekuasaan kehakiman dalam dua hal. Pertama, independensi personal
di mana jabatan hakim tidak ditentukan dengan kepentingan politik.
Kedua, independensi institusional di mana kelembagaan institusi
peradilan terpisah dari organisasi pemerintah. Poin ini untuk
menegaskan bahwa organisasi peradilan tidak berada dibawah supervisi
pemerintah termasuk otonomi keuangan dan manajemen organisasi.'

Jika membaca pendekatan konseptual di atas, model, dan
prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim, menja
yang sangat krusial bagi tegaknya prinsip kemerdek %
kehakiman. Studi Garoupa dan Ginsburg Z&e} ahwa
“the selection of judges is a central factor j % ories of judicial
independences. Judges who are depen @ ) upon the person
who appoints them cannot be reliedupog t ver natural, legitimate,
and high quality decisions”.*

3
%ya mendapatkan proteksi (insularity
n

baik dalam proses pengangkatan, masa
erhentiannya. Dalam hal ini, pengangkatan

is

rezi asuk dan pemberhentiannya. Masa jabatan jabatan
defimitif dan tidak mengikuti tenggat waktu masa jabatan di
pemerintahan. Kemudian, hakim hanya bisa diberhentikan dalam
masa jabatannya dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur

secara rigid melalui hukum tertulis."

Praktik pengangkatan hakim agung di Amerika kerap
mendapatkan kritik oleh para ilmuwan. Di antaranya Smith

12 Lars P. Feld and Stefan Voigt, “Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country
Evidence Using a New Set of Indicators,” SSRN Electronic Journal, ahead of print, 2003, 497,
https://doi.org/10.2139/ssrn.395403.

13 Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial
Independence,” American Journal of Comparative Law 57, no. 1 (2009): 103-34, https://doi.
0rg/10.5131/ajc1.2008.0004.

14 Kristy Richardson, “A Definition of Judicial Independence,” The UNE Law Journal 2, no. 1
(2005): 75-96
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yang menilai keterlibatan Presiden secara langsung dalam proses
penunjukkan akan mengganggu independensi hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara. Kalkulasi politik Presiden yang
dominan, pemilihan hakim agung kerap menuai politisasi. Baginya,
pencalonan hakim agung di Amerika memicu munculnya berbagai
kepentingan politik. Pihak-pihak terkait, seperti pemerintah,
parlemen, dan Mahkamah Agung (MA). Tak bisa dipungkiri praktlk
tersebut mendorong Presiden untuk menominasikan seseo, an

mempunyai latar belakang ideologi dan preferen31 1]
sama dengannya. Sejarah Amerika mencatat ﬁ

etua
ehakiman

MA sangat penting bagi sejarah perjalan 3
dan berpengaruh besar terhadap pe
Mereka adalah John Marshall a 180},
dan Abe Fortas pada 1968 q'
Berkaca pad
transisipolitik di

negara tersebut.
ar]l Warren pada 1953,

Amerika, tidak sedikit negara pasca
mudlanmengadopsﬂembagaataukomlsl
dzczal council) (judicial commission) (national
komisi yudisial) di dalam perubahan konstitusinya
tigasi besarnya kepentingan politik dalam pengangkatan
agung. Tidak hanya peran di bidang pengangkatan hakim,
]udzaal council juga berperan sebagai organ independen yang bekerja
profesional dalam menegakkan kehormatan dan profesionalisme
hakim. Tidak sedikit dari model-model judicial council yang diadopsi
di Eropa bahkan memiliki fungsi administratif peradilan (judicial
self administration) untuk mengelola pendidikan, promosi, mutasi
sampai dengan pemberhentian hakim.'®

Dalam perkembangannya, positivisasi norma atas jaminan
prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan institusionalisasi
lembaga independen sejenis judicial council faktanya tidak selalu

15 Christopher E. Smith, Critical Judicial Nominations and Political Change: The Impact of Clarence
Thomas (Praeger, 1994), 17.

16 David Kosat et al, “The Case for Judicial Councils as Fourth-Branch Institutions,”
European Constitutional Law Review 20, no. 1 (2024): 82-119, https://doi.org/10.1017/
51574019624000038.
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mampu menahan politisasi terhadap hakim dan peradilan. Isu regresi
maupun competitive authoritarian yang disampaikan pada bagian
awal artikel ini menunjukkan fakta bahwa pasca demokratisasi 90’an,
negara-negara telah memiliki aturan-aturan formal yang lebih baku
dalam konstitusinya, tetap diterpa isu politisasi hakim dan peradilan.

Dixon dan Landau'” menguraikan politisasi hakim dan lembaga
peradilan (court capture) justru dilegitimasi atas nama hukum.

Terdapat dua tren politisasi yang berkembang di bawah pemimpin-
A
n

pemimpin populis saat ini. Pertama ialah court packing dan

ialah court curbing. Adapun secara konseptual Dixoﬁ

membaginya dalam tipologi berikut: \<

Politisasi P

Mengurangi atau
dari komposisiyna
Pemberhentian Kim dalam masa Pengurangan fasilitas hakim dan
j reha alasan politis peradilan

mlah Pemotongan anggaran peradilan

h usia pensiun

Membatasi yurisdiksi pengadilan

Politisasi pengangkatan hakim

Mengontrol interpretasi hakim

Pendisiplinan melalui sanksi
administratif

Membatasi kewenangan
peradilan dan lembaga negara

independen

Sumber: telah diolah oleh penulis

Sekurang-kurangnya ada tiga tujuan utama court packing
dilakukan oleh rezim. Pertama, pemerintah atau parlemen memilih
hakim yang loyal dan memiliki sikap politik yang sama dengan
mereka.'® Kedua, calon hakim sendiri merupakan anggota parlemen

17 Dixond and David Landau, Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the
Subversion of Liberal Democracy, 92.

18 Adam Chilton et al., “The Endgame of Court-Packing,” SSRN Electronic Journal, Elsevier BV,
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dan aktif dalam partai politik. Ketiga, pemilihan hakim agung atas
dasar balas jasa politik. Tiga pola politisasi inilah yang menyebabkan
independensi hakim dan peradilan terganggu. Hakim dan peradilan
dibuat tunduk pada kepentingan politik, sehingga hakim-hakim
kehilangan independensi dan imparsialitas hakim dalam memutus
perkara.'®

Sementara court curbing dilakukan untuk mele
orgamsa31 lembaga peradllan dengan tujuan membuat keter

mengganggu cara kerja lembaga pe 2
pada negara-negara yang sec e"lembaga demokrasinya
eksis, aturan-aturan 1 dijamin dalam konstitusi, tetapi

pelemahan indepe radilan tetap dilakukan secara eksesif.

2. me Court Polandia
arfgan Andrejz Duda sebagai Presiden pada Pemilu
2 020 silam, turut berpengaruh pada kualitas demokrasi

di Polandia. Duda merupakan Presiden dua periode yang diusung
dari partai yang sama, yaitu Partai Hukum dan Keadilan (PiS). PiS
sebagai ruling party dikenal sebagai partai yang menolak yuristokrasi.
Bagi mereka fungsi peradilan sebagai alat kontrol kekuasaan dinilai
sebagai ancaman terhadap populisme. Tidak heran kebijakan-
kebijakan yang dipilih Pis lebih dominan untuk mensubordinasi
kemerdekaan kekuasaan kehakiman.”

2021, 1-28, https://doi.org/10.2139/ssrn.3835502.

19 David Kosat and Katarina Sipulova, “Comparative Court-Packing,” International Journal of
Constitutional Law 21, no. 1 (2023): 80-126, https://doi.org/10.1093/icon/moad012.

20 Joshua Braver, “The Myth of Recurrent Court-Packing,” SSRN Electronic Journal 61, no. 8
(2019): 2749-8086, https://doi.org/10.2139/ssrn.3483927.

21 Aleksandra Kustra-Rogatka, “The Hypocrisy of Authoritarian Populism in Poland: Between
the Facade Rhetoric of Political Constitutionalism and the Actual Abuse of Apex Courts,”
European Constitutional Law Review 19, no. 1 (2023): 25-58, https://doi.org/10.1017/
s1574019622000499.
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Sejak2015, partaiPiStelahmemanipulasikekuasaankehakiman
Polandia dengan undang-undang yang didesain untuk mengurangi
kemampuan organisasi peradilan dalam bertindak sebagai pengawas
terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan berbagai
cara, mereka telah memberlakukan aturan prosedural yang
melumpuhkan pengadilan, termasuk mengangkat hakim agung yang
pro terhadap kebijakan PiS. Ada tiga bentuk politisasi yang dilakukan
pemerintah Polandia terhadap Supreme Court. Pertama, pelemahan
lembaga independen Dewan Nasional Kehakiman (judicial council)

dengan merekomposisi anggota judicial council Polandia\melal

perubahan undang-undang. Awalnya, pengangkata® peng tan
hakim agung, dilakukan oleh judicial council\L tersebut
terdiri dari 25 anggota yang terdiri datj ala orang hakim

dari berbagai majelis peradilan,
parlemen (sejm) dan Ketua u

sisanya ditunjuk oleh

Pada tahun esiden Andrzej Duda mengesahkan
undang-undang b ri parlemen (Sejm) wewenang untuk

menunjuk_a

cial council. Undang-undang tersebut juga
ege i masa jabatan hakim yang sedang bertugas di
al ‘beun zl sekaligus mengganti 15 anggota baru yang dipilih
Parlemen (Sejm) secara efektif mengambil alih kendali
pengangkatan hakim agung di Polandia.?®

Setelah merekomposisi anggota judicial council, parlemen
menurunkan batas usia pensiun bagi para hakim agung yang sedang
menjabat. Awalnya usia pensiun hakim agung 67 tahun bagi hakim
perempuan dan laki-laki, kemudian diturunkan 60 tahun bagi hakim
perempuan dan 65 tahun bagi hakim laki-laki. Konsekuensinya,
judicial council yang telah dipolitisir anggota-anggotanya, memiliki

22 Justin T. Callais and Gor Mkrtchian, “Court-Packing and Judicial Manipulation,”
European Journal of Political Economy 83 (June 2024): 102536, https://doi.org/10.1016/j.
ejpoleco.2024.102536.

23 David Kosaf, “Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-
Governance in Europe,” German Law Journal 19, no. 7 (2018): 1567-612, https://doi.
0rg/10.1017/52071832200023178.\\uc0\\u8221{} {\\i{}German Law Journal} 19, no. 7 (2018

I
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peran untuk mengangkat sebanyak 40% hakim baru yang loyal
terhadap PiS. Hakim-hakim yang melebihi batas maksimal usia,
dipaksa untuk pensiun dari Supreme Court. Tindakan tersebut
disambut dengan kritik tajam dari European Network Council for
Judiciary (ENCJ). **

Kritik tidak hanya datang dari ENCJ, bahkan hakim-hakim di
Supreme Court menolak keras hakim-hakim baru yang lahir melalui
hasil seleksi judicial council. Isu penolakan hakim-hakim Supreie Gou
terhadap hakim-hakim baru membawa gejolak bes re al

tersebut, Sejm mengeluarkan kebijakan kontrov a Muzzle
Law. Undang-undang ini menjustifikasi im-hakim di
ritis terhadap PiS

Supreme Court terutama yang meny
Senjata sanksi disiplin telah mé
PiS. Di Polandia, sanksi disiplin hakim ditangani oleh majelis disiplin,
sebuah lembaga yangidibeatukoleh PiS sebagai ruling party pada tahun
2017. Majelis tersebutidipiznpin oleh jaksa yang ditunjuk oleh Menteri
Kehaki notabene diangkat oleh PiS.?

Law memberi wewenang kepada majelis disiplin untuk
m jukan tuntutan hukum terhadap hakim yang mempertanyakan
platform partai yang berkuasa. Bahkan, muzzle law melegitimasi
pemerintah Polandia untuk memecat hakim, atau memotong
gaji mereka, karena menyuarakan penolakan terhadap undang-
undang yang ditujukan kepada lembaga peradilan, atau karena
mempertanyakan legitimasi pengangkatan hakim baru.?

Peristiwa ini sekaligus menegaskan tren politisasi peradilan
dilakukan atas nama hukum. Umumnya dilakukan untuk

24 Caterina Chiopris and Monika Nalepa, “Democratic Backsliding in Poland in Light of Rule of
Law Accountability to the European Union,” Emory Law Journal 73, no. 5 (2024): 1291-316.

25 Laurent Pech et al., “Poland’s Rule of Law Breakdown: A Five-Year Assessment of EU’s (In)
Action,” Hague Journal on the Rule of Law 13, no. 1 (2021): 1-43, https://doi.org/10.1007/
s40803-021-00151-9.

26 Lukasz Bojarski, “Judicial Resistance: Missing Part of Judicial Independence? The Case of Poland
and Beyond,” Ofiati Socio-Legal Series 15, no. 2 (2025): 662-700, https://doi.org/10.35295/
osls.iis].1893.

|

4 &
“. "l 184 BUNGA RAMPAI

D




Dr.IdulRishan, S.H., LL.M

mensubordinasi independensi supreme court.’” Melalui PiS sebagai

ruling party politisasi dilakukan dengan teknik court packing dan court
curbing. Court packing dilakukan dengan politisasi pengangkatan
hakim agung, perubahan masa jabatan atau pensiun hakim dan
pendisiplinan paksa yang dilakukan kepada hakim-hakim yang
menentang kebijakan PiS atau ruling party. Selain itu, Court curbing
dilakukan dengan pemotongan gaji dan pelemahan lembaga negara
independen seperti judicial council.

3. Kasus Politisasi Supreme Court Hungaria h\)
en

Berawal dari hasil pemilu pada tahun 2010,k artai
&; an prinsip
elah memenangkan
ir pada April 2022.
ahwa kemenangan Orban
dan Partai Fidesz dalangempat pemtilu terakhir tidak bisa dilepaskan
dari tiga hal. Pert me an sistem pemilu yang tidak fair dan
kompetitif aluil\rekayasa pembentukan hukum negara seperti
halnya gkadya%a Jumlah kursi parlemen dan menentukan syarat
@ a, memegang kontrol terhadap pers dan membatasi
rs khususnya untuk merawat isu-isu pemerintahan yang
kontra produktif terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga, mematikan
peran oposisi parlemen.?

Fidesz turut berpengaruh pada tatanan sup
konstitusionalisme di Hungaria. Partai
empat pemilihan umum berturu
Hasil studi Schepelle mengungkapka

Politisasi peradilan yang dilakukan lebih dibanding praktik
di Polandia. Dampak kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih
besar mengingat politisasi Supreme Court dilakukan atas nama
Fundamental Law atau konstitusi Hungaria.” Fidesz sebagai ruling

27 Xiao Wang, “In Defense of (Circuit) Court-Packing,” Michigan Law Review Online, no. 119
(2020): 32-45, https://doi.org/10.36644/mlr.online.119.22.defense.

28 Kim Lane Scheppele, “How Viktor Orban Wins,” Journal of Democracy 33, no. 3 (2022): 45-61,
https://doi.org/10.1353/j0d.2022.0039.

29 Timea Drinéczi and Agnieszka Bien-Kacata, “Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary
and Poland,” German Law Journal 20, no. 8 (2019): 1140-66, https://doi.org/10.1017/
£1j.2019.83.
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party bersama koalisinya, mengubah konstitusi pada tahun 2011
dengan menurunkan usia pensiun hakim dari 70 tahun menjadi
62 tahun. Pasca pemberlakuannya pada 1 Januari 2012, 277 hakim
dipensiunkan paksa oleh pemerintahan Orban. Aturan usia pensiun
maksimum yang baru, juga menyebabkan pemecatan secara de facto
20 dari 74 hakim agung Supreme Court. Termasuk Ketua Supreme
Court Andres Baka yang juga menjadi ex offico ketua National Judicial
Commission (lembaga sejenis judicial council) di Hungaria. 3

harus mengakhiri tugasnya akibat ketentuan peralih y%

s

aka
akibat perubahan konstitusi Hungaria 2011. ik agai

salah satu hakim yang vokal menyuaraka p politisasi

kemerdekaan kekuasaan kehakiman oleh Orban.*
Perubahan secara menddsa gke uasaan kehakiman di
Hungaria juga berdam ada gangkatan hakim. Pemerintah
Orban membentu sional Kehakiman yang baru, yang
sebagian besar menggantikan peran National Judicial Commission.
, dang administrasi peradilan memisahkan
i1 erlal jabatan hakim ke Kantor Nasional Kehakiman yang
dipilih oleh partai Fidesz. Politisasi terhadap National
fal Commission bertujuan untuk mengontrol independensi
hakim di bawah kuasa pemerintah. Akibatnya National Judicial

Commission memiliki peran yang sangat terbatas dalam menjaga
etika dan profesionalisme hakim.!

Berkaca pada fenomena di atas, politisasi Supreme Court atau
yang juga dikenal dengan istilah court capture dilakukan oleh Orban
dan Fidesz secara kontroversial. Polanya hampir sama dengan
Polandia. Teknik court packing dilakukan dengan mempensiunkan dini
para hakim dan court curbing dengan pelemahan peran judicial council

30 David Kosa# and Katarina Sipulové, “The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism:
Baka v. Hungary and the Rule of Law,” Hague Journal on the Rule of Law 10, no. 1 (2018): 83—
110, https://doi.org/10.1007/s40803-017-0065-y.

31 Gébor Halmai, “The Early Retirement Age of the Hungarian Judges,” in EU Law Stories, 1st ed.,
ed. Fernanda Nicola and Bill Davies (Cambridge University Press, 2017), 471-488, https://doi.
0rg/10.1017/9781316340479.024.

|

4 &
“. "l 186 BUNGA RAMPAI

D




Dr.IdulRishan, S.H., LL.M

dalam pengangkatan hakim agung. Bahkan, Hungaria melakukannya
dengan sempurna melalui praktik perubahan konstitusi secara
otokratik.*? Fenomena ini patut menjadi alarm atau perhatian semua
elemen masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hungaria dan
Polandia, lembaga-lembaga peradilan dapat terkikis dengan cepat
melalui rezim pemerintahan yang secara notabene lahir dari proses
pemilihan umum yang diklaim demokratis.*

4. Refleksi untuk KY dan Ancaman Politisasi
Konteks perbandingan di atas memberikangpe
lusi
e

bahwa politisasi Supreme Court (court capture) beri j ebih
kompleks. Dua konteks perbandingan di atasjustyu m

erlihatkan
politisasi dapat dilakukan atas nama ersifat formal.
Dua puluh tahun eksistensi KY %ﬂ a negara independen,
tentunya perlu untuk mer, p(%:m emitigasi bentuk politisasi
yang kemudian merusdR pyinsip-prinsip kemerdekaan kekuasaan

kehakiman. Minijmal\ada refleksi kritis yang perlu direspons
KY terhada itiasi dalam bentuk court packing maupun court

curbi gO
R$litisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Komisioner

Kemunculan komisi-komisi negara independen pasca
demokratisasi politik, faktanya menyisakan implikasi politis yang
turut memengaruhi kinerja kelembagaan. Desain konstitusional
pengangkatan Anggota KY memberikan ruang yang sangat besar
bagi partai politik dalam memilih dan memberikan persetujuan.
Kendali normatif ini secara tidak langsung membuat barrier dalam
pengangkatan komisioner. Berkaca pada pengalaman Komisi

32 Idul Rishan, “Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan Di Hungaria Dan Risiko
Perubahan Formal Undang-Undang Dasar: Autocratic Constitutional Change: A Comparative
View in Hungary and The Risks of Formal Change Indonesian Constitution,” Jurnal Konstitusi
22,no0.1 (2025): 001-019, https://doi.org/10.31078/jk2211.

33 Juan Diego Arregui Acosta, “European Union Backsliding in the Rule of Law: The Hungarian
Case,” Foro: Revista de Derecho, no. 40 (July 2023): 143-59, https://doi.org/10.32719/263124
84.2023.40.8.
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Pemberantasan Korupsi (KPK), pengangkatan komisioner melalui
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan titik rawan terjadinya
politisasi. Demikian halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), praktik
pengangkatan komisionernya menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari paket politik partai koalisi di DPR.

Artinya, implikasi politis yang paling nyata dari eksistensi
KY sebagai komisi negara independen adalah terbukanya pengaruh
penguasaan politik dalam proses pemilihan di DPR. Su
prosedur pengangkatan komisioner telah melibat
Seleksi (Pansel), tarik ulur kepentingan partai i%n
terhindarkan. Akibatnya dalam setiap :
kali mengemuka ialah munculny.

=

shHal yang sering

as jasa atau deal-deal

politik tertentu antara DPR didat calon komisioner.

Hemat penulis, ada relagiyang terputus antara cara kerja Pansel dan

persetujuan komisquE i, DPR. Minimnya prinsip meritokrasi
s

dalam hal relasi B DPR menyebabkan pengangkatan calon
lebih banyak didominasi secara politis di DPR.**

hanya soal pengangkatan, dalam hal pemberhentian
an omisioner KY, DPR merevisi Peraturan Tata Tertib
Norhor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR) dengan
menyisipkan kewenangan DPR untuk mengevaluasi pejabat negara
yang sebelumnya melewati fit and proper test dan ditetapkan melalui
rapat paripurna. Ketentuan ini menebalkan posisi DPR untuk
mengganggu independensi KY sebagai komisi negara independen.
Relasi kuasa demikian memperlihatkan masih rentannya politisasi
antara KY dengan partai politik di DPR. Poin ini menjadi bagian
yang sangat memengaruhi performa kelembagaan atau pelaksanaan
kewenangan KY. Problem empirik tersebut jelas berpengaruh pada
independensi kelembagaan KY, terutama dalam hal perannya
mengusulkan calon hakim agung di DPR.

34 Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi
Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi, Cetakan ke-1 (PT RajaGrafindo Persada,
2016), 164.

|

4 &
“. "1 188 BUNGA RAMPAI

D




Dr.IdulRishan, S.H., LL.M

Membentengi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

20 Tahun lebih kiprahnya sebagai komisi negara independen,
KY memiliki peran dalam membentengi prinsip kemerdekaan
kekuasaan kehakiman. Makna “wewenang lain” yang ditentukan
melalui konstitusi salah satunya ialah menjamin kiprahnya dalam
menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Memang tidak mudah
bagi KY, karena dalam 10 tahun pertama, KY diguncang dengan isu
konstitusionalitas kewenangan yang diterjemahkan pada undang-

undang. Hemat penulis, energi KY cukup terkuras banyak™pasca
rentetan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang n%
p

berbagai kewenangannya. Eksistensi KY tidak begijtu ta alam
menjaga isu-isu yang mengancam d %&: erdekaan

an
kekuasaan kehakiman. 9
KY memiliki peran strateggs dal entengi pembentukan
r

kebijakan pemerintah bai ubahan ataupun pembentukan
undang-undang di agai contoh misalnya, praktik court
% Perubahan ketiga undang-undang
MK) pada tahun 2020 dan pemberhentian
stitusi Aswanto, KY sama sekali tidak berperan
enjaga prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Benar
bahWa pasca ajudikasi konstitusional, MK telah mengeliminir peran
KY terhadap jabatan hakim konstitusi.*®* Namun, bukan berarti
melepaskan peran dan tanggung jawab KY dalam membentengi
kemerdekaan kekuasaan kehakiman. KY tetap merupakan pihak
terkait dalam segala bentuk kebijakan hukum pemerintah yang
berpotensi merusak prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

alam

Isulain misalnya kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan
hakim dan otonomi anggaran peradilan di MA. Peran KY sangat

35 Idul Rishan, “Constitutional Court Regression in Post- Democratic Transition: A Comparison
of Court Packing in Hungary, Poland, and Indonesia,” Constitutional Review 10, no. 2 (2024):
451-73, https://doi.org/10.31078/consrev1026.

36 Idul Rishan, “Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan
Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no.
2 (2019): 259-281, https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art3.
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diperlukan sebagai penghubung antara peradilan dan kebijakan
pemerintah. Peran KY sebagai penghubung merupakan peran yang
lazim diimplementasikan oleh lembaga independen sejenis judicial
council di berbagai negara guna merawat isu-isu kemerdekaan
kekuasaan kehakiman.®” Peran strategis KY perlu dioptimalkan
guna mengantisipasi pembentukan kebijakan dalam politik legislasi
pemerintah seperti misalnya perubahan UU-MA, UU-KY, UU—MK
maupun Rancangan Undang-Undang Jabatan Haklm

27/ PUU-
XI/2013 menguatkan posisi konstit am pengangkatan
calon hakim agung. MK dal erkar. menyatakan bahwa,
keterlibatan DPR dalam tan aklm agung hanya dalam
bentuk memberlka an terhadap calon hakim agung yang
diajukan oleh K 1tetapkan oleh Presiden sebagai hakim
agung. A gan DPR bukan dalam bentuk memilih calon
31 n atas kewenangan DPR untuk memilih calon hakim
pakan pelanggaran serius terhadap konstitusi.

hakim.
aalz; .
Dalam praktiknya, putusan ini tidak diimplementasikan

secara konsekuen oleh DPR. Faktanya, makna persetujuan tetap
dimaknai oleh DPR untuk melakukan pemilihan serta fit and proper
terhadap calon hakim agung yang telah diusulkan oleh KY. Penulis
membaca terjadi pergeseran kuasa pengangkatan calon hakim agung
dari KY kemudian beralih ke DPR. Original intent BAB IX UUD NRI
Tahun 1945, kehadiran DPR sebenarnya tidak diperuntukan untuk
melakukan supervisi terhadap hasil kinerja KY. Ada kekeliruan
dalam memahami konteks checks and balances sebagaimana
didesain dalam konstitusi. DPR bukanlah episentrum kekuasaan
dalam menentukan proses seleksi calon hakim agung. Ada prinsip

Politisasi Pengangkatan Calon Hakim Agu
Sungguhpun Putusan MK N %
a

37 Idul Rishan and Abel Putra, “Model & Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi Dengan
Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan Dan Mongolia.,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, no. 3
(2017): 351-68, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art1.
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kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang juga melekat pada Pasal
24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang seharusnya menutup ruang
partai politik untuk memilih dan menentukan calon hakim agung.
Tujuan utamanya ialah mencegah terjadinya redundancy terhadap
cara kerja yang telah dilakukan oleh KY. Intensi pelibatan DPR dalam
konteks persetujuan sebenarnya tidak dalam kapasitas memilih dan
menyeleksi ulang calon yang diusulkan oleh KY. Sifat persetujuan
itu dalam kapasitas “right to confirm” bukan dalam bentuk “right to

select” *® '\ﬂl

Hemat penulis, terdapat tiga konsekuensi dal "%1 1
makna persetujuan (right to confirm) DPR ketik rapkan fungsi
checks and balances sebagaimana dimaksu %;h ertama, ialah
fungsi supervisi terhadap prosedur sgl @t dilakukan oleh
KY. DPR perlu melihat kepatu r #6rmil tahapan-tahapan
seleksi yang dilakukan sebagaimana ditéfitukan oleh undang-undang.

Kedua, melakukan supefvisi terhadap kesesuaian jumlah formasi yang
dibutuhkan MA alisa8i hasil seleksi sebagaimana diajukan oleh
KY. Ketigg, fi ilkentrol terhadap kejadian luar biasa (force majeur).
DP i akan haknya dalam hal calon hakim agung yang

stilkag terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela
seb ana dimaksud oleh konstitusi, kondisi kesehatan yang
menyebabkan calon hakim agung tidak lagi memenuhi persyaratan
sebagai hakim agung ataupun meninggal dunia.

Tiga indikator di atas menunjukkan adanya garis demarkasi
yang memisahkan peran KY dan peran DPR. Di satu sisi makna
persetujuan merupakan fungsi kontrol lembaga perwakilan, tetapi
di sisi lain ada prinsip-prinsip jaminan kemerdekaan kekuasaan
kehakiman yang dijunjung tinggi dalam proses seleksi hakim.
Hal ini diperuntukan untuk menutup ruang politisasi dan tarik
menarik kepentingan antara koalisi partai di DPR dan figur hakim

38 Idul Rishan, “Relasi Kekuasaan Komisi Yudisial - Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden
Dalam Pengangkatan Hakim Agung,” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 7, no.
2 (2017): 54, https://doi.org/10.28932/di.v7i2.716.
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yang diajukan. Isu ini perlu menjadi perhatian penting seluruh
elemen masyarakat sipil. Hasil riset penulis dan Mochtar pada tahun
2025 menunjukan bahwa perkembangan partai politik dan sistem
kepartaian pasca reformasi tidak berkembang cukup rapi dari sisi
kelembagaan bahkan platform ideologi yang digunakan. Partai-partai
cenderung pragmatis dalam memperebutkan kekuasaan tertentu
(rent-seeking) termasuk menetapkan pejabat-pejabat publik yang
dianggap loyal dengan kepentingan partai.*

C. Penutup 'X%\,;
Berdasarkan penyajian data damnga % i atas, artikel ini
menitipkan pesan pengingat bahasga\tren) polifisasi peradilan (court
ev
me

capture) telah berkembang pa ang jauh lebih kompleks.
Aturan-aturan formal ;X’

kehakiman dan per. judicial council) sebagai lembaga negara
independeny@a idak selalu mampu membentengi organisasi

peradil

D ontoh negara seperti Polandia dan Hungaria yang
disdjikan penulis menunjukan tren politisasi yang dilakukan
pada dua wilayah. Pertama, politisasi melalui teknik court packing
dimana kebijakan-kebijakan pemerintah ditujukan untuk merusak
independensi jabatan hakim pada semua level organisasi peradilan
termasuk hakim agung. Perubahan usia pensiun hakim menjadi
tren yang paling sering dilakukan untuk memberhentikan paksa
hakim-hakim yang kritis dan tidak loyal terhadap pemerintah.
Kedua, politisasi melalui court curbing dimana pelemahan dilakukan
dengan mengerdilkan organisasi peradilan dan lembaga sejenis
judicial council. Sebagai lembaga negara independen, judicial council
dipolitisir dengan merekomposisi keanggotaannya dan membatasi
peran dan kewenangannya. Tidak heran jika pintu masuk politisasi

min kemerdekaan kekuasaan

39 Zainal Mochtar and Idul Rishan, “Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam
Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi,” Jurnal Mimbar Hukum 37, no. 5
(2025): 233-261, https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145.
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pengangkatan hakim agung dilakukan dengan melemahkan cara
kerja lembaga sejenis judicial council. Menariknya tren politisasi
itu dikemas dengan aturan-aturan hukum formal baik melalui
pembentukan atau perubahan undang-undang, maupun dengan
perubahan konstitusi.

Dua puluh tahun kiprah KY sebagai lembaga independen,
seyogianya perlu diikuti dengan refleksi kritis terhadap tantangan
kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kontribusinya @

da

merespons isu court capture. Di Indonesia, tren p011tlsa31

MA perlahan berkembang sampai pada teknik court
court curbing sebagaimana dilakukan pada Pol a d ngaria.
Bahkan tren dan kondisi faktual terseb an dengan

sempurna terhadap MK. Domina n1 partal koalisi
pemerintah masih menjadi A@ rdekaan kekuasaan
kehakiman dan secara tidakdang gganggu kinerja KY dalam
pengangkatan calo m ung’ Disadari atau tidak, dua puluh
tahun eksistensi i m memiliki posisi tawar yang kuat
dalam ongi a alon hakim agung. Posisinya dengan partai
dan 's@ ian di DPR sangat lemah akibat syarat pencalonan

sio ang masih ditentukan oleh hegemoni partai politik.
Perannya dalam menominasikan calon hakim agung kerap dipolitisir

dengan kuasa DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon
hakim agung.

k%%

I
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Pendahuluan \j \>

tika dapat dimaknai dalam
etika dapat disebut seba@ail filSafaf moral. Artinya, di dalam
etika, yang dijadi jek refleksinya adalah moral; dan moral
sendiri adalah kebai ia sebagai manusia.” Dalam menjalani
kehidupann nusia memiliki banyak status. Moralitas
seseorapgi ilihat dari kebaikannya secara parsial sebagai

baikdtatkala menjalani pekerjaannya sebagai hakim saja, melainkan
harus karena ia baik sebagai rekan kerja, orang tua, anak, menantu,
tetangga, warganegara, dan sebagainya.

Namun, apakah yang disebut “baik” itu? Apakah “baik” sama
maknanya dengan “adil”? Pemahaman tentang konsep-konsep

1 Dosen pada Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta, mengampu
mata kuliah filsafat hukum dan etika profesi hukum. Penulis juga adalah guru besar tamu
pada program doktor hukum di Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan
Universitas Sumatera Utara, untuk mata kuliah filsafat ilmu, filsafat hukum, dan/atau metode
penelitian hukum.

2  Franz Magnis-Suseno et al., Etika Sosial (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 2.
Menurut James Rachels, Filsafat Moral, terjemahan A. Sudiardja (Yogyakarta: Kanisius, 2004),
hlm. 40, secara minimum moralitas merupakan usaha untuk membimbing tindakan seseorang
dengan akal, yakni untuk melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi bobot
yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena oleh tindakan itu.
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demikian sangat penting ditampilkan di dalam diskursus etika agar
setiap konsep dapat diberi makna yang jelas dan digunakan secara
tepat. Tugas penertiban konsep seperti ini, dalam kajian etika,
diserahkan kepada cabang yang disebut metaetika. Cabang ini akan
mendukung kinerja cabang etika lainnya, yaitu etika deskriptif dan
etika normatif.

Ketika seorang hakim dihadapkan pada dilema moral gntuk
membuat keputusan, misalnya apakah akan menghukum

menghukum seumur hidup terhadap seorang pelakuke
maka ia perlu terlebih dulu mendeskripsikan seedra

konkret. Hakim harus
dapat dituntaskan. e ikian, harus ada etika normatif yang
a gar suatu dilema moral dapat diakhiri.
Asas-asas=s n dubio pro reo; (2) in dubio pro natura; (3) in
dubid’ cé @ ; dan (4) ikhtiyar al-ahwan, dalam kaca mata etika
. contoh-contoh panduan di dalam etika normatif. Kita
dapat menyimpulkan bahwa etika profesi, termasuk yang termaktub

dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sarat
bermuatan ketentuan yang berciri etika normatif.

Berangkat dari paparan tersebut, dapat dipahami keterkaitan
semua itu dengan tuntutan agar setiap penyandang profesi hakim
bersikap konsisten dalam memegang teguh etika profesinya. Di
sinilah muncul konsep integritas (dari kata “integer” yang berarti
utuh, lengkap, tidak terpecah).® Penilaian terhadap moralitas,

3 Bandingkan dengan rumusan dalam the Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), yang
menyebut integritas hanya salah satu saja dari prinsip yang ada. Prinsip-prinsip yang dimaksud
terdiri dari independence, impartiality, integrity, propriety, equality, competence, dan diligence.
Integritas tidak diberi definisi, namun dapat disimpulkan bahwa penerapan integritas hakim
ditekankan pada dua hal: (1) menunjukkan penampilan yang bebas dari kecurigaan (bertolak
dari pengamatan yang objektif) dan (2) mendapat kepercayaan publik (tercermin dari keadilan
yang memang tampak dan nyata dilakukan).
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dengan demikian, baru dapat disimpulkan setelah melalui kurun
waktu tertentu yang relatif panjang. Integritas adalah karakter moral
yang telah lulus dalam berbagai ujian. Tolok ukur yang paling penting
terhadap integritas ini adalah kepercayaan publik (public trust) dan
penerimaan publik (public acceptance).*

Titik pangkal dari etika dan integritas hakim di Indonesia
dapat ditemukan rumusannya dari rangkaian kata yang selalu
tercantum pada kepala putusan pengadilan, yaitu “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah pugusah inj
dengan mudah dapat dilacak keterkaitannya dengan pfins i
etika yang tercantum dalam KEPPH. Irah-ir, i_menunjukkan
pertanggungjawaban moral penyandang prefesi i terfladap seluruh

proses dan isi putusan yang telah ditétap aik kepada diri

sendiri dan keluarganya, insti %t W4 berdinas, komunitas

keilmuan hukum vyang ditekurty, p pihak yang berperkara,

masyarakat luas, ba g%ﬂ negdra, serta Tuhan Yang Maha Esa.
t

Tanggung jawab fferSeb nsyaratkan keutuhan moral seorang

b

manusia a.

sendiri akan mengangkat isu tentang etika dan
akim ini dalam perspektif yang berbeda. Di sini pembaca
tidak’ akan diajak untuk meyakini tentang pentingnya etika dan
integritas bagi profesi hakim, mengingat pertanyaan retoris sepertiitu
pasti akan sampai pada satu kesimpulan jawaban yang sama.” Namun,
seiring dengan perubahan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat,
tetap muncul pertanyaan mengenai seberapa signifikan etika dan
integritas ini harus dituntut bagi profesi hakim dibandingkan dengan
profesi lain pada umumnya. Dengan perkataan lain, apakah etika dan

in

4 Mengenai hal ini bandingkan dengan tulisan Jonathan Soeharno, The Integrity of the Judge: A
Philosohical Inquiry (Farnham: Ashgate, 2009), hlm. 23-25, 139.

5 Semula penulis diminta (di dalam kerangka acuan kerja) untuk mengangkat topik tentang
etika dan moral. Etika adalah filsafat moral, sehingga kedua konsep itu pasti akan banyak
bersinggungan. Untuk itu, penulis memutuskan mengambil konsep baru, yaitu integritas
sebagai prinsip penting yang menjaga konsistensi sikap bagi setiap profesi luhur, khususnya

hakim.
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integritas hakim harus diberi aksentuasi lebih dibandingkan dengan
profesi lain, sehingga ia memiliki keunikan tersendiri?

Sistematika tulisan ini akan diuraikan dengan meminjam pola
dialektika sistematis sebagaimana pernah dicontohkan oleh Thomas
Aquinas (1225-1274) dengan sejumlah modifikasi. Sistematika ini
dimulai dari pertanyaan utama (quaestio); diikuti dengan keberatan-

keberatan (objectiones); pernyataan otoritatif (sed contra) yang d@

sebagai tinjuan literatur; tanggapan penulis (respondeo dicen
dan terakhirjawaban atas keberatan-keberatan (ado

% a selalu

ga kemudian

terdapat artikel-artikel pendek yan 3 eseluruhan jawaban

contoh yang diberikan oleh Aquinas, setiap pe

pertanyaan turunan itudi i culkan sebagai artikel terpisah
dan sengaja disatu

utama. Bagian tityj iteratur dan tanggapan penulis, di dalam
tulisan 4 an menjadi pembahasan, sedangkan jawaban
at : beratan dijadikan sebagai penutup tulisan.

Pertanyaan Utama

Sebagaimana disinggung dalam bagian pendahuluan, satu
pertanyaan yang ingin dijawab adalah tentang seberapa unik etika
dan integritas hakim ini dibandingkan dengan profesi lain, termasuk
sesama profesi yang mengklaim dirinya sebagai profesi luhur?
Hal ini perlu dipertanyakan karena memang akan berimbas pada
pertanyaan-pertanyaan turunannya, seperti di mana posisi rasio
(akal budi) manusia dalam etika dan integritas profesi hakim, apakah
aspek heteronomi dan otonomi mengambil peran dalam etika profesi

6 Metode dialektika sistematis ini dikenal juga sebagai metode quaestio yang pernah digunakan
oleh Thomas Aquinas untuk menguraikan persoalan filsafat dan teologi, yang ia kembangkan
terutama dalam Summa Theologiae dan Summa contra Gentiles. Metode ini berakar dari tradisi
skolastik Abad Pertengahan, di mana perdebatan dan penyelidikan akademik dilakukan
dengan mengajukan pertanyaan (quaestio; pertanyaan; masalah) lalu membedahnya secara
terstruktur.
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dan integritas hakim, serta apakah keadilan berdasarkan ketuhanan
memiliki relevansi dalam etika profesi dan integritas hakim?

Keberatan-Keberatan

Paling tidak terdapat tiga keberatan untuk menempatkan
profesi hakim sebagai profesi yang perlu diberi keunikan tersendiri,
terlebih-lebih ditambahkan dengan label luhur (professio nobilis;

munus nobile; officium nobile). Keberatan-keberatan itu dapat
enyikapi

ditelusuri dari tiga posisi berdiri yang berbeda dalam
keberadaan profesi hakim.
Pertama, terdapat pandangan yang menyéta a hakim

bukan agen utama untuk mengawal h arena hukum
adalah produk budaya yang be
masyarakat. Oleh sebab itu, disebut baik dan buruk
secara moral sepenuh eradaWYdi luar kapasitas hakim untuk
mengontrolnya. pada otoritas heteronom di luar
dirinya, sehingga Sebehataya tidak ada etika dan integritas yang khas
dan spegi Katkan pada profesi ini. Perilaku individu hakim
engadilan, sesungguhnya ditentukan oleh pola di
, termasuk norma, institusi, kelas, jaringan kekuasaan,
teknelogi, dan sejarah. Dengan demikian, tidak relevan untuk memberi
tempat khusus bagi profesi hakim dengan cara menyematkan etika dan
integritas tersendiri. Etika dan integritasnya tunduk pada struktur
kemasyarakatan, sama seperti semua profesi pada umumnya.’

kuti perkembangan

Kedua, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa
penyandang profesi hakim adalah kelompok sosial yang perlu hidup

7 Pandangan ini antara lain sejalan dengan pemikiran Durkheim (fakta sosial yang cenderung
memaksa terhadap individu), Marx (relasi produksi dan ideologi merupakan struktur sosial
yang determinan), Parsons (masyarakat merupakan sistem tindakan yang terintegrasi oleh
norma-norma yang terjalin secara fungsional struktural), Althusser (hakim juga adalah
bagian dari aparat ideologis negara dan hukum adalah arena ganda yang bekerja lewat represi
sekaligus ideologi), dan Merton (hakim berada dalam sistem yang sarat strain [ketegangan
struktural] dan harus mengambil berbagai sikap, termasuk yang terburuk adalah retreatisme
atau kehilangan integritas).
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berdampingan dengan kelompok sosial lainnya. Profesi ini harus
mempertimbangkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan di
sekitarnya, seperti penguasa (terutama yang menentukan perjalanan
karir pekerjaannya), aparatur pemerintahan di pusat dan daerah,
serta profesi yang langsung bersinggungan dengan tugas keseharian
(kejaksaan, advokat). Di sini berlaku kompromi-kompromi praktis
(modus vivendi) di antara kelompok-kelompok berbeda, bukan karena
mereka sepakat pada nilai moral bersama, melainkan karena keagaan

memaksa mereka untuk hidup berdampingan. Stabilitagya u
adalah karena keseimbangan kekuatan dan entingan, bukan
konsensus normatif yang mendalam.®

Ketiga, terdapat realitas h a u hakim kerap
ditentukan oleh hal-hal yang rhanal Dengan demikian, tidak

ada pegangan nilai ya pat ediksi berkenaan dengan apa
yang dapat diputuska akim pada perkara-perkara serupa.
Tidak tertut inan susunan majelis hakim yang sama,
ketika aqili tau lebih perkara yang serupa, menghasilkan
di ri@ angat bertolak belakang.’

Pembahasan

Pembahasan di bawah ini ingin memberi jawaban tentang
sisi keunikan dari etika dan integritas hakim, sehingga ia memiliki
tempat berbeda dengan etika dan integritas profesi-profesi lainnya.

8 Bandingkan dengan pemikiran Hobbes (orang tunduk pada Leviathan bukan karena setuju
secara moral, tetapi karena lebih baik daripada hidup dalam prahara), H.L.A. Hart (hukum
berlaku karena ada fakta sosial berupa penerimaan kompromis pemilik otoritas, bukan karena
adanya kesepakatan moral masyarakat), Joseph Raz (hukum memperoleh legitimasi karena
fungsinya memberikan alasan praktis bagi warga untuk bertindak secara terkoordinasi), dan
John Gray (stabilitas politik hanya mungkin melalui kompromi praktis, bukan konsensus
moral universal).

9 Pandangan demikian didukung oleh O.W. Holmes Jr. (hakim-hakim tidak bekerja hanya
dengan logika normatif, melainkan dengan intuisi, kebiasaan, dan pengalaman), Frank
(putusan hakim sering dipengaruhi psikologi pribadi, bahkan faktor-faktor sepele keseharian),
Llwellyn (hakim bisa bergeser interpretasinya tergantung pada konteks sosial, ekonomi,
bahkan suasana hati), dan D. Kennedy (hakim bukan pelayan netral norma, melainkan arbiter
yang seringkali membawa preferensi ideologis dan politisnya).
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Untuk itu, pembahasan akan mengambil tiga aspek. Pertama,
aspek “permainan” rasio (akal budi) yang memperlihatkan adanya
keunikan tersebut. Kedua, aspek otonomi versus heteronomi dari
penyandang profesi ini dalam menjalankan tugas kewajibannya.
Terakhir, oleh karena esensi dari etika dan integritas hakim di
Indonesia direpresentasikan pada frasa di irah-irah putusannya,
maka aspek ketiga yang akan dibahas adalah tentang pemaknaan
“keadilan berdasarkan ketuhanan” yang layak dipandang sebagai ciri

unik dari profesi hakim Indonesia. '\)
1. Rasio (Akal Budi) Manusia b‘
Para pemilik otoritas ilmiah yang me ofi pertdnyaan utama

dalam tulisan ini akan mulai dari keyakifia¥ anusia berbeda
karakternya dengan mahluk laj @ pihya. Para filsuf sejak
ratusan tahun sebelum M e%r nani Kuno telah mencari
genus terdekat dan edaan spe€sifik manusia, yang membawa
i ﬁ%%\ manusia adalah hewan yang rasional

oow logon echon).’® Akal budi dijadikan sebagai

spesifik yang hanya dimiliki manusia sehingga

t manusia menjadi sama saja dengan hewan-hewan pada

Frasa “akal budi” berasal dari dua kata serapan, masing-masing
bersumber dari bahasa Arab dan Sansekerta. Akal ['/Js 3J] bermakna
menahan atau mengekang, sedangkan budi [gqaf] yang bermakna
kecerdasan atau kebijaksanaan. Apabila kedua kata ini disatukan, ia
bermakna sebagai kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan
yang keliru, yang menuntun manusia untuk berperilaku cerdas dan

10 Definisi demikian memunculkan dua pandangan berseberangan mengenai posisi manusia
berhadapan dengan hewan. Kubu pertama berpendapat bahwa manusia dan hewan tidak
punya ikatan moral apapun (Descartes dan Spinoza). Kubu kedua berpendapat sebaliknya,
sehingga manusia punya kewajiban moral terhadap hewan (Leibniz, Voltaire, Kant). Kubu
terakhir ini memiliki pendukung ekstrem dari kelompok spesisisme (Peter Singer), yang
berpendapat bahwa manusia tidak lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Mengenai hal ini
baca lebih lanjut Jenny Teichman, Etika Sosial, terjemahan A. Sudiardja (Yogyakarta: Kanisius,
1998), hlm. 47-57.
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bijaksana. Dalam diskursus filsafat, istilah yang sama digunakan
antara lain oleh Immanuel Kant dengan sebutan “Vernunft”, yang
berarti kemampuan praktis utnuk mengenali kewajiban moral,
bukan sekadar berfikir logis.'*

Berpikir logis dapat dilakukan melalui rasio teoretis; dalam arti
mampu mengantarkan manusia memahami realitas secara deskriptif.
Manusia memiliki kemampuan lebih daripada itu, yakni magli;

i

kemampuan berpikir melalui rasio praktis. Di sini mandsja 1
mengarahkan dirinya mampu menyikapi realitas s %
Dalam khazanah Islam, terdapat filsuf seperti ,x rroes (Ibn
Rushd, 1126-1198) yang menyakini % damya universalisme
ihdivi selainkan satu kesatuan

yang universal (the unity of.inte d al-‘agl; unitas intellectus).
Menurutnya, terdapat gatu intelek*tniversal yang dimiliki bersama

ia\Tubuh iAdividu hanya menyuplai data inderawi
i aktivitas intelektual yang sebenarnya berasal dari

dari’pihak-pihak yang berperkara. Dengan keyakinan bahwa terdapat
satu intelek universal, maka seharusnya kesimpulan dari para hakim
itu juga akan sama tentang seperti apa perkara itu akan diputuskan.
Namun, mengapa hakim-hakim dapat berbeda pendapat? Menurut
Averroes, hal ini karena mungkin ada individu hakim yang tidak siap
untuk berpartisipasi dengan intelek universal itu. Kesiapan itu tidak
hanya bergantung pada kualitas phantasmata yang tersaji, melainkan
juga pada kejernihan imajinasi, dan disposisi moral-intelektual hakim.

11 Ada dua rujukan utama dalam memahami konsep “Vernunft” dari Immanuel Kant, yaitu
bukunya yang terkenal tentang kritik rasio murni teoretis dan kritik rasio murni praktis. Kata
“murni” (rein) di sini digunakan untuk menunjukkan rasio yang dimaksud tidak berasal dari
pengalaman (ia bersifat apriori, bukan aposteriori). Khusus ulasan tentang pemikiran Kant
terkait moral, baca S.P. Lili Tjahjadi, Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan
Imperatif Kategoris (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

12 Averroes, Long Commentary on the De Anima of Aristotle, terjemahan Richard C. Taylor &
Thérése-Anne Druart (New Haven: Yale University Press, 2009), Book III, Chapter 5.
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Persoalannya adalah, tatkala hakim menyatakan, “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apakah
pernyataan ini didasarkan pada satu kesatuan intelek universal
tersebut? Averroes memang tidak menghubungkannya dengan
Tuhan. Dalam menjatuhkan putusan, para hakim itu tidak sedang
bertindak mengatasnamakan Tuhan. Intelek universal adalah
prinsip kosmologis, dan bukan entitas ilahiah. Dalam hal ini
Averroes ingin menunjukkan ada yang disebut kebenaran objektif
itu karena kesatuan yang universal tersebut tidak bergantun

subjektivitas individu.
Bagi para pengkaji penalaran hukum pos k1 verroes

tidaklah terlalu keliru karena hakim me ya mengejar
kebenaran substansial dalam seti g ditanganinya.
Hanya saja, area dari keben ub N 1a1 itu terletak pada
struktur kasusnya. Hakimghakiy hartfs punya pemahaman yang
sama tentang bag a k “perkara yang sungguh-sungguh
terjadi. Pemaha 1 s m31kan mampu dicapai melalui rasio
teoretis (gl- theoretzcal reason). Asumsi yang sebenarnya
terbuka A antah'

ana penalaran hakim tatkala memahami struktur
normranya? Untuk itu kita perlu menelusuri pemikiran Thomas
Aquinas. Bagi Aquinas, apabila hakim menggunakan hukum positif
buatan manusia (lex humana) sebagai dasar pengambilan keputusan,
maka ia harus sadar bahwa hukum positif itu perlu terlebih dulu
diselaraskan dengan hukum kodrat (lex naturalis)."® Persoalannya
adalah bahwa bagi manusia, hukum kodrat itu tidak sepenuhnya
memuat hukum alam yang dapat dideskripsikan melalui rasio
teoretis, tetapi juga mencakup hukum moral yang bersifat preskriptif.
Artinya, ketika hakim harus menstrukturkan norma dan kemudian
dipersiapkan untuk diterapkan ke dalam struktur kasus, maka di
sini ia akan lebih mengandalkan rasio praktis. Hubungan sebab-

13 Thomas Aquinas, Summa Theologiae, Pars Prima Secundae (I-II), Quaestiones 90-97, <https://
www.documentacatholicaomnia.eu>, akses 25 Juli 2025.
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akibat yang dibangun dalam dalam dialektika antar-struktur itu
memperlihatkan model kausalitas nondeterministik, yang ternyata
memerlukan rasio lain, yakni rasio pragmatis, yaitu dalam rangka
menjawab permasalahan konkret yang dihadapi oleh masyarakat.
Model ini menjadi penting untuk digarisbawahi karena menunjukkan
peran strategis dari etika dan integritas hakim dalam menjalankan
tanggung jawab profesinya.

Para filsuf terkemuka seperti Averroes dan Aqui s‘%y
memperlihatkan bagaimana “permainan” rasio t im
San itu

untuk sampai pada satu keputusan ter

dicapai melalui dua modalitas rasio, aSioMe€oretis untuk
menstrukturkan kasus dan rasio 4graktis uk menstrukturkan
norma, serta rasio pragmati u nghasilkan konklusi dari

silogisme-silogisme.

an, suatuputusanakan digiringkearah
akai dua jenis silogisme. Setelah struktur

tidak lain adalah definiens dan definiendum. Sebagai contoh, apabila
hakim ingin memastikan bahwa terdakwa (dalam perkara pidana)
adalah subjek hukum yang memenuhi unsur “setiap orang” di dalam
rumusan suatu pasal, maka unsur setiap orang itu harus didefinisikan
dulu. Silogisme kategoris seperti ini dilakukan untuk setiap unsur
norma perilaku tersebut. Apabila keseluruhan silogisme kategoris itu
menuju konklusi “terpenuhi” maka hakim akan menuju ke format
silogisme hipotetis agar norma sanksi dapat diterapkan.

Silogisme hipotetis sendiri akan menggiring hakim pada
proposisi logis, bahwa jika semua unsur tindak pidana terpenubhi,
maka pelaku tindak pidana itu seyogianya dikenakan sanksi
pidana dengan jenis dan bobot pemidanaan tertentu. Bobot sanksi
akan melihat aspek yang meringankan dan memberatkan. Kata
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“seyogianya” sekaligus memperlihatkan faktor nondeterministik
dari konsekuensi dari kemunculan suatu sanksi. Sebelum sanksi
ditentukan, hakim harus terlebih dulu mencermati apakah ada faktor-
faktor penghapus atau pemaaf pidana. Bahkan ketika faktor-faktor
itu tidak ditemukan, keputusan politis masih dapat mengintervensi
suatu putusan yang telah dijatuhkan, misalnya melalui grasi dan
amnesti dari kepala negara.

Sampai di sini terlihat bahwa proses lahirnya suatu putusan
hakim mencatat pergolakan akal budi dengan mengerahka segena
kemampuan rasio teoretis, rasio praktis, dan ra i

Sekalipun ketiganya dapat dibedakan di atas eakan-
akan diskursif, dalam kenyataannya tida tas ang tegas di
antara rasio-rasio itu. Kinerja rasio ngdt mungkin akan
dipengaruhi oleh rasio praktis atis, atau sebaliknya,
pada saat bersamaan. Kita pat an bahwa tidak ada profesi
lain di luar profe51 ng p 1ng intens mengerahkan ketiga

al alam pekerjaannya.

lag1 lagi, sangat berguna untuk membantu

hakim dalam membuat kategori-kategori untuk mengubah sensasi
empiris menjadi pengetahuan ilmiah. Namun, rasio teoretis hanya
sampai pada batas itu, karena rasio ini tidak akan sampai menyentuh
hal-hal yang metafisis transenden (seperti mencoba memahami
gagasan “‘Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada dalam irah-irah
putusan hakim). Rasio teoretis hanya sah digunakan dalam ranah
fenomena, khususnya dalam mencerna alat-alat bukti. Jika rasio ini
digunakan untuk menembusrealitas transendental itu, ia akan masuk
ke kontradiksi logis (antinomies of pure reason). Rasio akan menipu
dirinya sendiri karena terjebak dalam dialektika transendental.

Rasio praktis mempunyai tugas berbeda. Di sini ia tidak lagi
bertugas mengetahui (Erkenntnis), tetapi menentukan kehendak

I

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 209 [ &

-—




|

BAB II
Etika dan Integritas Hakim

(Wille), yaitu bagaimana hakim itu seharusnya bertindak. Integritas
hakim berperan penting dalam rasio praktis ini karena, di mata Kant,
tindakan hakim itu seharusnya dituntun oleh bentuk rasio praktis
yang paling murni, yaitu “Bertindaklah hanya menurut asas yang dapat
engkau kehendaki menjadi hukum universal.” Asas ini tekenal dengan
sebutan imperatif kategoris. Tentu saja, ada persyaratan-persyaratan
yang diasumsikan ada agar rasio murni praktis ini dapat hadir
(postulat rasio praktis). Syarat-syarat menjadi postulat i lah
(1) kebebasan), (2) keabadian jiwa, dan (3) Tuhan seb%
a

terakhir. Dalam tulisan ini, postulat pertama d ibahas

nanti dalam aspek otonomi versus hetero n postulat
ketiga akan dibahas dalam aspek keadi an ketuhanan
Dengan mengambil po ‘%h dari Kant, kita dapat
memasukkan juga rasid\pragmatis, suatu terminologi yang
sesungguhnya tida ij% lam tulisan Kant. Namun, kita harus
akui bahwa k—& ternyata juga sering menggunakannya
dengan pexbagai aldsan. Dalam pandangan penganut Kantianisme,
rasi pgt' itu hanya penting secara utilitarian, tetapi bukan
da oralitas sejati yang diperjuangkan oleh rasio praktis.
Sebagai contoh, keadilan restoratif sangat mungkin dilakukan tidak

berlandaskan rasio praktis, tetapi lebih sebagai rasio pragmatis,
sepertimengurangibeban penjara atau menjaga harmonimasyarakat.

2. Otonomi versus Heteronomi

Sepertidinyatakan diatas, bahwa eksistensietika danintegritas
seorang hakim sangat ditentukan oleh konsistensi penyikapan hakim
tersebut dalam menjalani tugasnya dari waktu ke waktu. Namun,
sumber penyuplai terhadap nilai-nilai yang terinternalisasi dalam
diri setiap hakim, tidak mungkin seragam.

DiIndonesia, profesi hakim bukanlah puncak karier dari semua
profesi hukum. Kecuali untuk lingkungan peradilan militer, profesi
hakim dari jenjang karier sudah dapat dirintis setelah seseorang lulus
sebagai sarjana hukum/syariah. Dilihat dari status kepegawaian,
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mereka adalah pegawai negeri sipil. Apabila hakim ini bertugas di
peradilan militer, mereka adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
Dari sisi ini saja terlihat ada struktur yang menaungi komunitas
penyandang profesi ini. Ikatan komunitas adalah salah satu sumber
nilai heteronom, di samping sumber-sumber lainnya.

Isu yang muncul berkenaan dengan aspek heteronomi adalah
kebebasan. Dalam etika, kebebasan merupakan variabel penentu
bagi tanggung jawab. Seseorang yang tidak bebas untuk menentukan
tindakannya, sebenarnya tidak layak secara moral untuk dignintaka
pertanggungjawaban.

Dalam diskursus etika, tentu timbul pert a apakah
struktur yang melingkupi keberadaan da ivitadprofesi hakim,
seperti organisasi dan pranata peratufan pe ang-undangan, harus
dimaknai sebagai sumber keti bagi hakim? Struktur di
sini, dalam tataran ter f&:er kan struktur kekuasaan. Filsuf

seperti Aquinas menga rlu terlebih dulu membedakan antara
kekuasaan pada sgtu Sisindan legitimasi etis penggunaan kekuasaan
pada sisjtai ifimasi ini melahirkan wewenang. Menurutnya,
kekuas dak dapat membenarkan dirinya sendiri. Kekuasaan
h% atu kenyataan fisik dan sosial, tetapi tidak memuat suatu
wewenang. Tiada seorang manusia pun yang secara asali mempunyai
wewenang atas manusia lain, karena wewenang ini bersumber dari
Tuhan. Dalam peraturan perundang-undangan dan KEPPH, ternyata
tetap ada kebebasan yang diberikan kepada penyandang profesi hakim,

terlepas kebebasan ini dapat saja diberilabel sebagai kebebasan sosial,*
misalnya berupa jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Patut dicatatbahwakebebasan sosial diatas menjadikehilangan
makna apabila tidak berimbas pada kebebasan eksistensial, yaitu
kebebasan yang terhubung dengan otonomi diri, kesadaran, dan
tanggung jawab individu atas keputusan yang telah diambil. Tatkala

14 Franz Magnis-Suseno, Kuasa dan Moral (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 5-6.

15 Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta:
Kanisius, 1991), hlm. 21-30.
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konstelasi struktural tidak cukup kondusif untuk memberi ruang
gerak terhadap kebebasan sosial, maka akan ada kecenderungan
yang sama terjadi pada kebebasan eksistensial. Untuk itu, keberanian
dari penyandang profesi untuk menegakkan nilai-nilai luhur etika
dan integritas profesinya harus diberi tempat, sehingga kebebasan
eksistensial akan tetap terjaga untuk menopang hakim dalam
menjalankan tugas profesinya.

Etika dan integritas profesi menjadi rujuka :%1}
memperbesar intensitas kebebasan eksistensial it k% A.
Hart (1907-1992) menjelaskan perbedaan a %k an dan
wewenang, ia mengambil contoh perb X& ra penodong
bersenjata dan petugas pajak. ma-sama memiliki
kekuasaan memaksa orang lai rbuat atau tidak berbuat

sesuatu, tetapi perbed a adalgh bahwa perampok sebenarnya
tidak memiliki wew: a%: itu. Orang yang ditodong mengikuti

perintah si krimiga karena ia berada dalam “the gunman
situation memiliki kekuasaan. Profesi hakim adalah
profesi g unik antara lain karena ia memiliki keduanya
s@ n terlebih-lebih karena wewenang itu hadir tidak semata-
m

atarkarena diberikan oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan
oleh penganut positivisme hukum. Penganut aliran hukum kodrat
seperti Aquinas menggarisbawahi bahwa wewenang itu seharusnya
juga datang dari Tuhan, sementara penganut mazhab sejarah
menyatakan wewenang itu berasal dari adat kebiasaan. Sementara
itu, utilitarianisme berpendapat wewenang tadi timbul dari ukuran-
ukuran pragmatis, yakni diterima luas karena mendatangkan

kemanfaatan bagi mayoritas warga masyarakat.

Tarik-menarik antara otonomi dan heteronomi seperti itu
tidak hanya beririsan dengan tarik-menarik antara kebebasan
eksistensial dan sosial. Pendulum juga bergerak untuk mengarahkan
hakim ke pertimbangan rasio praktis dan rasio pragmatis

16 H.L.A. Hart, The Concept of Law (Oxford: Oxford University Press, 1978), hlm. 18-25.
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sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.
Ketika dihadapkan pada kasus yang kompleks, hakim tidak cukup
hanya membuat pertimbangan berangkat dari etika deontologis,
yang mempromosikan imperatif kategoris. Akan ada tarikan
yang kuat berupa tekanan publik agar putusannya direaksi secara
positif, kendati disadari bahwa di dalamnya terkandung kesesatan
argumentum ad populum. Jadi, pertimbangan rasio pragmatis
terkadang juga diaksentuasi, bahkan diberi apresiasi sebagai putusan

yang [dipersepsikan] sejalan dengan rasa keadilan masyarakatt\'ﬂ‘

Etikadanintegritashakim memilikikeunikandilib@td
Hakim yang menjunjung tinggi etika dan 1nteg t a selayaknya

takluk pada desakan heteronomi, do u t sosial, dan

pertimbangan rasio pragmatis yan ; b an. Senyampang
integritas diukur dari kon31ste ifa membuat keputusan-
keputusan yang dapat gu ]awabkannya secara etis,
kendati harus mela aru mak penyikapan yang berani seperti
itulah yang pat r siasi. Etika dan integritas hakim dengan
demikian_b si dengan etika dan integritas peradilan.
Masing emegang kendali untuk pertama-tama menjaga

bebasan sosial (pada lembaga peradilan) dan kebebasan
eksistetfsial (pada individu hakim).

Benar bahwa tidak semua filsuf sepakat bahwa penghormatan
kita terhadap lembaga peradilan (untuk mengganti kata “integritas”)
tidak selalu harus dibangun dengan moral. Pandangan demikian
dilontarkan, misalnya oleh Alf Ross (1899-1979), seorang realis
hukum Skandinavia. Pandangannya berangkat dari konsep
keabsahan hukum. Menurutnya, keabsahan hukum tidak terkait
dengan kebenaran moral, juga tidak karena aturan itu dihasilkan
melalui prosedur formal tertentu, melainkan lebih karena dua
hal. Pertama, aturan itu secara faktual memang berlaku (efficacy).
Kedua, ada perasaan sosial terikat pada ketentuan itu. Atas dasar
itu, setiap orang dapat memprediksi bahwa aturan tersebut memang
akan digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di masa
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depan.'” Tidak mengherankan apabila realisme hukum Skandinavia
dipandang sebagai pengusung teori prediktif keabsahan hukum
(predictive theory of legal validity). Untuk itu tugas peradilan, bersama
dengan para hakim di dalamnya, adalah membangun kepercayaan
publik dengan memberi daya prediksi yang tinggi atas penerapan
suatu aturan. Hakim tidak boleh mempermainkan aturan karena
hal itu berarti mencederai tingkat prediksi hukum, yang dengan
sendirinya berarti mencederai tingkat keabsahan hukum. Ruang
subjektivitas hakim tetap ada, namun harus dipahami i

dari struktur psikologis kolektif, bukan kebeba ut
t
K

psikologis tersebut menyerupai ideologi n
hakim. Argumentasi inilah yang menfad
bahwa peradilan berintegritas tj @

Para filsuf yang kini um tidak perlu dibuat, tetapi
tumbuh bersama magy tytidak akan mampu membantah bahwa
keteraturan peril mbentuk hukum positif harusjuga dirajut
dengan sial. Suatu kesepakatan akan dapat bertahan
ji d aikan bersama (bonum commune). Kebaikan ini dapat
d% afena pola perilaku yang berulang-ulang itu memang masuk
akaPpdan/atau memang secara empiris menguntungkan mayoritas
orang (kendati merugikan sebagian kecil kelompok lainnya). Penganut
realisme hukum yang melihat aktivitas berhukum dengan perspektif

eyakinan merka
éna alasan moralitas.

mikro pada titik ini bertemu dengan penganut mazhab sejarah yang
beroptik makro, ditambah dengan positivisme ala utilitarian.

Jadi, terlepas apakah moral ikut berperan atau tidak dapat
tugas profesinya, tidak terbantahkan bahwa pada akhirnya selalu
ada otoritas di luar dirinya, yang disebut sebagai aspek heteronomi.
Persoalan apakah heteronomiitumoral ataua-moral (bedakan a-moral

17 Alf Ross, On Law and Justice (London: Stevens & Sons, 1958), hlm. 18, 34-38. Perlu dicatat
bahwa Ross sendiri tidak pernah memberi nama teorinya sebagai teori prediktif keabsahan
hukum. Tampaknya penamaan ini muncul dari para analis hukum di berbagai buku teks filsafat
hukum. Juga lihat Olexij M. Meteiikany¢, “Alf Ross and His Legal Philosophy,” Bratislava Law
Review 2/2018: 171-182.
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dengan immoral), tidak lagi relevan di dalam tataran praksis. Dalam
tataran praksis, tidak dapat dihindari ada kebutuhan pragmatis yang
harus ikut diperhitungkan.

Bagi seorang hakim, etika profesi menjadi penting untuk
menuntunnya mengikuti perjalanan suatu kasus, sesederhana
apa pun perkara tersebut. Nilai-nilai yang disuarakan dari aspek
heteronomi itu direfleksikan dengan itikad baik bermodalkan nilai-
nilai otonomi. Pada akhirnya putusan itu juga harus diserahkan
kembali ke hadapan publik dan menjadi public domgin.
profesi hakim menjadi unik karena heteronomi da& i

ergalisasi

selalu berperan sebagai rujukan mengikuti proges{i

dan
eksternalisasi nilai-nilai dalam moralitas

3. Keadilan Berdasarkan @n

Sekalipun haki keadilan adalah dua konsep yang
berdekatan, tida ah untuk menjelaskannya. Dalam
Nichomacheap,_ Et lsuf Aristoteles memberi perbedaan antara

S,

keadila agi (mendistribusikan) dan keadilan dalam
m engoreksi).”® Secara umum, sengketa di area
ke dipersepsikan banyak mengejar keadilan distributiva,

sedarigkan kasus di area hukum publik akan lebih ke keadilan
korektiva. Penjelasan demikian mungkin sedikit membantu, tetapi
tentu saja tidak memadai untuk menjelaskan tentang gagasan
keadilan menurut Aristoteles.

Kant mengelaborasi pertimbangan etika dan integritas ini
dengan tetap menggunakan pendekatan rasional. Rasio praktis
yang diperagakan oleh Kant berusaha menjaga jarak dari metafisika.
Keadilan, dengan demikian, tidak diukur dari tolok ukur ketuhanan.
Namun, menarik bahwa Kant menambahkan dua postulat bagi
imperatif kategorisnya, yaitu keabadian jiwa dan Tuhan. Dua

18 Franz Magnis-Suseno, Tiga Belas Model Pendekan Etika (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 35-
54. Lihat juga Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan
(Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 7-13.
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postulat ini dapat digunakan untuk menunjukkan keunikan etika dan
integritas hakim, yang secara substansial memperkuat eksistensi irah-
irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketuhanan dan Tuhan sesungguhnya memiliki perbedaan
konsep. Ketuhanan mengandung makna yang lebih abstrak daripada
Tuhan. Dalam pidato pada sidang pertama, rapat besar tanggal 1
Juni 1945 di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPK), Soekarno memberikan penjelasan tentan adgr?
dimaksudnya dengan prinsip “Ketuhanan” dala rn a
mengatakan: “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja b@n ndonesia ber-
Tuhan, tetap masing-masing orang Indonesia “he ya ber-Tuhan.
Tuhannya sendiri.... Hendaknya NegarelIn nla negara yang tiap-
tiap orangnya dapat menyembah nnyig dgngan leluasa. Segenap rakyat

hendaknya ber-Tuhan se ebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-
donesia satu Negara yang bertuhan!™®

agama’. Dan hendak

Persoalann & bagaimana menghubungkan konsep
ketuhaglan \da onteks bernegara seperti yang dimaksud oleh

r ngan konteks penjatuhan putusan di pengadilan?
Un enjawabnya, kita dapat kembali ke tesis yang disepakati
terkait hubungan negara dan agama di Indonesia. Ketuhanan
dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa
Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang
berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur.
Hal ini sejalan dengan salah satu pokok pikiran dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “negara berdasar Ketuhanan Yang
Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” *°

Putusan hakim adalah sebuah produk penyelenggaraan
kehidupan publik, sehingga putusan itu juga harus dihasilkan

melalui proses yang mencerminkan komitmen etis para hakimnya

19 R.M.A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Depok: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 163.

20 Lihat uraian ini dalam Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas
Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), him. 110.

|

4 &
“. Tl 216 BUNGA RAMPAI

D




Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum

untuk menyelenggarakan sistem peradilan yang berlandaskan nilai-
nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Putusan hakim, dengan
demikian, harus menghindarkan diri dari praktik kezaliman, dalam
arti memberi hak yang tidak sepantasnya kepada pihak yang tidak
layak menerimanya, dan/atau merampas hak yang sepantasnya
diberikan kepada pihak yang layak menerimanya. Dengan
pemahaman seperti itu, menjadi logis tatkala pokok pikiran keempat
dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggabung dua nilai
aksiologis tersebut sekaligus. Satu nilai berkaitan dengan hu

manusia dengan Tuhannya, dan satu nilai lainnya ber %

hubungan sesama manusia.

Oleh karena penyelenggaraan termasuk
penyelenggaraan  sistem perad enganut tesis
sekuleralitas, maka nuansa Q g Mahas Esa menurut
dasar kemanusiaan yan
yang terbilang unik en anda g profesi hakim. Lagi-lagi di sini
terlihat bahwa ensi anan yang dalam segi-segi tertentu
cenderun an metaﬁ51s ternyata justru dipakai untuk
me klnan hakim dalam menjatuhkan putusan yang
den31 diuji dengan imanensi (kasus konkret dan faktual)!
Hakj 1dak diarahkan untuk menghindar, tetapi justru didorong
untuk bekerja dalam nuansa demikian, semata-mata agar komitmen
etisnya dapat diperlihatkan secara nyata. Komitmen itu juga perlu
diberi catatan, bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan di sini tidak
lagi ditafsirkan sebagai egoisme agama tertentu, tetapi keadilan
yang dapat diterima menurut pandangan agama manapun sepanjang
didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, etika
dan integritas hakim dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia
memiliki keunikan berkat prinsip ini, bahwa hakim bekerja untuk
menjatuhkan putusan menurut dasar [pertama] Ketuhanan Yang
Maha Esa dan menurut dasar [kedua] kemanusiaan yang adil dan

beradab.

itulah dimensi aksiologis
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Penutup

Tiga aspek yang ditampilkan dalam pembahasan di atas, yaitu
rasio (akal budi) manusia, heteronomi versus otonomi, dan frasa
keadilan berdasarkan ketuhanan, telah mendudukkan keunikan
etika dan integritas hakim sebagai profesi luhur, bukan sekadar etika
dan integritas profesi pada umumnya. Kesimpulan itu diperkuat

dengan sanggahan terhadap tiga keberatan di bawah ini.
Pertama, sekalipun hakim bukan agen utama da '&

hukum menurut aliran yang mengedepankan
&

m| _sebagai
produk budaya, tidak dapat dipungkiri ba fesi 1pi henempati

peringkat utama sebagai pemegan 0 m menentukan
makna teks hukum berhadapan dg¢ngan ko stualitas berhukum.
Proses ini harus dilaksan al%g tikad baik. Artinya, etika
dan integritas hakim baRal menjadt’penuntun yang dominan dalam
mendialektika te

%%a teks tersebut.

Kedua, upun penyandang profesi hukum adalah kelompok
sosial yang hidup berdampingan dengan kelompok sosial lainnya,
t bésarti etika dan integritas profesi hakim tidak memiliki

ikan. Hal ini karena hakim adalah profesi yang paling intens

mengimplementasikan etika dan integritas profesinya. Wewenang
yang dimiliki memberinya kekuasaan untuk menegakkan keadilan,
baik keadilan dalam membagi (distributiva) maupun keadilan dalam
menghukum (korektiva). Kekuasaan seperti ini jelas-jelas menuntut
standar etika dan integritas yang sangat tinggi, melampaui etika dan
integritas profesi manapun, karena apabila diterapkan secara keliru,
bakal memojokkan subjek tertentu dalam “the gunman situation”.

Ketiga, kendati terdapat realitas bahwa perilaku hakim
dalam membuat putusan kerap ditentukan oleh hal-hal yang sepele
(mundane things), seperti sering disuarakan oleh kaum realis, bukan
berarti risiko seperti itu serta-merta menafikan keunikan dari etika
dan integritas hakim. Peluang untuk melahirkan putusan tanpa
pertimbangan yang memadai, dapat saja terjadi, tetapi pembenaran
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terhadap hal itu merupakan sebuah kesesatan dicto simpliciter.
Disparitas putusan tidak identik dengan kehancuran integritas
sepanjang putusan dibuat dengan dukungan pertimbangan yang
memadai (motivering vonnis), tidak menggerus kepercayaan dan
penerimaan publik.
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Sinergi Komisi Yudisial dan
Advokat dalam Mewujudkan
Peradilan Bersih

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M* ‘ X)
A. Pendahuluan '\ﬂg
@Y isial (KY), dalam banyak hal sejauh
. . ’

pengalaman kami baik sebagai advokat

a Umum Peradi, selalu bersinergi. Apa yang

bagai organisasi advokat maupun sebagai praktisi agar
sendntiasa dalamvisidan misidalam berpraktik sebagai profesilitigasi
bagaimana agar senantiasa terus menerus ikut serta mewujudkan
peradilan bersih. Hal ini merupakan kewajiban profesi sebagaimana
diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) sebagai standar
profesi advokat di Indonesia.

Secara kelembagaan, berdasarkan UU No 18 Tahun 2011
tentang Komisi Yudisial (UU KY), dinyatakan mengapa KY diadakan
adalah untuk ”..menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim” (vide ps 13 butir b UU KY). Dalam
menjalankan fungsi itu, secara konkret advokat adalah salah satu
sumber informasi utama untuk KY sebagai pengawas eksternal

1 Ketua Umum DPN Peradi dan Dosen FHUI
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untuk hakim. Kalau tidak ada informasi, laporan atau bahkan
pengaduan, maka kewenangan yang sudah ada berdasarkan UU KY
itu tentu tidak akan bisa jalan. Itu adalah salah satu sinergi konkret
fungsional antara advokat dan dengan KY. Tujuannya pelayanan
untuk masyarakat pencari keadilan dengan selalu dipertahankan
eksisnya peradilan yang bersih dan berwibawa.

Advokat (baca: organisasi advokat) dalam konsiderag UU
No 18 Tahun 2003 (UU Advokat) memang telah juga megz%i)
an

“Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala ¢ %

pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat§a S mandiri,
dan bertanggung jawab, untuk terselengga twperadilan yang
jujur, adil, dan memiliki kepastian ua pencari keadilan
dalam menegakkan hukum, kebe eadilan, dan hak asasi manusia.

9]

Dengan demikian sinergi”KY damjadvokat itu adalah merupakan
kewajiban hukum % ing. Dengan kata lain, dalam rangka

masing-masing dan untuk tujuan yang
sama, yaite j
sert. ph

aimanakah sinergi dan keadaan kehakiman dewasa ini?
Pertama-tama disampaikan menjawab dengan menggunakan
pendekatan problematic reasoning. Pertanyaannya, bagaimanakah
keadaan peradilan saatini menurut pandangan masyarakat? Pertama-
tama, apabila disebut peradilan maka tentu tidak terbatas hakim,
tetapi juga fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman,
seperti polisi, jaksa dan advokat. Menurut catatan survei terhadap
badan peradilan pada Juni 2024, tingkat kepuasan masyarakat
digambarkan sebagai berikut: (i) atas pemberantasan KKN hanya
59,1%, (ii) menjamin perlakukan hukum yang sama kepada semua
warga hanya 59,1%, (iii) menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/
pelanggaran HAM hanya 55,2%, (iv) memberantas suap dan jual/beli
kasus hukum 43,2%, (v) menuntaskan kasus hukum hanya 56,1%.?

2 Kompas, Jumat, 11 Oktober 2024: 16
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Kemudian nilai citra buruk untuk hakim 75,7%, kemudian panitera
55,4%.2

Dengan merujuk pada angka-angka itu, keadaan peradilan kita
tidak baik-baik saja. Dengan kata lain, usaha mewujudkan peradilan
dan atau pengadilan yang bersih dan berwibawa sampai hari ini,
meminjam bahasa pendidikan failed.* Padahal lembaga pengawas ada,
baik internal dan eskternal. Pengawas internal dalam setiap lembaga
ada juga seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi
Kejaksaan (Komjak), Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawa
dan pengawas eksternal ada KY, serta dvokat. Pertanyaasthy

masih failed? Faktor-faktor apa sajakah yang babka
o
a

kemudian bagaimanakah seharusnya ke de peradilan yang

bersih dan berwibawa itu senantiasa nkan?

Selain karena gaji rendah ada dua faktor lagi, yaitu
faktor sistem peradilan elum rpadu sesuai amanat Konstitusi

dan model rekrut ng masih belum tepat. Kedua hal ini,

menurut hemat saya, ai penyebab utama yang belum pernah

diperhatikag,
e

dibentuk karena ada judicial corruption. Namun, sampai hari
ini, halitubelum bisa dihilangkan atau dikurangi, apalagi dihilangkan.
Konkretnya, sekalipun KY sudah terbentuk untuk pengawasan
eksternal selama 20 tahun sampai sekarang, ternyata belum
berhasil juga menihilkan judicial corruption. Dengan kata lain, judicial

¥ masalah gaji saja. Kedua faktor ini yang nanti
ebih lanjut dalam tulisan ini.

corruption masih terus berkelanjutan dan perlu menjadi perhatian
serius. Tulisan ini akan memberikan sebuah pemikiran dengan fokus
membahas permasalahan di atas dalam perspektif advokat; sebagai
fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam sistem
peradilan terpadu. Selain itu, sekaligus sebagai fungsi advokat ikut

3 Kompas, Senin, 6 Juni 2016: 5

4 Dalam matriks nilai, berdasarkan bobot di Universitas Indonesia misalnya bila kisaran nilainya
60-64% maka bobotnya adalah 2,3 sehingga nilainya adalah C dan nilai ini masuk kategori
failed.
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menjalankan checks and balances terhadap kemandirian kekuasaan
kehakiman dalam konsep negara hukum Indonesia. Kemandirian
kekuasaan kehakiman sebagai unsur dari negara hukum senantiasa
memerlukan advokat yang kuat dan mandiri.

B. Advokat dan Kekuasaan Kehakiman: Jasa Hukum
dengan Status Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan

Uraian ini dimulai dengan profesi advokat yang ?rk ta
a

dengan materi tulisan, yang secara 51stem1k
dvokat

1maksudkan

peradilan yang bersih dan berwibawa. Dewasa
sudah menjadi “cita-cita” semua sartj
menjadi “cita-cita” adalah kare
pensiunan berbagai profesi

graduate maupun
elamar” calon advokat. Hal

ini dilihat dari rekrutm lon adyokat yang dilakukan Organisasi
Advokat (OA). Kar a pembatasan jumlah, pertambahan
]umlah advo at d menlngkat dari waktu ke waktu. Seiring
denga juga bertambah banyak.

penlngkatan jumlah advokat yang tajam dan dari

beragam pensiunan serta yang baru lulus pada waktu

yang singkat, perhatian OA semakin tertuju kepada hal ini karena

berimplikasi pada berbagai hal. Dengan kata lain, pada saat yang

sama, perhatian OA melemah pada bagian lain seperti bersinergi
dalam usaha mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Menurut UU Advokat, kewenangan mengangkat advokat
adalah pada OA. Karena OA itu semua berdiri sendiri dan belum
ada koordinasi, maka berapa jumlah advokat dewasa ini yang
direkrut tidak ada yang tahu pasti. Pengawasannya pun menjadi
kurang efektif. Tentang jumlah, kemungkinan MA mengetahuinya
berdasarkan laporan yang disampaikan OA. Karena menurut UU
Advokat, ada kewajiban OA untuk menyampaikan daftar advokat,
apakah ada pertambahan dan perubahannya setiap tahun pada MA
dan Menteri Hukum.
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Menurut UU Advokat, tujuan OA adalah meningkatkan
kualitas profesi advokat (vide ps 28 ayat (1) UU Advokat). Bagaimana
kualitas advokat itu secara etis dirumuskan lebih jauh dalam Kode
Etika Advokat Indonesia (KEAI). Hal ini disepakati OA dan berlaku
untuk semua advokat di Indonesia, berdasarkan Pasal 33 UU
Advokat. Intinya ialah advokat seharusnya tidak saja benar, tetapi
lebih jauh lagi etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila
kedua hal itu terpenuhi maka advokat telah menjalankan jabatannya

sebagai officium nobile. "‘
Ada seorang advokat pernah menyatakan dalamonLaJ% a
s

pengadilan dirinya “ ebegai

saja tidak mendalankap fungsi sa
pembela kalau saja mementingkan diri sendirt %c: ucapan ini
adalah dari advokat Yap Thiam Hien: it disampaikannya
dalam sidang pidana di PengadilanTst gkartapadatahun1967.

Menurut Advokat Yap Thigm badlwa “Seorang advokat yang
menghargai diri dan.p oﬂe‘%a ..~tidak akan menjual kehormatan
dan prinsipnya % klien. Ia tidak melaksanakan tugas atas
perintah ata ayawkliennya. Ia adalah “his own master”, melayani

e ﬂ e ehormatan dan hati nuraninya serta ketentuan
ng’berlaku.”

Advokat sebagaimana digambarkan Yap Thiam itu adalah
“definisi” advokat yang menjalankan jabatannya sebagai officum
nobile, sebagaimana diidealkan KEAI. Artinya, bukan advokat ‘Maju
Tak Gentar Membela Yang Bayar”. KEAI mendefinisikan advokat
menjalankan tugasnya sebagaimana dilakukan advokat Yap Thiam
Hien. Dengan demikian menjalankan fungsi lain dalam kekuasaan
kehakiman, yakni advokat ikut menjaga dan “bertanggung jawab,
untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki
kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum,
kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia” akan lebih berwibawa
adalah kewajiban profesi.

5 Dr. Luhut M.P Pangaribuan, SH. LL.M, David v Goliath, Ketika Advokat (Yap Thiam Hien)
Menghadapi Sistem Peradilan Pidana Belum Terpadu, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2025:5
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Advokat adalah jasa hukum yang bisa berbentuk bantuan
hukum. Namun, bantuan hukum bukanlah kewajiban advokat,
tetapi adalah kewajiban negara. Negara berkewajiban menyediakan
dana bantuan hukum untuk warga negara yang miskin (vide UUD
NRI Tahun 1945). Bantuan hukum itu adalah merupakan akses
pada keadilan dari warga negara yang tidak mampu. Sebagai ilustrasi
dalam frasa kutipan dari Miranda Rule, “.. have the rights to have a
lawyer and if she/he could not afford one the state will proyidegne”.
Negara yang akan menyediakan bantuan hukum untuk yang t1
mampu itu. Dengan substansi yang sama sudah didtur dala No
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Neg % enyediakan
dana bantuan hukum untuk orang mi rperkara melalui
BPHN. Akan tetapi dalam pr @a ukum dan pro bono
d

publico yang ada dalam KEAd serifig dika€aukan atau tertukar.

Secara norm f,%s dvokat itu diatur dalam UU Advokat
adalah untuk m 21%' hukum baik di dalam maupun di luar
pengadilamy( r 1). Bentuk jasa hukum yang merupakan
fungéi aitu: (a) konsultasi hukum, (b) bantuan hukum, (c)
rﬁ% an kuasa, (d) mewakili, (e) mendampingi, (f) membela, (g)
tindakan lain untuk kepentingan klien (ps 1 butir 2 UU Advokat).
Semua fungsi ini adalah berkaitan dengan kepentingan klien, bukan
kepentingan advokat itu sendiri. Sementara klien adalah penerima

jasa hukum dari advokat, yakni (1) orang, (ii) badan hukum, (iii)
lembaga lainnya (ps 1 butir 3 UU Advokat).

Kemudian status advokat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat
dinyatakan sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin
oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa advokat adalah bagian dari officer of the court.
Advokat sebagaimana penegak hukum lainnya mempunyai tugas yang
sama, yakni menjaga dan melindungi hak-hak seseorang, memastikan
berjalannya proses peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial)
dan mewujudkan supremasi hukum (rule of law) di Indonesia. Status
sebagai penegak hukum ini tidak hanya sebatas label, tetapi sebagai
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pendekatan konseptual hukum untuk penguatan hak-hak dan atau
wewenang advokat dalam menjalankan tugas profesi sehingga setara
dengan aparat penegak hukum lainnya dalam peradilan terpadu.

Dalam UU Advokat, diatur lebih lanjut dari Pasal 14 sampai
dengan Pasal 20 UU Advokat, tentang apa “Hak dan Kewajiban
Advokat.” Sebagai hak dan kewajiban advokat ialah® i) Advokat bebas
mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara

yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan
s

tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-
undangan (Pasal 14); (ii) Advokat bebas dalam menj an%

abnya

profesinya untuk membela perkara yang men]a
dengan tetap berpegang pada kode e 31 n peraturan
perundang-undangan (Pasal 15); (iii) patdituntutbaik

dengan itikad baik untuk an belaan klien dalam sidang

secara perdata maupun pidana i e nkan tugas profesinya
ent1

pengadilan (Pasal enjalankan profesinya, advokat
berhak memper 51 data, dan dokumen lainnya, baik
dari 1nsta s maupun pihak lain yang berkaitan dengan
kep ebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan
ny tai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17); (v)
dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan
perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik,
keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18
ayat 1);(vi) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya
dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau
masyarakat (Pasal 18 ayat 2); (vii) Advokat wajib merahasiakan segala
sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan
profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19
ayat 1); (viii) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan
klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap
penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan

6 Hak-Hak Advokat ini juga telah diakui secara Internasional, antara lain dalam Basic Principles
on the Role of Lawyers, 7 September 1990.
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atas komunikasi elektronik advokat (Pasal 19 ayat 2); dan (ix) Advokat
wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari
keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1).

Dalam pelaksanaannya, jasa advokat untuk semua jasa hukum
diuraikan di atas dituangkan dalam bentuk "hubungan hukum”
antara dua subjek hukum: advokat dan klien. Hubungan hukum
atas hal-hal di atas dituangkan dalam satu surat perjanjiangyang
bentuknya tergantung tentang kasus apa dan atau kebufwharuy

Bisa sangat sederhana tapi bisa juga lebih panjan%E ar m,

hubungan hukum itu terjadi setelah ada peri§ti u , yakni

kesepakatan yang kemudian dituang u perjanjian
(kesepakatan) yang berisi atau b perikatan antara
lam praktik disebut dengan istilah

keduanya. Perjanjian ini yang

engangemenet letter (E da saat. EL disetujui, kemudian diikuti
dengan penandatan% t kuasa khusus (SKK). Kedua EL dan
e

SKK selanjutnya ifikasi dengan rinci hubungan hukum itu.
Secara lghbil engan EL dan atau SKK itu, maka telah ada
"h r si” pula. Artinyam pelaksanaan EL dan SKK itu
s;% 0 perjanjian yang harus ditaati juga harus tunduk pada
KEAFpada saat yang sama.

Bilahubunganhukumhanyatunduk padahukum perjanjianpada
umumnya, hubungan profesi lebih jauh akan tunduk juga pada saat
yang sama pada KEAL Artinya, OA ikut mengawasi pelaksanaannya.
Ketentuan yang terakhir ini sebagai tambahan khusus pada advokat
yang sebagai bagian OA. Semua harus ditaati yang sebagai standar
profesi dalam pelayanan klien. Standar profesi yang digariskan dalam
KEAI adalah sebagai parameter apakah professional responsibility
dijalankan advokat dengan standar atau tidak.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, setiap advokat wajib
menjadi anggota OA. Tujuan OA itu sendiri adalah meningkatkan
kualitas advokat. Peningkatan kualitas ini termasuk melalui
penegakan KEAI oleh Komisi Pengawas (“Komwas”) dan Dewan
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Kehormatan (“DK”). Komwas dan DK adalah pengawas internal
advokat. Secara eksternal dalam OA, advokat secara bersama-sama
menjalankankan fungsi pengawasannya yang berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman. Bagaimana kekuasaan kehakiman itu
berjalan dan atau dijalankan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
Konkretnya bagaimana ikut menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dalam UU Advokat telah disebutkan, “Bahwa kekuasaan

kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaru
dariluar, memerlukan profesi Advokat yang bebas&%&
t a

bertanggung jawab, untuk terselenggaran u dilan
yangjujur, adil, danmemilikikepastian ) 's muapencari
keadilan dalam menegakkan huk: r , keadilan, dan
hak asasi manusia”. Advokat_bétdagarkan®UU Advokat, pertama,

bertanggung jawab, untyk terseleriggaranya suatu peradilan
yang jujur; kedua, %&tﬂan itu memiliki kepastian hukum
&

bagi semua péncaxi keadilan dalam menegakkan hukum,
kebenara jlanpdan ketiga, peradilan memberi perlindungan
atas @ s nusia.

Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung
jawab diperlukan untuk mewujudkan ketiga hal diuraikan di atas,
sebagaimana pula fungsi KY menurut UU KY. Akan tetapi, bila KY
terkendala antara lain karena “dinamika”, advokat terkendala karena
masalah internal. Masalah konsolidasi antar OA dan pada saat
yang sama secara eksternal sistem peradilan yang belum terpadu
khususnya dengan advokat belum terwujud, sebagaimana amanat
Konstitusi menjadikan peran pengawasan oleh OA menjadi nihil.

Peradilan terpadu di mana advokat ada di dalamnya adalah
merupakan amanat Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam UUD
NRI Tahun 1945 bahwa (i) Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, (ii) Pasal 24
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ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, (iii)
Pasal 24 ayat (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
UU Advokat secara sektoral menjabarkan posisinya itu sebagai
kewajiban konstitusionalnya. Pada saat yang sama, fungsi lainnya
juga melakukan penjabaran secara sektoral. Sekarang badan-
badan lain yang berhubungan dengan kekuasaan keha 'mw
menuangkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dgla
sendiri atau sektoral. Frasa diatur dalam undang-én da& ri“pasal
a. Konsep

24 ayat (3) UUD 45 dinterpretasikan sec etbeda;

“unifikatif dan kodifikatif” misalnya ya '@a n dalam KUHAP
yang mengatur kewenangan s % gan fungsi lain yang
berkaitan dengan kekuasaap kehakimatritu belum pernah terwujud.
Secara konseptual yangd's a}%%sn itu harus dilakukan agar semua
fungsi termasuk gengawas

yang terjadifapi| etapr sektoral sebagaimana UU Kepolisian, UU
Kejaks asyarakatan serta Advokat.

% dianUUNo048Tahun2009tentangKekuasaan Kehakiman
(UUpKekuasaan Kehakiman) pada bagian pertimbangan huruf b
tindakan lanjut dari UUD NRI Tahun 1945 itu menyatakan: “bahwa
untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
peradilanyang bersih serta berwibawa perlu dilakukanpenataan

sistem peradilan yang terpadu.” Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) UU
Kekuasaan Kehakiman itu mengatur bahwa badan-badan lain yang

apat berjalan efektif. Tapi bukan itu

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ialah : “Selain
Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah
Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman.” Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman
itu menyatakan bahwa: “Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.
penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan
putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa
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di luar pengadilan.” Konkretnya sebagaimana penjelasannya
“badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan
lembaga pemasyarakatan”.

Kembeali ke masalah “terpadu” sebagai konsep normatif sistem
peradilan dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Apakah seharusnya
dengan metode UU Sektoral ataukah “unifikasi dan kodifikasi”?
Secara sistematis seharusnya dalam satu UU, kolektif bukan sektoral.
Secara historis interpretasi yang sama sudah pernah dilakykan.
Bandingkan, dengan Reglement op de Rechterlijke Organisqti &;‘
Beleid Der Justitie In Indonesie 1848 (RO) yang per

Indonesia zaman kolonial. Semua badan yan rkaitan
dengan kekuasaan kehakiman diatur dalap gg, a saat yang
sama tidak ada lagi UU sektoral. Aka 11 jaksa dan hakim
serta bapas/lapas, advokat ju 1atur dalam undang-
undang sektoral. Dengan ata , t ak ter)adl sistem peradilan
yang tidak terpadu, an nd1 —send1r1

a ketidakterpaduan itu menimbulkan
masala i¥eknis termasuk kecenderungan untuk koruptif.
: i teknls diatasi dengan “musyawarah” temporer
antdra APH bahkan dengan Hakim dalam bentuk SKB dan lain
sebagainya. Bagaimana dengen kecenderungan koruptif itu? Apakah
cukup misalnya dengan imbauan agar jangan pamer atau jangan
hedonis yang artinya dilakukan dengan formalistik. Karena di mana
ada kekuasaan yang besar tanpa akuntabilitas yang sesuai, maka akan
cenderung koruptif. Apalagi bila kekuasaan besar, tetapi gaji kecil
maka akan lebih tinggi lagi kemungkinan menerima suap. Secara
teoritis, jika peradilan terpadu itu terwujud artinya akuntabilitas
dan transparansi akan terjadi sehingga kecenderungan koruptif akan
semakin rendah. Tapi bukan itu yang terjadi, tapi sebaliknya yakni
justru semakin menambah kekuasaan itu. Itu yang pernah disinyalir
Prof. Den S Lev dalam bukunya “Hukum dan Politik di Indonesia”.”

7  Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta 1990
LP3ES
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Advokat mempunyai hak imunitas dalam menjalankan
profesinya, sebagaimana diatur dalam UU Advokat. Imunitas profesi
advokat ini dipertegas dan atau diperkuat lagi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU - XI/2013 atas
pengujian Pasal 16 UU Advokat, yang mengatur hak imunitas itu. MK
menyatakan bahwa: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara
perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya

dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di %
maupun di luar pengadilan.“ Namun demikian, berdgsa

berbagai praktik dalam proses peradilan pidana, kat Rpagih Sering
mengalami tindakan-tindakan yang “bugek® ‘%m enjalankan
profesinya dan menghadapi berbagai I lafh mengakses dan
menjalankan hak-haknya sebagai XA@P alaman menunjukkan
bahwa ini adalah salah satugkibat'dari dfanat Konstitusi yang belum
dijalankan, yaitu mewfyjudRan peradilan terpadu di mana setiap
subsistem kedu :'%'eta alam sistem peradilan terpadu.

] A@g secara konkret dihadapi advokat antara lain
kri @ sisi advokat yang sedang menjalankan profesi
d wdah akan mendapatkan serangan prosekusi hukum dengan
tud®than menghalang-halangi (merintangi) penyidikan. Selain hal ini
tidak sesuai dengan hak dan kewajiban serta perlindungan advokat
dalam UU Advokat. Kriminalisasi ini juga bertentangan dengan
Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat (Basic Principles on
the Role of Lawyer dari PBB)?, yang dalam Paragraf 16 menyatakan:
“Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of
their professional functions without intimidation, hindrance, harassment
or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their
clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not
suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic

or other sanctions for any action taken in accordance with recognized
professional duties, standards and ethics.”

8  UN Basic Principles on the Lawyers, adopted on the Eight United Nations Congress on the
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 07 September 1990.
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Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu
agenda penting Reformasi 1998 yang kemudian dilanjutkan dengan
penguatan berbagai instrumen perlindungan HAM nasional antara
lain dimasukkannya Bab Khusus tentang Hak Asasi Manusia dalam
UUD 1945 (Pasal 28 A- 28J), yang menjadikan hak-hak asasi
sebagai hak Konstitusional. Dalam tataran perundang-undangan,
Indonesia juga telah memiliki UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia serta pengakuan dan penerimaan Indonesia tentang
standar HAM internasional antara lain dengan UU No. 12 #ghun
2005 tentang Pengesahan International Covenant on \Giyil
Political Rights (Kovenan Internasional tentang :%i 1 an

e
proses peradilan pidana telah_diat an¥’berbagai pasal dalam
Pengesahan Kovenan Internasidhal té€ntang Hak-Hak Sipil dan
Politik, antara lain: (1)(Pasal\7 terKait dengan larangan penyiksaan;
(2) Pasal 9 dan 10 terkait)déngan orang-orang dalam penahanan;

dan (3) Pasd tatrg hak-hak orang yang menghadapi tuduhan

dan_pe @ idana, termasuk hak-hak tersangka, terdakwa dan

t tuk didampingi penasihat hukum dan hak-hak terkait
e

Politik).
Standar Internasional tentang @ an HAM dalam
d
1

d ubungan dengan advokatnya, serta mendapatkan bantuan
hukum cuma-cuma (to have legal assistance assigned to him, in any
case where the interests of justice so require, and without payment by
him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it).

Dengan sistem peradilan terpadu yang belum terwujud itu
maka advokat sulit melakukannya. Padahal dalam konsiderans
UU Advokat sebagaimana dikutip di atas sudah menyatakan
“bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan
yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua
pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran,
keadilan, dan hak asasi manusia”.

I
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C. Judicial Corruption dan Judicial Caprice: Ada Hubungan
Sebab-Akibat

Dalam kriminologi, ada satu fenomena yang menjadi objek
kajian, yaitu tentang judicial caprice. Caprice adalah perubahan
mendadak negatif seketika yang tidak terduga dari seseorang ketika
sedang menghadapi yang tidak benar dalam suatu prosess peradilan.
Jadi perubahan mendadak yang tidak terduga pada proses peragdilan,
yang tadinya positif menjadi negatif. Lebih lengkapnya di tia[%?

e

«

perbuatan hakim di pengadilan sebagai berikut,
ol

personal preference of the judge — is an available afd

lity provides

a decisive ground for decision and all is left/is the judge’s taste or

inclination. Here, she has both thede er and the legal right to decide

whichever way she wishes," i trasinya hakim, tetapi karena
-

peradilan bukan h h Wakim, caprice ini juga pada subsistem

3%' han mendadak yang tidak terduga itu
uasaan kehakiman dan proses hukum yang

yang lain di_ma

pada sepaw

ngapa terjadi perubahan mendadak itu, karena hakim
yang memutuskan perkara pertama “neither law nor morality
provides a decisive ground for decision and all that is left is the judge’s
taste or inclination” dan kedua decide whichever way she wishes, maka
terdakwa dan akhirnya masyarakat menjadi tidak percaya seketika
pada pengadilan atau hukum itu. Dengan kata lain, seseorang
mendapatkan perlakuan atau hukuman yang tidak sesuai dengan
kebenaran perkara sehingga hilang kepercayaan. Dalam konteks
penegakan hukum dewasa ini putusan mungkin dipengaruhi apa
yang disebut dengan "judicial corruption”.

Jadi, salah satu akibat judicial corruption ialah terjadi judicial
caprice. Konkretnya masyarakat kehilangan kepercayaan pada

9  Eric J Miller, "Judicial Caprice”, dalam emile33@slu.edu, St. Louis University Scholl of Law
2006: ii
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peradilan akibat putusan hakim tidak benar, tidak konsisten
dengan hukum sebelumnya dan dirasakan karena faktor koruptif.
Adanya kehilangan kepercayaan ini memang sesuai dengan berbagai
survei secara yang secara berkesinambungan, sebagaimana sudah
disinggung di atas. Peradilan yang belum terpadu, sebagaimana
seharusnya menurut konstitusi, hemat saya adalah juga salah
satu faktor pada perilaku koruptif. Jadi, ada masalah pada sistem
itu sendiri. Sebab dalam sistem peradilan yang terpadu akan ada

transpransi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan hzl%
an

maka kemungkinan korupsi akan lebih rendah. Keny.

judicial corruption selain exist juga tinggi. Sebagairflustra gan

mengutip pendapat Prof. Yusril Izha Ma n% a suatu

kesempatan bahwa perilaku koruptif ituKa is¥’karena sistem.

Dia mengilustrasikan pengalam a dala/pengurusan KTP di

mana diberi tawaran kalau efq:g icin KTP bisa keluar di hari
iRut prosedur bisa 2 minggu karena harus

e kelurahan yang bersangkutan. Bila
7 maka akan memilih memberikan uang

yang sama, sementara bi

menunggu blank

ada keperl d
pelicin.

SQ(arena faktor sistem, faktor individual tentu bisa juga
sebagai*penyebab sehingga tidak harus diabaikan. Salah satu alasan
yang klasik untuk koruptif adalah kurangnya gaji. Tapi survei yang
diuraikan di atas justru pada saat gaji hakim sudah naik, yakni
penerimaan hakim sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sekalipun
begitu, penilaian masyarakat sesuai pengalamannya juga tetap tidak
berdampak, artinya masih tetap koruptif. Adanya ancaman hukuman
mati dalam hukum korupsi kita, angka koruptif juga tetap tinggi.
Oleh karena itu, faktor individual ini perlu juga dapat perhatian
selain perlunya peradilan terpadu itu.

Salah satu kemungkinan ada hubungannya dengan bentuk
rekrutmen yang tidak tepat guna. Artinya proses rekrutmen
gagal menemukan calon hakim yang tingkat kesediaannya tinggi
menyesuaikan dengan apa yang akan diterima dari negara. Sebab
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berapa gaji yang akan diterima dan menjabat nanti transparan
dari berbagai sumber. Dengan tetap meneruskan lanjut untuk ikut
rekrutmen menjadi hakim dengan gaji rendah, seharusnya seseorang
yang melamar menjadi calon hakim itu sudah siap menerima
keadaannya. Tapisetelah menjabat apayang terjadijustrukekurangan
penghasilan itu dijadikan sebagi faktor pembenar untuk menerima
selain gaji yang ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan
kata lain memberi putusan sesuai pesanan karena suap dlsb bukan
berdasarkan pertimbangan hukum dan moral. Akibatagya b

judicial caprice sebagaimana diuraikan di ata‘\n engingkari

semua keluhuran peradilan itu.
Oleh karena itu, untuk mengeg ia coruption, selain
perbaikan sistem peradilan, #faka perbaikan rekrutmen adalah

lebih diutamakan untu erim3 calon yang tingkat kesediannya

tinggi dalam mene% g masih rendah. Kelak jika diterima
e

dak akan jadi faktor pembenar menerima
pasitas teknis, secara teoritis bisa merujuk asal
ya)*Apabila dari perguruan tinggi tertentu, misalnya
a#gai indikasi penilaian, bukan pada gelar tetapi tempat
perguruan tinggi darimana yang bersangkutan memperoleh gelar.
Penulisan makalah dan atau wawancara hemat saya tidak memberi
informasi yang dibutuhkan menjadi hakim yang akan berintegritas,
sehingga tidak fungsional mencapai hakim yang ideal itu.

D. Advokat: Seharusnya Checks and Balances Kekuasaan
Kehakiman yang Merdeka, tetapi Advokat dalam
Keterbatasan

Hakim dalam memutus perkara dimulai dengan irah-irah
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah
ini sekaligus bentuk pertanggungjawaban individual hakim atas
setiap putusan yang dibuat, pribadinya dan Tuhan. Secara teknis,
pertanggungjawaban hakim adalah secara profesional dalam bentuk
upaya hukum, banding, kasasi dan atau PK. Pertanggungjawaban
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secara professional hakim ini, termasuk salah satu entry untuk
pengawasan yang dapat diharapkan dari advokat dalam bentuk
melekat (build-in). Sebagai salah satu fungsi dalam peradilan, jasa
hukum advokat dalam persidangan, dalam eksepsi, pledoi dalam
perkara pidana. Semua ini adalah sekaligus wujud pengawasan itu.

Namun, apakah hal itu ditempatkan demikian dalam
sistemnya? Apabila dikontraskan dengan pertimbangan hukum
(ratio decidendi) dalam suatu putusan, substansi pledoiitu sering tidak
bersambung secara materil. Pertimbangan putusan berjal sg%l;lj
atau sekadar sesuai dengan surat tuntutan. Apabil&% a

S

d
dalam sistem peradilan terpadu bahwa pertimbangan pu akim
iaj

harus direspons atas setiap hal dalam pledoi g tkan, maka

hubungan responsivitas itu akan tegjadi cafa tidak langsung
akan terjadi checks and balances ;@i pengawasan melekat.
Dalam praktiknya, respons putusan atds pledoi pro forma, tidak

arefla hal itu amanat konstitusi, yaitu

materil. Mengapa itut a‘:%
sistem peradilan % beldm pernah terwujud yang memberikan
wai%

kesetaraap am proses mengambil putusan perkara itu.

@ erwujud “penataan sistem peradilan terpadu’,
seBagaimafia maksud konstitusi, maka mekanisme “checks and
es” dengan sistem itu akan terjadi. Advokat dapat menjalankan
perannya dan secara tidak langsung, dinamika KY dan MA akan terus
mengarah pada hal produktif; survei kepuasan masyarakat nilainya
nanti akan berubah dari failed ke succeed . Nilai itu bahkan mungkin
dengan kualifikasi summa-cum-laude.

Namun, sekali lagi penataan sistem peradilan (pidana)
terpadu itu sampai sekarang masih “cita-cita.” Proses pembahasan
RUU KUHAP dewasa ini misalnya pesimis akan mewujudkan hal
itu. Ada pernyataan hal itu bahwa yang akan dirumuskan dalam
RUU KUHAP, hukum acara yang akan mendampingi KUHP yang
mulai berlaku pada tahun 2026 adalah sistem peradilan terpadu,
tetapi kecenderungannya adalah mempertahankan apa yang sudah
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ada. Kalau benar itu yang terjadi, maka kehakiman kita akan lebih
bersih dan berwibawa sesuai cita keluhurannya memberi tidak
saja kebenaran melainkan keadilan berdasarkan Pancasila, yang
berdimensi  religiusitas, berperikemanusian, berkebangsaan,
berkhidmat kebijaksanaan dan berkeadilan sosial, sebagaimana
grund-norm dalam UUD NRI Tahun 1945.

Advokat dalam hubungan ini akan bisa berperan efektif dan
melekat. Advokat sudah diatur dalam UU Advokat ya
konsiderans butir b menyatakan "bahwa kekuasaap<kehaki
bebas dari segala campur tangan dan pengaruh 7

hukum bagi semua pencari kéad
kebenaran, keadilan, da asasi Wanusia” akan terjadi. Pada saat
yang sama, lafaz su % ng menyatakan, ”... bahwa saya dalam
melaksanakan, tu %’ iAli dalam atau di luar pengadilan tidak akan
memberikan jdnjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan
imnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi

a
atguf pej I
pe Klien yang sedang atau akan saya tangani ...” akan dilakukan

secakra konsisten dan konsekwen.

Terkait OA, di satu sisi advokat harus bergabung, tetapi di
sisi lain yang terjadi “pelemahan” OA, sehingga advokat pun lemah.
Kenyataannya, OA hampir tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai
mitra dalam mewujudkan kekuasan kehakiman yang dicita-citakan
Konstitusi itu. Ada keterbatasan yang luar biasa di mana OA dewasa
ini untuk menjalankan peranannya, baik secara individual apalagi
secara kelembagaan dengan OA. Karena pelemahan ini bahkan untuk
menegakkan standar profesipun, yakni KEAI nyaris OA “lumpuh.”
Tidak mengherankan ada kasus aneh belum lama ini, yaitu tiba-tiba
ada advokat naik ke atas meja dalam sidang di pengadilan dalam
menyampaikan pendapatnya. Apalagi akan menjalankan yang lebih
jauh, mengawasi eksternal daya OA lebih terbatas lagi.
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Seorang advokat yang menjadi penasihat hukum dalam suatu
perkara di pengadilan, tiba-tiba naik di atas meja, apapun alasannya
adalah pelanggaran kode etik dan hukum sekaligus, karena itu
harus ditindak. Hal itu adalah pelanggaran KEAI, pada saat yang
sama adalah pelanggaran hukum sekaligus. Perilaku seperti itu
bukanlah perilaku advokat yang statusnya penegak hukum. Apalagi
mengklaim jabatan advokat itu officium nobile. Sekali lagi kepada
yang bersangkutan tepat jika dikenakan sanksi terberat, disbar
(pembekuan BAS). Tapi efektivitasnya tidak terjadi sampai d€ngan
Pengadilan Tinggi menyatakan mencabut BASnya, s

dokumen yang dipakai dalam beracara di pengadilasf?

Mengapa sanksinya dishar? Singkataya ‘&%perﬂaku dan
atau tindakan seperti itu tidak sesua ALY Dalam UU
Advokat sudah mengatur ba la €njalankan profesinya
advokat harus "berpegangg¢pada“kode™etik profesi dan peraturan
perundang-undangan” Vl;%lé’:, UU Advokat). Kemudian dalam
KEAI telah diteg a;a bahwa adalah kepribadian advokat ”... dalam
menjalanka s enjunjung tinggi hukum, UUD NRI Tahun
194 vokat serta sumpah jabatan” (vide KEAI ps 2).

i Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap
sop rhadap semua pihak ...” (vide ps 3 butir h KEAI).

Kemudian, dalam cara bertindak menangani perkara antara
lain KEAI menekankan advokat memang “"bebas mengeluarkan
pernyataan-pernyataan .. dalam sidang pengadilan ... yang
dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan ...” (vide
ps 7 butir g KEAI). Akan tetapi menyampaikan protes sambil naik
ke atas meja bukanlah cara proporsional. Apapun alasannya cara
menyampaikan protes dengan naik ke atas meja itu berlebihan.
Selain itu, pada saat yang sama melangggar sumpah jabatan advokat,
antara lain yang sudah dinyatakan di hadapan sidang Pengadilan
Tinggi ... akan menjaga tingkah laku ... dan menjalankan kewajiban

10 Luhut M.P Pangaribuan, Advokat, Organisasi dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan
Kehakiman, Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2021.
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. sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggungjawab ...
sebagai Advokat” (vide ps 4 UU Advokat).

Tentu saja jika ada kemarahan atau keberatan apapun, setiap
advokat harus taat pada UU Advokat, KEAI dan Sumpah Jabatan.
Ketiga instrumen UU Advokat, KEAI dan Sumpah Jabatan adalah
parameter utama untuk menilai apakah dalam menjalankan
jabatannya sebagai advokat telah bertindak dan atau berpegilaku
sesuai standar profesi atau tidak. Organ dalam OA yan :l%a)
penilaian atas pelanggaran ketiga isntrumen i la an
Kehormatan Advokat (DK). Dalam setiap OA-§e nya’ada DK,
i pandimg dan terakhir

(DKP).

Apabila advokat tel d&%cra aw’ melanggar KEAI itu oleh
DK dan dikenai sanks%a Inya dfshar, maka pengurus OA harus
o \

si) DK itu. Adapun jenis tindakan

K OA terhadap advokat sebagaimana

digambdrkan di atas, yaitu: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c)

e % anl sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan,

(d) erhentian tetap dari profesinya (vide ps 7 UU Advokat).

Secdra prosedural advokat tersebut memang harus diajukan dulu

ke DK, apakah melalui Komwas atau langsung dengan pengaduan

ke Dewan Kehormatan (vide bab III jo bab IX UU Advokat). Terakhir

setelah adanya putusan DK, OA baru melaksanakan putusan DK itu,
termasuk pemecatan.

Dewasa ini di sini akan muncul masalah, eksekusi sanksi oleh
OA itu tidak akan efektif. Karena advokat tersebut bisa dengan
mudah pindah OA yang jumlahnya banyak. Berbagai bentuk usaha
bagaimana sanksi DK ini efektif seperti penyatuan DKP semua OA
belum berhasil karena musyawarah mufakatnya secara internal
belum membuahkan hasil. Karena itu, uluran tangan dari supra
struktur diperlukan, tetapi hal itu belum terjadi. Karena itu, advokat
saat ini saya menyebutnya OA dibiarkan seperti “layang-layang
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putus”. Advokat seperti tidak bertuan dalam sistem peradilan, yaitu
“tidak berstatus penegak hukum” dalam sistem peradilan. Padahal
seharusnya sub-\sistem dalam peradilan terpadu, sebagaimana
aturannya dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Akibatnya banyak
ekses yang terjadi, termasuk efektivitas OA, untuk mengawasi dan
mengadili advokat yang tidak taat pada UU Advokat, KEAI dan
Sumpah Jabatannya.

tujuan akhir semua sarjana hukum. Dengan advokat sudah megj

Keadaan ini adalah paradoks di mana menjadi advokat menjadi
A
g

tujuan akhir, seharusnya pembiaran advokat sepertidaya
putus ini perlu menjadi perhatian dan jangan dibiatkan. Ributuhkan
langkah-langkah konkret, khususnya ban a~struktur in

casu MA.

"mandat” mengawasi dan mengadili

Ketika berbicara profe v maka harus selalu satu
tarikan dengan OA. Se; emuaYadvokat harus menjadi anggota
nggakafi KEAL. Namun masalahnya, OA sekarang

anisasi advokat!!. Semua OA itu diterima PT

ikian terjadilah pengangkatan dan penyumpahanaAdvokat;
sekalipun yang bersangkutan tidak memenuhi syarat UU Advokat.
Dengan sudah memiliki KTA dan BAS (2 dokumen ini diperlukan
praktik di pengadilan), sekalipun sesungguhnya tidak pernah
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai advokat, berpraktik sebagai
advokat di pengadilan. Dan terjadilah sesuatu yang tidak masuk akal,
aneh, memprotes dengan naik ke atas meja dlsb. Ini permasalahan
mendasar OA saat ini, sehingga perlu sekali lagi perhatian khususnya
dari MA sebagai supra struktur.

Advokat sendiri terus menerus berusaha mencari jalan
keluar. Sebagai respons temporer atas permasalahan itu, atas usul

11 Kontatasi Kantor Kemenkopolhukam dalam dokumen percepatan reformasi hukum 2024.
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PERADI yang saya pimpin, Kemenkopolhukam dalam pokok-pokok
percepatan reformasi hukum sudah pernah membuat konsep solutif,
yakni agar dibentuk Dewan Advokat Nasional (“DAN”).*? Inti dari
konsep DAN ini ialah biarkan OA banyak, asal standar profesinya
tetap tunggal (single). Sebab banyaknya OA itu tidak selalu akan jadi
masalah asalkan standarnya sama atau satu.'®

Dewan Kehormatan Pusat setiap OA bersatu (merger)
wujud konkret dari DAN itu. Kami menyebutnya Dewan Ke
Pusat Bersama (DKPB). Apabila DKPB ini sudah

OA-nya akan kuat dan pengawasannya juga ef€kt

hukum yang naik ke atas meja di pengad ‘%
aka/'ti

ke OAlainnya. Karena putusan

oleh salah satu OA di mana ybs terdafta
Advokat bisa loncat O dengan mudah adalah masalah paling

ik
nya, ditindak
ak bisa loncat lagi

krusial dan kelema asa ini. Dengan kata lain efektivitas
penegakan ihil. Tapi sayang DKBP ini sampai hari
ini belupa enteri Polhukam, Prof Dr. Mahfud MD telah
digafiti begitu, PERADI yang saya pimpin dengan beberapa
@) asih tetap berusaha mewujudkan DKPB ini.

Profesi advokat dewasa ini oleh karena itu masih tetap seperti
"layang-layang putus.” Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa
dalam perspektif kekuasaan negara berdasarkan UUD NRI Tahun
1945 seharusnya advokat tidak boleh lepas dari salah satu cabang
kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman atau MA. Oleh sebab
itu, dalam literatur selalu dikatakan untuk menjaga independent of

12 Dalam butir 27 Rekomendasi Kemenkopolhukam itu menyatakan sbb: "Pembentukan Dewan
Advokat Nasional untuk standarisasi profesi advokat dan penegakan etik. Diundangkannya
Perpres untuk menguatkan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan
pembentukan lembaga semacam Dewan Advokat Nasional yang memiliki kewenangan untuk:
(a) verifikasi organisasi advokat; (b) membentuk dewan kehormatan bersama; (c) standarisasi
kurikulum pendidikan dan ujian. Untuk pertama kali DAN ditetapkan oleh Perpres dan diisi
oleh tokoh masyarakat, akademisi dan advokat senior. Maret 2024”

13 Setidaknya ada 2 buku yang saya terbitkan untuk mendukung gagasan ini yaitu (1) Advokat,
Organisasi Advokat dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman, Penerbit Papas Sinar
Sinanti Jakarta, 2021 dan (2) Single Bar, Standar Profesi Yang Tunggal, Penerbit Papas Sinar
Sinanti Jakarta, 2022.
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the judiciary senantiasa diperlukan profesi advokat yang bebas dan
mandiri. Keduanya selalu satu tarikan untuk checks and balances
dalam mencapai keadilan yang akuntabel. Karena itu, sekalipun
profesi advokat independen sama dengan kekuasaan kehakiman
itu, Advokat sebagai organisasi (“OA”) yang disebut bar association
dan yang dikualifikasi MK sebagai auxiliary independent state organ.
Karena kewenangan OA mempunyai effect civil seperti pengangkatan
advokat untuk seseorang admitted to the bar yang kemudian
berpraktik dengan status sebagai penegak hukum dalam peradilan
(vide ps 2 ayat (2) jo ps 5 ayat (1) UU Advokat), membe @
opinion (“LO”) yang merupakan bagian prasyarat.

kan m bentuk
a qualifying board,

law society yang digunakan antara 1
atau menyusun standar profesi %ﬂ\ 4 konsep DAN yang
direncanakan kantor Me si’m tu, yang sekarang kami

lanjutkan dalam bentu law society di Malaysia, ketua

Karena itu di beberapa negara, OA diu

MA ex-officio me n untuk Malaysia Law Society dengan
anggota Rek nggl dan Presiden Bar Association. Konsep
ini sam nantmya sebagaimana diuraikan di atas.

paralel sesunguhnya pengalaman yang sama sudah
per dlpraktlkan juga di Indonesia, peradilan zaman kolonial.
Praktik ini sebagaimana yang diatur dalam RO, yaitu advokat satu
kesatuan dalam pengaturannya dengan penegak hukum lainnya
termasuk pengadilan (hakim). Apakah setelah hampir seratus tahun
peradilan kita termasuk advokat di dalamnya tidak bisa lebih maju
dari RO itu? Jawabannya jelas seharusnya sudah lebih maju dari RO
itu.

Pengaturan sebagaimana yang pernah dilakukan dalam RO
adalah konsep yang sejalan dengan maksud UUD NRI Tahun 1945,
peradilan terpadu. Konsep ini sebagaimana diatur lebih lanjut
dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU
Kekuasaan Kehakiman), yaitu peradilan itu harus “terpadu”. Selain
fungsi advokat terpadu dengan MA sebagai pelaksana kekuasaan
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kehakiman itu juga dengan fungsi lainnya, yaitu penyidik (polisi),
penuntut umum (jaksa) (vide ps 38 ayat (2) UU 48 tahun 1999).
Oleh karena itu, secara konseptual kalau ada UU Omnibuslaw Cipta
Keadilan sangat normatif sesuai maksud pasal 38 ayat (2) UU No 48
Tahun 1999 (UU Kekuasaan Kehakiman).

Dalam UU No 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman,
konsiderans butir b, telah dinyatakan bahwa “bahwa tuk
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan %
yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penatadm”sistem
peradilan yang terpadu.” Jadi, UUD NRI Tahur{l endaki
adanya peradilan yang terpadu itu. Kare 'Xg n Kehakiman
ini adalah UU organik atau pelaksa
21, 24, 24A, 24B,24C dan 24

ari pasal-pasal 20,
[ Tahun 1945. Dengan kata
stitutional imperatives.

lain, peradilan terpadu i %:ah
ﬁr; € u ini sampai sekarang belum pernah
m

ibuk dengan UU sektoralnya. Atau politik
arah pada jurusan lain. Hal ini adalah kausa
ari masalah peradilan kita sampai saat ini, tidak saja
mi tentang fenomena contempt of court oleh advokat, tetapi
jugd tentang peradilan "merdeka dan peradilan yang bersih serta
berwibawa” atau anti-korupsi. Karena itu, MA diharapkan sekali
sebagai supra struktur kekuasaan kehakiman perlu turun tangan,
sesuai konsep UU Kekuasaan Kehakiman itu agar profesiadvokat juga
tidak dibiarkan secara berkelanjutan sebagai "layang-layang putus”
dan supaya bisa ikut ikut berpartisipasi dalam mewujudkan peradilan
"merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa”. Apalagi
membentuk sistem peradilan terpadu adalah melaksanakan maksud
UUD NRI Tahun 1945 itu.

MA bisa memberi uluran tangan dalam berbagai bentuk, tetapi
setidaknya dalam bentuk pengarahan dari MA untuk fasilitasi atau
dukungan konkret untuk dapat bersatunya OA ini dalam satu DKP
melengkapi KEAI yang sudah satu untuk semua OA. Secara konkret,
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usaha pembentukan DKPB yang sedang diusahakan yang sama
maksudnya dengan DAN dalam konsep Kantor Menkopolhukam.
Usaha mewujudkan DKPB ini masih sedang berjalan sebagai konsep
temporer mengatasi masalah-masalah akibat belum bersatunya OA
setidaknya dalam satu standar yang tunggal.

Praktik advokat yang kurang mendukung "martabat, keluruhan
dan wibawa peradilan secara praktis ada hubungannya dengan tiada
"keterpaduan” dalam kekuasaan kehakiman itu. Dalam waktu dgekat,
harapannya DK OA bersatu dalam konsep DKPB (DAN) y ng'g)
sebagaimana dipraktikan di Malaysia di mana ketua b -

officio menjadi chairperson. Dengan demikian, )%:; erwujud

maka bisa diharapkan akan adanya saling a écara timbal

balik akan peradilan yang senantias i ibawa.

Sekali lagi, MA sebagai raNstgpktur dalam menjalankan
kekuasaan kehakiman di a advekat adalah fungsi yang berkaitan
dengan kekuasaa % arena itu sungguh perlu turun tangan
cito atas masalah|@A

e
atas indepe i profesi advokat, tetapi konkretisasi peradilan
t ai’konsep dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UUD
N 945.

E. Penutup: Mewujudkan Peradilan yang Bersih

a ini. Hal ini bukanlah suatu intervensi

Terwujudnya peradilan yang bersih adalah merupakan
amanat Konstitusi dan yang sudah dinormakan dalam perundang-
undangan. Salah satu faktor pendukungnya ialah keterpaduan
sistem yang mengatur hakim dan fungsi-fungsi lain yang berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman itu. Tujuannya agar dengan sistem
terpadu checks and balances terjadi secara build-in, sehingga peradilan
yang bersih dan anti korupsi terjadi. Sekaligus, peradilan terpadu
itu membantu pelaksanaan sumpah jabatan penegak hukum, yang
semuanya mengamanatkan hal yang sama mewujudkan peradilan
yang bersih.
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Untuk memastikannya, maka tidak cukup dengan pengawasan
baik internal maupun eksternal tetapi lebih jauh lagi dengan sistem
itu sendiri secara keseluruhan.

Karena peradilan terpadu belum pernah terwujud, maka
peradilan yang bersih itu belum terwujud. Kenyataannya masih
tetap adanya judicial corruption. Bahkan lebih jauh daripada itu,
bahkan muncul akibat ikutan judicial caprice. Karena pe
tidak bersih, maka masyarakat menjadi tidak percaya sekédti

hukum. Sebagaimana sudah diuraikan banyak hEs
a

ilan

yang memengaruhinya. Faktor-faktor yan
antara lain: Pertama, advokat yang dalain Ke
berfungsi menyelenggarakan jasa dguk % gan status penegak
hukum dalam sistem peradil el itempatkan sebagaimana
seharusnya. Sistem ilan \terpadu sebagaimana amanat
Konstitusi belum j pai hari ini. Karena itu, Peradilan
yang objektif dengan nisme lengkap dalam sistem peradilan
itutida ja at misalnya menjadi “tersingkir” dalam sistem

n kehakiman

peradilan belum terpadu itu justru kriminalisasi. Posisi Advokat
yang sedang menjalankan profesi dengan mudah mendapatkan
serangan prosekusi hukum dengan tuduhan menghalang-halangi
(merintangi) penyidikan. Padahal sesuai dengan hak dan kewajiban
serta perlindungan Advokat dalam UU Advokat, kriminalisasi ini juga
bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat
(Basic Principles on the Role of Lawyer) dari PBB.

Kedua, adanya judicial corruption selain eksis pada saat yang
sama juga mengakibatkan judicial caprice. Konkretnya masyarakat
kehilangan kepercayaan pada peradilan akibat putusan hakim tidak
benar, tidak konsisten dengan hukum yang dirasakan langsung
karena faktor koruptif. Adanya kehilangan kepercayaan ini memang
sejalan dengan indikasi berbagai survey secara berkesinambungan
dimana sistem dapat dikualifikasikan failed. Sebagaimana sudah

|

4 &
“. "l 248 BUNGA RAMPAI

D




Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M

diuraikan tingkat kepuasan masyarakat atas survei yang dilakukan
pada Juni 2024 (i) atas pemberantasan KKN hanya 59,1%, (ii)
menjamin perlakukan hukum yang sama kepada semua warga hanya
59,1%, (iii) menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran
HAM hanya 55,2%, (iv) memberantas suap dan jual/beli kasus
hukum 43,2%, (v) menuntaskan kasus hukum hanya 56,1%.'*
Kemudian nilai citra buruk untuk Hakim 75,7%, Panitera 55,4%,
Advokat 68,1%, Kejaksaan 69,1%.

Semua itu terjadi, selain karena sebab sistem
terpadu belum terwujud faktor rekrutmen 1nd1v1du h
turut memengaruhi. Judicial corruption itu a

dengan bentuk rekrutmen, yang tidak engan kata
lain, proses rekrutmen gagal mene ’ im yang tingkat
D

kesediaannya tinggi menyesu ngdn &pa yang akan diterima
darinegara. Sebab berapa yan@akan'diterima bila sudah menjabat
adalah transparan d erb ai sumber. Dengan tetap meneruskan
lanjut untuk ikuy; r men]adl hakim dengan gaji rendah,

ota ng melamar menjadi calon hakim itu sudah
adaannya. Namun setelah men]abat apa yang

jabatannya seperti pelicin. Dengan kata lain memberi putusan sesuai
pesanan karena suap dlsb bukan berdasarkan pertimbangan hukum
dan moral.

Akibatnya terjadilah judicial caprice sebagaimana diuraikan di
atas. Perbuatan hakim itu mengingkari semua keluhuran peradilan
itu. Karena itu untuk mencegah judicial coruption, selain perbaikan
sistem peradilan, maka perbaikan rekrutmen hakim juga dilakukan.
Calon yang diterima agar lebih diutamakan yang tingkat kesediannya
tinggi menerima gaji yang masih rendah. Tentang kapasitas teknis
dari perguruan tinggi mana yang bersangkutan lulus sudah lebih

14 Kompas, Jumat, 11 Oktober 2024: 16
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dari cukup sebagai indikasi penilaian; bukan pada gelar tapi tempat
perguruan tinggi darimana yang bersangkutan memperoleh gelar.
Penulisan makalah dan atau wawancara hemat saya tidak membantu
banyak memberi informasi yang dibutuhkan menjadi hakim yang
akan berintegritas.

Ketiga, advokat yang seharusnya bisa memerankan checks
and balances terhadap kekuasaan kehakiman yang megdeka
tatapi advokat dalam keterbatasan. Praktik advokat yarig, kugan

mendukung mengawasi "martabat, keluhuran dan a flan

> dalam

dipraktekkan di Malaysia di A secara ex-officio akan
menjadi chairperson. J terw jud, artinya OA didukung sebagai
bar association. Du A karena advokat adalah fungsiyang
berkaitan de ga n kehakiman selain perlu juga sesuatu
yang dem1k1a bila hal itu terwujud maka akan bisa

dibafag ya saling mendukung dan atau mengawasi secara
@ untuk peradilan yang bersih dan berwibawa.

Sekali lagi, MA sebagai supra struktur dalam menjalankan
kekuasaan kehakiman di mana advokat adalah fungsi yang berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman karena itu sungguh perlu turun tangan
cito atas masalah OA dewasa ini. Hal itu bukanlah suatu intervensi
atas independensi profesi advokat tetapi konkretisasi peradilan

terpadu sesuai konsep dalam UU kekuasaan kehakiman dan UUD
NRI Tahun 1945.
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Memperkuat Jembatan Kemitraan:
Fondasi Penting Hubungan Komisi
Yudisial - Mahkamah Agung
dalam Mewujudkan Independensi

Peradilan \?&
Muhammad Ta
Pendahuluan \ \’
e 1998 berhasil membawa wajah baru peradilan

dengan semangat utama menghilangkan pengaruh

ekutif terhadap lembaga peradilan guna menghadirkan
peradilan yang lebih independen. Hal ini ditandai dengan pengalihan
ragam kewenangan eksekutif terhadap pengadilan guna diorkestrasi
secaralangsung oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai badan peradilan
tertinggi di Indonesia, yang dikenal dengan ‘sistem satu atap’ (one-roof
system). Namun, upaya ini memunculkan kekhawatiran baru akan
terjadinya monopoli pengelolaan lembaga dan personel peradilan
oleh MA sebagai administrator tunggal seluruh lembaga peradilan
di Indonesia. Dalam kondisi ini, Komisi Yudisial (KY) kemudian
dilahirkan guna menjadi penyeimbang kekuasaan sekaligus men-
support dalam pengelolaan lembaga dan personel pengadilan,
utamanya sebagai pengawas eksternal bagi lembaga pengadilan.

1 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
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Dalam perjalanannya, hubungan KY dan MA ternyata
cenderung lebih banyak diwarnai dengan kompetisi daripada
kolaborasi dalam mewujudkan independensi peradilan. Perbedaan
pandangan mengenai objek pengawasan perilaku hakim dan
hakim agung hingga pernyataan-pernyataan yang berujung pada
laporan kepolisian merupakan ragam hal yang mewarnai pasang
surut hubungan KY dan MA. Dalam kondisi ini, diperlukan suatu
pendekatan baru, setidaknya pembaruan pendekata lam

pelaksanaan tugas KY guna dapat menghadirkan kelaborasi
jembatan kemitraan yang lebih konstruktif deng nl%'a ebih
dapat mewujudkan peradilan yang indepe % ana dicita-
citakan saat reformasi.

Tulisan ini hadir untu ngganibarkan pendekatan baru
dalam pelaksanaan ki angar\ KY, utamanya dalam upaya
il lebih independen dan berintegritas
)\i' an dijabarkan dengan mengacu pada
setidaknye , yaitu gambaran umum tujuan pembentukan
KY, s embentukan KY di Indonesia, dan tantangan
da htbtingan KY dan MA selama ini. Harapannya, tulisan ini
dapat menghadirkan perspektif baru, setidaknya mengamplifikasi
perspektif serupa sebelumnya, yang dapat menjadi acuan bagi KY
untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan

dalam pendekatan yang lebih kolaboratif dan konstruktif dengan
MA ke depannya.

menghadirkan per
ke depannya.

1. Profesionalisme dan Independensi Peradilan: Benang
Merah Ragam Komisi Yudisial

Pada dasarnya, keberadaan lembaga seperti KY merupakan
hal yang lazim di berbagai negara, bahkan merupakan suatu tren di
setiap pemerintahan demokrasi modern.? Namun demikian, KY di
setiap negara bersifat unik karena dipengaruhi oleh perkembangan

2 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial,
(Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), hal. 3.
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budaya dan sistem hukum yang berakar pada perkembangan historis,
kultural, dan sosial dari negara tertentu. Artinya, KY di suatu negara
sangat ditentukan oleh konteks sosial dan ketatanegaraan suatu
negara serta perkembangan kultural negara tersebut.?

Dalam kondisi itu, desain fungsi dan organisasi KY sangat
bergantung pada kondisi dan kebutuhan setiap negara, sehingga
menghasilkan fungsi kelembagaan KY yang berbeda-beda antar
negara. Hal ini setidaknya terlihat dari fungsi KY di beberapa negara
sebagai berikut:*

1) Di New South Wales, pembentukan KY m cial
Commission) dilatarbelakangi oleh ban inkensistensi
penjatuhan hukuman antara putuga )

d engan hakim

, Judicial Commission

di New South Wales me memberi bantuan kepada
pengadilan-pengadila menjaga konsistensi putusan.
Salah satu dengan memperkenalkan Judicial

i % System (JIRS) yang menyediakan akses

udah terhadap statistik penjatuhan hukuman,
nsip dan praktik penjatuhan hukuman, dan pola
ren penjatuhan hukuman, dalam rangka membantu
pejabat peradilan (terutama Hakim) mengambil putusan
untuk menjatuhkan pidana®;

2)  Di Belanda dan Irlandia, pembentukan KY dipengaruhi oleh
kondisi Kementerian Kehakiman yang tidak melakukan
fungsinya dengan baik dalam hal perencanaan, pengalokasian,
dan pengawasan keuangan pengadilan, sehingga anggaran
pengadilan seringkali tidak memadai. Dengan begitu, KY di

3 Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa, (Jakarta: LelP, 2002), hal. 133.
Lihat juga Dian Rositawati, “Building Walls Rather than Bridges: The Judicial Commission vs the
Supreme Court in Indonesia”, dalam Constitutional Democracy in Indonesia, ed. Melissa Crouch,
(Oxford: Oxford University Press, 2022), hal. 116.

4 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 5 - 6.

5  Astriyani, dkk, Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan, (Jakarta: LelP,
2016, hal. 55.
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Belanda (bernama Raad voor de Rechtspraak/RvdR) dan Irlandia
(bernama Court Service) menjalankan fungsi perencanaan,
pengalokasian, dan pengawasan keuangan pengadilan;

3) Pembentukan KY di PFrancis (bernama Conseil Superieur De La
Magistrature) dilatarbelakangi pengalaman sering terjadinya
politisasi dan skandalisasi dalam proses rekrutmen dan

promosi hakim oleh eksekutif. Dengan begitu, Conseil Superieur
De La Magistrature diberikan kewenangan terkait ré%e)
b

dan promosi hakim;

4)  Pembentukan KY di negara bagi %or i ernama
Commission on Judicial Perfor @h arena adanya
permasalahan-permasalaha ngenadigerilaku hakim, baik di

dalam maupun di lu sf%‘\ karena itu, Commission on

Judicial Performapc %:lif ia memiliki fungsi pengawasan

iy,

terhadap perilaku haki

egitd; pembahasan mengenai fungsi KY di suatu
ne pat sepenuhnya dilepaskan dari perkembangan
K A KY di negara lain. Hal ini disebabkan perkembangan

KY di suatu negara dapat mengandung pengalaman, informasi, dan
argumentasi yang bermanfaat bagi pembahasan KY di negara lain,
seperti pengalaman KY model Domstolsverket di Swedia yang menjadi
inspirasi pembentukan KY di Denmark.® Dengan begitu, perbedaan
desain fungsi dan kelembagaan KY di suatu negara seharusnya tidak
menjadi faktor penghambat, bahkan dapat menjadikan praktik
baik dari KY negara lain sebagai acuan, bagi suatu negara dalam
pembahasan KY di negaranya.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan fungsi tersebut, terdapat
benang merah tujuan pembentukan KY di setiap negara Eropa,
yaitu menjaga independensi lembaga peradilan dan/atau untuk
meningkatkan profesionalisme melalui efesiensi manajemen dan
administrasi organisasi pengadilan. Guna mewujudkan tujuan

6  Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa..., Op. Cit., hal. 134.
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tersebut, negara-negara di Eropa merancang KY sebagailembaga yang
bersifat mandiri dan berfungsi sebagai perantara antara lembaga
peradilan dengan para administrator politik yang bertanggung
jawab di pemerintahan atau parlemen’, seperti halnya tujuan
pembentukan RvdR di Belanda.? Selain itu, pembentukan KY sebagai
lembaga yang mandiri bertujuan untuk mengurangi ketergantungan
pada cabang kekuasaan eksekutif, seperti di Denmark di mana KY
dapat menghadap parlemen secara langsung apabila eksekutif tidak
memperjuangkan anggaran pengadilan yang diajukan KY.?

Tidak hanya di Eropa, tren pembentukan KY jdga teyy 1
Amerika Latin, meskipun dengan corak yangeu rBeda dari

negara-negara Eropa yang cenderung ekuasaan

eksekutif terhadap pengadilan kepdda 02Di wilayah ini,

mayoritas KY mengambil alih %&1 Sebagai administrator

lembaga peradilan yang sebglummiya dijalankan oleh MA di samping

sebagai pengadilan girfgkat terakhir.'! Hammergreen menyatakan
a

bahwa pengambilal enangan tersebut dilatarbelakangi
ketidakpuasa akat terhadap manajemen administrasi

pen eperti buruknya pengelolaan anggaran pengadilan yang
eb? tidak terpenuhinya kebutuhan anggaran pengadilan
seh menghambat kinerja pengadilan.'?

7 Ibid., hal. 3dan 11.

8 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 6.

9  Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa..., Op. Cit., hal. 141.

10 Linn Hammergreen, Working Papers: Do Judicial Councils Further Judicial Reform? Lesson from
Latin America, (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2002), hal. 2.

11 Ibid., hal. 4 - 5.

12 Ibid.,, hal. 6. Hammergreen menambahkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan
buruknya manajemen anggaran pengadilan adalah keengganan pengadilan mengeluarkan
uang untuk menarik staf administrasi yang munpuni untuk itu atau meningkatkan sistem
administrasi di tengah kondisi personil pengadilan yang biasanya sama sekali tidak memiliki
keterampilan administrasi. Akibatnya, para hakim di pengadilan, khususnya di Mahkamah
Agung, menerapkan semacam manajemen mikro yang tidak efektif dan memberi mereka
kendali atas berbagai keputusan yang tidak penting, seperti cuti bagi staf administrasi dan
pengangkatan personel pendukung tingkat terendah.
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Selain itu, faktor lain yang mendorong perpindahan

kewenangan administrator pengadilan ke KY tersebut adalah adanya
campur tangan yang signifikan oleh eksekutif, legislatif, dan partai
politik terhadap pengadilan, utamanya dalam hal rekrutmen hakim
pengadilan tingkat bawah. Meskipun rekrutmen hakim pengadilan
tingkat bawah merupakan kewenangan MA, tetapi pihak-pihak
tersebut menggunakan kewenangannya dalam pemilihan h k1
agung dengan cara memilih hakim-hakim agung yang dapa

hakim pengadilan tingkat pertama yang dapat berplha
diintervensilangsung, oleh aktor-aktor tersebut. ba kan
banyak lembaga peradilan Amerika Lat1 'g(’i‘ si h hakim-
hakim yang tunduk pada kekuata eftu dengan tanpa
kompetensi dan kualitas etik y. OndlSl ini kemudian
semakin memburuk pada ka r abad ke-20 karena aktor-
aktor politik semak: gxsl ke entlngan pada pengadilan untuk
menghasilkan P erpihak pada mereka secara politik,

ehlngga kepentingan aktor-aktor tersebut akan
ters @ —haklm yang dapat menghasilkan putusan-putusan

difmg

pkan tersebut.’®

Dalam perkembangannya, faktor-faktor tersebut kemudian
menghasilkan gerakan reformasi peradilan yang lebih luas dengan
tujuan memperkuat pengadilan yang dimulai pada tahun 1980-an.
Gerakan ini diinisiasi oleh kelompok ahli hukum dan masyarakat
sipil yang mengusulkan pembentukan sebuah dewan seperti KY yang
akan berfungsi sebagai administrator pengadilan dengan tujuan
meningkatkan independensi peradilan, meningkatkan kualitas
hakim secara keseluruhan, dan untuk menyelesaikan masalah salah
urus administratif atau membebaskan para hakim dari pekerjaan-
pekerjaan adminstratif guna dapat fokus pada tugas utama mereka
(mengadili perkara).’ Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat
membantu memecahkan hambatan kelembagaan dan membuka jalan

13 Ibid., hal. 5.
14 Ibid., hal. 6.
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bagi pendekatan reformasi yang lebih inovatif dan nontradisional, dan
menawarkan keuntungan struktural dalam menangani tugas-tugas
reformasi yang lebih konkret."

Dari jabaran di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan
situasi yang melatarbelakangi pembentukan KY di negara-negara
Eropa dan Amerika Latin. Pembentukan KY di Eropa lebih banyak
dilatarbelakangi faktor keinginan mewujudkan independensi
peradilan dengan memisahkan kekuasaan yudisial dan eksekutif agar
lembaga peradilan dapat bebas dari pengaruh kekuasaan ks%
Sedangkan, di negara-negara Amerika Latin, dorongan em%l

KY lebih banyak disebabkan ketidakpuasan magyafakattatas Kinerja
pengadilan yang tidak memadai dan perpili , im “yang tidak
kompeten sehingga membuat peradi % adl” tidak berfungsi

secara optimal.'®
Namun demikia%ﬁ(epas ri perbedaan tersebut, jabaran

di atas juga men k ng merah tujuan pembentukan dan
ragam KY di wilayah-wilayah tersebut.
Apabila ,die , Blapat disimpulkan bahwa terdapat setidaknya
j entukan KY, yaitu: 1) meningkatkan independensi
i[37 dan 2) meningkatkan profesionalisme pengadilan,
khu$asnya dalam manajemen personel dan administrasi pengadilan.
Tujuan-tujuan tersebut kemudian diwujudkan dengan pelaksanaan
fungsi kelembagaan KY sebagai perantara/penengah (intermediary)
antara lembaga peradilan dengan cabang kekuasaan eksekutif,
legislatif, atau aktor politik lainnya dalam memperjuangkan
kepentingan lembaga peradilan. Konteks tujuan pembentukan dan
fungsi kelembagaan KY inilah yang akan menjadi rujukan utama
dalam pembahasan bagian-bagian selanjutnya.

15 Ibid, hal. 1.
16 Ibid, hal. 6-7.
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2. Era Baru Peradilan Pasca Reformasi: Pembentukan
Komisi Yudisial di Indonesia

Dalam sejarahnya, ide pembentukan lembaga semacam KY
di Indonesia sudah tercetus jauh sebelum kelahirannya pada masa
reformasi tahun 1998. Usulan pembentukan lembaga tersebut
setidaknya dimulai sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar
tahun 1968 dengan nama Majelis Pertimbangan Peneliti ;‘%1)
(MPPH). Lembaga ini didesain untuk memberik rt%@ an

=

dalam pengambilan keputusan mengenai saran u terkait

an tindakan/
fan oleh MA maupun

pengangkatan, promosi, kepindahan, pe
hukuman jabatan para hakim, bai
Menteri Kehakiman.’

Pada saat itu, %ng sulkan tidak berposisi sebagai
lembaga yang independeny tetapi sebagai forum konsultasi antara
u

pemerintah

menentukan hal-hal terkait administrasi
peradil D1 n MA saat itu mengusulkan agar MPPH

g 3%: n'Ketua MA, Menteri Kehakiman, hakim agung senior,
pe
parlemen juga mengusulkan MPPH untuk beranggotakan perwakilan
parlemen dan Kejaksaan Agung.'®* Namun demikian, pembahasan-
pembahasan tersebut belum berhasil melahirkan MPPH karena ide
tersebut tidak dimasukkan ke dalam undang-undang yang akhirnya

itan IKAHI, dan perwakilan organisasi advokat. Selain itu,

disahkan pemerintah dan parlemen, yaitu Undang-Undang No.
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.™

Semangat pembentukan KY kembali mencuat setelah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR RI
No.X/MPR/1998 yang mengamanatkan pemisahan yang tegas antara

17 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 1.
18 Dian Rositawati, “Building Walls Rather than Bridge..., Op. Cit., hal. 117.
19 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., loc. Cit.
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fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif*°. Hal inilah yang kemudian
mendorong lahirnya konsep penyatuan atap (one-roof system) yang
mengalihkan kewenangan pengelolaan administrasi, personel,
keuangan, dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman
ke MA. Namun, lahirnya konsep one-roof system tersebut kemudian
menimbulkan kekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan MA
atas pengadilan dan ketidaksiapan MA untuk melaksakan seluruh
tugas dan wewenang barunya tersebut secara maksimal akibat
bertambahnya beban kerja MA secara signifikan pasca peny&tuan

penyatuan atap di atas tidak muncul ta lam konteks

atap.”
Pada dasarnya, kekhawatiran-kekhawatiran daril-konsep
sa~sebab..D
u

ketidaksiapan MA menerima tugag- asca penyatuan

atap, kekhawatiran tersebut cul akibat pelaksanaan mutasi
promosi hakim yang belumgbjektif, pefigawasan hakim yang belum
efektif, serta masih nya kerhampuan MA dalam manajemen

personel, keuan ara di kantor MA sendiri. Selain itu,
masih terda aguan atas kualitas dan integritas sebagian
uk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan

g@o
2
Hal serupa juga terjadi pada kekhawatiran akan terjadinya

monopoli kekuasaan oleh MA terhadap pengadilan, khususnya terkait
promosi mutasi hakim. Perlu diingat bahwa tujuan utama penyatuan
atap adalah untuk membuat lembaga peradilan menjadi lebih
independen dari campur tangan politik. Hipotesis bahwa pengadilan
akan lebih independen apabila ada penyatuan atap tersebut mungkin

20 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-
Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
Nasional Sebagai Haluan Negara, Lampiran, Bab IV, angka 2 huruf c. Lahirnya ketentuan
ini tidak terlepas dari perjuangan para praktisi hukum, akademisi, dan para hakim untuk
mewujudkan independensi peradilan di Indonesia. Lihat Ibid.

21 Lihat Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Ibid., hal. 1 -2 dan Dian Rositawati, “Building
Walls Rather than Bridge..., Loc. Cit.

22 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 6.
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benar dalam konteks independensi kelembagaan, tetapi belum tentu
tepat independensi internal hakim terhadap kolega dan atasannya.
Hal ini setidaknya terlihat dari beberapa pernyataan upaya hakim
senior dan petinggi MA untuk memindahtugaskan hakim-hakim
yang kritis terhadap sikap dan kebijakan MA. Kondisi tersebut
merupakan ilustrasi adanya potensi penyalahgunaan kewenangan
yang mengancam independensi personal hakim apabila kewenangan
mutasi atau promosi diberikan kepada MA tanpa adanya sistem'¥an

baik.%

Berkaca dari kondisi-kondisi tersebut, i T endasi

Kehormatan
Hakim (DKH) yang berfungsi me
dan penyalahgunaan kewenanﬁia
e

mbahan beban kerja
melalui kewenangannya

mengawasi perilaku hakifi, m rikan rekomendasi mengenai
rekrutmen, promosida tasi hakim, serta menyusun kode etik bagi
hakim.?* Dal k gannya, konsep DKH tersebut kemudian

bertrangf i jadi “KY” dalam Undang-Undang No. 25 tahun

\ ogram Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan
ndang-Undang (RUU) MA versi Pemerintah.”> MA juga
padardasarnya mendukung pembentukan Komsi Yudisial tersebut
dalam pembahasan amandemen UUD 1945, khususnya untuk
melaksanakan pengawasan eksternal terhadap etika dan perilaku
hakim. Dukungan ini juga terlihat dari penyusunan naskah akademik
dan RUU tentang KY oleh MA yang menyebutkan kekhawatiran MA

23 1bid., hal 6 - 7. Lihat juga Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa..., Op.
Cit., hal. viii.

24 Lihat Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Ibid., hal. 1 -2 dan Dian Rositawati, “Building
Walls Rather than Bridge..., Loc. Cit. Rekomendasi tersebut dihasilkan oleh Tim Kerja Terpadu
Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR No. X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisaban
yang Tegas antara Fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif yang diketuai oleh Ketua Muda MA
dan beranggotakan unsur hakim, akademisi, advokat dan pemerintah.

25 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Ibid. Pada dasarnya, terdapat perbedaan konsep
fungsi Komisi Yudisial menurut kedua aturan tersebut. PROPENAS mengamanatkan agar
fungsi Komisi Yudisial lebih fokus di bidang pengawasan, sedangkan RUU MA menekankan
pada aspek pengawasan dan pemberian rekomendasi serta pertimbangan kebijakan peradilan
kepada pimpinan MA (dalam aspek non teknis yudisial).
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atas ketidaksiapannya melaksanakan seluruh kewenangan baru MA
pasca penyatuan atap, sehingga KY dibutuhkan untuk itu.?

Secara umum, konsep pemisahan kekuasaan eksekutif
terhadap lembaga yudisial dan pembentukan KY tersebut
sejalan dengan rekomendasi International Commission of Jurists
(ICJ) pasca pelaksanaan misinya di Indonesia pada tahun 1999.
Hal ini dilatarbelakangi pandangan ICJ bahwa pengelolaan
organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan oleh eksekutif
menimbulkan potensi konflik kepentingan bagi pengadilan A%g
meninjau tindakan-tindakan eksekutif dan membfika
intervensi eksekutif kepada karir hakim-haki tuhkan
putusan yang tidak sesuai dengan sele r%lﬁ'f " “Untuk itu,
ICJ merekomendasikan Indonesia_ufitu laklikan pemisahan

kekuasaan yang efektif antaralégislatif)) eksekutif, dan peradilan,
yang didukung dengan pemgbentttkan §€buah dewan yang bertugas
mengawasi kinerja lembaga peradilan dan memberikan rekomendasi
kepada pemerinfah \terkait “dengan operasional, anggaran, dan

reformasile eradilan.?®

@ rkembangannya, tanpa memperhatikan konsep
baggdn dan fungsi KY yang digagas sebelumnya, MPR
irkan amandemen ketiga UUD 1945 yang mengatur fungsi
KY yang secara umum relatif lebih sempit daripada fungsi KY
yang diusulkan sebelumnya. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD
1945, disebutkan bahwa KY memiliki fungsi: 1) mengusulkan
pengangkatan hakim agung; dan 2) kewenangan lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim. Pada prinsipnya, fungsi ‘dalam rangka menjaga
dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

26 Dian Rositawati, “Building Walls Rather than Bridge..., Op. Cit., hal. 119.

27 International Commission of Jurists, Ruler’s Law: The Report of the International Commission of
Jurists Mission to Indonesia, (Geneva: International Commission of Jurists, 1999), hal. 38 dan
43.

28 Ibid., hal. 55 dan 58.
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hakim’ berpotensi ditafsirkan secara lebih luas, misalnya termasuk
pula melakukan rekrutnen dan mutasi/promosi hakim. Namun
begitu, menurut penjelasan anggota MPR terkait kesepakatan
saat pembahasan ketentuan tersebut, maksud dari fungsi tersebut
lebih mengarah pada tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim
(termasuk hakim agung), serta tugas lain yang secara langsung
dimaksudkan untuk mendukung kehormatan, keluhuran martabat
serta perilaku hakim.?

3. Kolaborasi vs Kompetisi: Tantangan {%&hmisi

Yudisial - MA

Dari jabaran-jabaran di atas, &€rlihat a hubungan antara
KY dan MA seharusnya lebi banyak jbercorak kolaborasi yang
sinergi dalam mewuju independensi peradilan di Indonesia,

khususnya pasca
MA. Pelaks

aa an kewenangan KY seharusnya lebih

e& istem satu atap (one-roof system) pada
P .

banyak di ada dan dimaknai sebagai dukungan lembaga
ek rv@ institusi MA dan badan peradilan di bawahnya
dalamg _mewljudkan peradilan yang lebih independen, berintegritas,
danjprofesional. Namun kenyatannya, hubungan KY dan MA lebih
banyak diwarnai konflik dan kompetisi sejak awal pembentukan KY
hingga saat ini, yang berdampak pada kegagalan fungsi pengawasan

eksternal serta akuntabilitas hakim dan peradilan, termasuk pula
tidak terpenuhinya harapan publik atas integritas pengadilan.®

Konflik antara KY dan MA mulai muncul ketika KY
menginvestigasi beberapa hakim dan staf pengadilan yang diduga
terlibat dalam kasus korupsi pada Desember 2005. Bahkan, KY
pada saat itu kemudian memanggil Ketua MA karena adanya
salah satu pensiunan hakim yang tertangkap tangan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika membawa uang tunai yang
disinyalir untuk Ketua MA. Namun, saat itu Ketua MA menolak

29 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 7 - 8.
30 Dian Rositawati, “Building Walls Rather than Bridge..., Op. Cit., hal. 115.
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panggilan KY untuk diperiksa terkait keterlibatannya dalam kasus
tersebut.?

Konflik selanjutnya berlangsung pada Januari 2006 di mana
KY bermaksud untuk mengevaluasi 49 orang hakim agung dan
memberhentikan hakim agung yang ditemukan tidak berintegritas
dengan mengusulkan hal tersebut untuk diatur dalam Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden.
Usulan ini ditolak oleh MA dan IKAHI yang mengklaim bahwa ide
tersebut merupakan penghinaan terhadap MA dan parlemgn E%;E
hakim agung dipilih oleh parlemen. Saat itu, parleme ug%
ide tersebut karena bertentangan dengan huku dapatimemicu
konflik antara KY dan MA di mana parl Re' inta KY untuk

fokus pada seleksi hakim agung yan .

Setelah itu, konflik terj mbali/pada Maret 2006 di mana

KY mengeluarkan daftagkompilasi 13 orang hakim agung bermasalah

di mana daftar te & ian dipublikasikan oleh media. Saat
n

itu, MA me daftar tersebut disusun secara ceroboh

tanpa i' EE

ain konflik-konflik tersebut, terdapat setidaknya 3 (tiga)
konflik lain yang mewarnai hubungan antara KY dan MA, termasuk
para hakim, antara lain:

ra formal. Bahkan, beberapa hakim agung saat
tuk melaporkan komisioner KY ke kepolisian.*?

1)  Pada Juni 2011, MA melaporkan Ketua Bidang Pengawasan
Hakim dan Investigasi KY, Suparman Marzuki, ke Kepolisian.
Pelaporan ini dilatarbelakangi pernyataan Suparman Marzuki
di beberapa media massa yang menyebutkan ada keharusan
seseorang untuk membayar uang sebanyak ratusan juga untuk
menjadi hakim, termasuk raturan juta rupiah lainnya agar
hakim tersebut ingin menjadi pimpinan pengadilan di Jakarta.

31 Ibid., hal. 120.
32 Ibid.,, hal 120 - 121.
33 Ibid., hal. 121.
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Saat itu, pelaporan oleh MA tersebut diwakili oleh Kepala Biro
Hukum dan Humas MA, Nur Hadji;**

2) Pada Maret 2015, Hakim Sarpin Rizaldi melaporkan
Komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri dan Suparman
Marzuki, kepada Kepolisian. Hal ini dilatarbelakangi
pernyataan Taufiqurrahman Syahuri dan Suparman Marzuki
terkait putusan praperadilan Komisaris Jenderal ¢Budi
Gunawan yang dijatuhkan oleh Sarpin Rizaldi. Saat iy, Sakpi
Rizaldi melaporkan hal tersebut kepada isia a
menilai pernyataan-pernyataan tersebu arkan

nama baik serta merusak harkat d irinya secara
pribadi maupun dalam profesjge i

3)  Pada September 2018, g yang menjabat sebagai

n is Warga Pengadilan (PTWP)

Ketua Umum Pessatua
bersama d jutplah hakim melaporkan salah satu
Komisigneg'atay jurtt bicara KY ke Polda Metro Jaya terkait
: au pencemaran nama baik. Hal ini ditenggarai
yataan juru bicara KY di media yang menyebutkan
va terdapat pungutan liar kepada setiap pengadilan tingkat
banding sebesar ratusan juta rupiah untuk menyelenggarakan
pertandingan tenis warga pengadilan di Denpasar.*

Kejadian-kejadian di atas menunjukkan bahwa konflik antara
MA dan KY berlangsung terus menerus di setiap generasi komisioner
KY, setidaknya hingga tahun 2020. Konflik ini diduga terjadi karena
tumpang tindihnya pengaturan kewenangan serta perbedaan
interpretasi dan pelaksanaan kewenangan MA dan KY, mulai dari
aspek pengawasan hakim di mana terdapat perbedaan pelaksanaan

34 “MA Laporkan Komisioner KY ke Mabes Polri”, https://news.detik.com/berita/d-1679056
ma-laporkan-komisioner-ky-ke-mabes-polri , diakses pada Kamis, 23 Oktober 2025.

35 Rinaldy Sofwan Fakhrana, “Laporkan Komisioner KY, Hakim Sarpin Diperiksa Polri”, https://

www.cnnindonesia.com/nasional/20150330130132-12-42943/laporkan-komisioner-ky-
hakim-sarpin-diperiksa-polri. , diakses pada Kamis, 23 Oktober 2025.

36 Aida Mardatillah, “Hakim Agung Dkk ‘Polisikan’ Jubir KY, Begini Pandangan Pakar”, https://

www.hukumonline.com/berita/a/hakim-agung-dkk-polisikan-jubir-ky--begini-pandangan-
pakar-lt5bal28ee381d2/, diakses pada Kamis, 23 Oktober 2025.

|

4 &
“. "l 266 BUNGA RAMPAI

D




Muhammad Tanziel Aziezi

kewenangan penegakan etik oleh MA dan KY hingga beberapa hasil
investigasi KY tidak ditindaklanjuti oleh MA¥, aspek rekrutmen
hakim dan hakim agung, aspek kewenangan administrasi peradilan,
dll. Hal ini pula yang kemudian diakui pula oleh komisioner KY
sebagai faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan
pembentukan KY.*®

4. Jembatan Kemitraan: Pendekatan Penting Demi
Independensi Peradilan

Sepertidisebutkan sebelumnya, tujuan pembent an%e’
isme

umum adalah meningkatkan independensi d rofesi
gaperadilan dengan

pengadilan, yang diwujudkan dengan pelaksana
.; or politik lainnya. Hal

perantara/penengah (intermediary) antata

cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, at

serupa pada dasarnya jug e%%: donesia mengingat tujuan

utama pembentukan a%\gh yeimbangkan dan mendukung
%as nyatuan atap yang diharapkan dapat

aperadilan yang lebih independen dari campur

politik\Dalam konteks itu, maka KY seharusnya memainkan
agai mitra MA dalam meningkatkan independensi dan

alisme pengadilan, termasuk sebagai perantara/penengah
antdra MA dengan cabang kekuasaan negara lainnya dalam

memperjuangkan kepentingan lembaga peradilan agar pengadilan
dapat lebih independen dari campur tangan politik.

ungsrKY sebagai

Saat ini, terdapat anggapan bahwa pengawasan kode etik
merupakan tugas terpenting KY mengingat pengawasan internal
MA yang dinilai terlalu subjektif. Namun, konflik-konflik di
atas setidaknya menunjukkan bahwa KY masih mengalami
tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, yang
oleh Dian Rositawati digambarkan sebagai tantangan KY dalam

37 Alfeus Jebabun, dkk, Garis Demarkasi Pengawasan Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim, (Jakarta:
LelP, 2024), hal. 62 - 63.

38 Dian Rositawati, “Building Walls Rather than Bridge..., Op. Cit., hal. 126.
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menyeimbangkan naluri penegakan aturan dan penjatuhan hukuman
kepada hakim dengan upaya menampilkan wajah sebagai mitra
lembaga peradilan secara simultan. Dian Rositawati menambahkan
bahwa pelaksanaan kewenangan pengawasan KY dalam konteks
pemberantasan korupsi di pengadilan masih menimbulkan kritikan
tajam sekaligus menaikkan ketidakpercayaan dari kalangan hakim
kepada KY.**

Dalam konteks ini, Dian Rositawati kemudian menigusulka
agar KY perlu berefleksi tentang pendekatan terbai s ya
digunakan dalam pelaksanaan kewenangan-kéw gantlya agar

mencapai tujuan pembentukannya. Sebag ng dilahirkan
untuk mendukung fungsi peradi u berperan sebagai

mitra kerja yang konstruktif b \
i d&gﬁn untuk meningkatkan integritas

kaligus tetap menjaga kepercayaan

kolaborasi secara proak

S ;Ngtina memperoleh lebih banyak dukungan dan

c % ddrihakim dan pengadilan, KY juga perlu mengorientasi
ula rannya ke arah pelaksanaan tugas dan kewenangan yang
manfaat dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh hakim
danpengadilan. Halini tidak terlepas dari perkembangan di Australia
di mana para hakim mengubah pandangan mereka menjadi positif
terhadap KY sejak mereka memperoleh manfaat dari pelaksanaan
tugas KY. Padahal, para hakim tersebut awalnya memberikan reaksi
negatif terhadap pembentukan KY karena dianggap dianggap sebagai
‘polisi baru’ yang akan mengawasi dan mengganggu para hakim.*!

Berdasarkan jabaran-jabaran tersebut, terlihat bahwa KY
perlu mulai mempertimbangkan untuk memperbarui pendekatan

39 Ibid., hal. 128.
40 Ibid., hal. 129.

41 Penjelasan dari Emest Schmantt, Ketua Komisi Yudisial Australia dalam diskusi kecil yang
diadakan oleh Tim Studi penyusunan Naskah Akademik dan RUU Komisi Yudisial tahun 2002.
Lihat Naskah Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 8.
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dalam pelaksanaan fungsinya agar tidak hanya berfokus sebagai
lembaga pengawas eksternal hakim, tetapi juga berperan lebih
banyak sebagai mitra MA dalam meningkatkan independensi dan
profesionalisme lembaga peradilan. Pendekatan ini dapat dilakukan
dengan mengubah arah pelaksanaan tugas dan kewenangan
KY menjadi lebih berorientasi setidaknya pada du hal, yaitu: 1)
berperan sebagai perantara/penengah antara MA dengan cabang
kekuasaan negara lainnya dalam memperjuangkan kepentingan
lembaga peradilan; dan 2) pelaksanaan tugas dan kewenangar{yang

manfaat dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh haki

dan pengadilan. Pendekatan dan orientasi ya %V

kemitraan ini diharapkan dapat meningka % aan para

hakim dan MA akan kemampuan KY unt % lebih banyak
aga

dalam mendukung pelaksanaan peradilan. Dengan
begitu, seluruh pelaksanaa
diharapkan tidak lagi di %:g

P

eveorak

ewenang Komisi Yudisial
agai kompetisi atau gangguan

oleh para hakim n, tetapi menjadi sebuah kolaborasi

yang sinergigdal udkan peradilan yang lebih independen

dan proféssionalytermasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan
i .%‘ adilan.

perti disebutkan sebelumnya, Pasal 24B ayat (1) UUD
1945 mengatur dua bentuk kewenangan KY, yaitu mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim. Lebih lanjut, Undang-Undang tentang KY mengatur
lebih rinci tugas KY terkait kewenangan menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, antara lain
kewenangan terkait pengawasan perilaku hakim dan mengambil
langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan,
kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan
dan keluhuran martabat Hakim.*? Selain itu, Undang-Undang

42 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi
Yudisial, Pasal 20 ayat (1).
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tentang KY juga mengatur tugas tambahan KY, yaitu mengupayakan
peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.** Masing-masing
tugas KY inilah yang perlu dijabarkan lebih lanjut guna mendapatkan
gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tugas-tugas
tersebut dengan pendekatan dan orientasi yang lebih bercorak
kemitraan antara KY dengan MA.

Secara umum, KY relatif dapat dinilai telah b
melaksanakan kewenangan mengusulkan pengangkat

agung dan pengawasan perilaku hakim, termasuk m i
kemitraan dengan MA, terlepas dari masih di
tantangan pada praktiknya. Namun demilfan,koqdist'serupa belum
sepenuhnya terjadi pada pelak Rewenangan mengambil
huran martabat Hakim serta

langkah hukum dan/atau lan
merendahkan kehorm dan
mengupayakan pe
Oleh karena itu,

apasitas dan kesejahteraan hakim.

agan berikutnya dalam bagian ini hanya akan

difokus aran pelaksanaan kewenangan-kewenangan
selat angkatan hakim agung dan perilaku hakim tersebut
d gacu pada pendekatan kemitraan antara KY dan MA.

Lebih dari itu, kewenangan-kewenangan tersebut masih
diatur secara sangat luas tanpa pengaturan lebih lanjut, tidak seperti
pengaturan terkait pengangkatan hakim agung dan pengawasan
perilakuhakimyangtelah diatursecararinci. Menurut Wim Voermans,
jenis pengaturan kewenangan seperti itu pada dasarnya merupakan
hal yang positif karena KY dapat melaksanakan kewenangannya
secara fleksibel dan dinamis sesuai dengan kebutuhan pengadilan
setiap saat.** Dengan begitu, penjabaran contoh atau gambaran
pelaksanaan kewenangan mengambil langkah hukum dan/atau

43 Ibid., Pasal 20 ayat (2).

44 Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa..., Op. Cit., hal. 141. Hal ini pernah
terjadi di Swedia dimana Komisi Yudisial Swedia melaksanakan kewenangan yang belum diatur
secara rinci dengan berorientasi pada pelayanan, di mana Komisi Yudisial menguji sejumlah
pelayanan dan fasilitas (pelatihan, adrninistrasi, dan sebagainya) atas permintaan pengadilan,
sehingga dapat berkontribusi penting terhadap keberhasilan dan kepuasan kinerja Komisi Yudisial.
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langkah lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan
dan keluhuran martabat hakim serta mengupayakan peningkatan
kapasitas dan kesejahteraan hakim dapat lebih fleksibel untuk
disesuaikan dengan pendekatan kemitraan dan kondisi serta
kebutuhan peradilan saat ini tanpa terbatasi dengan aturan-aturan
yang lebih rinci dan teknis.

Dalam praktiknya, peradilan Indonesia seringkali masih
diwarnai dengan tindakan-tindakan yang merendahkan kehormatan
dan keluhuran martabat pengadilan. Hal ini termasuk pula geranigan-

rQse€s

serangan fisik terhadap personel dan fasilitas pengadilanda
e
4,

=

peradilan. Peristiwa pemukulan hakim Pengad riJakarta

adyoKat,* perilaku
advokat yang naik ke atas meja k
Negeri Jakarta Utara,*® hingga ,
ketika persidangan di Pexggadi eri Surabaya®’ merupakan

sebagian dari tind tindakan” yang jelas-jelas merendahkan
u artabat hakim dan pengadilan.

kehormatan dan Kel

2 « ersebut, KY perlu mengambil peran sebagai
g @» dalam melindungi kehormatan dan keluhuran
mapte akim dan pengadilan. KY perlu secara aktif dan tegas
gambil tindakan hukum atau tindakan lain yang diperlukan
terhadap pihak-pihak yang secara nyata merendahkan martabat

hakim dan pengadilan seperti kasus-kasus di atas, bukan hanya
sekadar berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan

eti
ki

45 Normand Edwin Elnizar, “Soal Pemukulan Hakim, Sekjen IKAHIL: Itu Pelecehan pada
Peradilan!”, https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-pemukulan-hakim--sekjen-ikahi--
itu-pelecehan-pada-peradilan-1t5d3087a7f06b7/ , diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.

46 Amelia Rahima Sari, “Kongres Advokat Indonesia Pecat Firdaus Oiwobo yang Naik Meja di
Sidang Razman vs Hotman Paris”, https://www.tempo.co/hukum/kongres-advokat-indonesia-
pecat-firdaus-oiwobo-yang-naik-meja-di-sidang-razman-vs-hotman-paris-1205676 , diakses
pada Kamis, 30 Oktober 2025.

47 Achmad Faizal dan Phytag Kurniati, “Aksi Sekelompok Polisi Teriakkan Yel Saat
Sidang Kanjuruhan Dianggap Menghina Pengadilan”, https://surabaya.kompas.com/
read/2023/02/16/122616978/aksi-sekelompok-polisi-teriakkan-yel-saat-sidang-kanjuruhan-
dianggap. , diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.
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pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan
hukum kepada pihak berwenang, melakukan gugatan perdata, dan/
atau pelaporan kepada atasan, lembaga, atau organisasi profesi
serta mengawal seluruh proses yang bertujuan untuk meminta
pertanggungjawaban atau menghukum pihak-pihak tersebut. Peran
ini diharapkan dapat menunjukkan pelaksanaan kewenangan KY
yang lebih konkret dan lebih dirasa bermanfaat secara langsung
untuk hakim dan pengadilan, yang dengan sendirinya diharapkan
dapat menaikkan kepercayaan dan dukungan hakim sexta p

kepada KY. .\

Selain itu, KY juga dapat melaksa ngan lainnya

yang bermanfaat langsung bagi pa m upaya melindungi
kehormatan dan keluhuran mnfa Hakim, yaitu peningkatan
kapasitas hakim. Se umury, KY dapat dianggap telah

melaksanakan ke i dengan baik melalui pelaksanaan

terhadap 600 orang hakim setiap

pelatihan-pelatihan tematik terkait perkembangan hukum dan
peradilan yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugasnya,
seperti penggunaan bukti elektronik, penanganan kejahatan yang
melibatkan mata uang digital atau kripto, dIL

Untuk itu, KY perlu berperan lebih banyak dalam peningkatan
kapasitas hakim melalui pemberian pelatihan-pelatihan tematik
yang berkaitan dengan perkembangan hukum dan peradilan kepada
para hakim. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi
perkembangan-perkembangan hukum secara berkala guna dapat

48 Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2022 dan 2023, diketahui bahwa
Komisi Yudisial telah melakukan pelatihan terhadap 600 orang hakim setiap tahunnya.
Meskipun terdapat informasi mengenai pelatihan tematik, namun dokumen-dokumen
tersebut menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan dengan materi KEPPH masih mendominasi
peningkatan kapasitas hakim oleh Komisi Yudisial. Lihat Laporan Tahunan Komisi Yudisial
Tahun 2022, hal. 96 - 99 dan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023, hal. 20 - 21.
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menentukan materi pelatihan yang perlu diberikan kepada hakim
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, khususnya untuk materi-
materi yang belum menjadi bagian program pelatihan hakim oleh
MA melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis MA.
Dengan begitu, selain bermanfaat bagi para hakim, peningkatan
kapasitas hakim tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan
hakim yang dapat menghasilkan putusan-putusan berkualitas yang
sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga dapat meningkatkan
kepercayaan publik kepada hakim dan pengadilan sekaligus m%

kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

di atas, pada dasarnya tindakan tersebu dapat terjadi
dalam bentuk serangan secara fisik dakan-tindakan

lain yang tidak menghorma % d1 n”Salah satunya adalah
a
haki

secara sengaja tidak melaks utusan pengadilan yang
merupakan produk

pengabaian terh a

dllakukan 0 tah pada kasus-kasus yang bertentangan

annya, seperti menerbitkan keputusan atau izin

rupa dengan yang telah dibatalkan oleh peradilan tata

egara . Bahkan, dalam suatu perkara perdata, seorang

kepala daerah secara terbuka dan tegas menyatakan kepada ketua

pengadilan bahwa ia tidak akan perintah dalam putusan pengadilan

meskipun perintah tersebut dikuatkan hingga tahap Peninjauan

Kembali®. Hal-hal ini tentu perlu dilihat sebagai tindakan yang tidak

menghormati pengadilan karena pemerintah telah dengan sengaja

mengabaikan dan tidak melaksanakan perintah dalam putusan
pengadilan.

Terkait dengan tindakan merendahkan %‘h gadilan

dan pengadilan. Sayangnya,
pengadilan ini justru beberapa kali

49 Rifqi S. Assegaf, “The Supreme Court: Reformasi, Independence and the Failure to Ensure Legal
Certainty, dalam The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia, ed.
Melissa Crouch, (Cambridge: Cambridge University Press., 2019), hal. 42. Hal ini seperti yang
terjadi pada kasus konflik internal Partai Persatuan Pembangunan dan kasus Petani Kendeng
vs. Semen Indonesia.

50 M. Tanziel Aziezi, dkk, Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia,
(Jakarta: LeIP, 2019), hal. 112.
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Namun demikian, pengadilan pada praktiknya tidak dapat
berbuat banyak untuk mendorong pemerintah melaksanakan
putusan-putusan pengadilan. Hal ini tidak terlepas dari ketiadaan
instrumen hukum bagi pengadilan yang dapat memaksa pemerintah
untuk menjalankan putusan pengadilan dan kepatuhan pemerintah
untuk menjalankan putusan pengadilan sepenuhnya diserahkan
kepada pemerintah. Konsep ini terlihat pula dari peraturan
internal MA terkait pelaksanaan putusan pengadilan tata Ugsaha
negara yang hanya dapat mengatur kewenangan pengadi n
menginformasikan tidak dilaksakannya putusan 'e%%i n oleh
pejabat pemerintah kepada Presiden da ' disi tersebut
pada dasarnya dapat dipahami ingat Jp
salah satu representasi kekuas ard selarusnya menghormati

n

pengadilan, setidaknya deggan telak$anakan putusan pengadilan
he
g1

sa, yang mana hal ini seharusnya juga

erintah sebagai

asyarakat agar dapat menghormati

elaksanakan putusan pengadilan. Hal ini dapat dilakukan
dengan mendorong pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan
pengadilan dan/atau mengadvokasikan hal tersebut kepada atasan
pejabat pemerintah, mempublikasikan daftar pejabat pemerintah
yang tidak melaksanakan putusan pengadilan,® atau cara-cara lain
yang dianggap patut dan diperlukan oleh KY. Harapannya, tindakan
tersebut dapat semakin mendorong pemerintah untuk mematuhi
dan melaksanakan putusan pengadilan, yang pada titik tertentu
diharapkan pula dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk

51 Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara No. 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang
Berkekuatan Hukum Tetap, Lampiran I bagian V. Prosedur Eksekusi Upaya Paksa, hal 3 - 5.

52 Khusus untuk perkara-perkara peradilan tata usaha negara, hal ini dapat dilakukan dengan
menganalisis pejabat pemerintah yang tidak menjalankan putusan pengadilan melalui data
dan putusan yang disajikan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi
Peradilan TUN melalui laman “MonEksTUN”. Lihat https://eksekusi-ptun.djmt.id/ .
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melaksanakan putusan secara sukarela. Selain menjaga kehormatan
dan keluhuran martabat pengadilan, kepatuhan menjalankan
putusan pengadilan tersebut tentu bermanfaat bagi pengadilan
karena pengadilan tidak perlu lagi melaksanakan eksekusi putusan
secara paksa sehingga dapat lebih banyak menggunakan tenaga,
waktu, dan pikirannya untuk menjatuhkan putusan dan memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pada dasarnya, permasalahan dalam pelaksanaan putusan
pengadilan tidak hanya terkait dengan ketidakpatuhan pemerihta

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan secara pakseaf p
sangat membutuhkan aspek keamanan gunam a ncaran

eksekusi putusan tersebut. Namun, ik \e usi putusan
yang masih sangat menggantungka m an”aspek keamanan
u

pada kepolisian faktanya be am enjamin kelancaran
pelaksanaan eksekusi putugan séeara sa.>® Padahal, di sisi lain,
ketergantungan pe ilan\ terhddap keamanan dari kepolisian

tersebut menyebgbkan pe ilan cenderung berkompromi dengan
perkara-per elibatkan kewenangan kepolisian, seperti
prapers % a memastikan kepolisian tetap bersedia menjaga

anap_Mhakim dan persidangan®®. Bahkan, dari kasus-kasus
ser terhadap pengadilan di atas, terlihat bahwa pengadilan
belum memiliki aspek keamanan yang memadai guna mendukung
pelaksanaan tugas pengadilan yang maksimal. Kondisi-kondisi ini
menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya aspek keamanan bagi
hakim dan pengadilan tidak hanya berdampak pada keselamatan
personel dan kelancaran pelaksanaan tugas pengadilan, tetapi juga
ancaman terhadap kehormatan dan martabat pengadilan, bahkan
independensi hakim dalam memutus perkara.

53 M. Tanziel Aziezi, dkk, Kertas Kebijakan..., Op. Cit., hal. 143. Hal ini disebabkan pengadilan
sangat bergantung pada ketersediaan waktu dan agenda kepolisian dimana pengadilan akan
menunda pelaksanaan eksekusi jika di saat yang sama polisi juga sedang melakukan tugas
pengamanan di tempat lain. Bahkan, terdapat pelaksanaan eksekusi yang ditunda karena
kepolisian menarik personilnya ketika pelaksanaan eksekusi dan pihak kepolisian tidak
merespon permintaan bantuan pengadilan untuk mengamankan eksekusi.

54 RifqiS. Assegaf, “The Supreme Court..., Loc. Cit.
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Untuk itu, KY perlu melakukan tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk memperjuangkan pemenuhan aspek keamanan
bagi personel pengadilan, utamanya para hakim. Dalam konteks ini,
KY dapat berperan sebagai mitra yang bersama-sama dengan MA
dalam mengidentifikasi dan menyuarakan pemenuhan aspek-aspek
keamanan yang dibutuhkan pengadilan. KY juga dapat berperan
sebagai perantara/penengah antara MA dengan pemerintah, dan
legislatif dalam memperjuangkan pemenuhan aspek
tersebut, setidaknya dengan mendorong agar pe
legislatif menggunakan kewenangannya dalam
dan pembentukan peraturan untuk

aspek keamanan bagi pengadilan. Halini\p dilakukan guna
menunjukkan peran KY yang le % tf'dan substansial dalam
pemenuhan aspekkeaman y%pa ih menjamin keselamatan
personel dan kelancagas pela sanadn tugas pengadilan, perlindungan

kehormatan dan ta engadllan serta independensi hakim
dalam mem

ngan peran sebagai perantara bagi MA, bagian

% telah menjelaskan bahwa peran tersebut merupakan
atu pendekatan kemitraan yang perlu dilakukan oleh KY. Salah

satu tujuannya adalah agar pengadilan lebih independen dari campur
tangan atau intervensi politik. Hal ini tidak terlepas dari masih
terjadinya intervensi politik oleh eksekutif dan legislatif terhadap
pengadilan melalui upaya ‘tukar guling’ kewenangannya dalam hal
penentuan anggaran, pembentukan undang-undang, penunjukan
hakim agung, dll dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan MA
agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan
kepentingan personel dan/atau lembaga eksekutif dan legislatif>.
Bahkan, intervensi ini ditunjukkan secara jelas baru-baru ini ketika
pemerintah memanggil para hakim agung ke Istana Negara untuk
mendengarkan arahan dari Presiden terkait tindakan-tindakan yang
akan dilakukan pemerintah, meskipun hakim agung dan presiden

55 1Ibid., hal. 41 - 42.
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memiliki posisi yang sederajat pada cabang kekuasaan negara
yang berbeda.’® Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa
intervensi politik dari pemerintah dan legislatif telah merendahkan
kehormatan, bahkan mengganggu independensi pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, KY perlu berperan lebih banyak
dalam membentengi, setidaknya mengasistensi, lembaga peradilan
dari pelaksanaan kewenangan pemerintah dan legislatif terhadap
pengadilan, utamanya yang berdimensi politik seperti legislasi dan
penganggaran. Dalam konteks legislasi, hal ini dapat ila'%aé
dengan menjadi perantara bagi MA, atau setidak%%}a -

d

sama dengan MA, dalam memberikan masu tau orong
penyusunan peraturan perundang-undangap ibutuhkan
untuk menjamin kelancaran pelaksa t % vergadilan. Terlebih,

ketidaklengkapan aturan hu erdpakdn salah satu faktor
penyebab tidak maksimalnya pélaksaffaan tugas pengadilan dan/
atau membuka celab tfr {%Xa rupsi yang dapat meruntuhkan
keluhuran dan %m im serta pengadilan.”’” Namun, peran
ini perlu a odir sikap KY untuk mengusulkan sendiri
ritaskan aturan hukum yang dinilai dibutuhkan
an. Harapannya, KY dapat lebih banyak berkontribusi
melahitkan peraturan perundang-undangan yang mendukung
pelaksanaan tugas pengadilan, termasuk dengan menjaga lembaga

pengadilan dari intervensi politik yang terlalu besar dari pelaksanaan
kewenangan legislasi pemerintah dan DPR.

Peran serupa juga dapat diambil oleh KY dalam konteks
kewenangan penganggaran pemerintah dan DPR. Hal ini tidak
terlepas dari belum cukupnya anggaran dan fasilitas yang

56 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, “Siaran Pers: “Back-up” untuk
Pemerintah? Hakim Bukan Alat Eksekutif!”, https://leip.or.id/rilis-media-back-up-untuk-
pemerintah-hakim-bukan-alat-eksekutif/ , diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025. Lihat
juga Vedro Imanuel Girsang, “Prabowo Kumpulkan Hakim MA dan Beri Arahan, Pakar: Itu
Intervensi”, https://www.tempo.co/politik/prabowo-kumpulkan-hakim-ma-dan-beri-arahan-
pakar-itu-intervensi-1210283#google vignette , diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.

57 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 31.
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mendukung tugas pengadilan hingga pengadilan terus bergantung
pada dukungan pemerintah dan dunia usaha, seperti menerima
perumahan gratis dari Freeport dan fasilitas mobil dari Pemerintah
Daerah Surabaya.”® Selain itu, para hakim masih perlu untuk
melakukan gerakan cuti bersama untuk meminta penyesuaian hak
keuangan sebelum akhirnya pemerintah memenuhi permintaan
tersebut® meskipun masalah kesejahteraan hakim merupakan salah
satu penyebab terjadinya pelanggaran perilaku oleh hakim.%’ Natun
fenomena ‘tukar guling” pemenuhan kebutuhan pengaglil n
kepentingan-kepentingan personel dan/atau aga \pemefintah
dan DPR menunjukkan kebutuhan akan p unt endukung
MA dalam memperjuangkan pemen a afr'pengadilan, baik
terkait pemenuhan hak fasilitasnfaupun kedahgan para hakim.

Dalam konteks ini§ KY lu mengambil peran sebagai

perantara bagi , setidaknya bersama-sama dengan
ju
n

an pemenuhan anggaran pengadilan

MA, dalam memipe
kepada peme
p kewenangan KY dalam menjaga keluhuran martabat

DPR. Peran ini pada dasarnya merupakan
elaksa

h mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim yang
lebikrbercorak kemitraan dengan melindungi lembaga pengadilan
dari intervensi penganggaran pemerintah dan DPR yang terlalu
besar. Peran ini diharapkan dapat menunjukkan kontribusi KY
dalam bidang keuangan pengadilan meskipun tidak mengelola
secara langsung keuangan pengadilan tersebut sebagaimana ide awal
pembentukan KY di Indonesia.®*

58 RifqiS. Assegaf, “The Supreme Court..., Op.Cit., hal. 42.

59 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, “Negara Tidak Serius, Hakim Tidak
Terurus: Masalah Laten Yang Perlu Segera Diselesaikan”, https://leip.or.id/rilis-media-negara-

tidak-serius-hakim-tidak-terurus-masalah-laten-yang-perlu-segera-diselesaikan/, diakses
pada Kamis, 30 Oktober 2025.

60 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik..., Op. Cit., hal. 30.
61 Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa..., Op. Cit., hal. ix.
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5. Kesimpulan

KY merupakan produk dari kesadaran akan pentingnya
meningkatkan independensi dan profesionalisme pengadilan
pasca reformasi Indonesia tahun 1998. Namun, konflik-konflik
antara KY dan MA masih menjadi faktor penghambat tercapainya
tuyjuan pembentukan KY. Pembaruan perspektif pelaksanaan
tugas dan fungsi KY melalui jembatan kemitraan dengan MA yang

lebih orientasi pada perlindungan pengadilan dari campur tapgan
politik dan pemberian sebanyak-banyaknya manfaat langjun%

pengadilan merupakan hal yang patut dipertimbangkan
dapat lebih banyak berkontribusi dalam mewuj
lebih independen dan profesional

Meskipun begitu, selayakn mbatan, diperlukan
peran dari dua bilah sisi untu e ubung dan berkontribusi
satu sama lain guna m oko suat jembatan. Dalam konteks
ini, KY dan MA rl%i terbuka untuk bekerja sama dan
menye1mba gkarl\ masihg-masing perannya demi mewujudkan

apyang lebih tehubung dan kokoh guna mencapai
emoga KY dan MA ke depannya dapat lebih banyak

nyang

%3 kan aksi-aksi kolaborasi dengan menjadikan jembatan
raan yang dibangun bersama sebagai fondasi penting dalam
mewujudkan independensi dan profesionalisme pengadilan
Indonesia yang lebih baik.

k%%
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Menjaga Cermin Keadilan:

Dua Dekade Relasi Komisi Yudisial
dan Media

Susana Rita Kumalasanti \E '\)
Q yang berada di ranah

etiap lembaga ne
pengawasan i te 1tas idup dari sejauh mana publik
memperca omisi Yudisial (KY), kepercayaan publik

bukan seka rvel kepercayaan adalah fondasi legitimasi
unt alam kerangka etika dan akuntabilitas hakim.

n, kepercayaan itu tak dapat tumbuh dalam ruang
tertutup. Ia memerlukan ruang publik yang hidup, dan media adalah
cahaya yang membantu mencerminkan kerja lembaga kepada
masyarakat luas.

Ketika KYlahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2004, lembaga ini segera menghadapi tantangan bukan hanya teknis
kelembagaan, tetapi tantangan persepsi publik. Apa sebenarnya
fungsi KY? Apakah ia mengintervensi kekuasaan kehakiman? Untuk
menjawab keraguan seperti itu, media menjadi arena pertama di
mana narasi KY disampaikan, diuji, dikritik, dan dikoreksi.

Refleksi atas hubungan KY dengan media selama dua dekade
bukan sekadar melihat perjalanan lembaga, tetapi menghadirkan
catatan empiris dan pelajaran kritis yang dapat menjadi bekal bagi
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perbaikan ke depan. Di tengah arus informasi yang semakin cepat
dan kompleks, bagaimana KY mempertahankan keseimbangan
antara keterbukaan dan kehati-hatian, antara respons publik dan
prosedur etik, menjadi bagian penting dari tulisan ini.

a. Fase Awal (2005-2010): Memperkenalkan
Eksistensi

Pada periode awal pembentukan, tantangan ter s;xg
adalah mengenalkan dirinya kepada publik dan lepabaga ifan.
Tidak banyak pihak yang memahami peran % ngawas
etik dan perilaku hakim.

Di awal keberadaannya, h '&ﬁ@disemaﬂ(an kepada
atasi

lembaga ini untuk dapat m ruang gerak para mafia
peradilan. Setidaknya ‘t%:bu iungkap oleh Koalisi Pemantau
Peradilan (KPP)y, erdi isejumlah organisasinonpemerintah
a

yang memiliki erhadap persoalan penegakan hukum di

republi a‘permintaan untuk segera memeriksa hakim-hakim
d menjatuhkan putusan kontroversial dan tak sesuai
de asa keadilan.

Harapan ini disematkan ke “Pundak” KY karena Mahkamah
Agung (MA) dinilai gagal membersihkan praktik-praktik mafia
peradilan. Pemeriksaan terhadap hakim oleh MA dilakukan tertutup
dan kurang transparan sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan
bakal terjadinya praktik kolusi (Kompas, 20 Agustus 2005, halaman
3).

Kehadiran lembaga ini juga langsung “disambut” dengan
sejumlah kasus besar yang kontroversial, hanya beberapa hari
setelah komisioner jilid 1 dilantik. Kasus pertama yang ditangani
adalah kasus dugaan pelanggaran etik hakim Pengadilan Tinggi
Jawa Barat terkait dengan pembatalan hasil pilkada Kota Depok, lalu
dugaan suap 500.000 dollar AS terkait kasus korupsi dana reboisasi
di Kalimantan Selatan yang melibatkan pegawai MA, dan lainnya.
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Di bulan-bulan pertama eksistensinya, KY bisa dibilang selalu
muncul dalam pemberitaan media arus utama. Dalam lima bulan
sejak pelantikan Pimpinan KY periode pertama pada 2 Agustus
2005, nama KY disebut dalam 153 berita dan artikel di Harian
Kompas atau sekitar 30 tulisan per bulan. Berita-berita tersebut juga
mencakup pula laporan pengaduan terhadap sejumlah hakim agung
di MA. Ketika halitu terpublikasi secara meluas, hal tersebut memicu
hubungan kedua lembaga yang memanas yang sempat berujung
pada rencana laporan pidana. Dapat dipahami mengapa para Hakim
agung kala itu meradang, mengingat nama-nama haki rl
terpublikasi meskipun belum ada proses untuk % juti

laporan yang masuk.

Belum ada aturan baku kap o ng hakim dapat
dipublikasikan ke publik, apa %b ukan ataukah ketika
sudah ada kesimpulan apakgh a terSebut terbuktiataukah tidak.
Polakomumkampu% k aitufelatif sederhana: konferensipers,

siaran pers, dan engan pimpinan. Semua komisioner

dapat di npa juru bicara. Media menjadi jembatan
yan ahwa pengawasan hakim bukanlah sabotase
téghadap.independensi, melainkan bentuk penguatan kepercayaan
publik Pada peradilan.

Dalam fase ini, misinterpretasi dan miskomunikasi acap
terjadi. Ada kasus ketika publik lebih cepat mendengar versi media
soal dugaan pelanggaran etik dibanding klarifikasi KY. Pada momen-
momen seperti itu, KY belajar bahwa membangun hubungan media
bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun
saluran dialog dan klarifikasi yang cepat.

b. Fase Peneguhan Eksistensi (2010-2015)

Pada periode ini, gaya komunikasi KY makin terkonsolidasi
dan kian tertata. Di era ini, KY sudah memiliki juru bicara yang
begitu “friendly” dengan awak media. Almarhum Asep Rahmat Fajar
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menjadi Juru Bicara KY pertama yang sangat komunikatif, begitu
tanggap terhadap permintaan konfirmasi ataupun permintaan
komentar terkait isu-isu seputar pengadilan. Ia juga sangat
membantu awak media yang mencari sejumlah data terkait hal-hal
yang berkenaan dengan hakim dan pengadilan.

Meskipun ada jubir, para komisioner pun tidak alergi
berhubungan langsung dengan wartawan terutama untuk igu-isu
spesifik yang berkaitan dengan bidang masing-masing. K ':Xr?

yang baik dengan pemahaman terkait dengan kete mg-
masing pihak, misalnya informasi apa yang i"ataupun
bagaimana menuhskannya agar a ihak, sudah
tertanam di sebagian media.

Meskipun demlkla epemlmplnan komisioner

jilid 2 ini, sebagian k%} ner harus bersinggungan dengan

aparat kepohsla n pidana pencemaran nama yang
dilakukan K im. Misalnya, Suparman Marzuki selaku
salah s er pada era tersebut, dilaporkan ke Bareskrim

P Y k ontaran pernyataan-pernyataan yang dinilai menghina
s inipada akhirnya tidak berlanjut karena MA secara resmi
mericabut laporan tersebut.

Dalam periode ini, media mengikuti kerja-kerja KY baik
di bidang pengawasan etik serta seleksi calon hakim agung. Ada
kesadaran di kalangan media bahwa seleksi calon hakim agung
yang digelar oleh lembaga ini menentukan wajah benteng terakhir
peradilan di masa mendatang. Isu seleksi calon hakim agung pun
dilaksanakan dengan pengawalan ketat dari media.

Tak hanya di KY, seleksi calon hakim agung sempat menjadi
pemberitaan nasional besar-besaran ketika salah satu calonnya,
Daming Sanusi, mengalami slip of tongue saat menjelaskan tentang
kasus pemerkosaan. KY mengeluarkan rekomendasi pemberhentian
kepada Daming yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
Namun, MA berpendapat lain. MA menyetujui sanksi diberikan
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kepada yang bersangkutan, tetapi bukan pemberhentian karena
dinilai terlalu berat serta tidak sepadan dengan pelanggaran yang
dilakukan. Apalagi MA menilai kinerja yang bersangkutan selama
ini baik.

Sama halnya dengan periode pertama, kinerja KY pada periode
kedua ini juga menjadi magnet pemberitaan bagi media. Boleh
dibilang, kerja-kerja KY yang kemudian disuarakan melalui media
dinilai “mengganggu” sejumlah pihak. Beberapa pihak meradang
atas lontaran-lontaran pernyataan yang mengemuka di media.

hakim agung yang merupakan pirpypj
melontarkan niat untuk mem komis
Selain itu, hakim tingl% tamaySarpin Rizaldi, pada tahun 2015

igpinan komisioner KY jilid dua, juga
melaporkan_dua isierfer ketika itu. Bahkan, keduanya sudah

ditetap idersangka. Meskipun demikian, kasus itu tak
N3

atau di ujung ma

kaca pada riuh rendah pemberitaan mengenai KY dan
seputar kinerjanya, dapat disimpulkan bahwa publik kian sadar
dengan eksistensi lembaga ini. Jumlah pengaduan meningkat dari
tahun ke tahun, seiring dengan makin pahamnya publik dengan
fungsi dan tugas lembaga tersebut.

Dalam fase ini, hubungan dengan media sesekali memasuki
fase ketegangan — terutama ketika media mengangkat isu hakim
bermasalah, dan KY harus menjawab ekspektasi publik. Media
memberi tekanan agar KY segera menyikapi laporan-laporan publik,
sementara KY perlu memastikan proses etik berjalan tertib dan adil.

Dalam periode ini, media berfungsi sebagai katalis bagi
tuntutan transparansi dan konsistensi lembaga peradilan.
Setiap rekomendasi KY menjadi tajuk pemberitaan, dan tidak
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ditindaklanjutinya rekomendasi itu oleh MA sering menjadi sorotan.
KY di satu sisi mulai memperkuat sistem komunikasi internal agar
mampu merespons pemberitaan media dengan lebih cepat, tetapi
tetap menjaga prosedur verifikasi.

c. Fase Digitalisasi dan Tantangan Informasi Cepat
(2015-2022)

Era media digital mengubah dinamika dengan cep
daring, bloghukum, mediasosial, dan diskursus pu
menciptakan pola penyebaran informasi yang d endah
seperti media tradisional. Opini dapat am hltungan
jam, dan pemberitaan awal serin ‘@

lengkap diverifikasi.

e sep31 sebelum fakta

KY merespons an u dengan memperluas kanal
komunikasi: la edla sosial (Twitter, Instagram,
YouTube), publi fis, dan sesi dialog digital. Namun justru

di sinil terbesar muncul: berita sensasional atau rumor

iga fvi elum klarifikasi disiapkan. Ketika KY dituntut untuk
ce nanggapi, risiko oversimplifikasi atau misinterpretasi pun
meningkat.

Di sisi lain, media juga mulai melihat KY bukan hanya
sebagai sumber berita, tetapi sebagai mitra pengetahuan. Jurnalis
mulai meminta data agregat, statistik laporan masyarakat, tren
pelanggaran etik, dan fakta proses internal — bukan hanya
narasi kasus per kasus. KY merespons dengan mulai menyajikan
data publik (dengan batasan yang proporsional), misalnya jumlah
laporan masyarakat, jenis pelanggaran, dan status rekomendasi.
Contoh: pada Triwulan I 2023, KY merekomendasikan penjatuhan
sanksi terhadap 24 hakim, dan dari jumlah tersebut, sebagian sudah
ditindaklanjuti oleh MA. KY juga menerima ratusan laporan serta
surat tembusan dari masyarakat.
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d. Fase Kolaborasi dan Pematangan (2022-...)

Memasuki dekade kedua penuh, KY dan media mulai
memasuki fase kemitraan strategis. Hubungan bukan lagi semata
pengawas dan terpantau, tetapi kolaborator diskursus publik
tentang keadilan etis. KY menyelenggarakan forum media, media
gathering khusus hukum, dan membangun guideline bagi jurnalis
tentang etika peliputan kasus peradilan. Media, pada saat yang

sama, semakin menyadari pentingnya memahami mekanjsme
%o;l

pengawasan etik agar pemberitaan tak mengeksploitasi
tetapi mampu menyorot proses dan konsekuensi %
p

KY pun menyesuaikan gaya narasinya — dar, oran”
menjadi “ajak masyarakat memahami pr X gan ukuran

transparansi yang disesuaikan den prosedural.

Fenomena paling menco al seini adalah kasus Ronald
Tannur yang menjadi n refleksi tajam dalam hubungan KY-
media. KY meng snch‘:%a si etik terhadap hakim-hakim yang

n t

memvonis bebas ingkat PN Surabaya (3 hakim) dengan
rekomepdasi entian tetap (termasuk diusulkan ke Majelis

% im). Pada akhirnya, KY juga merekomendasikan
hakirt kasasi dalam perkara Tannur untuk diberikan sanksi
meski MA menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam
pemeriksaan internalnya. Kasus ini menjadi sorotan media besar
dan debat publik tentang keseimbangan antara independensi hakim,
kontrol etik, dan tanggung jawab publik.

Contoh lain: Sepanjang 2021, total 85 hakim menerima
rekomendasi sanksi dari KY dari sekian banyak laporan
masyarakat. Pada triwulan I 2023, dari 566 laporan diterima, KY
memproses sebagian laporan dan merekomendasikan sanksi. Di sisi
kelembagaan, pada 2023 KY merekomendasikan penjatuhan sanksi
terhadap 24 hakim, 10 di antaranya sudah dijatuhi sanksi oleh
MA. Kasus baru-baru ini: pada September 2025, KY bersama MKH
dan MA memutuskan pemberhentian tetap (dengan hak pensiun)
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terhadap seorang mantan Ketua Pengadilan Negeri yang diduga
terlibat praktik gratifikasi dalam pengurusan perkara terkait MA.
Kasus ini kembali membuka ranah pemberitaan dan refleksi tentang
hubungan lembaga pengawas, lembaga peradilan, dan media.

Dinamika, Tantangan, dan Pembelajaran

KY dan media memiliki hubungan simbiotik yang tak dapat
dielakkan. KY membutuhkan media untuk menyampaikan hasi
pengawasan, rekomendasi, dan refleksi institusion

Media membutuhkan KY sebagai sumber kredi
etika peradilan. Hubungan ini mendatangka n: siapa yang
“lebih dulu,” siapa yang “lebih domina i mana letak batas
antara akuntabilitas dan kebebas mberitaan?

Contoh kasus R %T;n memperlihatkan dualitas ini.
Media menyorot ve i-PN, menuntut KY bertindak cepat; KY
merespons denga dasi sanksi. Terhadap tiga hakim tingkat
%) akanadanyapelanggaranetikberatyangdilakukan
% menangani perkara tersebut. Khusus untuk perkara

ng ditangani MA, KY mengungkap hasil pemeriksaannya
ahwa satu di antara tiga hakim agung tersebut terbukti melakukan

isu-isu

igant
kasgsi
b
pelanggaran. Namun, MA tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan
etik yang dilakukan KY. Berdasarkan pemeriksaan internal yang

dilakukannya, MA menegaskan tidak adanya indikasi pelanggaran.
Kesimpulan yang berbeda dengan hasil kerja pengawasan KY.

Dalam dinamika tersebut, publik menyimak dua narasi
yang bisa jadi saling bertolak belakang, dan hubungan KY-media
diuji pada akurasi, keberanian, dan penyesuaian terhadap fakta.
Dalam hubungan ini, risiko misinterpretasi sangat mungkin: media
bisa menyajikan narasi yang lebih dramatis, sementara KY harus
menjelaskan sisi prosedural yang tak selalu menarik narasi utama
publik. Dari sinilah KY belajar bahwa komunikasi publik tidak bisa
hanya reaktif — ia harus merancang skenario klarifikasi, respons
krisis, dan edukasi berkelanjutan.
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Arus digital memunculkan tekanan baru: kecepatan unggah
berita, viralitas, rumor, dan tak jarang hoaks. Dalam beberapa kasus,
pemberitaan awal terjadi saat fakta masih dalam proses verifikasi.
Media kadang terburu-buru menyampaikan informasi, sementara
KY (atau lembaga terkait) belum siap meluruskan.Kasus hakim
kasasi Ronald Tannur sempat menjadi sorotan media bahwa KY
merekomendasikan sanksi, sedangkan MA menyatakan tidak ada
pelanggaran etik. Ketika media memberitakan bahwa MA “menolak
rekomendasi KY,” publik bisa menganggap KY lemah. Namun€akta
bahwa KY terus mendalami dugaan etik, mengumpulkan bukti,
melakukan verifikasi internal, sering kali tidak &f so¥vtan
dalam pemberitaan viral.

Tantangan bagi KY adalah @klariﬁkasi atau
penjelasan panjang tidak te @i ntara headline viral.
Tantangan bagi media adatah bagaimadfia

cepat tanpa kehila kowntrol atas fakta dan konteks. Dalam

situasi demikianf{keterhulfadn tentang metode verifikasi, batasan
prosedur. trapsparansi langkah-langkah pun menjadi kunci.

menyajikan pemberitaan

a*tekade relasi antara KY dengan media, setidaknya
t;%‘ jumlah catatan yang dapat menjadi sebuah beberapa
pembelajaran penting. Hal pertama, keterbukaan yang terukur lebih
berharga dari pada sebuah ketertutupan total. Transparansi penuh tak
selalu mungkin dilakukan, terutama apabila berkaitan dengan proses
etik yang tengah dilakukan oleh lembaga ini. Namun, ketertutupan
sepenuhnya menimbulkan syak wasangka yang tidak perlu. Oleh karena
itu, KY baik melaluijuru bicara maupun staf humas perlu menyampaikan
informasi yang memadai dan mampu menjawab pertanyaan publik yang
diwakili oleh media tanpa membocorkan informasi-informasi sensitif.
Data-datayangbersifat umum, misalnyajumlahlaporan pengaduanyang
masuk dalam kurun waktu tertentu, proses penanganan pengaduan, dan
analisis data yang dimiliki seperti jenis-jenis pelanggaran kode etik dan
pedoman perilaku hakim yang paling banyak, titik rawan pelanggaran
hakim-hakim di Indonesia, dan sebagainya.
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Hal yang tak kalah signifikan adalah komunikasi yang efektif
dengan media, yang didasarkan pada empati dan pemahaman
terhadap media. KY perlu memahami kebutuhan dan tekanan yang
dihadapi awak media, misalnya berkaitan dengan deadline, urgensi,
ataupun narasi. Sebaliknya, awak media pun perlu memahami
adanya hambatan-hambatan prosedural kelembagaan dalam

memberikan informasi, utamanya informasi yang sensitif yang
berkaitan dengan proses pemeriksaan etik yang dila aﬁ%‘:é
y

Kegagalan dalam mengkomunikasikan dua kepenfin
bertolak belakang tersebut membuat kes a%h& yang
ini’

“berbahaya” terutama di era digital seperti-seka

Menghadapi krisis kelemb
yang baru bagi KY. Badai ber

g kali, bukan hal
énghantam lembaga ini
setidaknya tiga kali, k tiga isionernya harus berhadapan
dengan proses pemeti ikepolisian. Bahkan, dua diantaranya
sempat ditetap Xe' ai tersangka karena dilaporkan oleh
hakim, pre tak Satupun kasus yang akhirnya berlanjut. Setiap
epi d sudah pasti memberi ruang koreksi: bagaimana
c pons, langkah klarifikasi, dan perbaikan internal

omuni

k

ikasi.

Signifikansi tindak lanjut rekomendasi juga menjadi
catatan. Salah satu masalah konsisten adalah bahwa tidak semua
rekomendasi KY ditindaklanjuti oleh MA atau lembaga terkait.
Contoh: dalam kuartal pertama 2021, KY menjatuhkan sanksi
kepada 48 hakim (didominasi sanksi ringan) dan mengirim
rekomendasi, namun respons MA terhadap sejumlah kasus belum
selalu konsisten.

Keterlambatan atau kegagalan memperjuangkan tindaklanjut
atas kerja penegakan etik yang dilakukan KY oleh lembaga terkait,
berpotensi melemahkan kredibilitas rekomendasi KY dalam narasi
publik. Hal ini perlu dipikirkan secara serius dan dicarikan solusi.
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Transformasi Paradigma Komunikasi - Dari Informasi ke
Kemitraan

Perubahan paling mendasar dalam dua dekade terakhir bukan
hanya dalam bentuk komunikasi, melainkan dalam paradigma
lembaga terhadap publik dan media. Dulu, komunikasi KY banyak
bersifat satu arah: rilis, konferensi pers, dan klarifikasi terbatas.
Kini, KY berusaha beralih ke komunikasi dialogis dan berbasis nilai
— media bukan sekadar corong, melainkan mitra wacana. KY mulai

menyelenggarakan forum media, pelatihan jurnalis hukum\da
dialog terbuka tentang etika peradilan. X‘

Media pun bukan lagi sekadar “penerim 'n%\
4 is

pelanggaran
atistik, infografis, dan
penjelasan metodologi ke dala ikasi. Relasi ini mulai bergeser

ke bentuk kemitraan peEe huan¥media menuntut data yang valid,

urnalis

KY memberi ruan rapsi dalam batas etisnya. Transformasi

a
ini menunju ;\; putasi tidak dibangun dengan diam —
reputasj-diba elalui percakapan jujur antara lembaga dan
p a edia sebagai penghubung, kedua pihak dituntut
m a kralitas dialog, bukan sekadar adu peran.

Secara kelembagaan, hubungan KY-media telah berkembang
dari kebutuhan teknis menjadi bagian strategi akuntabilitas. Publik
semakin mengenal KY sebagai lembaga pengawal etik yang aktif
berkomunikasi dan terbuka untuk berdialog. Inisiatif publikasi
berkala, dialog media, kampanye etika, dan penyajian data menjadi
bagian dari upaya memperteguh citra lembaga. Pengungkapan
hasil kerja pengawasan secara berkala, utamanya kasus-kasus yang
menarik perhatian publik seperti kasus Ronald Tannur, makin
menegaskan bahwa lembaga ini makin memahami harapan publik
yang disuarakan melalui berbagai media. KY bisa membuktikan diri

mampu memenuhi harapan masyarakat untuk turut mendukung
tersampaikannya keadilan bagi korban dan keluarganya.
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Reputasi KY pun semakin dikenali sebagai institusi yang
tak segan menindak hakim bermasalah, sejauh proses etik
membuktikan pelanggaran. Kasus Ronald Tannur menjadi tanda
bahwa peradilan, pengawasan etik, dan diskursus publik dapat
berpadu dalam satu sorotan media yang luas. Rekomendasi KY
terhadap hakim yang membebaskan Tannur, serta rekomendasi
sanksi etik terhadap hakim kasasi dalam perkara itu, memicu debat
publik dan mendorong lembaga terkait untuk memperti kan
integritas di balik putusan.

Meskipun demikian, hal tersebut belu ghapus
sepenuhnya skeptisisme yang ma31h - ge akan peran
lembaga ini dalam reformasi _pgra la secara menyeluruh.

Sumbangsih  dalam men] as peradilan  melalui
kewenangan pengawas si calon hakim agung perlu

dipertegas. D1tore

Y dengan media sebagal mltra penguatan

banyak kemajuan, hambatan struktural tetap nyata. Di antaranya,
ketidakpastian tindak lanjut rekomendasi yang dikirimkan KY ke
MA. Ketika rekomendasi KY tidak ditindaklanjuti atau tertunda
atau dilakukan tetapi dengan cara yang berbeda, narasi publik bisa
memandang KY sebagai institusi lemah.

Tanpamenunjukkan prestasiyangsignifikan atau keberhasilan
didalam “menunggangi” isu dibidang peradilan, kehendak KY untuk
mendapatkan dukungan dalam upaya memperkuat kewenangan sulit
diraih. Tanpa strategi yang pas, KY menjadi seperti dalam kondisi
hari ini yang hasil-hasil kerjanya dengan mudah bisa diperdebatkan
sedemikian rupa.

KY juga dihadapkan pada keterbatasan kapasitas komunikasi
publik internal. Dalam beberapa kasus, klarifikasi atau tanggapan
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kasus dugaan pelanggaran etik belum disiapkan dengan tempo
yang ideal. Kalaupun ada klarifikasi, KY kurang mampu mengolah
data yang ada menjadi sumber primer data yang dapat digunakan
oleh media sehingga respon terhadap berbagai kasus yang muncul
menjadi semacam ‘template’.

Dapat dipahami bahwa kehati-hatian dalam merespons
isu di seputar pengadilan dilakukan untuk menghindari risiko
misinterpretasi yang kemungkinan terjadi di media-media djgital
tertentu yang sering kali menggunakan headline yang prov a%
demikian bisa mendominasi narasi publik, bahkan ketika 1

detail sudah disajikan. Prinsipnya, memang a tas nangan
dankerahasiaanprosedur. Tidaksemuaprg@:m isadipublikasikan
a

(termasuk saksi, bukti internal, atau ta yang bersifat
sensitif). Di sinilah tantan menjaga *Keseimbangan: antara
kp

keterbukaan dan perlindungan a sedural.
Menatap d Xmendatang, berikut harapan dan

rekomendasi_agdi, relasi’KY-media terus hidup, produktif, dan
aprd, penguatan literasi media hukum publik. Ini
syarakat dan media memahami proses etik, batas
KY, dan dinamika pengawasan peradilan.

Kedua, perlu dipikirkan mengenaikemungkinan dilakukannya
kolaborasi riset antara media dengan KY. Media, yang di satu
sisi menjalankan fungsi sebagai mata dan telinga bagi perilaku
pejabat publik, dan KY melakukan penelitian bersama tentang
tren pelanggaran etik, pola hakim bermasalah, evaluasi mengenai
transparansi, dan lainnya.

Ketiga, perlu dikembangkan sebuah sistem komunikasi krisis
dan klarifikasi cepat. Ini penting agar ketika terdapat isu yang
sedang menjadi trending topic atau viral, KY tidak selalu berada di
belakang dalam memberi klarifikasi.

Keempat, monitoring efek rekomendasi di lembaga terkait. KY
perlu mendorong mekanisme pelaporan publik tentang bagaimana
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rekomendasi ditindaklanjuti oleh MA atau lembaga lain — agar
publik melihat kesinambungan tindakan.

Kelima, peningkatan SDM komunikasi publik KY. Penempatan
personel yang memahami hukum dan media dapat memperkuat
kualitas dialog lembaga-media. Selain itu, menempatkan orang-
orang yang memiliki passion terhadap kerja-kerja kehumasan

menjadi nilai tambah tersendiri. ,\)
Penutup

) }%X'pencarian

Dua dekade hubungan KY dan media.ad
keseimbangan: antara keterbukaan d % i-Batian, kritik dan
rosed

kepercayaan, ekspektasi publik lembaga. Hubungan

ini tidak sempurna — d % rusnya demikian. Dalam

ketidaksempurnaan it }%tc)er n dinamika demokrasi: ketika

lembaga publik %l elajar bersama dan memperbaiki
a

ng berada dalam posisi berbeda, tetapi

keduanga B anggung jawab: menjaga agar keadilan tidak

a % kan di ruang sidang, tetapi juga dipelihara dalam
na plik. Media adalah cahaya yang memperlihatkan cermin
perddilan, dan KY harus memastikan cermin itu tetap jernih dan
tak ternoda oleh kabut prasangka.

Menatap dua dekade mendatang, KY dan media ditantang
untuk tidak hanya menjaga citra, tetapi juga menumbuhkan
ekosistem transparansi peradilan yang berbasis data, integritas, dan
literasi publik. Hanya dengan demikian, keadilan dapat terus hidup
dalam kesadaran masyarakat — bukan semata dalam putusan.

X%k
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Refleksi 20 Tahun
Komisi Yudisial

Pengantar \%
ndang-Undang Dasar N ﬁp k Indonesia Tahun
1945 (UUD NRI T@ bagai konstitusi nasional
u

Dr. Imran, S.H., M.H.

menempatkan aan kehakiman sebagai salah satu pilar

penting penyele ara, bersanding dengan kekuasaan

a
ti uasaan kehakiman merupakan kekuasaan

karena itu, lembaga ini tidak saja membutuhkan legalitas semata,
tetapi perlu untuk membangun legitimasi, serta landasan moral dan
membuka diri untuk diuji secara moral oleh rakyat.

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga etik
merupakan cara untuk menjaga moralitas lembaga peradilan dan
upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Pasal 24B
perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, yang ditetapkan pada
tanggal 9 November 2001, memberikan pemahaman bahwa hal itu
merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum.
Salah satunya hal itu diwujudkan dengan menjamin rekrutmen
calon hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas integritas
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hakim-hakim yangbertugas dilapangan untuk tetap berpegang teguh
pada nilai-nilai moralitas, serta menjunjung tinggi profesionalisme
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pembentukan ini merupakan kesepakatan bangsa untuk
mengupayakan solusi atas persoalan dalam dunia peradilan. Karena
adanya kegagalan dalam sistem pengawasan peradilan yang telah
ada, serta untuk menciptakan peradilan yang lebih baik padagnasa
yang akan datang. Usaha ke arah peradilan yang lebih bai :1%3‘
sebelumnya juga dilakukan dengan menciptakan s a oof
system), yaitu memberikan kewenangan di bid administrasi,
keuangan dan organisasi kepada Mahk A). Namun,
usaha ini dipandang belum tentu sgampu yelesaikan masalah
yang ada. Bahkan, dipand dapat) menimbulkan monopoli
kekuasaan di lembaga % ut.! Karena itu, dengan kehadiran KY

sebagai lembaga i diharapkan dapat mengawasi dan

mengimbangj (ch

sehingga-dap
g

adilan yang agung tersebut didasarkan pada hipotesis

ances) pelaksanaan kekuasan kehakiman

e
s
ong terciptanya peradilan yang agung di masa

bahwa jika negara dapat merekrut, menghasilkan dan menempatkan
hakim-hakim yang profesional, berkualitas, dan berintegritas
pada semua tingkatan peradilan niscaya keadilan substantif akan
terus terjadi lewat putusan dan perilaku hakim. Hal ini berarti
hakim-hakim tersebut bukan lahir dari suatu yang hampa, tetapi
ia dilahirkan oleh sistem yang transparan dan akuntabel serta
didasarkan pada meritokrasi. Dengan begitu seorang hakim akan
memiliki kemampuan dan potensi untuk melahirkan kejujuran dan
kewibawaan hukum.

Kewibawaan hukum yang dalam beberapa tahun ini dicoreng
oleh perilaku amoral hakim-hakim karena suap, tekanan dan

1 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik dan Rancangan UU Tentang Komisi Yudisial, 2003,
hlm 23
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kerendahan intelektual, serta moral mengakibatkan menurunnya
ketidakpercayaan  masyarakat pada pengadilan  sehingga
memunculkan akronim-akronim seperti; kasih uang habis perkara
(KUHAP), hubungi aku ingin menang (HAKIM) dan sebagainya.
Kondisi demikian tentu memerlukan peran aktif KY sebagai penjaga
moral hakim.

Dengan dua kewenangan utamanya dalam seleksi hakim
agung dan pengawasan hakim sejatinya masalah-masalah di seputar
integritas hakim tersebut dapat diminimalisir secara terstrukt
sistematis dan masif. Maka, dua kewenangan utama t
dapat terintegral dengan fungsi-fungsi lain sepexti e%{
peningkatan kapasitas, promosi dan mutasj 't%'en]

sanksi.

Memperkuat Kewenang @
Dinamika kel %:;ax‘seja pertama kali UU No. 22 Tahun

2004 diundangkafihifigga sdatini mengalamiperkembangan. Dimulai
dari putysan h Konstitusi (MK) No. 005/PUU-IV/2006
ataspe Hp udicial review yang diajukan oleh 31 Hakim Agung.

a gewdjung pada penguatan wewenang KY juga dilakukan
melalui*UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22
Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memperkuat kewenangan KY
dalam melakukan seleksi calon hakim agung, hakim ad hoc di MA dan
pengawasan perilaku hakim serta mengamanatkan tugas baru kepada
KY untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan
hakim, terlibat dalam promosi dan mutasi hakim melalui penelitian
putusan, dan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak
yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
Namun kewenangan ini masih bersinggungan dengan kewenangan
lembaga lain, artinya otoritas KY membutuhkan otoritas lembaga
lain, misalnya dalam seleksi calon hakim agung KY menunggu surat
usulan dari MA dan hasil seleksinya disampaikan ke DPR. Dalam hal
hasil pengawasan pun harus disetujui terlebih dahulu oleh MA agar
sanksi bisa dilaksanakan

e a
tauan,
an
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Oleh karena itu, dinamika kewenangan yang ada seharusnya
sudah mulai untuk dipikirkan dalam perubahan UU KY di masa yang
akan datang. Di mana KY sebagai lembaga negara idealnya memiliki
kewenangan yang bersifat otoritatif. KY yang ideal mestinya
mempunyai otoritas penuh untuk menjalankan wewenang yang
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kecuali kewenangan teknis
peradilan yang sepenuhnya menjadi kewenangan MA dan badan
peradilan di bawahnya.

Kewenangan yang bersifat otoritatif ters
langkah-langkah untuk membenahi b1rokra31 d p ekuasan
kehakiman yang tertib berdasarkan transparansi

dan akuntabilitas karena dengan sj 'tu ang memungkinkan
terbangunya kontrol yang bi agggungjawabkan dan akan

menutupi “penumpan% 7 ilan yang berseliweran dalam

V

lalu lintas prosedu

tian IFES dan KY yang melakukan perbandingan
di Indonesia dengan KY di beberapa negara,
m egas bahwa KY yang ideal seharusnya memegang kendali
terladap fungsi-fungsi nonteknis peradilan pada rumpun kekuasaan
kehakiman. Merujuk dari perjalanan KY selama hampir 20 tahun
masa bakti dan perkembangan reformasi peradilan yang tak kunjung
menemukan hasil, serta hasil dan belum menyentuh permasalah
dasar terkait integritas, maka contoh baik pada 1 dekade terakhir
menunjukkan adanya bentuk mekanisme pengelolaan yang berbeda
dari praktik di Indonesia. Seluruh bentuk pengelolan hakim mulai
daripengangkatan sampai pada pemberhentian merupakan tanggung
jawab bersama pada beberapa Lembaga, terutama pada negara civil
law seperti Austria, Belgia, Prancis, Jerman.?

2 UNODC Resource Guide on Strenghening Judicial Integrity and Capacity, New York, Desember
2011, UNODC Office at Vienna, hlm 14
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Tantangan Di masa Depan

Masyarakat selalu bergerak, berkembang dan berubah.
Dinamika masyarakatiniterjadibaik darifaktorinternal yang melekat
dalam diri masyarakat itu sendiri dan faktor lingkungan eksternal.
Perubahan ini dapat meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan
sosialnya untuk mendapatkan perbaikan di masa yang akan datang.
Maka budaya akan berubah, hukum pun akan berubah menyesuaikan
dengan perubahan-perubahan tersebut. Secara substaptial,
hukum tidak pernah lepas dari struktur ruhaniah masyar, ka%rj
bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung h u"%
karena hukum mempunyai korelasi dengan truktur
berpikir, dasar nilai, keimanan, pen]elm an 51fat dan
corak masyarakatnya.?

Perubahan masyarak an budaya menyertai

perjalan panjang KY, % un ini berusia 20 tahun. Apa

yang ditulis dalamq-bu pai kali ini istimewa karena paling

mana perjalanan KY sejak awal dibentuk
hingga tartg epannya. Kedudukan KY penting dalam upaya

akim dihormati karena integritasnya dan kualitasnya, maka
penegakan hukum (rule of law) dapat sungguh-sungguh ditegakkan
sebagaimana mestinya. Tegaknya hukum tersebut merupakan
prasyarat bagi berkembangannya kekuasaan kehakiman yang ideal
sebagaimana hendak dibagun menurut Konstitusi

Begitu banyak tantangan yang dirasakan seperti dikatakan
Busyro Muqoddas sebagai Ketua KY periode pertama (2005-
2010). Dengan berbagai kekurangan lembaga harus memenuhi
tuntutan masyarakat yang rindu akan keadilan. Dalam upaya untuk
membangun peradilan yang berintegritas, organisasi yang baru

3 Artidjo Alkostar, Menelusuri Akar dan Merancang Hukum Nasional. Pengantar dalam Identitas
Hukum Nasional, FH-UII 1997, hlm ix

I

Dua dekade menjaga dan menegakkan integritas hakim 301 [ &

-—




|

BAB III
Refleksi 20 Tahun Komisi Yudisial

dan sederhana ini memunculkan resistensi yang berujung pada
pembatalan UU No. 22 Tahun 2004 lewat putusan MK. Walaupun
munculnya putusan MK tersebut, KY tetap berdiri kokoh untuk
menyuarakan dan melayani masyarakat pencari keadilan. Hal ini
menunjukkan pada saat itu KY tidak berpaku pada hanya membaca
teks dalam undang-undang, melainkan mengembangkan sendiri visi
mengenai tugasnya dalam konteks yang lebih luas, seperti makna
yang ada dalam Pasal 24B ayat (1) mempunyai wewenang lain %3
rangka menjaga, dan menegakan kehormatan, keluh an

serta perilaku hakim

Selain itu, dua kewenangan uta & yang akan
datang akan terus menjadi sorota i hanya “sekadar”
memenuhi tuntutan hukum lam konteks rekrutmen

hakim agung misalnya, é idak hapya terkesan seperti pansel yang

penting terpenuhi gl etapi harus membangun kreatifitas,
atkananasyarakat sipil dalam upaya menyiapkan
alem ng dari jalur karir maupun nonkarir. Bisa
jadihal @ z agung yang terkena kasus korupsi karena tidak
‘ ya penelusuran informasi atas rekam jejak. Oleh karena
itu,

dan memformulasikan kewenangan seleksi hakim agung secara lebih
luas dari sekadar mencari calon hakim agung.

ah selayaknya KY mampu menerjemahkan, mengkonstruksi

Untuk itu, KY berkewajiban untuk menyiapkan sumber daya
hakim agung yang kompeten secara integritas dan kapasitas secara
terencana, terarah, terprogram, berkesinambungan dan terintegral
dengan program-program lain dalam kelembagaan KY. Kesan kuat
yang terkotak-kotak sudah harus diminimalisir agar didapat juga
calon hakim agung yang layak. Integrasi program itu perlu dikuatkan
secara kontinyu , seperti dikatakan Idul Rishan dalam tulisannya
disadari atau tidak, dua puluh tahun eksistensinya, KY belum
memiliki posisi tawar yang kuat dalam menominasikan calon hakim
agung. Posisinya dengan partai dan sistem kepartaian di DPR sangat
lemah akibat syarat pencalonan komisioner yang masih ditentukan
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oleh hegemoni partai politik. Perannya dalam menominasikan calon
hakim agung kerap dipolitisir dengan kuasa DPR dalam memberikan
persetujuan terhadap calon hakim agung.

Demikian juga dengan kewenangan dalam menjaga harkat,
martabat serta perilaku hakim harus dipandang sebagai perwujudan
sistem check and balances dalam bidang kekuasaan kehakiman bukan
sebagai “pengganggu” indepensi. Hal tersebut dapat meningkatkan
citra kekuasaan kehakiman, mewujudkan kualitas dan rasa keadilan,
serta melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tida
memihak, transparan dan akuntabel.

Satu hal yang juga penting untuk dike a%n a masa
aperl

an organisasi
hingga ke daerah untuk menjangka af'yang sering kesulitan
mengakses keadilan. Selain itufgrganisagi KY yang berbasis kinerja

harus terus menerus %ukan erubahan yang mendasar dan

ntutan lingkungan masyarakat yang
ai-nilai yang kuat dan menjadi budaya

yang hid rganisasi. Inovasi, berani mengambil risiko,
ko v: berjalan antar punggawa KY, ukuran keberhasilan
pekenja isi yang fokus, kerja sama tim, partisipasi masyarakat

dandpegawai, serta penghargaan dan kepemimpinan yang terbuka
harus terus menerus untuk dikuatkan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, maka perlu dibangun kenegarawanan dalam
menjalankan pekerjaan yang dituntun wawasan yang luas dan
menjangkau nasib bangsanya bukan berdasarkan kepentingan yang
sempit. KY perlu membangun kultur hukum yang baru dengan
didasarkan pada integritas atas dua kewenangan utama, yaitu seleksi
hakim agung dan pengawasan hakim. Integritas perlu dipupuk dan
dikembangkan terus menerus bukan kepada hakim, tetapi juga
pada punggawa KY yang pada akhirnya akan melahirkan potensi,
kemampuan, kejujuran dan kewibawaan hukum.

k%%
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Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.

. Busyro Muqoddas adalah Ketua
M Komisi Yudisial pertama (periode

2005-2010). Pria kelahiran
Yogyakarta, 17 Juli 1952 ini, hampir seluruh
perjalanan kariernya dihabiskan di Fakultas
Hukum UII dengan mendudukl be pa
posisi penting diantaranya pe

sebagai Dekan Fakultas

Busyro meralh lmu Hukum
dari Unlve r ndone51a (UID),
sedang satjafia H ukum dari fakultas

yang sama yakni UII, sem€ntara agister Hukum diraihnya
dari Fakultas Huk itas ah Mada.

misi Yudisial, Busyro terpilih sebagai
Ketua Kotis rantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2011.
@ 2011-2014 Busyro kembali menjabat sebagai Pimpinan

Usai

™Busyro juga tercatat sebagai Ketua PP Muhammadiyah
periode 2015-2022. Di periode 2023-2027 Busyro juga sebagai
Ketua PP Muhammadiyah. Saat ini Busyro juga menjabat sebagai
Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi
Dewan Pers Periode 2025-2028.

Sebagai bukti komitmennya untuk memberantas mafia
peradilan yang salah satu tandanya adalah menghindar dari
perilaku korupsi. Ia dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption
Award pada tahun 2008.
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Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

amdan Zoelva merupakan Ketua
H Mahkamah Konstitusi periode

2013-2015. Saat ini ia menjadi
bagian dari kelompok ahli hukum Badan
Nasional = Penanggulangan  Terorisme
(BNPT) sekaligus rektor di Institut
Teknologi dan Bisnis Jakarta, serta
di Fakultas Hukum Universitas

i Syafiyah Jakarta dan

Universitas Hassanud %a .laj
pernah menya d&' Besar Tamu
(Guest Professor) tahun 2011-201 i iversity of Political
Science and Law Beijing, Chin

Selain mengajar % njabatposisi penting di pemerintahan,
en

iaaktif menulisd sttkan karyailmiah sepertibuku, jurnal,
orasi ilmiah kalah. Salah satu bukunya berjudul “Mengawal
Konstitfisiogaljs ndonesia” yang diterbitkan Konstitusi Press
ﬁA araih gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin
86, pendidikan S2 dan S3 dilanjutkannya di Universitas
Padjadjaran masing-masing pada tahun 2004 dan 2010.
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Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

ebelum menjadi Anggota Komisi
Yudisial (KY) 2015-2020, Aidul
Fitriciada Azhari memulai karier

sejak tahun 1993 sebagai dosen di Fakultas
Hukum  Universitas = Muhammadiyah

Surakarta (UMS). Sebagai akademii, ia

pernah menjabat sebagai Ketua %

Magister IIlmu Hukum (Progra sca

Sarjana UMS di tahun O%@ sebelum

akhirnya menj "% n'pada tahun 2006-
akum UMS.

tahdn 2020-2024 dan sebagai Ketua
a untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu
. Saat ini Aidul menjabat sebagai Dekan

Aidul juga pernah m%i 1 mum Masyarakat Hukum

Umum Himpun
Sosial tahu

Fakult niversitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
ibde 5-2029 dan Ketua Prodi Hubungan Internasional
Fa Hukum dan IImu Politik UMS Periode 2025-2029.

Gelar Sarjana Hukum diperolehnya pada tahun 1991 dari
jurusan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung. Di
Universitas yang sama, ia mendapatkan gelar Magister pada tahun
1999. Pendidikan S3 diselesaikan di jurusan Hukum Tata Negara,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005.

|

4 =
" 1 308 BUNGA RAMPAI

D




Profil Penulis

Prof. Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M., Ph.D.

usi Dwi Harijanti menempuh
Spendidikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Padjadjaran dan lulus
pada tahun 1990 dengan spesialisasi
Hukum Tata Negara. Melalui beasiswa
Pemerintah Australia, ia melanjutkan studi
di Melbourne Law School dan meraih gelar
Master of Law (LL.M) pada tahun %998
serta gelar Philosophical to h
pada tahun 2011.

Pada tahun 199 '\ab%mng sebagai
dosen tetap di Fakultas Huku iv s“Padjadjaran dan
kemudian menjabat sebagai epa rtemen Hukum Tata

Negara pada periode 200 201 erta 2018 hingga saat ini. Pada
tahun 2018, Susi ")X e r Guru Besar di bidang Hukum Tata
mpai

Negara dan men idato penerimaan jabatan guru besar
pada bul 2018 dengan judul “Lampau dan Datang:
Huk ra Dalam Arus Global”

anah organisasi, Susi pernah menjabat sebagai

A3031a51 Dosen Perbandingan Hukum Indonesia

(2018 -2021),Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata

Negara-Hukum Administrasi Negara (2016-2021), serta kini aktif

sebagai Associate Member International Academy of Comparative

Law dan Senior Associate pada Center for Indonesian Law, Islam
and Society, Melbourne Law School.
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Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

uparman Marzuki adalah dosen
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (FH UII) dan Ketua Komisi

Yudisial periode Juli 2013--Desember
2015.

Pendidikan formal S1 diselesaikan di %ﬁ

Yogyakarta pada tahun 1987_Selgnjut
ia menyelesaikan pendidi ra adi
Fakultas Sosial dan Politik mudian,

gelar doktor tahun 2010
melalui P m Doktoral UL

Kariernya dimulai pada 0 sebagai dosen FH UII,
dan dua tahun kemudia p%erc a sebagai Pembantu Dekan III
) osen, la pernah menduduki jabatan

ela
1nsi DIY periode 2003-2008, dan Direktur
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Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

arid Wajdi merupakan Anggota
F Komisi  Yudisial (KY) Tahun

2015-2020. Farid Wajdi memulai
kariernya sebagai dosen di almamaternya,
yaitu  Fakultas Hukum  Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
sejak tahun 1995.

Menyelesaikan S-1 Hukum pada kopsenta

Hukum Perdata di Fakult u SU

pada tahun 1994, da % an S-2
i pada Program

konsentrasi H
Pascasarjana Magister Ilmu selesai pada tahun
iti Sains Malaysia dengan

2001, dan juga melanjutkan,S-
konsentrasi Hukum Is %sai da tahun 2014.
Farid Waj %ﬁa enulis buku seperti, “Hukum dan
2021

Kebijaka i , “Kebijakan Hukum Produk Halal di
Ind m‘ Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi” 2021,
“ WNNVakaf Tunai” 2016, “Hukum Ekonomi Islam” 2016.

H
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Miko S. Ginting, S.H., M.A.

iko Ginting adalah seorang
pegiat dan praktisi di bidang
hukum dan peradilan. Jaringan

kerja Miko melampaui komunitas hukum
tradisional - menjangkau media massa,

akademia, pemerintah, legislatif, orgxssasi
yang bergerak di sektor reformasi®yu
serta mitra pembangunan?Mi ari
s Y Fakultas Hukum, Uni %
— Ia kemudia 'u studi dan
memper @; laster of Arts dari the
International Institute for, th ci of Law, Onati, Basque,
Spanyol. \
Saat ini ia ;@( sebagai advokat pada kantor hukum
yang didj l@y u Miko Ginting & Partners. Ia merupakan

kua g memiliki lisensi Certified Customs Advisors
(%1 ertified Tax Legal Consultant (CTLC) di mana ia dapat
me

i klien di hadapan Pengadilan Pajak.

Selain itu, ia juga merupakan konsultan independen yang
pernah menjadi advisor untuk Australia Indonesia Partnership
for Justice 2. Ia juga saat ini menjadi Board of Editor di Journal
of Financial Sector Law & Policy (JESLP), sebuah jurnal yang
diterbitkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan
- HKHSK. Pada 2021 sampai dengan akhir 2023, ia mengemban
tugas sebagai Juru Bicara di Komisi Yudisial Republik Indonesia.
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Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

dul Rishan merupakan dosen tetap
IFakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (UII) yang berfokus pada
spesialisasi hukum tata negara, dan
hukum  konstitusi. Ia  memperoleh
gelar Sarjana Hukum dari FH UII pada
tahun 2010, Lkemudian melanjutkan
Magister Hukumnya di Fakulta Hul%l?
n

Universitas Gadjah Mada

menyelesaikan studi Bo m dari
FH UGM pada ta
Ia sering menuangkan pemikigannya'ke’dalam tulisan, tidak

buku, dan bahkan artj ng kerap muncul di media elektronik
dan cetak. Terbit %@ rbarunya berjudul Teori dan Hukum
Konstitusi (2024)} Seb nya, ia menulis buku berjudul Hukum dan
Politik Ketata an (2020) dan Kebijakan Reformasi Peradilan
( ) na keduanya diterbitkan oleh FH UII Press.

juga tercatat sering menulis di media nasional: Kompas,
Media Indonesia, Jawa Pos, Republika, dan Koran Tempo. Selain
itu, ia juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan nasional dan

sulit menemukan karya tul}gfE k bentuk prosiding, jurnal,

internasional, seperti menjadi pembicara di ICCS (Indonesian
Constitutional Court Symposium) yang diselenggarakan pada
bulan Agustus 2023, dan menjadi dosen tamu di King Prajadiphok
Institute, Bangkok, Thailand tahun 2022, kemudian pada Asian
Constitutional Law Forum, Hong Kong tahun 2024.
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Prof. Dr. Shidarta, S.H., M. Hum.

S hidarta adalah dosen yang meminati

kajian filsafat hukum dan masih terus
belajar memahami area keilmuan ini
sampai sekarang. la mengajar di Jurusan
Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara

(BINUS) sejak tahun 2012, dan kemiudian
dipercaya menjadi ketua jurusan) ters
sampai tahun 2019. ‘ E

xrt is dan Ketua

Ia sempat menj
Asosiasi Filgafa' ndonesia (2014-
2015).da juga menjadi pendiri dan pernah

osen Wersaingan Usaha (2017-2020).
kses secara gratis melalui tautan:
et/profile/Shidarta-Shidarta.

abatan Akademik sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu
Filsafat Hukum. Ia merupakan ahli dalam bidang Legal Philosophy,
Legal Theory, Legal Reasoning, Philosophy of Science, Legal Research
Method, Business Competition Law, dan Consumer Protection Law.
Saat ini beliau tercatat sebagai Lecturer Specialist-S3 dari Program
Business Law BINUS.
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Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.

Luhut Marihot Parulian Pangaribuan

adalah akademisi dan praktisi hukum
(Advokat). Ia meraih gelar Sarjana
Hukum pada 1981 dan Doktor Ilmu Hukum
di 2009 dari Fakultas Hukum Universitas
Indonesia (FHUI), serta Master of Law
(LL.M) dari University of Nottingham,

Inggris pada 1991.

&Fh un
1990 dengan menjadi m Acara
Pidana dan P an Pidana di
FHUI dan berbagai perguruan ti wast seperti Universitas

Ibnu Khaldun Bogor, dan Un lita Harapan. Luhut juga
pernah menjabat Deka nivepsitas Wiraswasta Indonesia.

Kariernya mengajar dim

Dalam org ' si, Luhut tercatat menjabat sebagai
Ketua Umu nan Advokat Indonesia (PERADI) (2015-
2025), % um dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum

ta pengurus YLBHI (1981-1997), Ketua Dewan Nasional

97-2000), dan anggota tim seleksi pimpinan KPK dan KY.

Luhut juga pernah terlibat dalam penyusunan beberapa
RUU di Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus aktif menjadi
narasumber berbagai forum akademik dan advokasi HAM. Atas
dedikasinya, Luhut menerima Human Rights Award dari Lawyers
Committee for Human Rights, New York pada 1992, dan menjadi
tamu resmi pemerintah Amerika Serikat (1985) serta Australia
(1998).
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Muhammad Tanziel Aziezi, S.H.

uhammad Tanziel Aziezi (Azhe)
M adalah lulusan Fakultas Hukum

Universitas Indonesia  tahun
2014. Ia merupakan peneliti hukum yang
telah berkarir di Lembaga Kajian dan
Advokasi Independensi Peradilan {LelP)
sejak Oktober 2014. [a memiliki s '%
keahlian yang mendala % ang
Hukum Pidana, Hu % Pidana,
Hukum Konstj ek Hak Asasi

t

Selama berkarir di LelP, mengasistensi Mahkamah
Agung dalam beberap i%‘tan, elakukan pemantauan proses
seleksi Calon Ha r’r%un n Calon Komisioner Komisi Yudisial,

i tihan-pelatihan bagi hakim dan calon hakim

hateyi ef1 terkait HAM. Konsentrasinya terhadap dunia

d ﬁ radilan juga disuarakannya pada forum internasional,

menjadi pembicara pada Human Rights Intensive Course
slo, Norwegia, pada Februari 2023.

Konsistensinya dalam dunia literasi hukum telah terbukti
melalui berbagai publikasi yang dirilis sejak tahun 2011, dengan
karya terbarunya yang bertajuk “Simetri Publik dan Privasi:
Menyeimbangkan Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan
Informasi Publik Dalam Publikasi Putusan Pengadilan”.
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Susana Rita Kumalasanti

urnalis yang kerap dipanggil Ana
Jmeniti karier sebagai wartawan di
Harian Kompas sejak 2002. Sempat
bertugas di Semarang dan Purwokerto
(Jawa Tengah), sampai akhirnya menjadi

desk politik dan hukum dengan spesialisasi
liputan hukum sejak 2005.

Mengawal isu-isu peradilan, legi :X#
ketatanegaraan di Haria (& gga
kini. Ana, begitu bias ‘1% érupakan

lulusan Fakul ‘% GM. Ia juga
pernah mengikuti short course di [ldyBerlin dappelatihan Jurnalistik

Thomson Reuters-Kedubeﬁ
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Dr. Imran, S.H., M.H.

ditimur pulau sumbawa. Menamatkan
pendidikan sarjananya hingga Doktoral
di FH-UII Yogyakarta dengan konsentrasi
Hukum Tata Negara, sebelum menjadi

tenaga Ahli di Komisi Yudisial nah
bekerja di Pusat Studi HAM UL ( W
UII) bekerja di lemba C% asP”dan
Bantuan Hukum FH-UII FH-UII)
dan menjadi Adv6

Semas iaf ak embaga kemasiswaan
esktra (HMI) dan intra ka u%aa lahasiswa dan Ketua Badan
Perwakilan Mahaisw 1996-1998) FH UIl Yogyakarta).
Punya hobi membada danymeénulis dalam bidang hukum dan hak
asasi manu Saat ink Imran juga menjadi dosen FH Universitas

Cokr a@ akarta.

Imran, pria kelahiran Bima kota kecil
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